
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

PDJTI,_ITLJRAN MENTERI PERE}{CANAAN PEMBANGUNAN I{ASIONAL/

F-EPAi-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIO]\]AL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1i TAHUi{ 20i9
TENTANG

PEMUTAKTiIRAN RENCAN.A KERJ A PEIvi ERIN] AH 1 AHUI..( 202 {'J

DtrNGAN Ic{HldAT 1U}IAN YAi'iG II{AHA ESA

M ENTERI PERENCANAAN Ftr IVIEiAXiGU NAN NASIO NAI- /
KEPALA BADAN PER TJCANA{,N PEMEAi\iGL]NAN NASIO}{I,i,

?,EPIjSLIK I hr L)r:, N E SIA,

lvltni:ni a:rg i)i.tstr.,a. .'riail c1lte*-a.p1<an L n:lrg,-,-Ir:cri-:rX \i-'r-ror 20

'l'ahur 2019 teiltan{ l',ngg;'; alr i-eid-rl, -j;-i;. .",...., r J.lai;.a.

il:gala Talt itir :tnlqgarti::. 2i20;
trD:t\1. ).':ce .:..l1i.il- .i.:<!,,..r. -: ;'c::JiJa'i ; : ;,1\ ; i. .: i'-,,,

l{r.o;. 1T,-:1 -. A,r-..r.,,..-.-, :i,:,,.', .,.+t,,,!..;.r',in.r , r:r,--l:J\i1

ca-ia::l ilu:";l a. Ken:e:rlciiac Ke uanqan. i'.ei:r;.:rrte ; ia,r

lei:eti,::ariaa.t Ptmijar: gri1lanr liasic:rai.i ts:-rian

l'r--re;-,-a.rii,"iir l':;:'i[;a;,u:r;;:at-r ,ri.,itr).ti,l Lr:;-.

Kernei'rit r,a n,,'l,e r;rbai-a '-r:i:-i; l., itl:.r,.t-L;ial.1 ?ertri?i:ra:l
Renca:ra ii3:ia icl Arqqara:: :,:ai.lnie iran . l,e r:::aglt.

i-)2i11i'; r{Il,-rlil. ir rai il,-saa,..il.:al1 K,: aL'r-I li12-1-1 I':,.:f.l 3J
;.r..^!.,,.,r rla.-.--.h, l_. '. -r- .)/.' :..
--1-J.-'.d- i (- r , - ( r - .: - L . r r : .\.,-.rul i, .q.iui. L..,, ,.:.i'-,,--,

Sinki i:.rl i:ra-.i llo'.-€s Pc rt r-riar) a a-n dari Ftngr;ilgg21.ar'!

;-,f; .^.-r.!F^h \1^-,-- ^ i.-6 '.J,',^^' A'r L,^-^1,.r. - ,\ti^?,.t t.:

po. a,-,'-'a..,r.,, lcir rl'rai,i;i11ia,i rria sir:iai1,t-eita ie l-:,;Lliarrt

':_:..-^ ., ..,.^.^.. -i \l-.---.:



-2-

d

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional melatukal pemutakhiran Rencana Ke{a

Pemerintah Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembaagunan Nasional tentang Pemutakhiran

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaal Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

442t);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2O2O (I*mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.
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6. Peraturan Pemerinta,h Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

7. Peratura.n Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dal Penganggaran

Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencaaaan Pembangunan Nasionai

(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 112);

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 1 13)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 20 15 tentang

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang

Rencana Keq'a Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

1 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepa-la Badan Perencanaan Pembangunan

Nasiona,l Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Keq'a Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 i8 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMUTAKHIRAN

RENCANA KER"]A PEMERINTAH TAHUN 2020.

Menetapkan
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Pasal 1

(U Pemutakhiran Rencana Keq'a Pemerintah Tahun 2020

merupakan dokumen pemutakhiran Rencana Kerl'a

Pemerintah Tahun 2O2O yang didasarkan pada

penetapan Undang Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

(2\ Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat

pemutakhiran terhadap:

a. Kerangka Ekonomi Makro dan arah kebijakan

fiskal;

b. Sasaran dan Target Pengembangan Wilayah;

c. IntegrasiPendanaan;

d. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan;

e. Sasaran, Indikator, dan Ta-rget Frioritas

Pembangunan Nasiona-l; dan

f. Sasaran, Indikator, Ta-rget, dan Arah Kebijakan

Pembangunan Bidang,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiral II

dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisalkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2\

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019

tentang Rencana Kery'a Pemerintah Talun 2020.
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Pasa-l 2

(1) Pemutakhirar Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2O2O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

digunakan oleh:

a. Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badal Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagai instrumen

pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan nasional; dan

b. menteri/kepala lembaga untuk melakukan

perubahan Rencana Kerja Kementerian/

Lembaga Tahun 2020.

(21 Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badal Perencanaan Pembangunan Nasional

melaporkan pelaksanaan pemutakhiran Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2O2O kepada Presiden.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlal<u pada talggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya da-lam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundalgkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESTA,

ttd.

WIDODO trKATJAHJANA

BERITA NEGARA RBPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1757

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

/'

2:--
RR. Rita Erawati



SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR IT TAHUN 2019
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN
2020

MATRIKS SUBSTANSI PEMUTAKHIRAN RI(P 2O2O

BAB 2. SPEKTRUM PEREI{CAI{AAN PEUBANGI'ITAN NASIOIIAL

PN Pembangunan Wilayah memfokuskan pada upaya penurunan tingkat
kemiskinaa di daerah tertinggal. Pencapaian PN Pembangunan Wilaya}
menunjukkan kinerlayang cukup baik pada talun 2018. Sasaran...

Prioritas Nasional
Pembangunan Wilayah
(Perubahan narasi pada
Pangral 4 H alarnan Il.3)

1

2.2 r'gt,ngr, E;Jk]onoal Mal.ro
2.2.2 P€rtlraar ElotroEt T.bur 2O2O

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,5 persen pada tahun
2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

2 Pertumbuhall Ekonomi
(Perubahan data pada
Paragraf 3, Halamar II.l5)

GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.32O per
kapita pada tahun 2020.

GNI per Kapita (Atlas
Metiod)
(Perubahan data pada
Paragraf l , Halaman IL l6)

GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.33O - 4.360
per kapita pada tahun 2020.

3

Tingkat inflasi ditargetkar sebesar 3,011 persen Tingkat inflasi ditargetkan sebesa.r 3,1 persen4 Tingkat Inflasi

{Perubahan data pada
Paragrat 2, Halaman IL l6)

Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayalan tetap stabil sesuai
fundamentalnya, mencapai rata rata Rp I 4.0OO- 14.5OO per U SD pada tahun 2020.

Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil
sesuai fundarnentalnya, mencapai rata-rata Rpl4.400 per USD pada tahun
2020.

Nilai Tukar
(Pembahan data pada
Paragrd 2, Halaman II.l6)

5

PEMUTAI(HIRAI{ NEI{CANA XERJA PEMERIITTAH
TAIIUI{ 2O2O

RENCANA XERJA PEMERINTAH TATIUN 2O2OPERIHALNO

2.1 Evalua3t RXP Tahun 2O18

PN Pembangunan Wilayah memfokuskan pada upaya penurunan tingkat
kemiskinan di daerah tertinggal. Pencapaian PN Pembangunan Wilayah
menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2018. Sasaran ...

Pertumbuhan ekonomi diperkirakar mampu mencapai 5,3 persen pada tahun
2O2O melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.
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Tingkat kemiskinan dan tingkat pengargguran terbuka diharapkan menurun
menjadi a,5 - 9,0 persen dan 4,8 - 5,0 persen, dengan tingkat rasio gini menurun
menjadi 0,375 0,380 pada tahun 2020.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun
menjadi 8,5 - 9,0 persen da$ 4,8 - 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun
merjadi 0,375 - 0,380 pada tahun 2020.

E
6 Tingkat Penganggu ran

Terbuka (Perubahan data
pada Paragraf 3, Halaman
r.l6)

2.2 Rera.ngla EtoEotEt Malto
2.2.2 Pe.Ltsr.n l roaoat Tittu! 2UlO

2.2.2.2 sr..r.n iLrt Arrt I<dtJ.Laa EtroEoDt M.ho Tahua 2O2O

q2 - s,s
2,O - 4,O

l4,ooo - 14,500

6,9 - 9,2
7,6 - 9,4

127,3 - 122,6
5,9 - 6,0
2,7 - 2,9

10,57 - 11,14
1,43 - 1,5a
o,a2 - o,83
o,m - oPs

(1,7s) - (1,s2)
g,to - 29,40

Menuju 40
6,9 - 7,3

875,1 - a9O,3

4,5 - 9,0
4,8 - 5,1

P€rkiraan Ebsaran-b€seran Pokok
Pertumbuhan PDB (%)

Lqju innasi, IHK (%)r Akhir Pcriode
Nilai Tukar Nominal [Rp/USD)r Rata-Rata

Itne Duar I'erluj.lkan (0/o l'l)BJ
Flclanta Nrodal (% t'DU)
Sul)sxli lrncrsi (% l'Dil)
Kcsernba.8an Prirner (o/o Pl)l]l
Surphrs/Dclisit Al'llN (% Pl)ll)
Stok tlrans I,crr.rinta)r (0,6 l,l)B)

Pcrin8kat lrxlonesia pada DoDB
Itrtumbuhan lnvestasi (PM1'B) (%)

Rcalisasi iflvcstasi PMA dan l'MDN (Triliun Rp)

Tsrget Pembsngunan
Tinekat Kemiskinan (%)

Tingkat Penganaauran Terbuka (%)

Neraca ltmbayamn
ttrtumbuhan Ekspor Nonmisas (%)

Pcrlumbuhan Impor Nonmjsas (%)
Crdangan Devisa (USD ,nilar)
' dalam bulsn imt,r (termasuk irtanB LN Pe,nerinlah)
Defisit Neraca Transaksi Bedalar (% PDB)

5,s
3,r

14,400

4,3
5,2

6,9
2,4

10,6q
t,20
o,72

(o,o7)

l,1,76)
29,45

McnuJu 4O
6,O

aao,o

4,5 - 9,0
4,4 - 5,O

l).rkiradD U.sarar-l)es! ran I \)kok
It rtLrnrl)uhar Pl)lI (o/o)

Laju i,rnasi, lllK (%) Akhir I'(:flo.1.
Nilri'l\rkar N{,r)irirl (llt)/USl)) R!La Rala

Keuangan NcaarE
Penerirnaan Perpajakan (0,6 PDB)
Bclanja Modsl (% PDB)
subsidi Energi (o/o PDBJ

l(c3eimbangan Prirner (% PDB)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)
stok utang Penrrinrah (% PDB)

Peringkat Indonesja pada EOI)B
Pertumbuhan lnvestasi (PM1'B) (o/ol

Rcalisasi investasi l'MA dan I'MDN (Triliun Rp)

Target Pcmbangunan
TinskAt Kemiskinan (%)

Tingkat Penganggu ran Terbuka (%)

Sa-saran Ekonomi Makro
2O2O (Perubahan data tahun
2O2O pada
Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi
Malro Tahun 2020, Halaman
II.17 dan II.1A)

7

PERIIIAL RENCANA KER.'A PEMERII{TAH TAIIUN 2@O PEMUTAXHIRAX RTNCA.NA XERJA PEMERIIYTAH
TAHUII 2O2O

Ncl€ca l']embayaran
Pertunrhuhan Ekspor Nonnisas (%l

Pertumbuhan Impor Nonmisas (%)

C€dansan Dcvisa iUSD 'nila')- dalarn bulan imlx,r (termasuk utang LN Pcrnerirtah)
Defisrt Neraca Transaks, BcrJalan (% PDE

20to*r)
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Rasio Gini (nilai)
lndeks Pembansunan Manusia (lPM) (nilai)

Sumbefl Kernenterian PPN/llqppenas (diolah), 2019

0,375 - O,3aO
72,51

Rasio Gini (nilai)
lndeks ltmbansunan Manusia (lPM) (nilai)

sumber: Kernenterian PPN/tiappenas (diolah), 2019

0375 - Opao
72,51

Pertumbuhan Ekonomi
(Perubahan data pada
Paragraf 1, Halaman II.l a)

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 - 5,5 persen pada
tahun 2020

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun
2020

a

Pertumbuhan Industri
Pengola}an
(Perubahan data pada
Paragraf l, Halaman II.l9)

Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertl+mbuhan ekonomi akan didorong
utarnanya oleh industri pengolahaa yang diharapkan marnpu tumbuh 4,9 - 5,4
persen pada tahun 2020.

Dari sisi lapalgal usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akal didorong
utarnarya oleh industri penSolahan yang diharapkan maftpu tumbuh 5,O persen
pada tahun 2020.

9

Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,7 - 3,9 persen, melalui modemisasi
pertanian dengar fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelaya.n.

10 Pertumbuhan Sektor
Pertanian Pengolahan

(Perubahan data pada
Paj'agraf l, Halaman II. l9)

Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,7 persen, melalui modemisasi pertanian
dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani darl nelayan.

Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar l,A - 2,O persen didukung oleh
peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukunS pengembargan industri
hilir.

Pertumbuhan Sektor
Pertambangan
(Perubahan data pada
Paragraf I , Halarnan II. 19)

Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,9 persen didukung oleh
peningkatan nilai tambah pertarnbangan yang mendukung pengembangan
industri hilir.

Pertumbuhan Sektor-sektor
Jasa (Perubahan data pada
P^ragraf 2, Halaman ll. I 9)

Sementara itu, translormasi sektor jasa yang didorong oleh pengembangart inovasi
dan teknologi al<an mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan
sebesar 5,3 - 5,7 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,1 - 7,5 persen, dan
transportasi dan pergudaJrga-n sebesar 7,0 - 7,1 persen.

Sementara itu, transformasi sektorjasayarrg didorong oleh pengembangar inovasi
dan teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan
sebesar 5,5 persen, informasi dan komunikasi sobesar 7,3 persen, dan
transportasi dan pergudangan sebesar 7,O persen.

12

Pertumbuhan Sektor
Konstruksi (Perubahan data
pada Paragraf 2, Halaman
rr.l9)

Sektor konstruksi akan tumbuh 5,6 - 5,9 persen seiring dengan masih berlanjutnya
pembangunan infr a.struktur.

Sektor konstruksi akan tumbuh 5,7 persen eeiring dengan masih berlanjutnya
pembangunan infrastiuktur.

13

Pertumbuhan PDB (%)

Pertanian, Kehutanan dan Pcrikanan
Pcrtambanss n dan PengpElian

5,2 - 5,5
3,7 - 3,9
1,4 - 2,O

14. Sasaran Pertumbuhar PDB
Sisi Produksi 2020 Pcrtumbuhan PDB (%)

Pertanian, Kehutanan dan lbrikanan
Pcrtamb€ngan dan Penggalian

5,s
3,7
1,S

NO RENCANA XERJA PEMERIT{?AH TAIIUN 2UIO

,mo 2020

PERIHAL
PEUUTATHINAI{ NEITCAI{A IITRJA PEMIRIITTAH

TAflt lt 202()

1t.



M-4

E
(Perubaha, data dan sumber
data pada Tabel 2.6 Sasaran
Pertumbuhan PDB Sisi
Produksi Tahun 2O2O
(Persen), Halaman II.19)

Industri
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produk8i Es

Konstruksi
Itrdagangan besar dan eceran, dan r€Barasi Mobil dan Sepeda

Transportasi dan Pcrgudangan
l'enyediaan Akomodasi dsn Makan Minum
infonnasi dan Komunikasi

Real ktatc
,,ssa Pcflrsrhaan
Adninistrasi Pemenntahan dan Jaminan Sosial wajib

Jasa Keuchatan dan KcSiatBn soBial

Sumb€r: APBN 2g2O dan perhitungan EhpFnas, 2O19

4,9 - 5,4

3,9 - 4,2
5,6 - 5,9
5,3 - 5,7

7,O - 7,l
5,4 - 6,3
7,1- 7,5
6,1 6,()
4,8 5,1

8,3 - u,()
4,4 - 4,7
5,1 - 5,4
7,5 - 7,7
9,O 9,1

7,O
6,O
7,3
6,3
4,9
4,3
4,5
5,1
7,5
4,9

5,O
4,2
4,O
5,7
5,5

15 Pertumbuhan lDvestasi

(Perubahan data pada
Paragraf l, Halaman I1.20)

Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2O2O akan
didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 6,9 - 7,3 persen.

Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuharr ekonomi pada tahun 2020 akan
didorong oleh pertumbuhan investasi ya.ng mencapai 6,0 persen.

l6 sasarart Pertumbuhan PDB
Sisi Pengeluaran 2O2O

(Perubahal data dan sumber
data pada Tabel 2.7 Sasaran
Pertumbuhan PDB Sisi
Pengeluaran Tahun 2O2O

{Persen), Halaman ll.19)

Pcrtumbuhan PDB {7o)
Konsumsi Rumah'lbnssa dan I.NPRT
Konsrrnsi Pernerintah
Irveslasi(PMl'll)
IJkspor Barang dan Jasa
lrnpor tlarang da,r Jasa

Sumber APBN 2O2O dan prhilursan Bappnas, 2or9

5,2 - 5,5
4,9-5,t
4,t - 4,3
6,9 - 7,3
4,7 - 6,7
5,5 - 7,1

Pertu'nbuhafl PDB (%)
Konsumsi Rurnah T6ngga dan I,NPRT
Konsu,rlsi Pemcrintah
lnvestasi (PM'IE
Dkspor Barang dar Jasa
lmpor Barang dan Jasa

Sumbcr APBN 2O2O darr |rrhitungaD Uappeflas,20lq

5,3
4,9
4,3
6,O
3,7

17 Pertumbuhan Ekspor Baralg
dan Jssa
(Perubahan data pada
Paragaf 2, Halaman IL2O)

Dengar kebijakan tersebut, ekspor barang dan jasa diharapkan tumbuh 4,7 - 6,7
persen pada tahun 2020.

Dengan kebijakan tersebut, ekspor barang dan jasa diharapkan tumbuh 3,7
persen pada tahun 2020.

l8 Pertumbuhan Impor Barang
dan Ja.sa

Sementara, impor barang dan jasa tumbuh rata 5,5 - 7,1 persen didorong oleh
peningkatar permintaan domestik, terutama investasi.

Sementaria, impor barang dan jasa tumbuh rata 3,2 persen didorong oleh
peningkata, permintaar domestik, terutama investasi.

PERIHAL RENCANA HERJA PEMERIISTAII TAIIUN 2OIO PEUUTA.rHIR.AII REITCANA XERJA PEMERItrTAII
TAIIUN 2O2O

Pengadaan Lislrjkdan Cas, dan Produksi Es

tiomtruksi
Pe.da8angan besar dan eceran, dan repaEsi Mobil dan Sepeda

Transportasi dan Per8udan8an
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa KcuanSan
Real Eslate
Jasa }trusahaan
Administrasi Pemenntahan dan Jarninan Sosial Wajib
Jasa l'cndidikan
Jasa Kesehatan dan lieSiatan Sosial

Sumben APBN 2O2O d€n perhilungan Bappenas, 2Ol9

2020 2020
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{Perubahan data pada
Paragraf 2, Halaman Il.2O)

Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar
4,1 - 4,3 persen pada tahun 2020.

19. Pertumbuhan Konsumsi
Pemerintah
(Perubahan data pada
Paragtaf 3, Halaman 11.20)

Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar
4,3 persen pada tahun 2020.

Ketidakpastial ekonomi global yang bersumber dari normaJisasi kebijakan moneter
AS dan Uni Eropa serta perang dagang antara AS dan China alan mendorong defisit
transal(si berjalan pada tahrufl 2o2o berada di re,]lar\g 2,7 - 2,9 persen dari PDB.
Sementa.ra, cadangan devisa diperkirakar masih al<al meningkat pada rentang
USD 121 ,3 miliar - USD 122,6 miliar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa
didorong oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus
neraca modal dan finansial yang meningkat pada rentang U SD34,9 miliar - USD35,1
miliar. Peningkatal surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus investasi
langsung pada rentarg USD2I ,9 miliar - USD23,7 miliar.

Menjaga Stabilitas
Malroekonomi dari Sisi
Eksternal
(Perubahar data dan narasi
pada Paragraf 4, Halaman
|.2O],

Keddakpastian ekonomi global yang bersumber dari normalisa,si kebijakan
moneter AS dan Uni-Eropa serta perang daSang antara AS dan China akan
mendorong defisit transaksi berjalan pada tahun 2O2O berada di level2,8 persen
dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan mentrgkat di
level USDl23,7 mi)iar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa didorong
oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus neraca
modal dan Iinarlsialyaflg mencapai USD34,9 miliar. Peningkatan surplus tersebut
didorong oleh peningkatan arus investasi langsung rnencapai USD22,O miliar.

Meniaga Stabilitas
Makroekonomi dari Domestik
(Perubahan data dan narasi
pada Paragraf 1, Halaman
|.21]'

Stabilitas ma.l<roekonomi juga tercermin dari tingkat harga yaig terkendali. Pada
tahun 2O2O, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan,
yaitu sebesar 3,Ot I persen $oy).

21. Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali. Pada
tahun 2020, tingkat inflasi diperkirakan mencapai 3,1 persen b/oy).

Tingkat Pengangguran
Terbuka
(Perubahan data pada
Para8raf 1, Halarnan 11.22)

Pada tahun 202O, Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7
- 3,0 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,8 -
5,1 persen.

Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak
2,7 - 3,O juta orang, sehingga tingkat peogangSuran terbuka berada pada kisaran
4,8 - 5,0 persen.

22

2.2 lleralglr ELoroEl M.Lto
2.2,3 Ilebutuhaa ltrvottatl daa Su.uboi Petablayia!
2.2.3. I X.,blrtut.!! Iavesta.ei

Kebutuhan lnvestasi Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 202O, kebutuhan investasi
yang diperlukan sekitar Rp5.oo6,1 - Rp6.O24,O triliun. Dari total kebutuhan
investasi tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekita! 6,9 - 8,1 pelsen.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kebutuhan
investasi yang diperlukan sekitai RpS.962,3 triliun. Dari total kebutuhan ilvestasi
tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 6,2 persen. Selain dari

PEMUTATHIRAIT NBTCAIIA XERJA PEMERIIYTAH
TAIIU 2O2OPERIHALNO RENCANA XEEJA PEMERINTNI TAIIUN 2O2O



Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang
sekitar 8,7 - 9,3 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar 82,6 -
84,4 persen.

(Perubahan data pada
Pa.ragraf 4, Halaman II.22)

pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sekitar 8,5
persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar 85,4 persen.

Kebutuhan Investasi

{Perubahan data pada Tabel
2-8 Kebutuhan Investasi
Taiun 2020, Halaman II.23)

Total Kcbutuhan Investasi

a. lnvestasiPernerintah

b. InveshsiBUMN

c. lnvestasi SwasLa

Sumbu-r Kemenl-erian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

1m,m

6,9 - A,l

8,7 -9,3
42,6 a4,4

24
To(al liebutuh€fl lnvcatasi

a. lnvcstasiItrErint,rh

b. Investasi BLJMN

c lDvcslasi Swasb

I OO,O

6,2

8,5

85,4

Srrrben Kcrnentcrian I'l'N/tlal4rnss tlioli{lD, 20l(l

2.2 lteraagl.a Ekonoot M.kto
2.2.3 llebutuh.n llverted daa Su-mber PeEblayarn
2.2.3.2 Sunber Peatta5raan

Dana ifltemal masyarakat merupal<an penyumbang terbesar dalarn sumber
pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 75,5 - 76,A persen dari total pembiayaan
investasi.

25 Sumber Pembiayaan
lnvestasi
(Perubahan data pada
Paragraf l, Halaman II.23)

Dana internal masyarakat merupalan penyumba.ng terbesar dalam sumber
pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesal' 76,3 persen da.ri total pembiayaan
investasi.

Kebutuhan Investasi
(Perubaharr data pada Tabel
2.9 Sumber Pembiayaan
Investasi Tahun 2O2O,
Halaman 11.23)

Krcdit Pcrbankan 7,5 -82
ttnerbitan Saham l,t

Fcnerbitan ObligaBi 83 - 9,1

Dana lntcrnal IIUMN 5,4 - 6,1

Dana Intcrnal Masj.arakat 75,S - 76,a

sumbefl Kement€rian PPN/Bappems (diolah), 20l9

26
Krcdit Perbankan 7,a

Penerbitan Saham 1,1

Penerbitan Obligasi 9,2

Dana Internal BUMN 5,6

Dana Intcmal Masyarakat 76,3

Sumber Kementerian PPN/tsappenas (diolah), 2019

RENCA A XER.'A PEMERINTAII TAIIUN 2O2ONO
PEMUTAI'HIRAN REIYCAIIA I(ERJA PEMERIITTAII

TAHUI{ 2O2O

Sh(Ir€ {Per.€u,stdr! lPcrtcll

M-6

PERIHAL
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Sumbcr Kemcnterjan PPN/Bappenas (diolah), 2o19; BPS, 2019

Keteranganr Anaka tahun 20l7 dan 2O1a merupakan angka rcalisasi (BPS, diolah). Angka lahun
2o19 adalah r€alisasi Tri$,ulan I 2019, y-o-y (BPS, dblah)

4,3

5,6

I

6,7

3,7

4,6

5,7

4,5

5,7

4,1

7,O

4,9

5,8

'1,- /,o o,0

Malu ktt

L '2,1

4,3

27 Sasaran Peitumbuhan
Ekonomi Wilayah (Dalam
Persen) (perubahan data
pada Tabel 2.1, Halaman
I1.24). Seharusrya Tabel 2.lO

-Fj
=L

I-T
l

rl L)lau (sr 7,l)

N4,,lukr r t),7

l';rt)Lra 4,i)

Sumben Kementerian PPN/Bappenss ldiolah), 2019t BPS, 2O19

Kctcranganr Angka tahun 2017 dan 20la merupakan angka r€alisasi (BPS, diolah). Angka tahun
20l9 adalah Ealisasi Triwulan lll 2019, c-to-c (BPS, diolah)

_J
2,1 4,4 l

6,16,1

-13,1

4,3

4,3

5,6

4,5

5,7

4,t)

5,6

5,6

6,6

o-7

3,(.)

6,7

(_),8

7,D

4,4

5,4

5,9

6,4

6,4

2.3 Ar.h PeageEbanAa-a wtlayah
2,3.2 Afih PergeEbapgan WI.&lrah SuEitera

2a Target Pengembangan
Wilayah Sumatera
(perubahan data pada Tabel
2.2, Hdanan 11.261.
Seharusnya Tabel 2.1 I

4,6- 4,'tkrtu,nbuhan Ekonomi (%)

9,t2

4,9

9,7

4,9

Persentase Pcnduduk Miskin (%)

Fen8an$tumn Terbuka (%)

Srrnlx!'r limrirrl(:riar l'l'N/lJaptr:rir
Ketemrsan ') Al]ska r0lisrsi (lll'S)i

4,3 4,5

lo,5 lo,2

5,2 5,t

s (dnrrlr, 2Ol(); ll)rs, 20l<)
'*) Ar8k.r rr.rlisflsi'l'W I [y-o-y, I]l'S)

Surrl)cr li('nrclrterirr 1'l'N/llat,lrn.rs tlnrah), 2019; IJI'S, 20l9
K.l.ranga,r r) Anskrr rcalisasi (llPS);'") Anska r.alisasi'l'w 111 (. lo(,BI'S)

4,9

4,5

9,7

4,9

4,8

9,2lo,2

5,1

l,aju Pertu,nbuhan Flkonomi (%)

l'crser)12sc l'endu(lrk Miskir) (9/o)

f irBkal t'c,rRanssrrra,) Tert uka l%)

PEMUTAI(HIRTN RENCANA (ER.'A PEMERINTAT
TAIIUI{ 2O2ONO PERITIAL

20r7 2014 2019 2020wUryrh20t7 20ra 20 r9 2920Wtrrtrh

20r9 202,0wUstrh 2017' tora20L7" 20la' 2019Ulnyrh to20

RENCANA I{ERJA PEMERINTATI TAIIUN 2O2O

2.3 Atrh P€tr8embugaa Wtlayah

2.3.1 T"uJuaa da! saririE Pet geEba.!{an Wtlayah

3,4

ti,il

6,O

4,3

r0,5
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2.3 Atah Pergemb'ng' n W|lay&h

2.3.3 Arah Polgelnb.rtrgar qnhjra.h Jaea-B.U

Target Pengembangan
Wilayah Jawa-Bali
(perubahan data pada Tabol
2.3, Halarnan II.28)

Seharusnya Tabel 2.12
Sumben Kcrncnterian PPN/ Bappcnas (diolah), 2019; BPS, 2Ol 9
Kctcrangan: I Angka rEalisasi (BPS); 1 Angka realisasi Tw I (y-o-y, BPs)

s,7LP8 (%)

Kemiskinan (%)

Tt/r (%)

5,6

5,3l 5,4

8,4

5,7-

5,9

8,7

5,7

5,i.j

29

Sumbe. Kcrn€nterian PPN/Bappenas (diolah), 2019i BPS, 2019
Kcteransanr t) Anska r€alisaci (BPs); '1 AtrL. sa[-.r Tr lll (c-to{, tPsl

'l ingkal I r,rganA,aur?r,r'lerlru ka l7o)

5,6 5,4

9,2
i5,7

8,7

5,9 5,7

Laju Pcrlun$uhan Dkonomi (%)

t-
duk Miskin (%) 7,7

5,3

Ilrmenlasc ltndu

2.3 Ara.L PongeEbangar Wllayah
2.3.4 A..h PolrgoGbargea mhJrah llura Teoggara

Sumber: Kerncnterian PPN/Bap,pcnaB (diolah), 2019; BPs, 2Ol9
Ketcransan: ') Anska r€slisasi (BPs); 1 Angka realisasiTw I (y-o-y, BPS)

2,1 4,7

3,2

IIJ,3

3,3,Im(%)

LPE (%)

17,7I(cmiskinan (0/6)

3,4-

t7,\,

3,3

_1?_

30. Target Pengembangan
Wilayah Nusa Tenggara
(perubahan data pada Tabel
2.4, Halanan 11.29)

Seha.rusnya Tabel 2.13
Sumbe.: Kencnterian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019
Kcteranganr *) Angka realisasi (BPS); **) Angka rEslisasi TW lll (c-to-c, BtS)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) -o,72,1

llrsentasc Pendrr.luk Miskirr (o/.)

Tingkat PenBangsuran Terbu ka (%)

I8,3 17,(l

3,3 3,3

2.3 Arah Pengerobaagaa wlLyah
2,3.5 Arab Peageobrlga.a Wtlya.h lklltlintir

Target Pengemb angan
Wilayah Kalimantan
(perubahan data pada Tabel
2,5, Halaman ll.3l )

Seharusnva Tabel 2.14

sumbcr: Kementcrian PPN/Bappcnas (diolah), 2o1e; Brs, 2ore
Kclcranganr *) Angka realisasi (BPS)i *1 Anska r€alisasi Tw I (y-o-y, BPS)

I

3,9

4,1 5,7

4,7

4,3

I ),2

5,O

3t
l,aju lrertlrrnbuhan ltkonooi (%)

1)ersentssc ltindudUk Miskin (%)

Sumben Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2O19
Kcteransanr ') Anska r€slisasi (BPS); "*) Anska rcslisasl Tw lll (c-to-c, BPs)

4,4

3,9

4,1-r
Tingkat Penganggumn Tcrbuka (%) 4,5

4,3

6,2

5,O

6

5 ,4

PEMUTAI{IIINA NENCA A XTRJAPEME ITTAII
Ttullm 2gtoRENCANA IERJA PEMERI TAII TAHUN 2O2Ol{o PERIHAL

20t7' 201A 2019 2020wllrys!2017' 201A 2019 2tzAWtlrr.L

Wlleyrt ?o17',
'o 

la' 2At9 Wtloysh 201?', mta. 2019 uo202020

Wlliysb ,ol7' 2()r 8', 2019 2lJ202017 2014' 2019 2020wlhraL

-.-.-.-1*--.-..-.--l
5,6*

8,4

5,4

I5,8

3,O

5,9+-
t7,7

3,2

I s,8

3,O

l,l'D (o/d 4,t

5,4

4,5

-----_l Ilw t_

5,6-

5,7II
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2.3 Ar.h PotrSeEbr.Ega.[ wllayah
2.3.6 Arah Pengenbanga! wtlayah sulawoti

Target Pengemba.ngan
Wilayah Sulawesi (perubahan
data pada Tabel 2.6,
Halaman 11.33)

Seharusnya Tabel 2.15 'n,r'(%d 4,e 4,7

Srrrlxr Kcirxrrl.rian l'l'N/IJapp(:rras (liolalrl, 20l S; Ill'S, 20lll
R( l.rrlrgar) ') Angka ,r'!,lisasl (Fll'S)i r') Anskir ftralisasl'l'w I (! o v, lll'S)

6,5- 7,O

4,6

9,8

4,6

ta,4 ' lo,o

1,1'E l%)

Kc,,,iskina,, (%)

7,t)

Tinskat PenaanssuraD Tcrbuka l%) 4,9 4,7

Sumbcr: Xemerlerian PPN / Frappenas thulah), 201 rrr RPS, 2()l a
KctcrEnsan: ]) Anska rcalisasi (BPS)l t.) Anska realisasi Tw lll (c-to-c, BPS)

l I

4,6

to,o

4,6

Laj,r Pcrtunrbuhan Ekononri (%)

t,(rs.lltase l'cr! lu(lu k N4 is kir r (o/ol

7,O h,7

I O,9 I O,4

6,4

9,8

2.3 Arah PengeEb&Dga-E wllaya.h

2.3.7 Arah Peogembangaa Wllayah Malulm

Target Pengembangan
Wilayah Maluku (peruba.J:r an
data pada Tabel 2.7,
Halamar II.34)

Seharusnya Tabel 2.16 1l,r'(%) 7,6 6,:2

Srrirl)er: K(rln r)lcriar ]'l'N/llapp.r;rs (.1iol, l)) , 20 I 9t Ill'S,2019
k.tcrrngari: ^) Argka r.Llrsasi (Ill'S)t ") ArBk,, rcalisasl'lw I (y o \', lll'Sl

5,9- tt,7l,l'lt ('%)

Kemiskinan (%) 13,3t3,4 I3,O

5,9

12,5

5,7

Sumbeo Kementcrian PPN/Bappenas (diolah), 20I9; BPS, 2019
Keteransani "l Anska realisasi (BPs); rt) Anska realiaasiTw lll (c-to-c, BPs)

Leju [t rlumbuhan Ekonorri i%)

lk)['jerseotase Ircnduduk Miskin

Skat P€ngangguran Tcrbuka {%)

13,4 13,3 t:l,o

5,9
12r1,

7,t) r-),2

2.3 Ara.h PoageEbangan wthyah
2.3.a Atah Petrgeeba.nga! WtLyah Papua

l(rrrskirnr ('{/o)

Tr'r' e,6)

Sumber Kementerian PPN/Bappcnas (diolah), 2019; At,S, 2O19
I(etersnsan: ') Anska rcalisasi (BPs); '1 Anska rcalisasiTw I (y-o-y, BPS)

-14,7-

26,4

I

i

23,3

LPtt (%)

24,5

3,7

4,5 7,O

4,2

34
Target Pengembangan
Wilayah Papua (perubahan
data pada Tabel 2.8,
Halaman II.36)
Seharusnya Tabel 2.17

'lri,,1k,,I It-r*,i,[!,,Lrarr'li, ),]ka ("1,)

Sumbcr: Kementcrian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2ol9
Keteransan: ') Angka realisasi (BPs); *) Anska r€alisasiTw lll (c-to-c, BPS)

6,0

l

4,5 7,O
T

4,2

26,7Perscntas€ Penduduk Miskin (%) 26,4

3,8

Laju Ibrtunrbul, D Ekor)on,i('%)

PEMUTAI(HIRAN REITCANA XTRJA PAME [TA}I
TAIIUI{ 2OIOPERIHAL

20r7 2()1E 2(,19 2020wlhr.t

Vtlry0h 2017' 20ta' 20t9 2o20

20t7' mla' 2.Jt9wllrrrl 2020

ro RE!{CANA NER.'A PEMERII{TAS TATUI{ 2@O

6,a I

wthysh 2017' 20la 2019 2020

l
- 13,1-

24,5

3,7 3,2
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2,4 Pcadrlaan PoebargE!.n
2.4.f Plglr B6fatJ. KeDort€da,r/ LmbaSa

35 Pagu Belanja
Kementerian/ l,embaga

(Perubahan data dan narasi
pada paragraf 2, Halaman
1.37)

Penyusunan Pagu Anggaran K/L untuk tahun 2020 mengacu pada pemenuhErn
prioritas sebagaimana dijabarkan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP Tahun 2020. Pada tahun 2O2O, telah
dialokasikan melalui Belanja XL sebesal Rp. 337,3 Triliun untuk mendanai Prioritas
Nasional RXP 2O2O.

Tabcl 2.1O
IntoEratl Pcndaiaau Aloka.l Pada Prlorlte. NatloEal

Bclaqra XL Tshuo 2020

Angaaran K/LTahun 2mO, diolah
Ketcmnganl

1, Alokasi Pada Prioritas Nasional dirinci sampai dengan proyek di Kementcrian/L€mbaga,
2. Alokasi Pada Prioritas Nasional beruifat serrEntara. knajaman dan rJemutakhiran akan

dilakukan sampai dengEn penelapan APBN, terrm8uk intcgrasi sumbcr-sumbcr pendanaan
lainnya.

3. Rincian Integrasi Pcndanaan Alokasi Pada Priorilas Nasional Belanja KL TA 2o2O menjadi
bagian d6ri Suplemcn RKP 2920.

Pembanaunan Manusia dan PenBentasan Xcmiskinan

Infrastruktu. dan PefrErataan Wilayah

157,1

75,5

Nilai thmbah Scktor Riil, lndustrialisasi, dan Kesempatan 24,4

43,7Ketahanan PanBan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

Stabilitas Pertahanan dan Kearnaoan 36,6

PRIOR.IftIS I{AATOfiAII

JUMLAII 337,3

Belr0ja xI
lPru$ l,r$gcrrnl

np. Trntuo

Bappenas dan Menteri Keuangan tentanB Pagul,t,NSumbefl Suml Uercama ll) Mcnl(

Pada APBN 2O2O, Pagu Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp.909,6 Triliun dengan
Belanja Operasional Rp. 301,4 Triliun dan Belanja Non Operasional Rp. 6Oa,2
Triliun. Pemanfaatan Belanja K/L utamanya diarahkan pada pemenuhan
prioritas sebagaimana dijabarkan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP Tahun 2020.

NO PERIHAL RTI{CIINA RERJA PEMERINTAH TAHUN 2fi'O PE UTAI(HIRAI| REI{CAIII IIIER.'A PEMERII{TAII
TAIIUN 2O'IO

I
ol
02

o3

o4

I
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I . Mendorong peningkatan peraD TKDD dalam mewujudkan pusat pertumbuhan
ekonomi daerah, mempercepat penyediaan infrastruktur publik, meningkatlaa
konektivitas antar wilayah, memperkuat kualitas SDM, mendorong daya saing
di daerah melalui inovasi dan insentifyang mendukung iklim investasi, serta
meningkatka.n produktivitas dunia usaha yarlg berorientasi ekspor;

2. Memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai
kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas
pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; dan ft) penyempurnaan
formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan
pelayanan publik di daerah;

3. Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung
implementasi kebijakan desentralisasi, aI:ttara lain melaluir (a) penguatal:r fokus
pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah
melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan str,infurj, air minum,
sarritasi, perlindungan sosial serta infrastruktur daerai dai pelayana'r publik
lainnya; (b) refoatsittg bidaig, subbidarg, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta
(c) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyalu ran DAK Non Fisik
berdasarkal kinerla pelaksanaan;

4. Meningkatkan dan memperkuat pengelola,an Dana Insentif Daerah (DID), Dana
Otonomi Khusus, Dana Tambahan dalam rangka Otsus (DTo), serta Dana
Keistimewaan D.l.Yog/akarta, antara lain mela]uir (a) penyederhanaan dan
refocusing penentuan kategori/indftator penilaian DID yang lebfi
mencerminkan kine[ a pemerintah daerah, untu k mendu kung pela-ksaiaa-n
program/kegiatan yang menjadi bagian dari tujuan dan prioritas nasional;
serta {b) peningkatan akuntabilitas, tianspaia.nsi, efisiensi dan efektivitas
pengelolaan Dana Otsus, DTO, dan Dana Keistimewaan DIY; serta

5. Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain mela-lui: (a) penyempumaan
formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan mendorong percepatar
pengentasan kemiskinan desa dal ketimpargan; dan (b) mengaralkai
penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa,

36 Arah Kebijakan Dana
Transfer ke Daerah dan Dana
Desa

(Halaman II.39)

Memperkuat pengelolaan Dana Tralsfer Umum (DTU) dalam mendanai
kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkata, kualitas
pengelolaan DBH yang tra.nsparan da:r berkeadilan; dan (b) penyempurnaan
formula DAU dalam rangka mendorong pembalgunan dan meningkatkan
sarana da.n prasarana serta kualitas pelayanan publik di daerah; dan (c)
mendorong penga-lokasian DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) sekurang
- kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur.
Mengarahkal pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung
implementasi kebijakal desentralisas: dan menjaga ketercapaian ourpur,
antara lain melalui: (a) penguatan fokus pemanlaatar DTK untuk
meningkatlan kualitas SDM dan daya saing daeralr melalui pendidikan,
kesehatan (teimasuk pengentasan stufitin4il, a1r minum, sanitasi,
perlindungan sosial serta infrastruktur daerah dan pelayanan publik
lainnya; (b) refoclEing bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik;
serta (c) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Non
Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dar capaian output; (iv) peningkatan
akurasi data sasaran dal biaya satuatl DAK Nonfisik untuk meningkatkan
kualitas pengalokasian; dan (v) penguatan kebijakar afirmasi untuk
mengejar ketertinggala.n kuafltitas dan kualitas layalan pubik di daerah
dengn k.iteria tertentu.
Meningkatkan dan memperkuat pengelolaar Dana Insentif Daerah (DID),
Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan dalam rangka Otsus (DTO), serta
Da,Ia Keistimewaan D.l.Yo$Takarta, antara lain melalui: (a) DID diarahkan
untuk mendukung pelaksanaan prograft/kegiatan yangmenjadi bagian dari
tujuan dan prioritaa nasiona.l, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah,
inovasi pelayanaa publik, kualitas pelayanan publik, peningkatan
kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan mand.atory
spendttg, serta (b) peningkatan aluntabilitas, transparansi, efisiensi dan
efektivitas pergelolaaJr Da.na Otsus, DTO, dan Dana Xeistimewaan DIY; serta
Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melaluii (a)

3

maan formulasi alokasi DaDa Desa merata danlebih

PERIHALTO RENCANA I(ERJA PEMERINTAII TAHUN 2gIO PEMUTATHIRAN REI{CANA XERJA PEIIIERITTAX
TAHUIT 2OiIO
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mengentask€m kemiskinan, memajukan perekonomial desa, dan mengatasi
kesenjangan pembangunan antardesa.

mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan
(b) mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan
publik di desa, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjanga,
pembangunarl antardesa.

2.4 P€ddi[.e! Pelnbanguaa.lr

2.4.2 Da.aa Tta.trrfot Lo Daers.h der Dana Dota

2.4.2. 1 Dali Porlebalge.E
a. meningkatkan pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadila.n;
b. memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara

dan kas daerah;
c. menetapkan atokasi DBH tepat waktu dar tepat jumlah melalui komitmen

percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar komitmen sesuai dengan
rencana penerimnan pajak dan SDA yang dibagihasilkan dan potensi daem}r
penghasil;

d. meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH;
e. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaa.n atas Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan ke daerah;
I membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 1O persen secara merata

kepada seluruh kabupaten/kota;
g. menambah cakupan DBH PBB, seLain PBB sektor pertatnba.ugan, perkebunan,

dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB
atas kabel bawah laut;

h. penggunaan DBH Cukai Hasil Temba.l..au (CHT) berdaEarkan Undang - Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai untuk mendanair (a) Peningkatan
kualitas bahan ba.ku; (b) Pembinaan industri; (c) Pembinaan lingkungan sosial;
(d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) Pemberaatasan barang
kena cukai ilegal, dengan prioritas Bidang Kesehatan untuk mendukung
Program JKN dalam Pembinaan Lingkungan Sosial sebesal minimal 50 persen;

i. mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yarg berasal dari Dana Reboisasi dari
semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk
membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah
provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang
kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 Pemerintahan Daera}

37. Arah Kebtjakan Dana Bagi
Hasil (DBH)

(Halaman Il.40)

a. menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerknaan negara sesuai dengan
kondisi keuangan negara;

b. menggunakan pagu triwulan IV (berdasarkan prognosis penerimaan negara)
untuk penyelesaian kurang bayar {KB) DBH tahun sebelumnya;

c. menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk
mendukung program JKN mela-lui peningkatan kuantitas dan kualitas
layana, kesehatan;

d. memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilita.si
hutan dan lahan, mendukung prograrn perhutanan sosial, dan kegiatan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

e. memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak
termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infr.a-struktur publik, melalui
perbaikan mekanisme kepatuhan daerah; serta

i mempercepat penyelesaiaa KB DBH yang rnemperhitungkan lebih bayar DBH
dalam roadmap tiga talun (tahun pertama 2O2Ol d,engan memperhatikan
kondisi keualgan negara

REIfCANA I(ENJA PEMERII{TAII TAHUN 2O2O
PEMUTAI{HIRAN REI{CANA XERJA PEMERINTAII

TAHUN 2O2OPERIHALNO
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meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA Kehutanan-
Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana
Reboisasi yang masih ada di kas daerah sampai d engan tahun 2016 yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan menyempurnakan peratura.D
pelaksanaannya;
menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan
edrndrked O,5 persen dari DBH SDA Minyal< dan Gas Bumi untuk bidang
pendidikan;
memperGgas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9 persen yang
merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengal
kebutuha, dan prioritas daerah (brrck grarlt); serta
memperkuat sistem pengendalian, nonitoring, dan evaluasi atas penggunaan
DBH yang penggunaanlrya sudah ditentukan.

J

k

I

Arah Kebijalan Dana
Alokasi Umum (DAU)

(Hataman IL 4l)

a. penga.lokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan
kepastiafl pendanaaa bagi APBD mengingat sampai saat ini sebagian besar
sumber pendapatar daerah masih bergantung dari alokasi DAU;

b. penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, bobot
variabel kebutuhar fiska.l, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta
memperbaiki indeks pemerataan kemampuaa fiskal antardaerah agar setiap
daerah mempunyai kemarnpuan ya.ng sama untuk menyelenggarakan
pembangunan dan pelayanan publik;

c. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan inlrastmktur publik di
daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana, konektivitas
antardaerah, da'l percepatan pembangunan antardaerah guna meningkatkan
kesempatan ke{a, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
penyediaal layanan publik di daerah;

d. pengalokasian DAU untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah,
perbaikan dan peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguata.n kualitas
SDM dar| daya saing di daerah meliputi bantuan pendanaan untuk; i)
penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa, ii) Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Ke{a (PPP(), darr iii) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerai (PNSD);serta

e. penambahan peran DAU melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
efektif berupa pendanaan kelurahar serta pendanaan kecamatan untuk

38 a. pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat fina.l untuk
memberikan kepastiar pendanaan baAi APBD;

b. penyempurnaa.n formula DAU dengan mengeva.luasi bobot alokasi dasar,
bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot vaiiabel kapasitas fiskal daerah, serta
memperbaiki indeks pemerata,aD kemarnpuan fiska.l antardaerah agar setiap
daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan
pembangunan daI pelayanan publik;

c. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalarn formulasi DAU;

d, penga.lokasian DAU untuk mempercepat penyedia.an infrastruktur publik di
daerah untuk pemerataan fasilitas sarana darl prasarana pelayanan publik,
konektivitas antardaerah,peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi
kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurangkurangnya 25
persen dari DTU (tida} termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja
infrastruktur, disertai pengetatan kepatuhan berupa pengenaan sanksi atas
ketidalpatuhal penyampaian laporan dan pemenuhan alokaai minimal DTU
untuk infrastruktur tersebut;

e. mendukung kebijakal bantuan pendanaan bagi daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahaa
peran DAU berupa: (a) DAU Tambahan bantual pendanaan keluralran; (b)

PEMUTAXHIRAIT REITCAIIA I(IRJA PEMERINTAII
TAIIUN 2O2O

RENCANA KERJA PTMERII{TAH TAIIUN 2CIONO PERIHAL
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kegiatal pembinaan dan pengawasan terhadap anggaran Dana Desa dan DAU
tarnba}lan bantuan pendanaan kelurahan.

DAU Tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilal tetap kepala
desa dan perangkat desa; dan (c) DAU Tambalan bantuan pendanaan untuk
Pegawai Pemerintah dengan Peqanjian Keda (PPPK).

Arah Keb{jakart Dana
Alokasi Khusus (DAK) t'isik
(Halaman 11.42)

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nega.ra yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Unrsan
Pemerintahai ya'lg menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. DAK fisik mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang
terkait dengan pelayanan dasar dan tematik sesuai dengan Prioritas Nasional.
Untuk tahun 2020, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler, DAK
Penugasan darI DAK Afirmasi.

39 Dara Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daeral tertentLl dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang
menrpakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga
ketercapaian output, berupa penyediaan prasarara dan sarana pelayaran dasar
publik, baik untuk pemenuhzrn standat pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian
prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan
dengan karalteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan
publik antardaerah. Untuk tahun 202O, DAK Fisik dibagi menjadi tigajenis, yaitu
DAK Reguler, DAK Penuga.san dan DAK Afrmasi.
Arah kebljakan umum DAK Fisik tahun 2O2O antara lain yaitu:
a. DA( Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras

dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan
infrastruktur pelayanan publik;

b. menerapkan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan
Dana Desa. untuk kegiatan penanganan stunting, serta program Indonesia
bersih da-n sehat (air minum, sanitasi, dan kesehatan);

c. memperkuat sinergi pendanaao kegiatan yang dibiayai dar:i K/L dan DAK
Fisik;

d. meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

e. memperkuat kebijalan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas daerah
tertinggal, kawas an perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pu lau kecil
terluar, percepatan pembangunan Provinsi Papua dal Provinsi Papua Barat;
serta

melakukar restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa
bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan dalam rangka mendukung
pencapaian prioritas nasional.

PEMUTA,KHIN.AII REI{CAIIA XER.'A PEMERINTAH
TAIIUN 2O2O

RENCANA XERJA PEMERI{TAH TAHUN 2g2ONO PERIHAL
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Tabel 2.19 Bidang,
Subbidang, dan Menu
Kegiatan DAK Fisik Tahun
2020
DAK Afirmasi bidang
Perumaian dan Permukiman
(Halarnan IL45)

(1) Bsntuan pcmbangunan baru rurrah layak huni secara
$,adaya di kawasan
pcrmukiman kumuh, sebegai pengganti rumah rusak
total atau diatas kavling tanah mat€ng untuk
rrrcmcnuhi keeflpet indikstor kelayakan rumahr s)
kccukupan luas tcmpat tinggal; b) jeniB bahan atEp,
dinding dan lantai; c) akscs ajr minum
layaki s€rte d)sksca sanirasi layak.

t2) Bantuan peninskalan kualitas rurnah
sccara swadaya di kawasan pcrmukirnan kumuh,
dengan mcmperbaiki rumah tidak layak huni untuk
rncrnenuhi keempat indikator kelayakan rurnah: a)

luas tempat tinggal; b)jenis bahan atap, dinding dan
lantai; c) akscs air minum layak; scrta d) aksca sanitasi
lsyak, diprioritaskan untuk rurnah dengan lantai tcrluae
bcrupa tanah,

{3) Bantuan pcmbangunan baru rurmh layak hxni s€cara
swadaya untuk rurnah yang ierkcna rcloka3i program
pcmerintah daerah kabupatcn/kota, scbaAai pengganti
rumah rusak totalatau di atas kavlinB tanah matang
untuk rnernenuhi k€cmpat indikator kclayakan rumah:
a) kecukupan luas tcmpat tinggal; b)j€nis behan atap,
dindingdan lantai; c) akses airminum laliak; eerta d)
akses sanita3i layak.

(4) Bantuan pcmbangunan baru .urmh layak huni sccsra
Bwadaya untuk romai yan8 tErdampak bencans, sebagai
pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah
rnatang untuk merrEnuhi kcempat indikator kclayakan
rurnah: a) kecukupan luss tgnpat tinggal; b)jenis bahan

dindingdan lantai; c) akses air minum
layak; scrta d) akBca sanitasi layak.

(5) Bantuan pcninskatan kualitas rurnah
secara swadaya untuk rurnah yang tcrdampak beocana,
denSan mcmpcrbaikj rumah tidak layak huni untuk
mcrncnuhi kcernFrt indikstor kcleyakan rumah: 6)
kccukupan luas tcmp6t tinggal; b)jcnis bahan atap,
dinding dan lsntai; c) aksca air minum lalBk; serta d)
akscs_sanitasi la)€k,

5 PdtanLa! drl
P6pull8r!
Meningkatkan kualitas
hidtrp rnasyarakat melalui
pcny€diaan perurna han
dan pemukirnan layak di
kawasan pe[mukirnan
kumuh yanR memiliki SK
Kawasan Kumuh serta
mendukung pelayanan

kabu paten/ kota pada SPM
Perumahan Rakyat

Bantuan pcmbsngunan baru rumah layak huni bagi
rumah langga yang mcmbangun rumah secam
swadaya di kawasan pernlukiman kumuh di atas
kavling tanah matans untuk mernenuhi indikalor
kelayakan rurnahr a) keselarratan bangunan
terutama struktur atap, lantai, djnding; b) kesehatao
terutama akses air minum dan sanitasi layak; c)
kecukupan luas tempat tinggal.
Elantuan peningkatan kualitas rurnah layak hunj
bagi rurnah tangga yang memperbaiki rumah secara
.wadaya di kawasan r€rrnukiman kumuh di atas
kavlinS tanah matana untuk merncnuhi indikator
kelavakan rumahr a) keselamatan banslrnan
terutama struklur atap, lantaj, dindin8; b) kcsehatan
terutarna aks$ air minum dan sanitasi layak; c)
kecukupsn luas tcmpat linggal, diprioritaskan untuk
rurnah dengan lantai terluaB berupa tansh.
Bantuan pembangunan baru rumah layak huni basi
rumah tangga yang terkcna relokasi program
pcrnerintah daerah kabupsten/kota terkait
penanganan permukiman kumuh dan/ Btau ilegal
yang memFrbaiki rurnah secara swadaya di atas
kavling tanah matang untuk mernenuhi indikator
kelayakan rumahr a) kesclarnalan bangunan
terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kmehatan
terutarna akes air minum dan sanitasi layak; c)
kecukupan luas tcmpat tinggal.
Bantuan pembansunan baru rumah layak huni bagi
rumah tangga lerdampak bencana yarg membangun
rurneh secam swadaya di atas kavhrs tanah matang
untuk memenuhi indikalor kclayakan rumah: a)
keselamatan bangunan tcrutarna struktur atap,
lantai, drndinS; b) kesehat!n tcrularna akse6 arr
nunum dan sanitasi layak; c) kecukupan lua3 temlEt
tinggal
Bantuan peningkatan kualitas nrrnah layak huni
bagi rumah tangga terdamF'ak bencana yang
mcmperbaiki rurrlah secara swadaya untuk
memcnuhi indikaior kelayakan rum,ahr a)
keselarnstan bangunan tcrutarna struktur atap,

P.rlnallli dl!
P.lpu.tlE a
MeninSkatkan kualitas
hidup rnasya.akat mclalui
pcnycdiaan pcrurnahan
dan permukirnan beserta
PSU layak di permukiman
kumuh yang termasuk
dalam SK Direktur
Jenderal Cipta Ksrya
Nomor
r lo/KPrs/DC/20r6
tentan* Penetapan Lokasi
Program Kota Tanpa
Kumuh dan/atau memiliki
SK Kavrasan Kumuh serta
mendukung pelayanan

kabupaten/kota pada SPM
Pe.urnahan Rakyat.

(r)

12)

(31

14)

!

s)

keschatan terutarna akse. air

40

PEMUTATHIRAN RENCANA I(TR.'A PEME$NTAII
TAflt lt 20aoNO
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diprioritaskan untuk rurnah dengan lantai terluas
berupa tanah.

(6) Penyccliaan perumahan berbasis kelornpok untuk

ffiffi i'#"EHff ,:'#S,*1,1,;*; ffii*#'
.1....._. '_ - sccarq in-B!,tIj11U-P!Ml9tc4]

Sumbd Kementerian PPN/Elappcna! (diolah), 20l9

minum dan sanitasi layakt c) kecukupsn luas tempat
I ] tinggal, diprioritaskan untuk rumah dcngan lantaiI tcrlua! bcrupa tanah.

i . (6) Penycdiaan pcrumehan bcrbasis kelompok untuk
l pcr€majaan kawasan kumuh dan/atau Frmukirnan

I kembali masyarakar pada pcrmukirnan ilcgel, baik
. I se.ara insrtu rnaupun rclokas,. --

Sumbcfl Kcmenterian PPN/Bappcnas (dioiah), 2O19

41
Tabel 2.19 Bidang,
Subbidahg, dan Menu
Kegiatan DAK Fisik Tahun
2020
DAK Afirmasi bidang
Perumahan dan Permukiman
(Halaman II.47)

auDbldEt Pclr€dlr.r Rllanh and.yr
Bantuan pembanguiran baru rurnah layak huni secara
swadava, dengan membanaun rurnah layak huni sccara
swadaya scbagai pengSanti rumah rusak totai atau di
atas kavling tanah rnatang untuk memcnuhi keempat
indikator kelayakan rurnahr a)
kecukupsn luas tempat tinggal; b)jenis bahan atap,
dindinS dan lantai; cl akscs air minum la)€k; serta d)
akses sanitasj layak,
Bantuan peningkatan kualitas rurnah secara $radaya,
dengan mempe6aiki rumah lidak layak huni untuk
rnerncnuhi keempat indikator kelayakan rumahr a)
kecukupan lua3 tempat tinggal; b) jenis bahan atap,
dindingdan lantai; c) akse8 air minum layak; serta d)
akses sanitasj layak,
diprioritaskan untuk rurnah dengan lantai terluaB

Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi
kab/kota yang telah mclaksanakan pcmbangunan
mnrah swadaya secara berkelompok dalam I hamparan
melalui DAK Afirmasi pada tahun setclumnya (tahun
2Ot9),

Brbbtut.ng P.trhrlrglt,r.! RuDrh Xhurur
Pembangunan rumah khusus, untuk rurnah ASN, tenaga
pendidik, petugas kesehalsn dan vet€mn di Papua dan
f'Epua Barat

(1)

(3)

(4)

iJ Perooah.p drE

sumbcn Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Meningkatksn kualitas
hidup masyarakat melal i l

penyediaan perurnahan
dan permukirnan (beserta
PSl, lay8k didaerah
tertinggal, pulaupulau
k€.il tcrluar, daerah
Frbatasan negam, serta I (2)
Provinsi Papua dan kpua
Barat.

aubbldraf Pcryodn n Rlr orh arrdrrn
(1) Bantuan pembansunan baru rurnah layak huni

secara swadaya di atas kavling tanah matang untuk
memenuhi indikator kelayakan rumahr a)
keselarnatan bangunan terulama strukturatap,
lantai, dindins; b) kesehatan t€rutarna akses air
minum dan Banitasi layak; c) kccukupan luas rempst
tinggal,

12) Bantuan pcningkatan kuaUtas rumah secara
slvadaya, dengan mempcrbaiki rumah tidak layak
huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: al
keselametan bangunan tcrutarna struktur atap,
lantai, dinding b) k€schatan terutarna akses air
minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas rempar
tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai
terluas berupa tanah.

(3) Bsntuan stimulan pembangunan jalan lingkungan,
bagi kab/kota yang t€lah rnclaksanakan
pembangunan rumah swadaya secara berkelompok
dalam I hampamn melalui DA( Afirma3i pada tahun
Bebelumnya (tahun 2o19).

Bubbld.lg P.tnbrlltq!.E RrErh Khue.
Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rurnah
yang layak dj da.rah tertinssal, pulau - pulau kecil
tcrluar, daerah pertlatasan ncgara untuk rurnah ASN,
tenaga pendidik, pctugas kBchatan dan vctcran di Papua
dan Papua tllrat dcngan tipc 36.

3 Pamrhr. drn

Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat melalui
penyediaan pcrurnahan
dan permukirnan beserta
PSU lavak dalam ranska
pencegahan kumuh di
daerah tertjnggal, pulau-
pulau kecil terluar, daemh
pcrbatasan ncga ra, serta
Provinsi Papua dan Papua
Bamt.

il.![ X.aautiltItl6u N.tlrtrr

REIYCAI{A BER.'A PEMERIITTAH TAHU 2O2ONO

lldr.Dg DArl drt lrrh
rebtrlrl

Bldrng DAX dan AflL
Kcb{rlaa
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Dala Alokasi Khusus Nonfisik adalah dala yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatai dan Belaija Negarayang dialokasikan kepada d aerah tertentu
dengan tujuan untuk membartu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang
merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikar kepada daerah untuk
mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah dan
dialokasikan berdasarkal jumlah sasar"an dan satuan biaya yang dibutuhkan,
antara lain: (1) Bantuan operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus
curu PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penglrasilan (Tamsil) Curu PNSD; (5)
TunjarBar Profesi Guru (rPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatar (BOK); (8)
Bantuarr Operasional Keluarga Berencana (BOKB); {9) Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaia Kecil dan
Meneagah (P2UKM); (11) Bantuan Biaya Layanan Pengolaha.n Sarnpah (BLPS); (12)
Dala Pelayanan Kepar-iwisataan; serta (13) Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraa.n Museum dan Tarnan Budaya.

Dalam raogka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperrnudah
aksesibilitas masyaralat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas,
mala tahun 2020 dila-kukar perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan
DAK Nonfisik, antara lain melalui:
a- pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan

jumlah sasaran yang dibutuhkar untuk mencapai SPM, terutama di
bidang pendidikar dan kesehatan;

b. penyempurnaal pengalokasian melalui pemutalh;an data sasaran
penerima dan unit cost;

c. penSalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja;
d. penguatan penerapan penyalural berbasis kinerja untuk seluruh jenis

DAK Nonfisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta
upaya mengurangi SiLPA DAK Nonfisik di daerah;

e. mendorong pema.nfaatar DAK non fisik untuk peningkatai kualitas SDM,
daya saing darah dan penguatar afirmasi untuk mengejar k€tertinggalan
kuantitas dan kua]itas layanan publik; serta

42 Arah Kebijakan DAX Non
Fisik
(Halaman 11.55)

Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belarja Negara yarg dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuai untuk membantu mendalai kegiatan khusus nonfisik
yang merupakan ufl.lsan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah
sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas
masyarakat terhadap layanan dasar publik yarrg semalin berkualita-s, antara lain:
(l)Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2)Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikar Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus curu PNSD di
Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Curu PNSDr (5) Tunjangan
Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dara Bantuan Operasional Penyelenggaraa,
Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (A) Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayarlarr Administrasi Kependudukan;
(lO) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (p2UKM);
(l l) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sdnpah (BLPS); (12) Dana Pelayanan
Kepariwisataan; serta (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum
dan Taman Budaya.

Arah kebijakan umum DAX Nonfisik tahun 2020 yaitu:
a. mengarahkan perencanaan dengan memperhatikaxr arah kebijakan

nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya;
b. mengara}kan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan

mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidika, dan
kesehatan melalui pengalokasian berbasis output;

c. melanjutkan kebijakan pengalokasial dar penyalural berdasarkan
kinerja pelaksanaan dan capaiai output;

d. menyempumakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan
kebutuhan riil daerah;

e. memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan
kuantitas dan kualitas layanan publik;

f. menambah menu kegiatan pengawasan ma.kanan dan sarana
pelayanar kefarmasian pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan; serta

t{o PERIHAL
PEMUTAXIIRAN REIICANA XER.'A PEMERIrIAII

TAIIUN 2CI1IO
RENCAI|A KER.'A PEMERINTNI TNIUI{ 2(,IO



M-18

mendorong pemarfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan
ot ttryt lay allarr darr efisiensi biaya layanan.

f memperkuat peran K/L teknis dalam melaksalakan monitorjng
evaluasi dan memantau capaiafi output pelaksanaan di daerah serta
melihat darnpaknya terhadap capaiaD outcome di daerah.

s

2.4 Peadrana.! PeDbrEgEEi.!
2.4.2 Drni Trant et Lo Daorah da! Dalr Deta
2.4.2.2 D.n ln entlf Daetrh

Dana lnsentif Daerai (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerai tertentu dengar tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian
dan perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum
pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan m asyarakat. Adapun
arai kebija-kan DID adalah sebagai berikut:
l. Penguatar pera;r DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk

peningkatan kineEa pemeriltah daerah dalam mendukung pelaksanaan
program/kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan dan prioritas nasional,
kemandiriarr fiskal melalui peningkatan PAD dan pembiayaam kreatif, kualitas
belanja daerah, inovasi dan keunggulan daerah, kualitas pelayanatr
masyarakat, kesejahteraan, kemudahan investasi dan kegiatan ekspor,
kualitas pengelolaan lingkungan, serta kepatuhan daerai dalam pemenuhan
m.andatory speruiittg dan pelaporan; dan

2. Penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih
mencerminkan prestasi dan kineIa daerah.

Arah (ebijakar Dana Insentif
Daerah (DID)

(Halaman II.56)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam ApBN
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan pengharga.an atas
pencapaian dan/atau pellcapaian kineqa di bidang tata kelola keuangan daera-h,
pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar pubtik, dan kesejahteraan
masyarakat. Adapun arah kebijakan DID adaJah sebagai berikut:

1 . memperkuat peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD;
2. mendukung kebijakan darr prioritas oasional;
3. penyederhanaan darr refocusing kategori/indikator yang lebih

mencerminkan kineqja pemerintah daera};
4. mendorong inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kepada

masyarakat;
5. mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor;
6. mendorong peningkatar kemandirian daera-h melalui optimalisaai

peningkatan pendapatan asli daerah {PAD) dan pembiayaan kreatif
(creative hnancing);

7. mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daeral;
8. mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama

untuk mendukung pengurangan sampah plastik.

l{o PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAXIIIRAN RENCAITA XERJA PEMTRINTAH

TAIIUN 2O2O



M-19

2.4 Ponda.lrl! Pellbalguaar
2.4.2 Da.!a Tran3fet Le Daotrlt dai Dara Dor.
2.4.2.3 Drlr Otonolot NIrlr.E di! Da!. Xci,rtlEor..!, D.I.Yogr.t.rte

Dana Otonomi Khusus (Darla Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
diberikan sesuai dengar Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2OOl sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2OO8, tentang Otsus Papua
dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan
pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dibetikan Dana
Tambahan Otonomi Khusus (DTO) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan
pembargunal infi'a,stluktur transportasi.
Sedalgkaa Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan
Undalg - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang
terutarna ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Arah kebijakan untuk Dana otonomi Khusus adalah:

l. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Otsus
Papua, Papua Baiat, dan Aceh serta DTO Papua dan Papua Barat dalam
pencapaian target pembanguflan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
parjang di daerah;

2. mendorong pema.nfaatan Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dengan fokus darr prioritas untuk pendidikal, kesehatan dan infrastruktur;

3. meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja
pelaksanaal;

4. meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional
melalui pembalas an usulan d engan kementerian / lembaga terkait;

5. mendorong pelaporan atas pelaksanaa.n kegiatan oleh Pemerintah Daerah
secara akuntabel dan transparan;

6. memperkuat fiDnitarirq dan eva.luasi yang dilakukan mela.lui sinergi dengal
kementerian/lembaga terkait secara berkelanjutan;

7. memperkuat peran APIP dalam penyusunan laporan penyaluran; serta

44. Arah Kebijakan Dana
Otonomi Khusus da.!r
Keistimewaarl D.l.Yogakarta
(Hataman II.56)

Dana Otonomi Khusus (Dara Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
diberikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2OOl sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Otsus
Papua dan Papua Barat yang terutama ditujuka-n untuk mendanai bidang
kesehatan dan pendidikan. Selain itu; kepada Provinsi Papua dan Papua Barat
juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yanS terutafia ditujukan
untuk pembiayaan pembanguna.n infrastruktur.
Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan
Undang - Undang Nomor 1l Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang
terutarna ditujukan untuk pembangunan dafi pemeliharaan infrastfitktur,
pemberdayaan ekonomi rah/at, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, da.n kesehatan.
Arah kebija.kan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:
I. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran;
2, mendorong peningkatan efektivitas pelalsanaar;
3. meningkatkan akuntabilitas melalui penyalurar berdasarkarr kinerja

pela-l(sanaa,t;

4. memperkuat monitoring dan evaluasi mela-lui sinergi dengan K/L terkait;
5. meningkatkan sinkronisasi rencana penggun.ran dengan prioritas nasional

melalui pembaiasan usulan dengan K/L terkait;
6. memperbaiki fokus dan prioritas pengguna-an anggaran, terutama untuk

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan
7. memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat pera!

APIP dalam mengawasi dan memberika.n rekomendasi penyaluran.
Dara Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun
2Ol2 dda,,j rangka penyelenggaraan kewenalgan keistimewaan DIY selain
wewenangyarg ditentukan dalam Unda'Ilg - Undang Pemerintahai Daerah, yaitu:

tata cara kedudukan Gubernur dan

PEMUTAXHIRAN RENCAIIA TERJA PEMERINTAH
TAHUX 2O2ONO PERIIIAL RENCA A XERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2O
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8. mempersiapkan qcit sttalegg terhadap implementasi Dana otsus Papua dan
Papua Barat yarg akan berakhir pada tahun 2021.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomot 13 Tahun
2ol2 dala',j, ralgka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain
wewena.ng yang ditentukan dalam Undalg - Undang Pemerintahan Daerah, yaitu:
(l) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, da.n wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanaian;
dan (5) tata ruang.

Arah kebljakan untuk Dana Keistimewaan DIY adalah:

l. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatar penggunaan Dana
Keistimewaan DIY;

2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi da-lam mendukung efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; serta

mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah
daerah, dengan tetap memperhatl<an pencapaian kineqa.

Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4)
pertanahan; dan (5) tata ruang.
Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan DIY adalal.:
l. meningkatkan kualitas perencaaaan dan ketepatan penggunaan Dana

Keistimewaan DIY;

2. meningkatkan kualitas pemartauan dan evaluasi, serta
mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatal oleh pemerintah
daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

2.4 Peodana.r PeEbaagura!
2.4.2 De.aa Trr.osfet Le Deenh rlea Dran Do.r
2.4.2.4 Darl Dql.

45 Arah Kebijakan Dana Desa

{Halarnan I1.57)

Dana Desa adalah danayang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belalrja
Negarayang diperuntukkan bagi desayang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakarr sejalan dengan prioritas
nasional dan prioritas daerah sesuai dengan petaturan perundangan yang berlaku.
Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusa! musyawarah
desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentarg RKP Desa sesuai dengan
kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas
Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan
sebesar I o persen dari dan di luar dana Transfer ke Daera]\ lota top) secara bertahap
sesuai peraturan penlndar'lgan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan
negara.

Untuk meurujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah sebagai
berikut.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikar dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkar bagi desa yang ditransfer melalui Anggar-an
Pendapatan da'l Belanja Daera} Kabupaten/Kota darr digunakan sejalan dengan
prioritas nasional dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Penggunaa! Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil
keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang
RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Pengguna,an Dafia Desa mengacu
pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dafl Peraturan Kewenangan
Desa- Dana Desa ditetapkan sebesar lO persen dari dan di luar dana Transfer ke
D^erab lon lop) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan
sesuai denga]1 kemarnpuzm negara,

Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah
sebagai berikut.

PEMUTAI$IIRII{ REI{CAIVT XTzuA PIMERIIY?AH
TAIIUN 2O2Ol{o PERIHAL RENCANA XSRJA PEMERTN?AI{ TAHUN 2O2O
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i. Darra Desa berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional pembangunan
Desa, mempercepat penguralgan kemiskinan, pengurangal kesenjangan, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;

ii. Mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui
penyempurnaan kebijakan pengalokasian dala desa terutama penyesuaian
bobot alokasi dasar dan a-lokasi formula, serta pemberian afirmasi secara
proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal;

iii. Penyempumaan formulasi penga-lokasian Dana Desa juga akan dilalukan
dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, serta fokus Pada
uPaya:
(l) pencapaian sasaran nasional pembangunan deser;

{2) percepatan penanggu langan kemiskinan;

{3) pengembalgan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;

(4) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik di
desa, termasuk pada pusat pertumbuhatr terpadu antar desa yang
dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa; serta

(5) aJirmasi pada desa tertinggal ya4g mempunyai jumlah penduduk miskin
tinggi; dengan memperhatikan kondisi dan kamkteristik desa.

iv. Menyederhanakal regulasi adminish'atif terkait Desa;

v. Menyempumakan penajamai prioritas penggunaan Dana Desa sesuai daftar
Kewenangal Desa untuk mendanai:

(1) Bidang pembargunan desa yaJ|g lebih diarahkan untuk menciptakan
tapangan kerja bagi masyarakat desayarrg miskin, mengalggur, setengah
menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita
melalui skema swa.l(elola dan padat karya tunai, juga termasuk
penanganarr bencan a daurt fiaral hazard di Desa serta pemenuhan sarana
pra:rarana pemukiman (air minum dan sanitasi) dar pelayanan dasar
baik kesehatan dan Pendidikan;

{2) Bidang pemberdayaan masyara}at desa yang diarahkan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat desa termasuk komunitas adat

erhutanan sosial nsi ekonomi lokalb

l. menyempumakan kebiiakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan
pemerataan dan keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan
desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dalr memperhatikan kinerja desa
dalam pengelolaan anggaran Dana Desa;

2. meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat desa dan pengembangal potensi ekonomi desa;

3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dar pembinaan
aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan
sistem pengawasan;

4. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelelnbagaan desa, serta tenaga
pendamping;

5. mengoptimalkan perar pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam
pengelolaan Dana Desa; dan (vi)

6. meningkatlan akuntabilitas darr kineqa pelaksanaan Dana Desa melalui
penyaluran berdasa.rkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja
Penya.lu ran.

REIICANA XERJA PEMERINTATI TNIUN 2O2O
PEMUTAI(HIRAII REI{CAITA IiERJA PEMERIIITAH

TAHUN 2O2OPERIH.ALo
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desa dan kawasan perdesaal yang dapat berupa kegiatan ekonomi kreatif
desa, pemberdayaan BUMDesa dan BUMDesa Bersarna;

(3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa; serta
(4) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

vi. Dana desa dapat diguDakan untuk pembiayaan pembangunan kawasart
perdesaan terutama pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa
yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa.
Program/kegiatan yang dapat dibiayai adalah program/kegiatan yang telah
teacantum dalarn dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan;

vii. Meningkatkan akuntabilitas pelaksaraan Dana Desa melalui kebijakan
penyaluran berdasarkan pada kine{a pelaksanaan, yaitu kineqa penyerapan
dan capaiarr ouPul;

viii. Meningkatkan upaya pemerintah dalarn Perencalaan Partisipatif desa dan
Swakelola desa melalui pendampingan, pelatihal dan pembinaan pada aparat
dan masyarakat yang dilakukan pemerintai dar pemerintah daerah;

ix. Memperkuat supervisi, pemantauarr dan eva.luasi, pembinaan serta
pengawasan Darla Desa agar Desa menggunakan Dana Desanya sestrai
prioritas penggunaan Dalra Desa;

x. Meningkatkan kesiapan kelembagaal pengelola Dana Desa, kapasitas
perangkat desa, serta tenaga pendafirping; serta

xi. Meningkatkan upaya koordinasi dan sinergi lintas pusat dan daerah baik dari
sisi regulasi maupun fasilitasi salah satunya dengan meningkatkan
penggunaao teklologi informasi dan pengembangan sistem informasi desa:

a. Penggunaan Dana Desa perlu mempertahankan kearifan lokal,
menumbuhkan gotong royong dan meningkatkan partisipasi altif
masyaral<at Desa serta mekanisme pengelolaan yang berkelaljutan;

b. Program dan kegiatan yarlg akan dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilaksanakan secara swakelola" padat karya tunai dengan
mengikutsertakan masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah
menganggur, dan kepala keluargayang rrIemilfti ibu hamil dan atau balita
sebagai upaya mendukung pencegahan sfuntrtg;

PEMUTAITHIRAII RENCA'TA I(ER.'A PEUERIIIT.AII
TAHUN 2O2O

RENCANA I(ER.'A PEMERII{TAH TAHUN 2O2OPERIHALNO
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c. Penggunaan Dana Desa tetap mengacu pada Prioritas Nasional darr
Prioritas Daerah, Potensi Desa (SDM, SDA, Aset Desa), Kebutuhan dan
Permasalahan Desa, Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik dan sesuai
dengan Kewenangan Desa; serta

Sinergi pembinaan dan pengawasan baik pusat dan daerah untuk peningkatan
kualitas penggunaar Dana Desa yang sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah
kabupaten/kota melalsanakan fungsi pembinaan dengan dikoordinasikan oleh
Bappeda.

2.4 Peldra.lr PeDbangltlta.!
2.4.3 Sueber Perda.anaa da.o Pornbtayaa[ L&lD.!ya (XPBU da! PINAI

Judul subbab
(Halaman II.59)

2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA) Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainn-ya (KPBU dan Pembiayaan2.4.3
Kreatif)

46

Paragraf I dan 2
(Halaman IL59)

Da.lam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang
tertuang dalam RPJMN Tahun 2o2o-2o24, Pemerintah Indonesia membutuhkan
dana investasi aspek pendanaan, untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut,
pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD diperkirakan hanya dapat memenr:hi
kebutuhan pendanaan sekitar 86,1 persen dari kebutuhan total investasi.
Sementara penda.naa, sekitar 13,9 persen diperoleh dari tarif pengguna (userfees).

Sementara itu, dari aspek pembiayaan target investasi infrastmktur tersebut dapat
dipenuhi oleh a.nggaran pemerintah melalui APBN dan APBD sebesar 52,5 persen.
Sementara melalui pembiayaan oleh swasta baik dari swasta murni maupun
mengkombinasikan arggaran pemenntah dan swasta melalui skema KPBU maupun
dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema Pembiayaan Kreatif sebesar
42,6 persen dan melalui dana BUMN sebesar 4,9 persen.

47 Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur
yang tertuang dalam RPJMN Iahun 2O2O-2O24, Pemerintah Indonesia
membutuhkan dana investasi untuk memenuhi kebutuhan investasi dan
mencapar target stok infrasbuktur hingga 50 persen. Da'la yang dibutuhkan
berkisar lebih dari 6400 Trilliun Rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan investasi
tersebut, dapat dipenuhi melalui anggaran APBN dan APBD serta pemerolehan
dari tarif pengguna luser feesl.
Sementara itu, dari aspek pembiayaa'l target investasi infrastruktur tersebut
dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah melalui APBN/D, BUMN/D dan
Swasta. Sementara melalui pembiayaan oleh swasta baik dari swasta mumi
maupun mengkombinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema
KPBU maupun dari sumber nonErnggaran pemerintah melalui skema
Pembiayaan Kreatif.

2,4 Pelrdaaaa.a PeEbaDguna!
2.4.3 Surber Peodanaan da! Potublayaar Lat[lF (XPBU da!' PINAI

2.4.3.2 Pembtiyaan Irrvoctasl Noa-Aaggara! Peaertntal (PIItAl

PEMUTArIIIRAI| RETCAi'A XERJA PEMERIf,TAII
TArtUlt 2dloNO PERIHAL R.ENCANA XERJA PEMERII{TAH TAHUN 2@O
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1. Kebljakan Tarif
Dalam meningkatkan kapasitas pendanaan, pemerintah dapat meningkatkal
tingkat tarif untuk menambah kapasitas penerimaan dalam menutup kesenjangan
pendanaan untuk infrastruktur. Reformasi taiif dapat meningkatkan kemampuan
dan minat sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur.
Peningkatan tingkat taiif akan memberi tarnbahan pendanaarl yang tersedia untuk
irvestasi inhastruktur melalui user jfees.

2. Kebijakan Arggaran Pemerintah

a. Peningkatan Kapasitas Fiskal
Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan melalui reformasi paja.lc oleh
pemerintah pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan kapasitas fiskal diharapkan dapat menutup kesenjangan
pendanaan pemerintah.

a. Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah
Realokasi anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menambah
sumber pendanaar dan menutup kesenjangan dalam penda-naan investasi
infrastruktur. Kebijakan realokasi anggaran belanja pemerintah di
antaranya:
i. Realokasi belanja subsidi pemerintah;

ii. Realokasi belarrja antar waktu KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha dalam sker:ra avaiLabilty paAnenq; sert^

iii. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

I . Kebija.kan Taiif
Dalam meningkatkan kapasitas pendanaan, pemerintah dapat meningkatlan
tingkat tarif untuk menarnbah kapasitas penerimaan dalam menutup
kesenjangan pendanaan untuk infrastruktur. Reformasi tarif dapat
meningkatkan kemarnpuan dan minat sektor swasta untuk berinvestasi dalam
proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan tingkat tarif akan memberi tambahan
penda.naal yang tersedia untuk investasi infrastruktur melalui u.ser Jees.
2. Kebijakan Anggaran Pemerintah

a. Peningkatan Kapasitas Fiskal
Peningkatan kapasitas fiskal dilal<ukan melalui reformasi pajak oleh
pemerintah pusat dan peningkatafl Pendapa.tan Asli Daerah (pAD).
Peningkatan kapasitas fiskal diharapkan dapat menutup kesenjargan
pendanaa'l pemerintah.

a. Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah
Realokasi anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menambah
sumber pendanaan dan menutup kesenjangan dalam pendanaan
investasi infrast'uktur. Kebijakan realokasi anggaraa belanja
pemerintah di antaranya:

i. Realokasi belanja subsidi pemerintah;

ii. Rea.lokasi belanja antar waktu KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah
da:l Badan Usaha dalam skema availabiltg paAmenq; sefi.a

in. Meningkatkan Pendapatan Asli Daera}r (PAD).

3. Kebiiakaa Optimasi Pemanfaatan Aset Pemerintah
Optimasi pemalfaatan aset Pemerintah dapat dilakukan untuk menambai
sumber pendanaan pemerintal. Aset-aset Pemerintah dapat dimanfaatkan
untuk menjadi sumber pendanaan dengan memanfaatkan skema yang
tercantum pada dengan PP No. 27 tah.un 2014.

Kerangka Kebijakan
Pendanaan Infrastruktur
(Halaman II.63)

4a

PINA Pembiavaan Kreatif
49 Kata PINA di halaman II.59,

It,61, II.62, II.63

REI{CANA NERJA PEMERINTA}I TAI|UN 2O2OPERIHAL
PEMUTAXHIRAII REITCAIIA XERJA PEMERIICTAH

TAIIUN 2( TONO
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BAB 3. TEMA DAN AASARAIT PEMBAIIGUNAN

3.3 PerdehataD Penlrusu.Da! RKP Tihu! 2020

50 Pendekatan baru dalam
penyusunal RKP Tahun
2020 dan RKP-RKP
selanjutnya
(Perubahan pada Poin l,
pada halaman Ill,3)

Dalam lima tahun terakhir, PN dan Program Prioritas (PE di dalam RKP selalu
berubah baik jumlah maupun nomenklaturnya- Padahal, merujuk pada
Undang-undang Sistem Perencs.naan Pembangunan Nasional, RKP adalah
pelaksanaal tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak
perkembangal pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan
sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dal PP RKP ditetapkan tetap
selama satu periode pelaksanaan RPJMN, meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat
berubah seiring kebutuhan.

Dalam lima tahun terakhir, PN dan Program Prioritas (PP) di dalam RKp
selalu berubah baik jumlah maupun nomenklatumya- Padahal, merujuk
pada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Na"siona_I, Rkp
adalah pelaksaraan tahunan dari RPJMN. H a.l ini berimplikasi pada sulitnya
melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya
pembiayaar sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, ma]<a PN dan pp RKp
ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN, meski Kegiatan
Prioritas (KP) dapat berubah seiring kebutuhan. Ketetapan ini tidak berlaku
pada RKP 2O20 karena merupa.l€, RKP transisi yang telah lebih dulu
dibahas bersama dan disetujui oleh DPR-RI pada saat rancangan
teknokratik RPJMN 2O2O-2O24 tengah disusun.

1

3.4 Sararaa Pembangu.ana

Pertumbuhan ekonomi {',61

'l inskat rrnsanRguran terbuka (0/6)

Angka kcmiBkinan (%)

Rasio sini (indeks)

Indeks p€mbansunan rnanusia (lPM)

Sumbei Kcmenlerian Pt,NBapp.nas (diolah), 2019

4,4 - s,l

a,5 - 9,O

o,375 0,34O

72,51

Tabel 3.I
lndikator Pembalgunan
Tahun 2020
(Perubaharr pada Tingkat
Penganggu ran Terbuka, pada
halarnan IIL4)

Pertumbuhan ckonomi (7o)

Tinskat lxnsar)ssuran lerbuka (%)

Anska kcmiskinan (0?6)

Rasio sini (indeks)

Indcks pembangunan rnanusia (lf,M)

Suirbcr Kemenlerian Pl,NUaprrenas (diolah), 20l 9

5,2 - 5,5

4,8 5,O

4,5 - 9,O

o,:r75 - o,3ao

72,51

RENCAITA I(ER.'A PEMERINTAII TAIIUN 2CIO PEMUTAI{HI RAN RENCANA I{ER.IA PEMERINTAH
TAIIUN 2O2O

PERIHALNO

51.
alca.rlo 2020
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BAB 4. PRIORITAS PEMAAN(}UITAIT I{ASIONAL

4.1 PHoittlr Na3toarl Perrba.,lgu-asa Marudr dan Perg€ntaran xeE lLtna.a
4.1.1 Progr&o Priorttot Perlhd[trgaa Sostal dan Tat Solola Nepettdudulart

3.g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan sebanyak
2.500 kepala keluarga

52 Sasaran dan Indikator KP
Kesejaiteraan Sosial dari PP
Perlindungal Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan
(Perubahan data pada Tabel
4.3 Sasaran dan Indikator KP
Kesejahteraan Sosial dai PP
Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan, Poin
3.g, Halaman IV.6)

3.g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan
sebanya.k 2.667 kepala keluarga

4.b. Jumlah daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu sebanyak I 80 kabupaten/kota

4.b. Jumlah daerah yang menyelengga.ra-kan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu sebanyak 22O kabupaten/kota

4.d. Jumlah pendampingyang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga sebanyak l5.0oO pendamping

4.d. Jumlah pendampingyang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga sebanyak'12.000 pendamping

4.g. Jumla]. SDM Kesejalteraa! Sosial yang dikembangkan profesinya sebanyak
3O.OO0 pendamping

4.g. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah dibina/ dikembangkan
profesinya sebanyal 27.695 oratg

4.h. Jumlah lembaga kesejalteraan sosial yang terakieditasi sebanyak 3.OOO
lembaga

53 Sasaran dan lndikator KP
Penguatan Sistem Layanan
Terpadu dan Pendampingan
dari PP Perlindungan Sosial
darr Tata Kelola
Kependudukal
(Perubahan data pada Tabel
4.3 Sasaran dan Indikator KP
Penguatan Sistem Lay anan
Terpadu dan Pendampingan
dari PP Perlindungan Sosial
dan Tata Kelola
Xependudukan, Poin 4.b,
4.d, 4,9, 4,h Halaman IV.6-
1v.7)

4.h. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang teral<reditasi sebanyak S.OOO
lembaga

RENCAI{A IIERJA PEMERINTAH TATIUN 2(y2O
PEMUTAXHIRAN RIIICANA XERJA PEMERIIITAII

TAIIUI{ 2O2ONO PERIIIAL
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Keraigka Regulasi, PP
Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan, KP
Kesejahteraal Sosial,
Halaman IV.33

2. KP Xesejahteraan Sosial: penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Unit Layaian Disabilitas Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan lainnya
baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang
merupa.kan aturan turunan/pelaksana dari Undang-undarg Nomor 8 Tahun 20l6
tentang Penyandang Disabilitas.

54 2. KP Kesejahteraan Sosial: penyusunan r€rnca.ngan Peraturar Pemerintah
tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagal<erja.an, Aksesibilitas terhadap
Permukiman, Pelayanan Publik dar Perlindungan Bencana bagi Penyandang
Disabilitas serta peraturan perundangan lainnya baik Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, maupun Peratura, Menteri yang merupakar aturan
turunal /pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas.

Perubahan target
mahasiswa
penerima bantuar Bidikmisi
dan K/L Pelal<sana pada
Tabel 4.3 Sasaran dan
Indikator KP dari PP

(Halaman IV.5)

2.g. Jumfah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 536.763 orang. K/L
Pelal<sana: Kemenristekdikti; Kemenag

4.1 Prlorttar Ns3loaal Pembaagu,raa Malusta dan Pelgerti3il Nemltltltrar
4.1.2 Program Prlorttar PeahgLatatr A.Lrer d.tr Mutu PeLya.aar Xereh.tatl

Tabel 4.4
Sasaran dan lndikator PP
Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

a. Capaian indikator
talun 2017-2Ol8 darl
Target 2O2O

b. Sumber data

{Halaman IV.g - IV. 1O)

Mcningketnya status keschetan ibu dan anak, KB, kcschatan rcpnrduki, scrta gAi
masyarakat

2,132,24

l

2,rr 2,to

57,X)q N/A d 6t,36 b1,7a

Angka kelahiran
tlltal lTotal Fertilita
Rore,/TFR)

pernakaian kontrasepsi
mode.n lcontro,.eptive
Prcualene Ratel mCPn

(15-49
tahun)

Prcvalensi sruntingl pendek Persen
dan sangat pendek pads
balita

N/A 4 3O,8 ! 24,8 d) 27,10

56

Mcningkatnye statui keschatan ibu dan anak, KB, kesehetan reproduki, scrta gizi
malryarskat

I

2,40 6t 2,38 7t 2,2A 2,26

57,20 a 57 a 61,36 6t,7A

(r s-49
tahun)

PrEvalcnsi pcrnakaian
kontrascp6i modern
(C ontrorz ptiue Prcl,olen,
Rate I nCPk)

Angka kelahiran total
lTotol l'e,1iliu R ale /TliR)

Prevalensi stunltng/
pendek dan sangat
rrndek pada balita

N/A "r 3o,a ,) N/A d) 27,ro

PEMUTAXHIRAXI REIICAITA XTRJA PEMEHITTAH
TAHUI 2(rIOPERIHALI{o

Srtsin/tad&!tot ,,l'l.t 2OI.., 2O19r 2o2I}, tlo. 3r$r.n/lndtrtor

REI{CAI{A KEzuA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

55. 2.g. Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyal 365.380 orarg.
K/L Pelaksana: Kemendikbud; Kemenag

l{o. Arlr.o ml7.t 2ol&l 2l)l9l 2O2O.t
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Kebutuhan ber-KB yang ttr€en 10,606) N/A .l 9,OO a,6O
tidak terpenuhi (Unrri?l

2, Meningkatnya pengendalian penyakit menular dsn faktor r€siko penyakit tidak menular

Itrscntase mcmhok Persen N/A o 9,1 ,) N/A.) 9,i
penduduk usia lO-18 tahun

Ju'nlah ksbupaten/ XabuFten/ 272 2aS 3OO 315
kota yang mencapai lbla
cl;minasimalaria

3. Meningkatnya kincrja sistcrn kcaehatan dan psnemtaan akses pelayanan kesehatan
tf,rk!,atila*

Itrs€ntase fasilitas ttr*n 26 dt 44 2t a3 d) 60
kesehatan tinckat pertatna
terakreditasi

Persentase rurnah sakit Persen 53 dl 604 70 d) 75
terakreditasi

Persentase obat yans Persen N/A d) 8O,9 c q4 ! A2,a
mernenuhi syarat

I'erscntase makanan yanB Perscn N/A dl 71 3t 9o,1 4 74
rnerneruhi syarat

sombcfl l) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas),2o18; 2) l,alx)ran KerneDterian Kesehatsn,2ola; 3)
I'royeksi Pr€valensiTB Berbasis Mikroskopis - Nomcnkes, 2o17;4) Riset Tenags Kesehatan,2o17;
s) l-arroran lladan PoM,2ola;6) Su'wci Demosrafidan l(cschatan lndonesia (SDKI), 2o17.
l(cleransan *) Realisasi; .*) Target

l{cbutuhan bor-XB yang Pcrsen 10,606) 12,4(11\ 9,OO a,6O
tidak terlx)nuhi (Unme,

2. Mcningkatnys pengendalian penyakit menular dan faktor resiko pcnyakit tidak mcnular

I'jcrsertAsc rDcrlkok PerseD N/A 4 9,1 ') N/,\.) 9,lO
pcnduduk usia 1O-18

Jumlah kabuFtcn/ Xabupaten/ 2722t 2asq 3tX) 2) 325
kota yanS mencapsi Kota
clnrinasirnalaria

3. Mcninakstnya kine,ja sistem kesehatan dan pemeraraan akses pclayanan kcsehatan
berkualitas

Itrsentasc fasilitas ttrscn 26 dt 40 4 .Ei3 dl 65
keschatan tingkat
f)ertama temkreditasi

l'ersentase rumah sakit Persen 53 dl 63 2r TOat aO
terakr€dit3si

l']ersentase obal yang Persen N/A d) 8O,9 .r 94 n ao,a
rnemenuhi syarat

Persentase makanao yang Persen N/A d) 7l 3t 9O,l 0 76
rDcmenuhi syarat

Sumbefl 1) Riset Kcschatan Dasar (Riskcsdesl, 201a; 2) Laporan Kernenterian Xesellalan, 20la;
3) Global 1'B Rcport, 2ol7; 4) Ris€t Tenaga Kesehatan, 2017; 5) L€poran Badan POM (dengan
metode lama), 2018; 6) Sun ei Demosrafi daD Kesehatan Indonesia (Sl)Kl), 20l7; 7) Survei Kinerja
Akuntabilitas I'ro8ram tJKKIIN (2O18-2O19).

Kctcransani ') Realisasi; ") Tarsel

57 Gambar 4.6
Kerangka PP Peningkatan
Akses dan Mutu Pelayanan
Keaehatan

(HalamanlV.ll)

KP 4: Penguatan Gerakan Masya-rakat Hidup Sehat {Germas) XP 4: Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Cermas)

PEMUTAI$IIRAIT REI{CA]TA IGRJA PEMEEI TAH
TAI{UI{ z()2OREIiICAI{A I(ERJA PEMERI TIII TAIIUN 2O2ONO PERIHAL



PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima)
KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan
Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) Penguatan
Gerakan Masyaralat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan Sistem I(esehatan
dan Pengawasal Obat dan Malanan.

PP Peninglatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima)
KP, seperti digambarkan pada Carnbar 4.6, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan lbu,
Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; {2) Percepatan
Perbaikan cizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyal<it; (4)
Pembudayaaa Gerakaa Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan {5) Penguatan
Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanal.

5a Xeterangan Kera.ngka

(HalamanlV.ll)

Tabel 4.5 Sasaran dan
Indikator KP dari PP
Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatarr

a. Indikator, target,
satuarl, dan lokasi

b. Sumber datae
(Halaman IV.1l -IV.13)

McniDgkalDya kcscliatar ibri darr arak, Iill, sota kesclratanl

a0

Itrscn il4 lrrovinsi Kemenkes

Persen 34 Provinsi Kemenkcs

52 Xabuporcn/ N/A

3 OO0 I'ckcrJa Pusat Kernenaker

Meningkatnya pengendaliair r-nyakit

K$ehatan Ibu, Anak,
Keluarga Berencana
(KB), dan Kesehatan
Reproduksi

Cakupan

pengobatan TBC
l'lBC trcatuent

kota yang
memiliki

dini faktor
resiko PIM
minimal ao%

Pekerja yang

pening-katan

Peningk?rtan Mcninskatnya kesehatan ibu dan anak, KB, scrta kesehatan
Kcschatan Ibu, Anak, rcproduksi
Keluarga Berrncana
(KB), dan Kesehatan
Reproduksi

1

Persen 34 Provinsi Kemenkes

Persen 34 Provlnsi Kemenkes

McnilRkatnva Eng.xr(ialian Itryakit3 Pennrgkatarl
Pengendalian

52

Kota
Kola

Cakupan
k'rnjunsan

angka

p€ngobatan TBC
(TBC Succass
Rate)

Jumlah

yans mcmiliki

dini faktor

Tidak Menular
(r,rM)

59 Xo. fiegt.tca Frtorttrs aEgct Satue I-oUtEI It/L Pelalfiarn No. KeAr&k! Prlorftst

RENCANA ITERJA PEMERINT.AH TAIIUN 2O2OPERIHALNO

K/L

PEMUTAI(HIRAIT RENCA!{A XTRJA PEIIERINTAH
TAHUIY 2O2O
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3. PeningkataIl
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to

l(ota

75

7ti,

t]5

BPOM

a6,6 Persen

Sumbcr Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

34

Kotg

34

34

dengan

Jumlah

kota yang

lakukan

kelola pem-
bangunan

kanan yanS
dip€riksa

tradisional,

yanB diperiksa

Surrtxr: l{.rrcrl()-ion l'l'N/l}appenas (diolah), 2019

25

75

n,l

Persen 34 Provinsi BPOM

Persen 34 Provinsi

25

Kota
Nota

Jumlah

a yang telah
mela-kukan

bangunan

sampcl

diFriksa dsn
diuji sBuai

tradisional,

yang dipe ksa

REI{CAI{A I(ERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2ONO PERIIIAL PEMUTAXIIINAI{ REITCANA IIER.'A PEII,TERINTAH
TAHUN 2O2O
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4.1 P?lortta. Itartond PsrBbalgu!.lr Mrlurli daa PerSoatara! Ketd.&ln.!
4.1.3 PrograE FHorlt.i Peaeratiatr Layanan P€odtdttaE B€rLualltai drn Pet geabatr{in Iptek-hwertasl

Perubahan indikator dan
target pada Sasaran PP " I .

Meningkatnya Partisipasi
Pendidikan"

Tabel 4,6 Sasaran dan
lndikator PP Pemerataan
Layanan Pendidikan
Berkualitas dan
Pengembangan lptek-lnovasi
(Halaman IV. t5)

llarapan l,ama sekolah

Aneka Partisipasi Kasar
(APrq PAUD -.)
Angka Partisipasi Kasar
IAPK) sD/MI/sederajat

Angka Partisip6si Kasar
(APlg SMP/MTs/sederajat

Angka Partisipasi Kasar
(APIg SMA/SMK/MA/

a,a2

13,o4

44,44

ro7,12

92,73

a\52

35,26

96,a5

33,39

96,40

I

8,45

12,45

34,36

8,57

13,o3

40,70

a,70

13,20

42,77

107,34

92,Os

80,78

r08,5o

q:23

79,12

29,93

95,50

tu7,37

91,37

31,6 t

95,95

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan

Ilata-ra ta lrrna Sekolah l'ahun

Anska Melck Ilurur (AM Il)
pnduduk usia l5 tahun

Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pr

60

Harapan l,arna Sekolah

Persentase anak kelas I
SD/MI/ SDLB yang pernah
mengikuti pendidikan anak
usia dini (TK/RA/BA/
PAUD)

TinSkat tbnyelesaian
sD/MI/scderajat

Tingkat Penvelesaian
SMP/MTs/ sederaiat

Meningkatnya Partisipasi Pcndidikan

4,74

93,66

45,65

67,42

33,3._)

I

Tahun a,45 A,52Rata-rata l,ama Sekolah
Fnduduk usia 15 rahun

Tahun 12,85

74,A

12,92

7 4,SO

l3,oa

7s,o5

t3,24

75,60

91,80

at,70

61,52

30,19

91,80

a1,70

6t,s2

s1,75

92,42

41,41

57,42

29,93

Tingkat Penyelesaian
sMA/sMx/MA/ sederEjat

Angka Partisipasi Kasar
(APX) PI

PEMUTAITHIRAI{ REIICANA XERJA PEMERIITTAII
TAHUII 2(DONO

Srlc.o/ hdtetor 2014-, 2019 zo20BrturD 2Ol7\zCZO', tErbt.! 2(,l'l t 20lt1 ml9

PERIIIAL RENCANA I(ERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
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6t Perubaharr indikator dan
target pada Sasaran "2.
Meningkatnya Ku alitas
Pendidikan"
Tabel 4.6 Sa.saran dan
Indikator PP Pemerataan
Layanan Pendidikan
Berkualita.s dan
Pengembangan Iptek-lnovasi
(Halarnan IV.l5)

ttrscntese TK/RA/BA yang bcrakreditasi Pem€n l0, t

76,a

70,1

7l,o

5l,t

13,6

7e,7

72,9

73,4

53,9

t7,2

ao,6

75,7

75,9

s8,9Perccntasc prodi PI' ysng bcrakrcditasi
minimal B *1

Sumber: Kcmcntcrian PPN/Bappenas (diolah), 2O19

Keterangan: *) Realisasi; *1 Target

Mcninskatnya Kualitas ttndidibn

nrirrrllal Il

2

Pcrsentase SD/Ml/Sederajat yang
bcrakreditasi minirnal B

Pcrsentase SM P/ M Ts / ScdcmJa t yang
bcrakreditasi minimal B

PersentaBc SMA/SMK/MA/ Scderajatyang
bcrakrcditasi minirnal B

Nilai rara-rara hasil PlsA

a. Matematika nilai ^la nla

b. M.mbaca nilai nla n/a

c. sains nilai nla n/a

I,rotx)rsi anak di atas standar kornpetcnsi mintnurn dalam tcal PISA

a. Matematika percen nla nla

b. Membaca pcrscn nla nla

c. sains pcrsen nla r.la

sumber Kcrnenterian PPN/Bappenas (didah), 2019
Keteransanr .) Rc€lisasi; .*) Tarset

Mcnin8katnya Kualilas Pendidikan

35,33

47,4

47,U)

2

Peruba}|an target sertifikasi
dosen Tabel 4.7 Sasaran dan
lndikator KP

(Halaman IV. l8)

3.e. Jurnlah dosen yang lulus sertifikasi sebanyal< I O.OO0 Orang 3.e. Jumlah dosen yang lulus sertifikasi sebaryak 8.0O0 Orang

Perubahan target PRN Tabel
4.7 Sasaran dan lndikator KP

(Halaman IV.19)

63 7.a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional sebanyak 7 Produk tnovasi 7.a- Jumlah hasil inoya.si Prioritas Riset Nasional sebanyak I Produk lnovasi

64 Perubahan K/L pelaksara
alibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
4.7,Kn,, KP3, KP4, dan KPS.
(Halaman IV. l7 - IV. l9)

Alirmasi Aks* dan Percrpatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

. Kcmendikbud

. Kcmenag

. Kcmcn ESDM

. Kemenkoninto

. Kcmen PUPR

. PI,N

2 Afirrnasi Akses dan PercepstaD Pelaksanaan Wajib Bclajar 12 lahun

'Kcmendikbud
' Kemcnag
. Kcrrcr ESDM
. Kcrnenkominfo
. Kcmcn PUPR

. PI.N

2

RENCAITA XERJA PEMERINTAH TATIUN 2O2O
PEMUTAXHIRAIC REI{CANA XIR.IT PEIVTERIITTAII

tAltrrlY 2020

r{o. NP / Ilidfi.tot H/L Pl.lrtrrnr

NO PSRIHAL

2rs

44,4

81,3

80,46

63,9

344,7

39a,5

403,3

N/L Pehlr.ttr I{o. NP / Ildthto.



. Kemendag.i

. Pemda

. Kemenristekdikti

Pcningkatan Kualitss, Pengclolaan dan Penempatan Pcndidik dan Tenaga XcFndidikan

. Kemendikbud

. Kernenag

. Kcmenristekdikti

. Kemen PANRB

. Kemcndagri

. l'ernda

3

4 Fcnjaminan Mutu Pcndidikan

remendikbud
Kemenag

Kemen PANRB

Kemendagri

Kcmenristekdikti

Kemenristckdikti
Kemenag

Kemenkomin[o

Kementan

BATAN

KemendaS

Kemenhub

Kenrcnristekdikti

Kem€nag

Jumlah publikasi ilmiah dijurnal
internasional bcrcputasi

5 Pcnguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

Indikator:

a, Pcrsentaee lulusaD pcrguruan tinggi yang
lanssuns b€kErja

b, Pcrsentase lulusan perguruan tinggi
bcNertifikasi kompctensi dan profesi

lieninAkatan Kualita3, Pcngelolaan dan Penempatan Pcndidik dan Tenaga Kependidikan

. Kcmcr)dikbud

. Kcmcnag

. Kcn)eD PANRB

. Kerr)crrdasri

. ltrnda

3

4 Penjaminan Mutu Pendidikan

5 Penguatan PEndidikan Tinggi Bcrkualitas

Kcmcndagri

Kcmendikbud

Kemenaa

Kemen PANRB

Kemendagri

Kcmcndikbud

K.rnenag

Kemenkominfo

Kcmcnperin

BATAN

xcmcndag

Kcrr'cnkcs

Kcrncnhub

Kcmendikbud

Kemenag

Jumlah publikasi ilmiah dijurnal
internasional b€rEputasi

Indikatorl

a, Persentase lulusan perguruan tinggi yang
langsung bekeda

b, Pcmcntase luluBan perguruan tinggi
b€rsertifikasi kompetcnsi dan profesi

RTIVCAI{A XERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO PERIHAL

M-34

PEMUTAI(HIRATT RENCANA XERJA PEMERII{TAII
AAHUTT 2O2O
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b. Jumlah prototiF dari perguruan tinggi

Sumberi femcnterian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangani I Realisasi; *') Target

b, Jumlah prototipe dari perguruan tinggi

Sumbcn Kementerian PPN/Bappena€ (diolah), 2019

Xcteransanr "l Realisasi; *) Targct

Kcnlcnrhtckdikti
LIPI

BPPT

IAPAN

BATAN

BAPgTEN

Kcrnenriatekd ikti
UPI

BPPI

TAPAN

BATAN

BAPETEN

5:-:lkY-Fa
Kernenristekdikti

LIPI

BPPT

KcrrrcmistcHikti
UPI
BPPI

Kcrncnristckdikti
I "t1!1I'"1 "1o"I11ryY99t"'

Sumbcr: Kerncnterian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Kctcransan: r) Realisasi; *) Target

7

l)

(l

c Pcrscnlese SDM lptek berkualifikasi Si)

Kapsbilitas Adopsi Iptek dan Pcnciptaan lnovasi

a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Risel
Nasional

Jumlah aplikasi pendaftaian patcn
(r€sident)

Jumlah tenant yangdibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

. Kcrncnristck/BRIN

. LIPI

. BPPT

. BATAN

. BAPE"TEN

. Kemcnristck/BRIN

. LIPI

. BPPT

. BATAN

. BAPETEN

. K€menkurnham

.Kemenristek/BRIN

. LIPI

:_ll1
.Kcrncn.iBtck/BRIN
. LIPI
. BPF'T

.KcrrEnriBtck/ BRIN__-r ,"-t"h Y., U.*rl"" lp

Sumbcr: KcnEnterian PPN/Bsppcna! (diolah), 2019

Kctcranaanr 1 Rcalirasi; 'r) TarSct

7

l

c Pcrsentase SDM lptck berkualifikasi 53

v\apabititas Adopsi lptck dan Penciptaan Inovasr

b, Jumlah aplikasi pendaftamn peten
(reBident)

Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset
Nasional

Perubahal X/L pelaksana
akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
4.7, Kt
(Halaman lV.17 - IV.l9)

l.P / lndltrto.XP / tadtlrto.

RENCAI{A KERJA PEMERINTAII TAIIUI{ 2O2Ot{o PERIHAL
PEMUTAKHIRAI{ RENCAIYA KERJA PEMERIIITAII

TAITUII 2O2O

. Rcrflenristekdikti

65.

d. Jumlah tenant yangdibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis TekrDlogi

1
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4.1 Psotttrr ltaatonal Polttbao$ra,ut Melnda dra PeDgeatalan KeELLlnrn
4.1.4 Progla![ Fuortta! Ped!6ntasa.! Kembkb.rt

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Pengentasan
Kemiskinan
(Perubahar data pada Tabel
4.9 Sasaran dan Indikator KP
dari PP Pengentasa,
Kemiskinan, Poin l.b
Halaman IV.22)

1.b Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha
sebanyak I01.8O0 kepala keluarga

l.b Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha
sebanyak 135.0O0 kepala keluarga

66

3.a Jumlah pelatu usaha ultra mikro yang difasilitasr' sebanyak 2,1 juta orang 3.a Jumlah pelaku usaha ultra mikro yar]g difasilitasi sebanyak 1,6 juta orang

4.b Jumlah bidang tar)ah yang diredistribusi sebanyal6Oo.00o bidang 4.b Jumlah bidang tarrah yang diredistribusi sebanyak 602.135 bidang

4.f Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutaran sosial dan kemitraan
sebanyak I.OOO kelompok

4.f Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosia.l dan kemibaan
sebanyak 2.577 kelompok

4.g Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyaiakat melalui
Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat sebanyak 200 orang

4.9 Jumlah pendarnping kompeten dalarn pemberdayaan masyarakat melalui
Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat sebanyal 50O orang

4.h Luas kawasan hutan yang telai selesai ditetapkan seluas 5.000.000 hektare 4.h Luas kawasan hutan yang direncanakan dan ditetapkan seluas 4.OO0.OO0
hektare

4.i. Luasan Taaah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yarrg difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL seluas l5.OOO hektare di 1o provinsi

4.i. Luasan Tanah Satual Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi
sampai terbitnya SK HPL seluas l5.OOO heldare di 5 provinsi

Sasarar dan Indikator KP
dari PP Pengentasan
Kemiskinan
(Perubahan data pada Tabel
4.9 Sasaran dan lndikator KP
da.ri PP Pengentasan
Kemiskinan, Poin 1.b
Halaman IV.22)

4.j. Bidang Tanai yarrg difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigran sebanyal 26.OOO bidang di 3O kabupaten

4.j. Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigran sebanyak 26.ooo bidang di 26 provinsi

67

PERIHALNO RE1TCA1YA KERJA PEMERIIITAH TAHUIV 2O2O
PEMUTAICIIRAII RENCANA XTRJA PEMERIITTAII

TAIIUN 2O2O



6.b Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebanyak 1O.070.635
Keluarga

6.b Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahannr
pengasuhan dan pembinaar tumbuh kembang anak sebanyal 5.832.363
Keluarga

6B Sasaran dan Indikator KP
dari PP Revolusi Mental,
Pembangunan Kebudayaan,
dan Prestasi Bangsa (Per-
ubahan data pada Tabel 4.1 I
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Revolusi Menta.l,
Pembangunan Kebu dayaan,
dan Prestasi Bangsa 4.1 I
Poin 6.b)

69 Sasaran dan lndikator KP dari
PP Revolusi Mental,
Pembaagunan Kebudayaan,
dall Prestasi Bangsa (Per-
ubahan data pada Tabel 4.10
Sasaran dal Indikator KP dari
PP Revolusi Mental, Pem-
bangunarr Xebudayaan, dan
Prestasi Bangsa 4.10 Poin 2.a
Tahun 2018,2o19,2020 )

2.a Indeks Komposit Kesejalteraan Anak sebaayak (2OlA ; 67.9) , l20l9 ;
Meningkat), (2020 ; MeninSkat)

2.a Indeks Komposit Kesejahteraan Anak l2ola ;70.361 , 12O19 , ?2.53), l2O2O ;
7 4.31].

Itningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Krcativitas

llirseDtase perpustakaan urnum yana sesuai standar

Pcmenuhan Hak dan Pcrlindungan bagi Anak, PErcmpuan
dan Pemuda

5

Kernendikbud

KemcnaA

Kemrisrekdikri

70 Penghapusart
Kemenristekdikti sebagai K/ L
pelaksana akibat perubahal
nomenklatur K/L pada Tabel
4. I 1, KP4, KPS dan KP7.
(Halaman lV.29-lV .32)

Itrin8katan Budaya Lite.asi, Inovasi, dan Kr€alivitas

Pcmentsse perpustakaan umum vang sesuai standar

Pemcnuhan Hak dan Perlindunaan bagi Anak, PcrEmpuan

a

Kemendikbud

PEMUTAI{}iINAI{ RENCANA fi ER.'A PEMERIITTAH
TAIIUII 2O2O

PERIHAL

t{o. KP / hdtrto.

M-37

I{o REITCANA I(ERJA PEMERINTAII TAHUN 2O2O

4.1 Ho.ttar lYrltoral PeEba.aguna.a Ma.aurta din Pengeita3aa Xemldal.aa,r
4.1.5 Progrs.6 Horltas Revolucl Mental, Pedb.ngu-nr.D Kdud.J.ia!, daa Presta3i Bargta

]Yo. X? / lodlhrtor l{lL Pclrlrrnr
4
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Jumlsh pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitas
dalam pclatihan manajemcn oraanisasi kepemudaan

Jumlah cvcnt olahraga nasional lPekan olahragB Nasional
(PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Pepamas) XVI
Tahun 2mol

KcrDcnko PMK
Kcrncndagri

Kcmcnpora
Kemcn PPN/ BepFnas
Kcmcnterian PUPR

Rcm.n ATR/BPN
Kcrncnhub
Kcrncndikbud

Kcrnenrk tekdikti
Kcrncnpcdn
Kcrncrdag
Kcrncnpar
kcrncnkominfo
Kcrncn BUMN

TNI
Polri
BPKP

Bararnag
LKPP

Junrlah ohhmsawarl arrdal,rr veng dibina

Sumber: Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

Kemenpora
Kcmendikbud
Kcrrrcnris tekdikti

Kcmcnpora
Kcmcndikbud
Kcmcnris tckd ikti

7 Pcningketan Prcstasi Olahrega

Jumlah pcngelola organisasi kepemudaan yanS difasilitas
dslam pelatihan rnanajemen orsanisasi kcpemudaan

Jumlah event olahraga nasional IPekan Olahraas Nasional
(PON) )<X dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas)
xvl Tahun 2o2ol

Kcrncnko PMK

Kcnr€ndagri

K€mcnkeu

Kemcnpora

Kcrrrcn PPN/ Bappcnas
Kcmcnterian PUPR

Kemcn ATR/BPN

I{cmenhub

Kcrncndikbud

Kemenkcs

Rcmcnpcrin

Kcmendag

Kcmcnpar

KcrncDkominfo

Kcmcn BUMN

TNI

Polri

BPKP

Basarnas

LKPP

Sumber: Xemcntcrian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

Jumlah olahragawan andalan yang dibin8 Kcmenpora

Kcmendikbud

Kcmensos

7 I F?ningkatan Prcstasi Olehrega

REI{CANA XERJA PEMERII'ITAII TAIIU1Y 2OAONO
PEMUTAICIIIRAII RTI{CAITA I'ERJA PEMERItrTAII

TAIIUN 2O2O
PENIHAL

. KcnlEnpora

. Kemendikbud
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Sumb€n Kernenterian PPN/Bapp€nas (diolah), 20lS

400.ooo orang

L.)71 Nilaitn(hya/ tradisi

19,48

1

2 5

33

I

Jumlah museum yang
direvitalisasi

Jumlah Komunitas Adat
yang difasilitasi

Perscntase perpustakaan
umum ysng sesuai sta ndar

Jumlah pembentukan kadcr
bcla ncgara

It--
71 Peruba-I.an nomenklatur,

target, dan/ atau satuan
indikator Kegiatan Prioritas
pada Tabel 4.1 1

4.(x)o.o(x)

I 4.1

33

Sumbcr: Kementcrian PPN/Bappeoas kliolah), 2019

I

2

2l)

Nilai l)r(lava/ tradisi

Mrrseunr/ Tarnan Budara

4 Persentase perpustakaan unrurn
yang scsuai standar

Jumlah Fnlbentukan kader trla

Jumlah nilai budaya dan tradisi
yanB dir€viialisasi

Jundeh rcvitalisasi program
mulcum den tarnan budaya

Jumlah Lingkungan Budaya
Desa Adat yang direvitalisasi

Melguatrlrr hEtrod da,r Loaululra uDrt hcttgier
b. Jumlah dialog lintas agama di kecamatan sebanyak 220 Dialog di 34

Provinsi.
Poin b tersebut Dihapuskan

l[cotiglatlrF Lurlta. pdry.,ra Lebldu?.! bor.Ere.
a. Jumlah penyuluh agama yang dibina sebanyak I0.064 Orang.
b. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat sebalyak 4.860 Unit di 34

Provinsi

Meolrglrt!!/i Lualtt$ p.hy.!rn Lehld[p.lr borrFD.
a- Jumlah penyuluh agama yang dibina sebanyak 33.460 Orang.
b. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat sebanyak 939 Unit di 34

Provinsi

Merguatry. petryelcoggrrarr Jr&Lra! ploduli hdal
a. Jumlah produk halal yang teregistrasi sebaryak 228 Register
b. Jumlah produk halal -yang tersertifikasi sebaryak 246 Sertifikat
c. Jumlah Stakeholder JPH yang Terbina sebanyak 1.834 Lembaga

Meagultrlrr PolyclerSEArlrn Jasha! produ& hdd
a. Jumlah produk halal yang teregistrasi sebanyak 88.OOO Register
b. Jumlah produk halal yang tersertifikasi sebanyak 22O.OO0 Sertifikat
c. Jumlah Stakeholder JPH yang Terbina sebanyak 20 L€mbaga

72 Sasaran dan lndikator KP
dari PP Revolusi Mental,
Pembargunan Kebudaya-an
dan Prestasi Bangsa
(Perubahan data pada Tabel
4.1 I Sasaran dan Indikator
KP dari PP Revolusi Mental,
Pembangunar Kebudayaan
dan Prestasi Bangsa, Poin 3
Penguatan Moderasi Umat
Beragama: Menguatnya
Harmoni dan Kerukunan
Umat Beragama poin b,

lIo

Sr.l,rn / Iodilrtot Srte..tr / lndltrtorNo. Trrg€t fr{Gt

PEMUTATHIRAJI REI{CAIIA XERJA PEMERITTAII
TAlrt x 2u20PERIHAL REI{CAIIA XERJA PEMERINTAII TAIIUN 2OIO

:\47 Jumlah nilai budaya dan
tradisi yan8 direvitalisasi
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Mentagkatn5ra kualtta! pedyolGoggaraar hqlt daa umrah
a. Jumlah petugas haji yang profesional sebanyak 2.288 Oralng
b. Jumlah penyelenggara umral dan haji khusus yang dipantau dall diawasi

sebanyak 150 Lembaga
c. Jumlah jemaah haji peserta birnbingan haji sebanyak 204.000 orarg
d. Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan di 1l Lokasi
e. Pusat Lavanan Haii dan Umrah yanq Dibanqun di 4l Lokasi

MootrgLttayr Lurlfta. p€oyolergg.n..r hrJt dla lmrah
a. Jumla} petugas haji yang profesional sebanyak 14.056 Orang
b. Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi

sebanyak 935 I-embaga
c. Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji sebanyak 397.756 Orang
d. Asrama haji dievitalisasi dan dikembangkan di lO Lokasi
e. Pusat Layanan Haji dan Umrah yang Dibangun di 40 Lokasi

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kehidupan
Beragarna poin a dan b,
Menguatnya
Penyelenggaraan Jarninan
Produk Halal poin a, b, dan
c, Meningkatnya Ku alitas
Penyelenggaraan Haji dan
Umrah poin a, b, c, d, dan e,
Berkembangnya Ekonomi
Umat dan Sumberdaya
Keagamaan poin a, b, dan c,
(Halarnan IV.28 dan IV.29)

l6rtr€abrlgry. eLolorol uert di! drabord.y. LeaEaEra!
a. Jumlah tanah wakafyang di legalisasi di 2.500 Lokasi
b. Jumlah lembaga zakat terawasi sebanyak 2l I l,embaga
c. Jumlah lembaga zakat yanS terbina sebanyak 832 L€mbaga

BetLGabrIgaF okoDoDl uest dir drEbordiya LGagiai,a!
a. Jumlah tanah wakafyang di legalisasi di 267 l,okasi
b. Jumlah lembaga za.kat terakreditasi sebanyak 337 l,embaga
c. l,embaga yang Mendapatkan Pembinaar Manajemen Ekonomi

Umat sebanyak 1.269 I*ribagia

73. Kerangka Regulasi

{kera'tgka regulasi untuk PP
Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan dan PP
Pemerataan Layanan
Pendidikan Berkualitas dan
Pengembangan lptek-Inovasi,
halama! VI.33, dthslnr.)

Kerarrgka regulasi yang dibutuhkarr untuk mendukung pencapaiarI PP Peningkatan
Akses dal Mutu Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut
1. KP Pengendalia, Penyakit: (a) peraturajr perundangan tentang wabah; dan (b)

peraturan perundangarr tentang kesehatan jiwa
Kerangka regula.si yarrg dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemerataan
Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan lptek Inovasi adalah sebagai
berikut:
I. KP Kapabilitas Adopsi lptek dan Penciptaan Inovasi: peraturnn menteri/kepala

lembaga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20l8 tentang
Rencana Induk Riset Nasional 2Ol7-2O45, Peraturan Presiden tentang
penyederhanaan proses perizinan dan komersialisasi produk inovasi,
Peraturan Presiden tentang pembentukan badan layanan umum/holding
untuk pengelolaan dan pemasaran produk inovasi Sdenae-Techna
Park/ Lembaga Litbang, Peraturan Presiden tentang pemanfaatan prototipe
hasil riset di lingkungan pemerintah dan BUMN, Peraturan Presiden tentang
naster pldn SDM lptek nasional, Peraturan Presiden tentang mekanisme
mobilisasi SDM lptek antar institusi litbarg, BUMN, darr swasta, Peraturan
Presiden tentang insentif kepada R&D swasta, pendapatan atas KI, dai
investasi R&D, dan Peraturan Presiden tentang dana abadi riset atau dana
inovasi nasional.

Dihapl.ts

PBITIUTAI{IIIRAI{ NEIYCAITA XERJA PEMERITITAH
TAHUII 2O2O

NO PERIHAL RENCANA XERJA PEMERIITTAII TNIUIT 2CIO
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4.1 P:torltrr Na3loaal Pcmba[gu.aaD Mrslsla d.! PeEgelt&si! Noalrllnan
4. 1.5 Xerangla Roguh,rl

Kerangka Regulasi L KP Pengendalian Penyakitr (a) peraturan perundangaa tentang wabal; dan (b)
peraturan perundangan tentarg kesehatan jiwa.

Dihapus74

Kera-ngka Regulasi 1. KP Kapabilitas Adopsi lptek da.n Penciptaan lnovasi: peraturan menteri/kepala
lembaga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Rencana lnduk Riset Nasional 2017-2045, Peraturan Presiden tentang
penyederhanaan proses perizinan dan komersialisasi produk inovasi, Peraturan
Pres;den tentang pembentukan badan layanan umum/holdtng untuk
pengefolaan dan pemasaran produk inovasi Scietbe-Ted1r'to Patk/Lenbaga
Litbang, Peraturan Presiden tentang pemanfaatan prototipe hasil riset di
lingkungan pemerintah dan BUMN, Peratura! Presiden tentang master plan SDM
lptek nasional, Peraturan Presiden tentang mekanisme mobilisasi SDM lptek
antar institusi
litbang, BUMN, dan swasta, Peratu ran Presiden tentang insentif kepada R&D
swasta, pendapatan atas Kl, dan investasi R&D, dar Peraturan Presiden tentang
dana abadi riset atau dana inovasi nasional

Dihapus75

REITCANA XERJA PEMERINTAII TAIIUN 2O2O PEMUTAXHTRAJT RENCANA XERJA PEMERIITTAII
TAI{U 2(y2ONO PERIIIAL
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4.2 FHorttas Na3lotrtl l!&asttufttrr de.a Peraerataa,r Wlhrra.Il
4.2-1 Prograra Psodtaa Perlucaerr Idra.truttur dr! Pelelra!.qr Deie.r

76 Perubahaa Tabel 4.13
Sasaran dan lndikator PP
Perluasan lnfrastruktur dan
Pelayanal Dasar, H alarna,r
tv.37

1, Meningkatnya akses nusyarakat ierhadap perumahan dan permukjrnan layak, aman dan
terjanaksu

FYoporsi rumah Peruen 59,07 61,29 63,44 65,66
tangaa yang ltermasuk
mencmp8ti hunian 23,23% a ksca
dengan akses ai. p€rpipaan)
minum layak

Proporsi rumah tbrsen N/A N/A ll 12
tangga yang
menempati hunian
akscs air minum
amanr (pcrhitungan
akses air minum
aman melalui
susenas dan PKAM
dalam proses
pcrsiaran)

sumber: Kementcrisn PPN/Bappenas (diolah), 20l9
Keteransanr') Rcalisasi; *'l Target

MeIringkatnva akses masyarakat terhadep perumaban dan pcr ruki,nan layak, aman
.la D lcrjanskau

ProtErsi rurmh Pcrsen N/A
tanSaa yang
rncncmpati
hunian akses air
minum arnan'
(perhitungan
aksc. air minum
arlan mclalui
suscnas dan
PIGM dalam
pro3cs pcrsiapan)

Sumbcn Kcrncntcrian PPN/BappcnaB (diolah), 2019

Kcteranganr r) Rcali8eBi; *) Targct

b,7a 7,32

1

6,8

tangga yang

hunian dcnsan
ak8eB air minum
layak

47,54 A7,75 a4,70 9133
(terrrEsuk

23,23% aksc!
perpipaan)

RENCANA RER.'A PEMERII{TAIT TAIIUN 2O2ONO PERIHAL

IrdItltorIodlkrtot 20171 20141 2019'l 2(lr2o.) 2020-t20171 2o1a.r 2ot9"l

PEMUTAXIIIRAN NTNCATTA XER.'A PEMERINTAII
TAIIUIT 2O'IO
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77. Perubahan Tabel 4.14
Sasaran dan Indikator KP
daii PP Perluasan
Infrastruktur dan Pelayarran
Dasar, Halaman IV.38

Meninakatnya akses mssyarakat tcrhadap pcrumahan serta
permukiman yanS layak, aman, dan teiangkau

46.30() llnit

220.(X)l)

Ila 460

1.OOO l'ersil

I Pcnycdiaa+
Akscs
Pcrumahan
acrta
Permukiman
tayek, Aman,
dao
Terjangkau

34
baru layak yang
terbanBu n

34Jumlah
peningkatan
kualitas hunian
melalui pcran
pemerintah

Ta nssa
3a

34

tangga yang

[asilitas

Jumlah IErsil
rurnah tangaa
vans
mendapat- ka n
fasilitasi pra
s€ 6kasi

PUPR

Kern€ndaSri

PUPR

PUPR

Kemcndagri

PUPR

Mcningkatnye aklcs meaydrakat tcrhadap perums}}an serta
pcrmukiftar yqng laysk, sman, dan terjangkau

26 l7l ll nit

I

2253(n Unit

I [].70o

Pcnyediaan

Pcrmukiman

dan TeianSkau

hunian baru
layak yang
terbangun
melalui peran
pemcrintah

34

Rumah
Tangaa

34

Satuan Per-
mukiman

l6
PD'.t-l'

Jumlah
pcningkatan
kualitas
hunian rnelalui

Jumlah
Satuan

yangdibang-

fungsional di

transmigrasi
prioritas

Kerncn
PUPR

Kemcndagri

Jumlah ruinah
tangga yang

tasilitas
pcrnbaayaan
pcrunrahan

PUPR

KemendaBri

Kemen
PUPR

UO

RoEt trntlo. Bo.LokastTatgct Situan grhrrd LoL&i

RE!{CAIYA KERJA PEMERIITTAH TAHU'{ 2O2O

X'L
FrLtaari

B/r.
P6hlrrrtr

S..rnr/
Inillkitor 

'I'artctNGglrtin
Prlodtr8

8aritrn/
hdlhtor

PERIHAL PEMUTAXHIR.AIT REI| CAITA XERJA PEMERINTAII
TAHUIV 2O2O

LlIit
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Mcningkatnya aks€s nrasyarakat tcrhadap layanar air minum s€rta
sanita3i yang layak dan aman

23

260.595

29.5tO.794

2

16,94a.22a Sambungan

Satuan 22
Pcrmukiman lGbupaten/

Kota
PD'I'I

Pcnyediaan

Minum serta
Ssnitasi yeng
layak dan

Jumlah
rumah tangga
yang tcrlayani
TPS3R/TPST

Provinsi
Kcpala

Kelua rga

34
Jumlah
sambunaan
rumah tan88a
dcngan aksca
air minum
layak
perpipaan

RLrnlsh
Tangga

34

Jumlah Satuen
Permukiman
yang di-bangun
dan funasional

tranBmigrasi
prioritag

PUPR

. Kemcnkes
r Kcmcndagri

PUPR

. Kcrrrcndasi

Jumlah
rumah tangga
dcnsan akses

perpipaan
(BJP, Br,S)

PUPR

Kcmcnkes

Kcmendagri

Mcningkatnya akscs masyarekat tcrh4dap layanafi air minum
scrta lanitasi yarE layak dan artran

McninSkatnya penycdirrn fasilita3 kcsclamatan dan kerrnanan
transportasi

5.340.OOO

2 Pcnycdiaan

serta Sanitasi
yang l,gyak dan

Kcpala 7A
Keluarsa Kab/Kota

KefEla
Keluarsa

34Jumlah rurnah lz.Om.OOO SambunSan
tangga dcngan Rumah

perpipaan

Rurnah
TanBga

34

Rumah
Ta ngga

34

Kcaclamaten dan
Kcamanen
Tramportasi

Disnav
Tarakan

Unit/
Lokasi

pemasangan

5

Jumlah
rumah tangga

tangaa yang
terlayani
TPS3R

Jumlah rumah
tang8a ya na
terlayaniTPST

47.2U)

49.mO

PUPR

Kcmenkes

Kcmendaari

PERIHALNO RE?{CANA XERJA PEMENTNTAII TAIIUN 2O2O
PEMUTAXHINAN REI{CAIIA KER.'A PEMERIITTAII

TAtruIt 2020

Jumlah rumah 5o,0oo,ooo
tang-ga dcngan

minum bukan
jarinsan
pcrpipaan
(EJP, BPS)

3.

I



M-45

Mcningkatnye pcnycdiaan fasilitas kcsclematsn daD kcarranen
transportasi

M.ningkatnye kctcrscdiaan air beku/eir 6inum deri sumbcr air
tcrlindungi

5 430

2'2 llnrburg XemeD PUPR

(enren PUPR

3.

Tersetsr Kenr.nh',b

4,63 m3/dct

23 Kabupatcn/ 5

Jumlah
rumah tangg!
dengan aksca

Rumah
Tangaa

34

Kaselamaten

Transportasi

Unit/

PanjanS
jarinsan ker€ta
apiyang

Pcnyediaan
serta

Air Baku dao
fur Tanah

29
Provinsi

5Jumlah embung
air baku yanB
dibansun

Jumlah unit
air baku yans
dibsnsun

Rcrncn
PUPR

Kcrncnkcs
Kcrncndasri

Pcnycdiaan serta Mcoingkatnya ketersediaan dan k.bcrlarjutan pssokan air balo
Pengamanan Air
Bsku dan Air
Taoah

6.342

Drnbuns

172

lir,

4

30

TeBebar Kemenhub

1O,OOO orang TeFebar Basarnas

Pak€t Tersebar Basarnas

4.1

lblirnanlaf)

2t212
MYC)

11 Kemen
PUPR

Nemcn
PUPR

PUPR
Kabupaten/

Kota

fasilitas

Panjang
jarinsan kereta
aPi Yans

diolfrasikan

Pengem-
bangan SDM

penye'larnatan

Jumlah
embuns air
baku yang
dibangun

Jumlah
kapesitss unit
air baku yang
dibangun

Jumlah

dan pulau

RENCANA KERJA PEMERINTATT TAIIUN 2O2O
PEMUTAI(HIN.AII NE CANA IIER.'A PEMERINTAII

TAIIUI{ 2O2OPERIHALo

to 'ltrcebar l{err(rrhul)
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dan pulau

yang

Jumlah

a yang

teknologi

kualitas dan
efisiensi !uplai
air baku

Kemen PUPR

32,5

UU

7

Km

I

Kota Provinsi

9 Kemcn PUPR

l"rsst Kem€n PUPR

Sumbcr Kemcnterisn PPN/Bappcnas (diolah), 2019

DXI
Jakarta

Elarat

Kabupatcn/
Kota

Jumlah unit
air baku yanB
di-rchabililasi

Jumlah

undanAan

airyang
disclesaikan

SunrlEr Kementerian PPN/llaplxnas (diolah), 20l9

0,62 mr/det 10
Provinsi PUPRkapssitas air

bsku yang di-
rchabilitasi

kecil terluar
yanS

baku

4.2 Hodtr. ltastotrel latartrulrtur dan Peoerita.n wllajra.h
4.2.2 Progras Psortta! Poaglrataa lrriestruldur Kawasaa Tettlagal dan Ketaha.!..!r Betfcara

7a Perubahan Tabel 4. l5
Sasaran dan lndikator PP
Penguatan Infrastruktu r Meninakatnya konektivitas di claeral) lertirrggal

Jumlah rute perintis Rute
rransporlJsi udara prl rniis

20t

l

201 23.) 239

L Meningkatnya konijktivitasdidaerahtertings8l

NO

ladl}ator lsd3trtot 20t7\ 202020la.r 2()192017, 202020la1 2019

PERIHAL RENCANA I(ERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2O
PEMUTAIOIIR.IN REITCAIIA XERJA PEMERIIYTAII

"AIIUN 
2O2O
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Xawasan Tertinglqal dan
Ketalanarl Bencana,
Halaman IV.42 2, Mcningkatnya kctangguhan nBryarakat dalam rncngurangi deya rusak air

1t7 134 113

li)2 lqo

lil

U nit :ll 31 t3

Unit

Kir 3o

ln i' 22

7

t57

220

32

2a

N/A N/A N/A

Panjans pensendali banjir
yang dibangun

Panjans pensarnan pantai
yans dibansun

Jumlah pensendali
lahar/3cdirnen yans
dibangun

Jrmlah Fbod Fae&sting and
warnirre Syslem (FFws) yan8
dibangun/
ditinBkatkan

Sumber Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi; *') Target

Jumlah rute p€rintis
transportasi taut

Rute
perintis

Jumlah rute perintis Rutc 18O 2O9 792
tmnsportasi perintis
Udara

Jumlah rute perintis Rute t to l:l? l4o
transportasi Laut pcrintis

Meningkatnya ketanSguhan nBsyarakat dalsm mengurangi daya rllsak air

Jumlah pcnsendali Unit
lahar/scdimen yang
dibangun

Sumbcr Kemcntcrian PPN/Bapp€nas (diolah), 2019
Keteranganr *) Realisasi; *1 Target

llltJ

t40

li](r

20,4

31

2

||.)

32

Krn

KIr 14,5 2t,5

177 137

Iranjars rr,rsarnan
pantai yanB dibangun

Panjans pengendali
banjir yans dibansun

PEMUTAI(HI RAII RE!{CANA I(ERJA PEMERII{TAII
TAHUT'T 2O2O

PERIITAL RENCAI{A KERJA PEMERINTAII TNIUN 2O2ONO
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Perubahan Tabel 4.16
Sasaran dal lndikator KP
dari PP Penguata.n
I nfrastruktur
Kawasan Tertinggal dan
Ketahanan Bencana,
Halaman IV.45

Terr€lcnggarenye pcrnbangunan dan pcngrmbangan aklBibilitas
dacreh tcrtinggal

10

l

7

20 Km

L.kasi Terscbar Kemenhub

Lokasi Tersebar Kc'rnenhub

lr)kasi Tersebar l<(1rxir|ub

Akscsibilitas
Dacrah
TertinSgal

PDTT

Jumlah bandara
di da€rah
tertinggalyang
ditinskatkan
kapasitasnya

Jumlah
pclabuhan di
daerah tertinggal
pendukung tol
leut yang
dikcmbangkan

Jumlah terminal
barangyang
dibansun/
dikcmbangkan di

Panjansjalan
desa strateBis
yanB dibengun/
ditingkatkan di
daerah tcrtinggal

perbatassn di
daerah terlingaal

Ttsrs.hnEaaranya pcmbangunan dan pcng.mbengao ekscsibilite!
dacrah tcrtinggal

to

24

I

7

7

Lokasi Ters.bar Kemenhub

Lokasi Tersebar Kemenhub

l.okari Te.sebar Kcmenhub

Km Ters€bar

Aksc8ibilits3
Dacrah
Tcrl.inggal

PDT'I'

Jumlah bandara
di daerah
tertinggalyang
ditingkatkan

Jumlah
pelabuhan di
daerah tcrtinggal
pcndukunB tol
Iaut yang
dikemba nE-ka n

Jumlah terminal
barangyang
dibansun/
dikembangkan di

Panjangjalan
desa stratcgis
yang dibangun/
ditingkatk8n di
dae.ah tertinggal

daerah tertingaal

79

NO

Xegtst6! LlL
IadLrtot T.rt t grtuu LoLdxe$atsr

PERIHAL REITCANA XERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAI ITNAI{ REI{CAIIA XER\'A PEMERINTAII

TAIII'X 2O2O

,"jJfifl r*r€r artu.! r,r.d p"il1/1".
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Terli.rdunginya krawasan Ixrkotaan di l]esisir ulara Pulau Jawa dari
bencana lingkunsarr

Kapas;tas air baku O,2 m3/detik 5 Provirisi Kemcn
dari sumbcr air PTJPR

diLrargun

Tcrselensgaranya Perccpatan Pcmbanaunan tupua dan lrapua Barat

a,27

4,3

t3

Unit

I{r.

3

Klrr

I

I

Trmur

I'UPR

PUPR

PUPR

Papua Barat

Kab.

Kotl Sorcng,

PUPR
Pembangunan air

Panjans tanssul

yans direhabilitasi /
ditingkatkan

Panjang tanggul
sungai yang
dibangun/
ditingkatkan

dan bangunan
pengamanan pantai
lainnya yang
dibaneun/
ditingkatkan

Jumlah

kota yang
m€mbangun sumur

DKI

Barat darr

Tengah

Kabupaten/ 5 Provinsi
Kota

Terljrdungtrya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau .Jawa dari
bcncana linskunsa,l

Kapasitas air baku O,1 ms/deti 1 Kemcn
dari sumber air k I,rcvinsi PUPR

'lbrselenggaranya Pcrccpatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

PUPR

o,4

oo

1 1

Pesisir Utam

Kemen
PUPR

DKI

tsarat

PUPR

PUPRKota

Papua Barat

vanc

ditinskatksn

5Panjans tansgul
Bungai Yans
dibansun/
dilingkalkan

pantai lainnya yang
dibangun/
ditingkatkan

Jumlah

yang rnem bangun
sistem Frnantauan

penurunan tanah

PEMUT,AXIIIRAIY RTNCA A I(ER.IA PEMERI TA}I
TAHUT{ 2(}20

RE!{CANA IGRJA PENTERINTAH TAIIUN 2O2ONO PERIHAL

Kemen
PUPR

12

3.

Km

Km
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PaDjansjalan 2oo
nasional, trans
papua, dan
Pcrbatasan yans
dibanBun dan
ditingkatkan
kapasitasnya

Surnbcr Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 201()

1 ,:2

4

5

Kab,
I(ambala

Kota
Jayapum

dan Sorong
PUPR

Kemen
PUPR

Xemen
PUPR

bangunan pe-
nsendali banjir

Pembangunan
jarisan irisasi

Jumlah pelabuhan
yanadibangun
dan
dikembangkan

standar pelayanan

Dacrah
lrigasi

D]
Ma nagar

Nabire

Kab.
sarmi,
Kab.

Nabirc,
l{ab,

r,ab. Kep.

(ab,
Kaimana,

Kab,
Sorong,

Kab,
Fakfak,

l(ab.

Xab.
Tolikara.

Kab.

Raya, Kab.

Kab.
Jayapura,

Kab.

Kab.
Mcrauke,
t(ab. Raja

Ampat, I&b.
Sorong

Sclatan,
Kota

Jayapura

7,59 l(n r

Xcmen
PUPR

Jumlah kapasitas O,O77
unit air baku yane
dibangun

Bangunan
pengcndali banjir
Yans dibangun

Kola Kcmcn
Jayapura, PUPR

Kota Sorong,

Ksb. Sarmi,
Kab,

Kab.
Yahukimo,

Kab. Mcrauk

Ito PERIIIAL REITCAITA ITERJA PEMERINTAII TATIUN 2O2O
PEMUTAITTIIRAII RTI{CANA IIER.'A PEMERIITTAII

TAHUIV 2O2O
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4.2 Ptlortt r Niliontl ltta.3ttul3tut da! PomGtata&! Wtlaltah
4.2.3 Program Horttar PeatDgLatin KolreHvlt r MultlBoda d.n AatrrEod. Uerdul(uag Pertudbol..! ELonoEl

Tabel 4. l7
Sasaran dan Indikator PP
Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antarmoda
Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi

Mcninakatnya koncktieitas di wilayah pusat-pusat perturnbuhan dan rneningLatnya
koncklivitas multirnoda dan antarmoda

1

Sumben Kcmenterian PPN/Bappcnas (diolah), 2O19

Keteranganr *) Rcalisasi; *) Target

Jumlah produksi
penumpang dan
angkutan baranB

43O Juta 513 Juta 59O Juta
Orang, 45 Orang, 50 Orang,60
Juta Ton Juta Ton Juta Ton

OranB,
360 Juta
Orang, 40
Juta Ton

Mcnin8kalnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya
koncktivilas multimoda dan ant8rmoCa

Jumlah Droduksi J,rts 392 Juta 422 Jnta 425Juta 442 Jnta
penumpsnc dan orang, orang, oran8, orang, 53 oranB,
angkuran bsrang Juta Ton 40 Juta 45 Juta Juta Ton 60 Juta Ton
kerita 6p, Ton Ton

Sumbcr: Kementcrian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

Kctcranganr 1 Rcalisa8i; '1 Targct

1

TtsNclcnggeranya pcn8ernbangen jaringan jalan rneadukung kawasen
priorita3 nasional

Kcmcn t']tJI'R

I

600 Knr

l.kasi Tersebar Kcmen PUPR

Y.oncktivitas

JAIaD

(Sumatera,

Kalinuntan,
dan Sulawcsi)

Jumlah simpul
transportasi yang
didukung aks€s
jalan

Panjangjalan tol
baru yang
terbangun

81. Tabel 4.18 Sasaran dan
Indikator XP dari PP
Peningkataa Konektivitas
Multimoda
dan Antarmoda Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi

TeB€leogga m nya pengcrnbangan jari nga n jalan ntcnduku ng kawesan
prioritas na8ional

t8

1

Kn)

Koncktivitas

Jalan

PUPR

PUPR
Jumlah simpul

yans didukung

Panjangjalan tol 368,26
baru yang
terbangu n

lSumatera,

Kalimantan,
dan

sulawesi)

RENCANA RERJA PEMERINTAII TAIIUN 2O2OI{o

Lola6tfrrget gat$aa lndllrtor t8rget s.tttrr

No 20ta'' 2019 2o20'8.turn 2ol7l2017 20181 2019'l 2U2()ro, Ar..hu/ hdll.to, Ssturn

'dILPaltr.lu
Xealita! KGSrrtrr RIL

Irdlh.to,

PERIHAL
PEMUTAIOIIRAI| REI{CAIVA XEnJA PEMERII{TATT

TAHUN 2O2O

80.
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Terselenggaranva pengembangan kereta api mendukung kawasan
prioritas nasional

46

Sumber Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2

4

Irkasi Tersebar Kemenhub

Konektivitas
Transportas i
Ker€ta Api

Konektivitas

Udara

yang ditingkatkan

'lerselenggaranya perscmbangan kercta api mendukung kawasan
prioritas nasional

Tcrselenggararya pengembangan bardam rrendukung ka1trasan
pdoritas nasional

Jumlah bandam 40
vanc
ditinskalkan
kapasitrsnya

Sumber Kementerian PPN/Bappenas {diolah), 2019

214

229,44

l(ir

l<m

I

Lokasi

Tersebu l<cmenhub

Tersebar Kcmenhub

Tersebar KerEnhub

Kon€ktivitas

Udara

Panjansjalur

utama yang
dibansun
(termasukjalur

reaktivasi)

Panjansjalur

ditingkatkan

PEMUTAX$INflI REIICA A NER.'A PEMERIIITIII{
?AHUlr 2020o RENCANA HERJA PEMERIITTAH TAHUN 2O2OPERI}IAL

Panjansjal'rr 275 Km Tersebar Kcmcnhub

PanjansJalur 225 Kr) 'lersebar K(xr)()rlr!I,

ditingkatkan

Terselenggaranya pergembangan ba.dara mendukunB kawasan prioritas

2.
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4.2 Horttas lta3toDel I!&altruktur da.a PeDeratra! Wtlayah
4.2.4 Prograr horita3 Pe[ttrgkata! Irfra3truktur Perlotrar

Terseienggaranya lxmbangunan dan Fngembangan infrasbuktur jalan

Meningkatnya akscs nrasyaEkat te.hsdap layanar) air mirlu.n dan sanitasi
yang layak dan amarl dl perkotaan

Meningkatnya akses masyarakat terhacla|, lxrurnahan yang layak, aman,
dan terjangkau di pcrkotaan

Kemen PUPR

Unit

J

1

I

5.

Penyediaan

Minum dan
Sanitasi
Layak dan

PUPR

. Kemendag.i

Terjangkalr di

lnfrastruk-
turJalan

Jumlah NSPK

terkait air

sanitasiyang
te ntegrasi
(unlt)

yang dibarSun

Terselenggaranya Fmbanguna dan F,enscmbangan infr?struktur

Meningkatnya akses masyarakat terhadap laysnan air minum dan
sanitasi yans layak dan aman di perkotaan

Menjngkatnya akses nlasyarakat terhadap perumahan yang layak,
arian, d:rrr terjangkau (li perkotaan

3

Irkasi

I

4

5

Tersebar Kemen PUPR

Infrastruk-

Sanitasi
Layak dan

Kemen
PUPR

Kemendasri

TerianskaLr di

Jumlah NSPK

sanitasi yang
terintegmsi
(dokumen)

yang dibangun

PEMUTAXIIIRAI{ RTTYCAIIA I(ERJA PE}IERIT{TAII
TA'IUIT 2O2O

PERTHAL RENCAJIA KEnJA PEMERINTAII TAIIUN 2O2Or{o

(cgrrtrn hd&ator Tartet S.ts&r 1<tL ,ieglat.lr ltrd$at(,r Tsrset Sat rarl x/LTabel4.2O
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Peningkatan
lnfrastruktur Perkotaan,
Halarnal1 IV.52
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Meningkatnya penggunaan €nergi i'amah Ungkungan terutarna untuk

Kemcn I'UPR

t2

to

2lJiJ

IO.OG) Unit

trnit

Sumber| Kem.ntcrian PPN/Bsppcnas (diolah), 2019

Jumlah

hunian layak
di perkotaan
rnelalui
fasilitasi
pemcrintah

politan, t(ota
Elcsar, Xota
Scdang, dan

Kota Kecil

Encrgi
B€rk leqjutan

untuk

Jumlah
penyiapan
Pengelolaan
sampah
menjadi EncrSi
Listrik (PsEL)

Jumlah pc-
manlaatan
phl,tovoltdik (PV)
,d)fop

DKI Jakarta, Kota
TangeranS,

Kota Tangcrang
Sclatan,

Kota
Ebkasi,

Kota Bandun&
,(ota Sernarang,
r'ota Surakarta,
Kota SurabalE,

Kota DenpaBar,
Kota Palcmbang,
dan Kota Manado

. Badan
Usaha

Mega

(Mwp)

Jumlah

stasiun
pensisian listrik
umum (sPLq

ESDM

Badan
Usaha

{SPKLI'

Surnl)er Kementermr l'l'N/Bappenas (dnnah), 20rq

5.219 I l,r il Kemen PUI'R

LJ r)i1

t6a t-,r rit

iioo

Jumlah

hunian layak
di perkotaan
melalui
fasilitnsi
pemedntah

politan,
Kola

Besa r,
Kota

ScdanS,
dan Kota

Kecil

Dnergi
Bcrkela nj u ta

untuk

Tersebar di
Kota Besar

Jumlah pe-

Jumlah

pensisian

Iistrik umum

. Badan

ESDM

Usaha

PEMUTAXHIRAII REI'ICA!{A XTRJA PEMERI TAH
TAHUN 2O'IOREI{CANA KER.'A PEMERINTAII TAITUN 2@OPERIHALNO

PUPR

ESDM

Dacrah
. Badan

Usaha

Mcningliatnye pcnggunaan cncrgi rarnsh lingkungan tcrutarna untuk
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4.2 P$orttris Nastotrd lltartrutttrl daIr PGEeratlaD mlaltih
4.2.5 Prograo Horltar Tra.r8forai.t Dfgftsl

83 Perubahan Tabel 4.22
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Transformasi Digita.l,
Halaman IV.56

Meratanya infrastruktrrr TIK ke s€luruh wilayah Indonesia

Meningkatnya pernanfaatan akscs telekomunikasi dan internet di
s€luruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil rnaupun nonkomcrsil

2.too

3l Gbps

I I iril

57

2o

50

St8siun Tersebar LPP RRI

Tersebar LPP'rr/RI

lnfrastruktur
TIK

l(abupaten/
l(ota

lnfmstruktur
TIK

Kemen-

Jumlah BTS untuk

Jumlah daerah
operasional layan8n
jaringan serat optik
Palapa Ring

Penyediaan kapqsilas
satelit untuk layanan

Jumlah infrastruktur
pcnyiaran publik mdio
yang dikembangkan

Tcrsebar Rcrnen-
kominfo

kominlo

.l'rml6h inlHsinrkh,r
penyiaran publik

dikembanskan

Jumlah penyediaan
akses internet untuk
sekolah, puskemas,
kantor pemerintah, dll

l,okasi Tersebar

Meraaanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah lndoncsia

Meningkatnya pernanfaatan akses telckomunikasi dan internct di
scluruh wilayah Indonesia, baik dqerah komeGil maupun nonkomersil

21 (;bps

12.UX)

l

95

2A

2

5.OOO Lokasi Terscbar

15 Stasiun Terscbar LPP RRI

Unit Tersebar l,PP TVRI

lnfrastruktur
TJK

SLA

lnlrastruktur
TIK

Jumlah R'l'S trnl!k

layanan jarinsan
serat optik Palap€
Rins

Jumlah infra-
sttuktur p€nyialEn
publik radio yans
dikembangkan

slruktur pe-rryiaran
publik televisiyang
dikcmbanskan

kominto

Jumlah peny€diaan
akses internet untuk
sekolah, puskemas,
kantor pemcrintsh,

t kasi TcEbe. K.ftn-
kominfo

PEMUTAXHIRAII RENCAITA XIruA PEMERII|TAH
TAr{Ulr 2(}20I{o

Xegiatrn
Irrdl}.tor

1{]L l(cglrtr! ,{IL
Feh*3r!.Terg6t Srtur! Lot.3lNo Tuget Setu.o LoL..l

PERIHAL RENCAI{A I(ERJA PEMERINTAII TATIUN 2O2O

l



M-58

Jumlah slan updigital 50

1O5.OOo Ora ng

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

SY.arl rp
akrif

Tercebar Kcrnen-
kominfopetanidan tlM(M

online yans rrninia.li
IJenggLna aklit

Sumber Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

(lll

r.kasi Terscbar Ke,nen-

Jumlah srorl up
digital

Jumlah UMKM
online yans menjadi
pcngguna aktif

Jumlah lokasi Petani
dan Nelayan co'

kominfo

Starl p
Ektit

1.OOO OranS Tersebar

Perubaharl keterangan
Gambar 4.25

Aspek Xewilayahan PP
Transformasi Digital,
Halarnan IV.58

k,
W
E[

Penyediaen RIS di 2,IoO Lokasi

Setelit Tclekomunikasi

. Penycdiaan tayanan Akses Intcrnet
' 5.950 lrkasi

q0

W
ffi

Penyediaan RI'S di 5,OOO Lokasi

satelit Telckomunikasi

Pcnyediean Lsyanan Akses Intemct
12.(rrc I.kaBi

84

4.2 Ptlodtrs Nastond Inftastndrtur da. PeEetatae,r Wllejrah
4.2.5 Nerangka Regulesl da.n Kera.Egka KdeDbagaa!

Percepatan regulasi pengganti Undang Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang
Sumber Daya Air yang dibatalkar! oleh Mahkamah Korstitusi juga perlu dilakukan
dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan terkait Program Prioritas
Perluasan Infrastruktur Dasar. Rancangan undang-undang pengganti undang-
undang tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan saat ini proses penetapannya masih
dalam tahap pembahasan. Regulasi ini sangat diperlukan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan air bagi setiap warga negara dan pengaturan tata kelolanya;

Halamal IV.58
Perubahan Kerangka
Regulasi

Dihapu.s, karena Undarlg-undang tentang Sumber D@Ud Ait suddh terbit (UU
No.17 Tah)n 2019)

PEMUTII(HIRAIT RENCANA I(EUA PEMERINTAH
TAHUIT 2O2O

PERIIIAL REI{CAITA KER.'A PEMEHNTAII TAHUN 2O2OI{o

85.
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Halamarr IV.59
Penarnbahan Kerangka
Regulasi

B6

Halaman IV.59

Perubahan Kerangka
Regulasi Nomor 2

Penyusunan Naskah Akademis Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi sebagai
kajian dasar terkait bidang air minum dan sanitasi yang akan dijadikan acuan dan
pertimbangan dalarn merumuskan pokok-pokok substansi pada rancangan
undang-undang. Masih jauhnya kondisi capaian air minum dan sanitasi saat ini
dibandingkan dengan target serta belum adanya sistem yang kuat dalam tata kelola
pelaksanaan air minum da.!r salitasi menjadi alasan diperlukannya suatu payung
hukum dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian dan kejelasan
dalam pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi melalui pewajiban kepada
masyarakat untuk menjalar <an sistem penyediaan pengelolaan air minum dan
salitasi yang layak dan arnan;

a7 Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan penetapan
Peratutan Pemerintah darr peraturan turunai lainnya dari Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang Sumber Daya Air, yaitu peraturan terkait
konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pendanaan
pengelolaan sumber daya air;

Perubahan Kerangka
Kelembagaan Nomor 8 dan 9

Halaman IV.59 8. Peningkatai kapasitas pengelola Bendungan;

9. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi dan sinergi sistem pengelolaan
kelembagaan petani.

BB dihapus

89.

Perubahal KeranSka
Regulasi

Hala-rnan IV.58 Percepata! regulasi pengganti Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air yang dibatalkar oleh Mahkamah Konstitusi juga perlu dilakukan
dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan terkait Prograrn Prioritas
Perluasan Infrastruktur Dasar. Rancangan undang-undang pengganti undang-
undang tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan saat ini proses penetapannya masih
dalam tahap pembahasa!. Regulasi ini sangat diperlukan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan air bagi setiap warga negara dan pengaturan tata kelolanya;

Dihapus, karena Undang-undarg tentang Sumber Daya Air sudah terbit (UU
No.l7 Tahun 20l9)

o PERIHAL RENCANA I(ER.'A PEMERINTAH TAIIUN 2@O PEMUTIXITIRAIT RIIICAITA II|ERJA PEMERII!.TATI
TAIIUN 2gIO

5. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyedia,an perumahan
dan permukiman yang layak dal terjarrgkau adalah Peraturan Pemerintah
tentang Penyelenggaraar Tabungan Perumahan Rakyat. Regulasi ini mengatur
sistem keda Tabungan Perumahan Rakyat termasuk keanggotaan Tapera,
pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaatan Dana
Tapera.
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4.3 Frtorttes a3tolrl Ntlat Te.abalt Sel(tor Rtit, Indtrsttblba3i' daa KereBPata.a Ked&

3,8 3,9 3,8

4,3 4,3 5,1

15,2 17,ONilai Devisa Pariwisata

L009 t.tos t.:ro5 - 1.307

(),5 6,3 4,69 " 6,65

6,9-7,36,7 ?,o

3,I 7b)

l

6,2

3,4

l2

l9,o - 21,O

4,90 - 5,40

20,o

t.2t lNilaiTambah Ekonorni
Kreatif

Pertumbuhan Ekspor
Barang dan Jasa

Pertumbuhan Invcstasi
(PMTB)

Pcrtumbuhan PDB

Pertumbuhsn PDB

I Industri Pcnsolahan

Miliar
usl)

Sumbcfl Kementcrian PPN/Bappenas (diolah), 2O19

Keteransan: ') Rcalisasi; *) Targct

Kontribusi Ekonomi
Digital

l'}crse! N/A

'li iliI ll
lirpir lr

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 201S

Ket€ransanr *) Realisasi; *1 Tarset

-------- -----------l

3,7

5,O

Nilsi l)evisa Pariwisata 15,:2 21,O

r 2t l I I li(, 1.211

a,s 6,5 6,3

6,7 7,O

N/A 3,2

I

3

20,o

6,O

3,9

4,3

3,u

;,1

12

Perscn I 3,8

4

5. Rupiatr
'l'riliull

17,t)

1, 10sNilailhmbah Ekonomi
Kreatif

Pcrturnbuhan PDB

ttrtumbuhan PDB
lndustri Pengolahan

M iliar
I JS])

Pertumbuhan Ekspor
Barang dan Jasa

Pertumbuhan Investasi
(PMTB)

Kohtribr.i Ekonomi
Digital

90. Indikator PN Nilai Tambah
Sektor Riil, lndustrialisasi,
dan Xesempatan Keqa
(perubahan data pada Tabel
4.23, Halamarr lV.60)

RINCANA KERJA PEMERII{TAH TAHUN 2O2O
PEMUTAXIIIRAN REXCANA IIERJA PEMERINTAH

TAHI'N 2O2OPERIHALNO

Iadllrtd
,ol9r 2020"'Setulu 2ol7r lola'l20191 2020 1Brtrrn 2()17.) t0la'l

3.

5.

I

4,9

l
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4.3 Horttar Naitotral Ntlat Tadbih SoLtor Rltl, Indu.trttltsa3t, dan NeseEpata! Norja
4.3.2 Progta.lE P'riodtar Pool.Dgkaten Ntlal Tambah dan Ilwert 3i dt Selrtor Rt d.n Induttrtaltiad

721,3

30,4 33,2'"1 36,2

a33,O - a70,O 475,1 - 890,3

Sumbcr: Kemcnterian PPN/Bappena8 {diolah), 2019
Kctcrengani ') Reslisasi; "1 Target

91. lndikator PP Peningkatan
Nilai Tambah dan Investasi
di Sektor Riil dan
lndustrialisasi (perubahan
data pada Tabel 4.26,
Halaman IV.65)

Sumbcr: Kcmcnterian PPN/Bspp€nas (diolah), 201e
Keteransan: , Anska proycksit *rl Tarset

20,16 19,86

ll

5

)2 274,7

Target realisasi investasi
PMA dan PMDN

Pertumbuhan PDB Industri
PenSolahan Non Migas

Kontribusi PDB Industri
PenSolahan

Triliun
Rupjah

Triliun
Rupiah

| 692,A ._ 72t,3

Nilai r€slisaBi PMA dan
PMDN sckto na nu fa ktu r

n
1,

llr)l1r-llilir

Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri

92 Indikator KP Peningkatan
Industri Berbasis Pertanian
Terintegrasi Hulu-Hilir
{perubahan data pada Tabel
4 .27 , Halanan l\ .67)

Peningkatan
produ ksi
cengkeh

2,3 1)4

BUMN

. Kcmcnpcrin

. BKPM

. BUMN

NO PERIIIAL REI'ICAITA I(ERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAXHIRAIT REI{CANA I(ERJA PEMERINTAII

TAIIT'N 2O2O

Irdltrtor 20tTl 20ro'' 2019i 202(}"1

I Pertumbuhan PDB Industri
PensolatErr Nofl Migas

Perscn 4,a5 4,77 5,33 5,48 6,O1

5. Xontribusi PDB Industri 20,16 19,46 1(1,83 19,7a - 19,AO

ll. Targct rEslisasi investasi PMA
dan PMDN

Triliun
Rupia h

682,8

39,612 Kontribusi realisasi PMA dan
PM DN sektor rnanufaktur l

5,33 5,69

t9,u3 19,63

886,O

'246,3

433,O,a70,O

lga,o,

l

Kcghtr. ' : Ts.r.t Ur t Lohdtrdllrtot !

ltlL

I lr lr I ilir

Meningkatrya pftxluksi korlr itas tannrlan indoEtd

3,O 114
. Kemen BUMN

. BKPM

PDTT

. BUMN

l(cglctu
Priorttr. tndtrrtff Trrlot Ualt 

I
l

xlt"
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Sumbci Kemcnterian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

Menirgkatnys industri fitofarmaka dan jamu

3,5

I\4cirir,.rkrlrr,r ir{lrksi ko'nodilNs I i) IrkLrllrrr il

Kcmentan

Kemen BUMN

PDTT

BUMN

BPOM

Kemenpcrin

PD'I"T

L]PI

il

Peninskatan | 2,7
produksi 

I

buah-buahan I

Itovinsi

produksi
fitofarmaka

Sumbcfl l(ementerian PPN/Bappenas (diolah), 20r9

MEningkatrya produksi komodit s hortikulturg

Mcningkatnya ind!std fitofarnaks dsn jamu

I 
. r(emcnran 

i
. BEIOM

l. *.-..n i

]e.."r.o""mian]
i. xemennenn 

]l. P.nrl,

l.*",,.'**l
l. LrPr I

ll rrirSkatarr '2,7 lt rs( ll

3Peninakatan 3,5
produkBi

Kcmcntan
(emcn
BUMN

Pcmda

BUMN

Meningkatnya industri be.basis kemarilnnan yanS terintegrasi
hulu-hilir

to U nit

2

Jumlah
pemL€ngunan
/rcvitalisasi

losistik
perikanan,

8lokali l. Kenrcnperin
l. Kercn BTJMN
I

l. Kcmenhub

Peningkatan
Industri Berbssis
Kcrnaritiman yang
Tcrintcg.ari Hulu-
Hilir

31 lr, ri1

'! Mcninskatnya indu3tri b,crbssis kernaritirnan yans
terintegrasi hulu-hilirIndustri Berbasis

Kemaritiman yallg
?erintesrasi Hulrr'
Hilir

l7

BUMN

Jumlah

pengadaan

Palrg! r\g!t:

93 Indikator KP Peningkatan
lndustri Berbasis
Kemaritiman yang
Terintegrasi Hulu-Hilir
(perubahan data pada Tabel
4.27 , Hala,nalr lv .67!.

NO PERIHAL
PEMUTAXI NAIT REIYCANA XERJA PEMERIIITAII

TAIIUI{ 2O2O

lo. llGglatriPrlorltr. Targot U[lt Loh0r tUL

RENCANA KERJA PEMERIITTAII TAIIUTT 2g!O

it
tlo. Xcltrtlr Prtorltri

aiesE/ l<lLTh..€t Ultt l,otr.l
Ildllrtor - PGl.L..or

.l
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Unit300

Sumbei Xerncnterian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

15

rantaidingin
dan
pengolahan
hasil kclautan
dan pcrikanan

. Kemen ESDM

. BKPM

PDTT

. BUMN

. Kcmcnhub

. RXP

parckraf

ESDM

. BKPM

Sumbcr Kementerian PPN/Bappcnas (diolah), 2o19

I Jrrit400

l3 I l,okasi

21,Jumlah

dingin dan

pcnSolahan
hasil kelautan

Jumlah Sentra

Terpadu
(SKPIJ yans
dioptimalkan

e l. BUMN

Indikator KP Peningkata.n
Daya Saing Destinasi darr
Industri Pariwisata,
Termasuk Wisata Alam, yang
Didukung Penguatan Rantai
Pasok (perubahan data pada
Tabel 4,27 , Halaman IV.69)

Meninakatnya kesiepsn destinasi dan daya saing industri padwisaia

5

4!

D€stinasi i l, Jetim

iz. orrr

13. 
suttra

14. sulsel

t' xcmcnPar
r. KLHK

i. KKP

lnrru
l. *.-",o*I pom

Peningkatan
Daya Saing

Ir{lustri

Tcrmasuk Wisata
Alan), yang
Didukung

Jumlah
dcstinasi

yanS
difaBilitasi

pcngem-
bangan

Mcningkatnya ke.iapan destinesi den daya saing indu6tri
perhrisete

Feningkatan
Daya Saing

lndustri

Alam, yang
Didukuns
Penguatgn
Rantai Pasok

I ! I 'lt
. lll(l'M
. l{l,lll(
. Kl{l'

Jumlah
destinasi

vans
difasilitasi

dokumcn
pengem-

lanSg" __

4 lDcstineBi ll. Jetimtti 12. Nrr
13. sultra
lo. 

",,,,,

94 lErf.t UDfttrttct Ualt

NO PERIHAL

lDdLrto.
tuL

PdrLrlrahdlrtor
l(ILXcgl.trr

PEMUTAXHIRAN RENCAITA I(ERJA PEMERIITTAH
TAH! tt 2020RENCAJTA XERJA PEMERII{TAII TNIUN 2C!O

l

Xegt tr!
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Jumlah

dalsm
benruk KEK,
vang
difasilitasi
pembanguna

infrastruktur
di luar

Jumlah lokasi

vans
difasiliteBi
pengcmbanga
n atraksi

kreatil

Jumlah
diversifikasi
produk

l. Surnut

2. Bangka
Bclitung

3. DKI Jakarta
4, Banten-Jabar

5. DIY-Jateng

6. Jatim
7, NTB

A, NTT

9. SultlE
1O. Maluku

Utara

to

5
4

1, Slrmut
2, Bangka

Bclitung
3. DKI Jakarta
4. BantcnJaMr
5, DIYJatcng
6, Jatim
7. l{TB
A. NTT
9. Sultra
1o. Maluku

Utara

KUKM

PD?I'

DSDM

BUMN

. Bappenas

t. Sumut

2. DIY

3. Jateng
4. NTB

Jumlah

dalam b€ntuk
KEK, yang
difasilitasi
pembanguna

infrastruktur
di luar

Jumlah
lokasi

vans
difasilitasi
pcnScmbang
an atraksi

ckonomi
kr€atif

tl

l. Sumut
2. DIY

3, Jatcns (2)

4, NTB

Kemcn
PUPR

Kemenhub
Nemcn
ESDM

f}KPM

BUMN

BUMN

12 I, N'IT

2. ttTB

3. Sulut

REIYCAIIA NERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2OPERIHALNO
PEMUTAIIHIRAN REI{CINA XERJA PEMERINTAH

TATIUN 2O2O
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Sumber: Kemcntcrian PPN/BaFp€nas (diolah), 2019

5

tt 1. lfrB
2. Jabar
3. DIY

4. Sumut
5. B8ti

6. Babet

7. Sulscl

5. Y'epri

dirasilitasi

4, Sultcng

5. Gorcntalo

1. N?B

2, NTT

3. Sulsel

4. Sulut
5. Papua Barat

sumber: Kemcnk rian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

TO PERIHAL RENCANA XER.'A PEMERINTAII TAIIU!{ 2UIO PEIIIUTAI<HIRAJ{ REI|CINA XERJA PEMERIITTAH
TAHUX 2g'O

l.r"-r"t I

Jpcnecmbansa

lur,,.i

Jumlah
divcrsifikasi
produk
pcrjalanan

budaya

l5 1. NTT

2, NTB
3. Sulut
4. Sulteng
5. Gorontalo

lr 1o 1, I\ITB

2, NlT

4. Sulut
5. Kcpri
6. sumbar
7. Bali

L Kaltim
9. Maluku
10.Maluku

Utara

vans
difasilitasi

2 I Srrlscl

2. I(cpi

1. N1I)

2. Strrn'rl

J u,rlah 11

prioritaB
vans
didukung
pcngcm-
bangannya
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95 Indikator KP Peningkatan
Nilai Tambah dan Daya Saing
Produk Kreatif dan Digital
(perubahan data pada Tabel
4.27 , Hdaman lY .7Ol

Meningkatnya nilai tambah pmduk k,Eatif dan digital

2. Jabar
(Bandung dan
Karawang)

3. Ban ten (Maja-
Rangkasbitung
, Lcbak)

4. DKI Jakart!
5, DIY
6. Jatcna

(Scmarang)

7. Jatim
(Surabaya)

a. Sul3cl
(Makassa4

9. Eali

5

. Uekraf

Pcningkatan
Nilai Tambah
.la n Daya
Saing Pioduk
Krtatif dan
Disital

Jumlah
klaster kr€stif
vanS
dikembang-
kan

Kemen-
dikbud
Kemenlu

Lokasi 1. sumut (Medan)

kominfo

i. x"-',,
iHukham

Meningkatnya nilai tambah produk krea[ifdan dldt l

l Sumut
(Medan)

2. Jabar
(Banduns dan
Kamwang)

3. Banren (Maja-
Rangkasbitun
& Lebak)

4, DIY
5. Jatcna

(scrnarans)
6. Jatim

(surEbaya)
7. Sulsel

(Makassa)

8. Bsli

Sumber Kementerian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

5.

t

Pcningkatan Nilai
Tambsh dan Daya
Sains Pmduk
KrEatifdan DiBital

Jumlah
klalter kr€atif
vans
dikcmbang-
kan

parckraf

(ominto

Hukham

pErin

dikbud
. Kcmcnlu

Indikator KP Perbaikan Iklim
Usaha dan Peningkatan
Investasi (perubahan data
pada Tabel 4.27, HaJamar
rv.7 rJ

Mcningkatnys pcringkat kemudahan bcruseha dan realisasi invcstesi
PMA dan PtIDN

Meningkatnya r)el.i,rgkat daya saing pilar l,lsar ke{ja dalam globo.l
cn n t pe titiu e ne s s i nd e x

6 Ferbeikan lklim
Usahe dan
Pcningkstan
lnvcstasi

96

Pcrbaikan lklinr
Usaha dan
Peningkatan

REIICAIIA RERJA PEMERITTTAII TAHUN 2O2O

r€grntrs

X6gl.t.!
Indllrto! Tctget Uuit

xlL
PaLLara

l.lo. Xertrtra
Indt tor

T.rget Lolrd xlL

NO PERIHAL PEMUTAIOIIN.AN RENCAITA XER.'A PEMERII{TAH
TAIII'N 2O2O

I&jal{tr!I
Iodtrttc thqst Uult

t< lL

Sumbcr: Kcrncolcriarr PPN/ljappenas tltr,lah), 20l9

T6riot tlult LoL..llodthrrdt
KIL

Pclrtrarla

I

Mcningkatnya perinakat kemudahan bcruraha dan realisasi
invcatasi PMA dan PMDN
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4.3 Ptlorltl.3 Neslo!.I Ntlat Taub.Il SeLtor RlIl, Indutttttltra.st, dtr Ket6EPatan NorJa
4.3.3 Prog.aa F:ito.lta3 PentagtataD Ptoduld}trttlt Tearga K€rJe .la.a PerclptaaD Lapangart KotJi

Sumber: Kcment€rian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

I DKI Kerncnpcrin

Kcmendag

Kcmen PPN/
Bappenas

sumben KemenErian PPN/Bappenas ldiolah), 2019

8

3

Berkembangnya lndustri HalalPengembanga n

Jumlah dokumen
keluaran /ndonesia

Mtddle East and
Co!.]ntris Summil
on HaloJ Indlstries

I

97 lndikator KP Pengembaigan
Industri Ha-lal (perubahan
data pada Tabel 4.27,
HaJamar IV.72)

Indikator Program Prioritas
Penjngkatan Produktivitas
Tenaga Kerja dal Penciptaan
Lapangan Kerja (perubahan
data pada Tabel 4.28,
Halaman IV.77)

Sumber: BPS 2OlA; Sakernas 2018; RKP 2019.

Ketcraogan: r) Realisasi; *J Target berdasarkan proycksi DirEldorat Pcndidikan dan A8arne

Bappenas (baeis target Visi 2045); a) Data tidak tersedia karcna sebelumnya
rErulrakan data gBbungan jumlah lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan

vokasi; q Data realisasi pclatihan di 14 l(/L, k€cuali Kemendikbud dan
Kemristckdildi; 9 Data r€slisasi BNSP D6cmber 2o18; d) Target RKP2ol9, (Proporsi

tcnaga kcrja bcrkcshlhn nEnengah = 37%)l c) Target r.emcnpar; 0 Prcgno€a.

17,.1

3

6.

ti

18,317,5

77,g\ 18,4, I l9,o

N/Aa)

t2,6d

I890.345

19,7

_1

.lunrlah'1\'rasa K.rja

Jumlal' Lulusan
P€ndidikan Vokasi

Jumlah Tcnaga ,<erja
Industri

Jumlah Tenasa Kerja

J uta
Orrng

Orang
12,7.t l3,O

I

Sumbcr: BPS 2Ola; Sakernas 2Ol8; RKP 2O19,

Kcl,erangan: *) Realisasi; ") Target mcrupakan pmyeksi dengan basis target Visi 2045; a) Dsta
tidak tersedia karcna scbelumnya rnerupakan data sabunsan jumlah lulusan pcndidikan
vokasi dan pelatihan vokasi; ! nata r€alisasi pelatihan di 14 X/1, kecuali Kemendikbud dan
Kemristekdikti; 9 Data realisasi BNSP Dcscmb€r 201a; d) Target RKP 2019, (Pmporsi tenaga
kerja berkeahlian rrrncnsah = 370,6); e) Prognosa; 0 kmpiran Pidato Prcsiden Tahun 2019.

12,9 t))2,7n

t7,7 17,9d la,4n
OranB

18,e

l3,o

17,5 la,3

7. Jumlah Tenasa l{dja

6. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kela
EkonomiKrcatif

Juta
Orang

OranB

98,

NO PERIHAL RENCAI'IA I(ERJA PEMERINTAH TAITUN 2@O PEMUTAXIIIRAI{ REI{CAITA XERJA PEMERIITTAH
TAHI'N 2O2O

arern/
NGtlrtl! Priorltrr Trrt.t- hdlr.tot

Unlt Lotrrl x/L

ti Pengembangan Uerkembangnya Indusri Halal
lndustri Halal

I

RGglitin Tuget Unlt lolr.l t< /L

Meningkahlya pmduktivitas dan }xrrciplsan lapanglit kerja

Orang

----+

l

t I

I

Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja

I3,o

t -<r,o
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99 Indikator KP Peningkatan
Peral dan Kerlasama
Pendidikan darr Pelatihan
Vokasi dengan Dunia Usaha
(perubahan data pada Tabel
4.29, Halalnan IV.78 lV.79)

Mcninskatnya krrnlitss (1.1r ftil.v,Irsi sl,rrrlAr kornlxlcnsi .lan krrrikLrluIlr
}rndidikalr darr pclatilrar vok,rsl

stitiN r

l

2A

2so

9o

Pcningkat-

dan Kcrje
Sams Pcn-
didiLan dan
Pcla-lihan

dcngan
Dunia
Usaha

Scltor/
Sub

Scktor

Sekola h 34

sektor yang

dengan dunja

Jumlah SKKNI

KKNI yans

Jumlah

yang bermitra
dengan dunia

. Kemristekdikti

. rGDIN

lndustri/
Protesi

PuBat Kemnaker

Kernendikbud

KernenPUPR

Kemen ESDM

Meningkatnya kualitas dan r€levansi stand€r kompetensi dan
kurikuhrm pendidikan dan pelatihsn vokasi

Standar

kerja yanB
ditetapkan

Sekolah yang
Bckerja sarna
dengan
lndustridan
Pcndidikan

Jumlah

industriyang

lembasa
pelatihan

't 70 sKl(N r

534

335

Pcningkatan

Iturja Sarna
Pcndidikan
dan Pclatihan

dcngan Dunla
Usaha

. Kcmcndikbud

. Kemcnporekraf

. KcrncnPUPR

. Kemcn ESDM

. Kcmcnhub

. Kemristckdikti

. KADIN

Pengusaha/
Industri/
Profcsi

34

34

PERIHAL

t{o,

NO

Tartct Ulrt Lolrrl It/L Felrl.raa rhra€t Unft Lokail l(/L Polekfirna

RENCANA TERJA PEMERINTAII TA}IUN 2O2O
PEMUTAXHIRAN REI{CA]"A XERJA PEMERI TAII

TAHUIY 2O2O

l(€!letato ficgfctrr
PdorltrrItldllrtot

l--

Jumlah

industri yang
mcnjalin
kcrjasaJrta
dcngan I

34

flo.

I



TerbcntuknyB forum kerja sarna pendidikan dan pelatihan vokasi
antara pcrnerintah, lcmbaga diklat dan dunia usaha

Terwujudnya pclayanan inforrrasi pa8ar kerja yang berkualita8,
komprchcnrif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat

Dihapus

20

Dilrapus

20 
1"l
i

34

. Kemendikbud

lJumlah | 2.Om.OOO I Orang
I tenaca kcria I I

I dan olon I I

i tenacs kcria | |

i v.ng I I

I mendap.t I I

Lps!.rrq.l I I

Jumlah pusat

ncan

Skill Deuelop-

(SDC)yang
terb€ntuk

Kcmnakcr

Kcmcnpcrin

Kemcndikbud

Kernen p6 rckra I

Kemen kominfo

Terbcntuknya lorum kerja ssma pendidikan dan pelatihan vokasi antara
pemcrintsh, lcmbage diklat dan dunia ulaha

Terwujudnya pelayanan intorrnasi pasar kerja yang bcrkualitas,
komprthcnsif, mutakiir, dan mudah dijangkau rmsyarakat

20.off) Omng

500

202A

l

34

pelatihan

Jumlah

yang bermitra
dalarn
pcngemba-
ngan vokaBi

tenasa k€rja
yang bckcrla

tasilitasiSl)o

pengemba-
nBan keahlian/
Sklll De,,elo?

(sDC)yans

Jumlah tenaga
kerja dan calon
tcnaga kerja
yang mcndapat
pekerjaan atau

usaha densan
fasilitasi puEat
pelayanan

kerja

2.OOO.OOO OrEng

Kemnakcr

Kenrcnperin

Kemendikbud

34 Kemnakcr

Kemcn pcrin

Kemendikbud

Kcrncn ESDM

Kemenhub

Kemenristckdikti

RENCAIIA RER.'A PEMENWTATT TAIIUN 2O2O
PEMUTAXIIIRAIT RETICANA XER.'A PEMERINTAII

TAIIUN 2O2OPERITIALNO

M-70

l
I

ll20

----------------

l
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atau

usaha
dcngan
fasilitasi
pusat

inforrnasi
pasar kerja

Kemen PUPR

Kemen ESDM

Kemenhub

Kemen-
ristekdikti

Sumbcr Kernenterian PPN/Bappcnas {diolahl, 2019

Sumbcr Rq,rcrterian PPN/Bappenas kliolah), 20l9

to0 Indikator KP Peningkatan
Sertifikasi Kompetensi
(perubahan data pada Tabel
4.29, Halaman IV.a0) Meningkatnya tenaga kerja yang rnemiliki serlifikat komFtensi

. BNSP

. KemenPUPR

. Kemen ESDM

. Kemenkominfo

. Kemendikbud

. KLHK

UKM

Sekolah r:,(x)

Peningkatan
SertifikaBi

Jumlah SMK
yang Mcnjadi
Lcmbaga
sertifikasi Profcai
(LSB Pr

34

. Kemristekdikti

. KemendaC

. Kemendas

Meningkatnya tenaga kerja yang menriliki se ifikat kompetensi

l,sl,

3.

27t)Jumlah
Lembaga
Scrtifikasi
tkrlisensi

34

. KemenPUPR

. Kemen ESDM

. Kcmnakcr

. BNSP

. Kcmenpcrin

IrrIot Unlt fotral $/L P.hllr!.

HO

l['llLrtor
lt€€rat!t!

PEMUTAITHIRAI| REITCAIYA XERJA PEMERITTAII
TAtrutt 20no

Hoditao

PERIHAL RENCAI{A TERJA PEMERINTiII TAHUN 2O2O

TsrIet Uult Lohtl X/L PelalsrusIodft.td
3

Sertifikasi
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sumber Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

IGmcntan
Rcmen-
kominfo
Kemen-
dikbud

KLHK
Kemenkop
UKM

ristckdikti
Xernendag

Kcrn€nhub

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1 500 orang l'usa!SDM Bidang
lse.tifikasi

i yang Dilatih

VL Pelaksana KP Peningkatan Tata

Kelola Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi ((perubahan data pada

Tabel 4.29, Halaman 1V.80)

Meningkatnys tata kelola pendidikan dan pclatihan vokasi4

l

Itningka-

Kclola
Pendklik-

tt atihan

L€mba-
satrmbaga

Pengelola

KerJa

Kemendik-

I0l

Mcninakatnva tata kclola pcndidikan dan pelalihHr) vokasi

: lltSet Uatt Lolr.t K/L Pelaksrr
-l.ltor

xedftatr
Fdorltir

4.

ITerb€ntuk-
nya Lembaga
Pengelola
Kartu Pra-
Kerja

sa

PERIHAL PEMUTAXHIRAII RENCAITA IiEN.'A PEMERII{TAH
TA'TUI{ 2O2O

t{o. Ileglrtia Trrtot Uilt lolarl K/L Pcl*rrlr

o RENCANA KERJA PEMERINTAII TAIIUN 2(,2O

LI I

I

. Kcrncndik-
bud

. Bappenas _
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4.3 P:Iortta.3 lYastoltal Ntlat Teebalt SeJ<tor Rt l, Itrdurtrl'llrad, dall Xerotnpotaa NerJc
4,3.4 ProgrEE Pttodta. Penrngkatar Ekrpor Benrlat Tarlbah Tiiggt drn Perg[ata.lr Ttnglit NoElronen DilaE Neged (TXD )

t02 Indikator PP Peningkatan
Ekspor Bernilai Tambah
Tinggi dan Penguatan
Tr'ngkat Komponen Dalam
Negeri (TXDN), (perubahan
data pada Tabel 4.30,
Halaman IV.8l IV.82)

6,3q

4,U6

4(),lo

2),(X)')

3()i],4b]

I5,al

Nilai ekspor produk
perikaTn

Kontribusi Ekspor
Produk Industri

Nilai Ekspor Ekonomi
Krcatif

Jumlah Wisatawan
Nl*lga __--.
Jumlah wisatawan
I.n"1l:ry!
Rasio Ekpor Jasa
Tcrhedap PDB

Sumber: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (l'3DN) Kcmcntcrian Perindustrian; Bcrita
RelmiStatistik BPSI Badan Ekonomi r.reatif(diolsh oleh Bappen8s); Neraca Pembayaran Bl
dan PDB ADHB BPS; Kement€rian Perdagangan.

KeteranSan: I Realisasi; 1 Ta-rget; d Angka proyeksi berdasarkan perkiraan rcalisasi
2019; b) Angka proyeksi Kementerian Pariwisata hingga akhir 2o l8; c) Ppgnosl

9,54

21,*' - 22,60

312

ItJ,50

7

Pcmcn | 16,s4 7,OO - 9,OO 6,88 - 9,24

55,OO - 65.m 49.OO - 5$,OOc

2,79 - 3,11

N4 ilia r
(_rst)

4,45

44,97

,ayl

277

14,o4

21,v)

304

l7,5O"l

Pertumbuhan Ekpor
Nonmigas

2,49 2,()a 2,60

16,54

4,45

44,.)7

2O,:n "l

270,t3

14,O4

4,i16

46,03

2I ,(X)'1

3G3,44

I5,t]l

2,6t1

7,(X) 9,OO

9,54')

55,OO 65,OO

2t,v)

304

2,60

Sumbcn Pcningkalan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kementcrian Perindustrian,
Bcrita Resmi Statistik BPS, Badan Ekonomi KrEatif(IPEK), Ncraca tombayaEn BIdan
PDB ADHB BPS, Kementerian Perdagangan

Keteransanr ") Rcalisasi, *J Tarset, .lAnska proyeksi Kementcrian Pariwisata hinssa akhir
20la, b)prognma, "lMerupakan angka targct, sedangkan prognosa senilai 5,5O

2t,s) - 22,30

ltt

7

2,57

4,31)

6,17

.1(r,a,o

M iliar
USI)

Nilai Ekspor Dkonomi

IY[__
Jumlah Wisatawan
NuEantara

Jumlah Wisstawan

'.'":i:"*_. T_ ,- .,
Rasio Ekspor Jasa
Tcrhadap PDB

Pertu,nbuhan Ekspor
Nonrnigas

Nilaickspor produk

Kontribusi Bkspor

PEMUTAITIIIRAI{ REI| CANA T|ERJA PEMERIITTAH
TIHI'I{ 2O2O

PERIIIAL RTNCA A KER.JA PEMERINTATI TATUIS 2O2ONO

Ilo ' 8ri.r.n/lnd*rtor &1116 2O1?t 2olal ?.Olrl 2(ng'l
l.

3.

|-+-

u.

Io ar..r.dladfrtor 8 ltra z)lTn mlet | ,nL*1 2020*l

t.

3.

4.

9.
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I 03. K/L pelaksana dari KP
Peningkatan Efektivitas F)"ee
Tfode Agreet@ (ff A\ dan
Diplomasi Ekonomi
(perubahal pada Tabel 4.31,
Halaman IV.83)

Mcmperc€pat Fnlrclcraian perundinean dan pcningkatan
pernanfaatan implcmcn tasi FfA

t:tA

Sumb€n Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Kemendag
BKPM

KernenFrin
KKP
Nernentan

Kemen KUKM
Bekraf

Jumlah

FIA yang
diselesaikan

Sumbcr Kcrncntcrian PPN/B€ppenas (diolah), 2019

Kcrncndag
BKPM
Kcmcnlu
Kerncnpcrin
KKP
Kementan
Kcmenparckraf
Kcmen KUKM

Jumlah
perundingan
mA yang
disel€Saikan

I 04. K/L pelaksana dari XP
Pengelolaan Impor
(perubahan pada Tabel 4.31,
Halamalr IV.84)

9,2

Sumber: Kern€nterian PPN/Bappenas (diobh), 20l9 Sumbcr; Kcmcntcrian PPN/Bappcnas {diolah), 2019

t{o PERIHAL RENCAITA KERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O{'O
PEIIUTAXHIRAII REITCAXA XERJA PEMERIXTAH

?AIIUIY 2O2O

3. Peningkatan
Efektivitas.I;tee

I rrade Asreenent
i (Fra) aan
i Diplorna8i

Ekonomi

5

t

3. Peningkatan

(FIA) dan
Diplomasi
Ekonomi

Mcmpercepat penyelcaaian pcrundingan dan peningkatan
Frnanlaatan implementasi F"lA

fiegtqtrlr
Indllrtor 1t.r6t 66turl rohd ,"rIJ:.",No.

5
lnll)or

Meningkatnyq efektivitas kcbijakan pengelolaan impor

ltugtrtin
Pdorltrr lndlkstoro. Trryst l6.tu.lr lntr.l fi/L Pola*enr

5 Pcngelolaan
lmpor

Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor

I9,2 . Kemcndag

. Kcmenparekraf
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105 Target indikator dan K/L
pelaksana dari KP
Peningkatan Citra dai!
Diversifrkasi Pemasara.n
Paiiwisata dan Produk
Kreatif,
(perubahan pada Tabel 4.31,
Halaman IV.a4)

llcoingkatnya citra dan diveBilikasi pcrmsaran pariwisata dan produk
krcatif

24

7

:t7

Sumbcn [ementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Pcningkatan
Citra dan
Diversifikasi

Pari*isata dan
PIoduk Kr€atif

. U€kraf

. Kemendag
Misi

wisata lO DPP dan

branding

Jumlah misi
penjulan 10 DPP
dan 10 destinasi
brandinB

Sumbefl Kementerian PPN/BappcnsB (diolah), 2019

2(t

213

. Kemenparekraf

. Kemendag

,rumlah pamcran

dan lO destinasi
brandins

Jumlah misi
penjulan 10 DPP
dan lo d*tinasi
branding

Misi

4.3 Horltr. Iti.loral Nilat Ti.ebah Sektor Rlll, hdurtdalbrd, dan Ko3€mpita! Kcrja
4.3.5 ProgtaE FHorltas PeD.Euatan Pllar PertuEbuha.n da.n Daya Sabg Elorotol

Taiget indikator Program
Prioritas Penguatan Pilar
Pertumbuhar dan Daya
Saing Ekonomi (perubahan
data pada Tabel 4.32,
Halaman IV.85)

4,19 4,22-4,23

Sumber: Kernenterian PPN/Bappenas (diolah), 20l9
Keteranganr ") Realisasi; *r) Target

Kontribusi Sektor Jasa
Keuansan/PDts

Sumber: Kementerian PPN/Bapp€nas (diolah), 2019
Xeteransan: *) Realisasi; *) Tars€t

I 06.

NO PERIHAL RENCANA XERJA PEMERINTAII TAHUN 2O2O
PEMUTAITIIIRAIT REI|CANA XER.'A PEMERIXTAH

TAIIUN 2O"O

Xettrt !
Prlorltr. trdfirtot I{/L P€lrlr.lrro. f.raGt 8da.r Lotrd Kct,.tclr

Prto"ltr.
&ro.a/ i' Taract artEu !l3llratottlo. Lokrri K/L Peklrrlr

7 i Peningkatan

I DivEBifikasi

i Pariwisata dan

Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran p€riwisata dan
pr0du k kreatil

Procluk Kreatif

i

Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya sainS ekonomi

I 
Pcncn 4,2o i 4,r s

Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saingckonomi

Kontribusi Sektor Jasa
Keuangan/PDB

It.r's( r 1,:-)\) 4,15 4,19 4,23

I
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107 Target Indikator dari KP
Peningkatan Pendalaman
Sektor Keuangan {perubahan
data pada Tabel 4.33,
Halaman IV.a6)

Mcningkatoya pcndalsrnan lcktor kcuangan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

Rasio M2IPDB 4O,l - 4O,9 Persen

. KemendaCri

sumbefl Kemcntcrjan I'PN/tlappenas kliolah), 20le

M.ningkatnya pcndalarnan sektor kcuangan

Rasio M2lPI)u 4c),4

. Kemendagri

t0a K/L Pelaksana dari KP
Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Digital dan
Industry 4.0 lperubahan data
pada Tabel 4.33, Halaman
rv.87)

I)l]rk.firl)aDgn!,r Ickiol{),ti disihI urtuk nnrirakalkan tr2,)sfirrnasi
ckorxnri rl!r.lisn rsi tr:hv,i ur

____]

Ora,rg

Sumber| Kementerian PPN/Bappenas (diolsh), 20l9

500Jumlah pe
kr€atifyan
d ifa s ili!t s i

TIK

. Bekraf

lnrrkcrrl)irirtlv,r l( kitr'k)si (lisilirl Inllk rr(iiirgkalkNrr lrrnsftrrnrrsi
(ikoIonri d,r,, lisi( risI tr'h!ar)nll

sumber: r.ementerian PPN / Bappenas {diolah), 201 I

A.5OO Orants

Optirnaiisasi

Teknologi
Digital dan

Jumlah pelaku
krEatifyang
difasililasi
infrastruktur
TIK

PERIHAL

o frll.t 8rtr.r lohd

PEUUTAXIIIRAII REIlCAltA IIIR.'A PEMERI TAH
TAIIUII 2O2O

hdL.tor
,(IL

PGlrtlrrr
KeEtrtrs

o RENCANA I(ERJA PEMERII'ITATI TA}IUN 2O2O

ffiH ,HfJ rrtrct B$n.n Lolr.r 
"r[i",

I Peningkatan

Sektor
Keuangan

I

I Feningkatan

Seklor
Keuangan

L
Ro€lstr|t

,*tr"J, rl.t6t s6t$uo Lot 'I x/L rsht.iasro.

2. optimalisasi

Teknolosi
Digital dan
lnnustry 4 0

Kegkt.tl ,lffi'ii r.'r.t srhx.r r,olr.r x/L per.kirl{flo,

'2.
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I(/L Pelal<sana dari KP
Peningkatan Pengembangan
Industri dan Pariwisata yang
Berkelanjutan (peru ba}larr
data pada Tabel 4.33,
Halaman IV.87)

Sumben Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Kernenpsr

Kemenperin

BSN

Sumber: Kementerian PPN/Bapp€nas (diolah), 2ol9

. BSN

1r0 K/L pelaksana dari KP
Peningkatan Ketersediaan
dan Kualitas Data dan
Informasi Perkembaigan
Ekonomi, Terutama
Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
dan Ekonomi Digital
(perubahan data pada Tabel
4.33, Halaman IV.88)

2Data statistik

yang sesuai

2Data statistik
ekonomi krcatif
yang sesuai

o PERIHAL RE CAITA KER.'A PEMERINTAII TNIUI' 2O2O
PEMUTAXHIRAI{ RENCANA IIERT'A PEMERT TAII

TAIIUIT 2O2O

I 09.

4. Peningkatan
Pcngcmbe ngan
Industridan
Pariwi!ate yanB
Elcrkcla nju ta n

Meningkatnya pcngernbangan industri dar pariwisata yana

Jumlah

vanc

sertifika€i SNI
ISO 14001

2.845

4. Feningkatan
PengembanAan
Industri dan
Pariwisata yang
Bcrkelanju tan

MeninSkatrya pcn8cnrbangaD industri dan pariwisata yang

Jumlah

vanS

sertifikasi SNI
ISO 14001 _.t__L_

2.445

5. ttningkatan
Ketcrsediaan
dan liualitas

Dkonorni,

Ekonomi Kreatil,
clan Ekonomi
Digital

MeninAkatnya kualitas dan keters€diaan data serta infonnasi
perkcmbangen ckonomi, terutarna p6ri$issta, ekonomi kr€atif, dan
ekonomi digital

. Bekraf

. BPS

Sumbefl Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5. Peningkatan Mcninakatnya kualitas dan kctcrscdiaan data scrta inforrnasi
pcrkembangan ekonomi, berutafm pariwisata, ekonomi krcstif, dan
ekononli digitaldan Xualitas

Dkonomi,

ekonomi KrEaliI,

Digital

parckrar

l
Sumbefl Kementerian PPN/Uappenas (diolah), 20lS
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Target lndikator dari KP
Relormasi Fiskal (perubahan
data pada Tabel 4-33,
Halaman IV.a8)

Sumber: Kcmenterian PPN/Bappcnas (diolah), 20l9

5.

ttmbaruan sislem

TerlaksanRnya rcfomlasj fiskal

inti administrasi
rEtpajakan l@re t x

Sumber: Kcmcntcrian PPN/Bappenas (diolah), 2019
I-I

1,5

Terlaksananya rcformasi fi skal

Pembaruan sistem
inti administrasi
wrwjakan lcote @r

ttt

4.3 Pl,orltar NartoDsl thl TaDbah sehor Rltl, I.dudrllltatl' d,e! xeteEpata.D Kedi
4.3.6 x6r-gL. RcguL.t dr,r Ketrrgla BdeDbagai.!

l) KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreat;f dan Digital:
percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Inlegrdted.
T ol.lris m M d^,;l e r PlrTrL

112 Kerangka regulasi pada PP
Peningkatan Nilai Tambah
dan lnvestasi di Sektor Riil
dan lndustrialisasi
(perubahan pada halaman
rv.89)

1) KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital:
percepatan penyusunan Undang - UndaIg Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Rancangan Peraturan hesiden tenta,lg lntegrated Tourism Master Plarl

KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi:

Untuk perbaikan iklim usaha, diperlukan penyusunan (l) Revisi Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Peraturan-
peraturan teknis sebagai amanat Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

XP Perbaikan lklim Usala dan Peningkatan Investasil
. Untuk perbaikan iklim usaha, diperlukan revisi (1) Undang - Undar,g

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Xonsumen.
. Untuk meningkatkan investasi, diperlukan inventarisasi, pendalaman,

dan revisi regulasi yang mengatur pelayanan investasi yaitu Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektonik.

Untuk memfasilitasi kemudahan usaha dan meningkatkan investasi, diperlukan
pendekatan omnibus laut petpajakar yang a.kan mengatur tentang PPh, PPN,
pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan.

PEMUTAI(HINAIT RENCAITA X|ERJA PEMERINTAH
TAtrutt 2(}2{}RE1VCAITA KERJA PEMSRINTATI TAHUII 2O2ONO PERIHAL

Srrata{l trdlh{tor , Tr88ct B.tu.D Loted x/t K/L
P6l.Llomlnd[&rtor !.!f.t Srlrraa !.6ler1No, I(et&trs

Rcforrnasi
Fiskal

13,8

llo. Xodatar
Pdorltrr

5. Rcfonnasi
Fiskal

I 13.
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114. Perubahan kerangka regulasi
pada PP Penguatan
Kewirausahaan daI UMKM
(perubahan pada halarnan
rv.89)

Untuk mendukung pencapaian PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
diantaranya dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (XP) Peningkatan Kapasitas,
Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerarrgka regulasi yang diperlukan adalah
mengkaji dan merevisi regula-si yarg menghambat pengembaigal usaha koperasi
dan memberikal landasan hukum pada kegiatan koperasi model baru yang
inovatif, seperti koperasi pekerja darr koperasi srartup.

Untuk memperkuat kewirausahaar dan UMKM, diperlukan pendekatar, ofihil ,s
lau-yang meliputi penyerderhanaan, pencabutan, dan penggabungan peraturan
perundang-undangan terkait pemberdayar.n UMKM. Sementara itu, untuk
mendukung strategi peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
diperlukan pengkajiarr ulang, revisi, dan penyusunan regulasi terkait
perkoperasian sebagai larldasan hukum untuk mengembangkan koperasi model
baru yang inovatil seperti koperasi pekeqa dan koperasi start-up.

Kera.ngka regulasi pada PP
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Keqa dall Penciptaan
Lapangan Kerja (penambaha
pada halaman IV.90)

'll5 Untuk memperbaiki iklim investasi dan mendorong lebih banyak penciptaan
lapangan kerja diperlukan pendekatan oIn,Lihls lau untuk mensinergikan
regulasi terkait kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi,
ketenagake{aan, riset dan inovasi, kemuda}ran dan perlindungan UMKM, serta
pengembangan kawasan ekonomi.

UO PERIHAL RENCAITA IIER.'A PEMERINTAII TAHUN 2fiIO PEIIUTAI(HIRAII RENCANA XERJA PEMERIITTAII
TAHUX 2fiIO
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4.4 Horlte! irtotlal Nctrb.r.r Pa.!ga.a, Arr, EDqgl dr.a ll.aglu-alir Htdup
4.4.1 P.og.&E Horttas P€itrl!.gLit a XeteEedl..r, Atre. ds.a Kuelttar KontnE3l Pa.agan

1. MeninRkatnva produksi lxngan

t'ersenlase Pertumbuhan Persen
produksijagung

2. Meringkatnya kualitas konsurn$i psnaan

Ircrscntase Panaan Segar t'ersen
varg Memenuhi Syarat
Kcarnanan Fansan

Sumbcfl Kcmcntcrian PPN/Bappenas klidah), 20l9
Kcteranaan i) Realisasi; *l) Tarsel

3,,t

t0

3

N/A N/A N/A

1. Meningkatnya produksi panSall

tjerscntasc I,ertumbuhal fcrscn
pro(iuksi taflrrns

2. Meningkatnya kualitas konsunrsi pengFn

Pcrscnlase Pangan Scgar yana Persen
Mcrncnuhi Syaral Kear)anaD

Sumber: Kcrcnt ian PPN/llappcnas {{lolahl, 2O1 9

Kelerangan: ") Realisasi; .*) Targct

28,23

70

22,5 4,2

N/A N/A N/A

116 Perubahan Target PP
Peningkatan Ketersediaan,

Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan dalam
Tabel 4.35 (perubahan pada
hal IV.93)

Meningkatnya Kualitas Konsumsi PanBan

12,93

1o,65

10 20

I Pcningkatan

Konsurn3i,
Kcamanan,
Fortifikasi,
dan
Biofonifikasi
Pangan

beras biofortifikasi
dan fortifikasibasi

Jumlah konsurnsi
daging

Jumlah konsumsi
protein asal ttrnak

34

34

Ks/ Kapi ta/
Tahu n

cran/
Kapita/

Hari

BPNT

Kcmcntan,
KKP,

117 Tabel4.36
Penrbahaa Sasaran,
lndikato, Sauan, Lokasi dan
K/L Pelaksana pada KP dari
PP Peningkatan
Ketersediaan,

Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan dalam
tabel 4,36 (perubahan pada
halaman 1V.94)

Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan

35

7,1

Peningkatan
Kualitas
lionsumsi,

Fortifikasi, dan
Bio[ortifikasi
Pangan

34Xs/Kapita/
Tahun

34 . Kcmentan

dikbud

dagri

Jumlah kor)sumsi
dasing

R.E CANA NERJA PEMERINTAII TAHUN 2O2ONO PERIHAL

Sr.rt.n/IodLrtot 20171 20la-, 20Lr1 2o2t.|

Lobr.lTaryot Tsrget Ertrilr Lokr.l

Sr!{r.lr/Irdtrtor grtt.ra 20171 2ola"r 2ol9'r WD'l

tlrd$rtor
t{/Lt{sstutsr

ladlkrto!
t(/L

Pohlt.rnr
l{edrtrlr

PEMUTAItXIIRAN RENCATTA NEzuA PIMERIITTAH
TAHUN 2O2O

l

Keterja ngl.€ uan
pangan lokal

sekolah
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TerlaksanHnya uFrva peringkahD kctcrsediaaL })lrn{aaD hasil pertanian
dari pmduksi dalanr negeri

61

tagur)g

3,9

5

'2.

Jumlah produksi 34

Meninakalnva Iicamar]ar Korrsunrsi fUngan

34

l5

padi

Jumlah produksi
padj

daging

Rasio kasug

diselesaikan
terhadap total

Pcninskatan
KeteBed iaa,i
Pangan Hasil

15

jagu ng

10

dagjng

JumlBh kasuB lo
pangan scgar
nasional ysng

kcsehatan manusia

Menin8katnya Kcamanan Konsumsi Pangan

Rasio kasus 4I Percen 34 KenEDtan
pflangxara,r Provinsi

yang diselesaikan

Te.laksananya upaya peningkatan ketcrsediaan pangsn hasil
fErtanian deri produkli dalam negeri

59,1

2

3O,9 Juta ton

4,1

Jumlah produksi O,49 Juta ton

34

Peningkatan

Pan8an Ha3il

Jumlah pruduksi
dasing

Sentra
3asu

dan kurans gizi

Ketcrjangkauan
pangan lokal untuk
anak sekolah

Jutl ion 15 Pr.vinsi Kenieru,,
sentra padi

jagung

10

daging

Jumlah produksi
pedi

Jumlah produksi
jasuns

dikbud
Kemenkes

Kemcndagri

REI{CAIA KERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2O
PEMUTAXHIRAIT RTIICAJTA XERJA PEMERIITTATI

TAHUI{ 2O2O
NO PERIHAL
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Melingkatnya Pruiuktivi13s dar Kcs(jahlcrarn Sunrl-.r Daya Manusia

Meningkalkan Produksi lrerikanan dan Hsiil Laut

trnit

t3 KKP

il

KI{P

30 KKP

600

4.

10,99 Juta ton

2A

ao

l3

Pod u ktivitas

SDM

34

34

. LIPI

. BPPT

l'er ir rgka ta n

34Jumtah produksi

Nilai tambah
tenaBa keda

Rasio hasil
penelitian yanS
dirnanfaa tkan
terhadap
pcnelitian Yang
dihasilkan
(akumulasi s
tahun terakhir)

Tenasa Kcrja/
Tahun

5Jumlah kapal
peIikanan yang
terbangun

JuIr ah Sentra
Kelautan dan
Pe.ikanan Terpadu
{SKP'I) yans
dioptimalkan

Luas lahan garam
yan8 difasilitasi

9 . KKP
Provinsi . BIG

McninSkatnya Produktivitas dan fielcjahtciaan Sumbcr Daya Manusia

Tcrlaksananya upaya peningkstan produktivitas dan pcrlindungan
sumbcr daya pe.tanian

Mcningkatkan Produksi PeriLanan dan Hasil l"1ut

I(KI'

t),rit XKP

3

4.

5.

30

ffi Heklarc

PcninSkatan
Fodu liivita s
dan
K*cjahteraan
SDM
Pcrtanian

34

34

. LIPI

. BPPI'

Fcningkatsn

dan
Kcbcrlanju tan
Sumbcr Daya
Fartanian

10,99 Juta lonJumlah produksi
rumpul lau(

Jumlah kapal

36,r9 Jur-a Rupiah/
renaga Keija/

lbhun

65-aO Persen

Nilai tambah
tenasa kerja

Rasio hasil
pcnelitian yang
dirnanfaatkan
terhadap penelitian
yang dihasilkan
(akumulasi s tahun
tcrakhir)

6

Luas lahan garam
yang difasilitasi

a . KKP
Provinsi . Btc

PEMUTAXHIRAN RTIYCANA XIRJA PEMERIMAH
?AHI''N 2O'}OPERIHAL!IO RENCANA XERJA PEMERINTAH TATUN 2O2O



M-83

Sumb€r I Kemcnterian PPN/Bappcna! (diolah), 2019
Keteranganr 1 Data belum terscdia

Sistem pangan terkelola dengan baik

56,9 Nih i

2SO 5 Xota

20

Tata KElola
Sistem
Pangan
Nasionel

Tingkat

pansan

Ksl
K^pital
Tahun

Tingkat susut
produksi panpn

Kcrncntan

KLHK

BPOM

Kemcndag

Kcmkcg

Kemcn par

BPOM

Rcmendag

lGrnenpe.in

BPS

Sumbcr I Kcrncnterian PPN/ Bappenas (diolah), 20r9
Keterangani t) Data belum t€Nedia

4.250

Sistem pangan terkelola dengan baik

56,9 Nilai

8

7

Jumlah varictas
unggul tanarnan
dan hewan untuk
panaan yang
dilcpas

30 Varietas
(tanarmrl Unssul Baru

8 calur
(temak)

34

34

Tata Kclola
Sistem
PanSan

Global FooA

Tingkat

pansan

Tingkat susut
produksi pangan

Sumber daya
genetika taoaman
dan hewan surnber
panSan yang
terlindunsi/

I5 Provinsi

I(emcntan
KLHK

BPOM

Kerncndag

BPS

Kenrcntan

Kcmkcs

Kerncnpar

BPOM

Kcmcntan

Kcmcndag

KcrEnpcrin

BPS

PEiII'TAI{HInAN RENCANA I(ERJA PEIIIERItrTAH
TAHUIT 2O2O

PERIHAL RENCAI{A TERJA PEMERINTAH TAIIU!{ 2OAONO

l5

6.
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4.4 P$orttar Naatoral K€tahanar P.ngan, Alr, Ea6rgl d.a.n Ltngliung.n Htdup
4.4.2 PrograE fHodts PeDtaglirtan lluaatdtar, N[.Ilta! din Al!6e3lb,tltta! Atr

Tabel 4.37
Perubahan Sasaran dan
lndikator PP Peningkatan
Kualtitas, (ualitas dan
Aksesibilitas Air dalam Tabel
4.37 (peruba}lan pada
halaman IV.99)

l. Tcrtatanya hutan dcngEn indcks jasa lingkun8an tinggi

Luas identifikasi pemetaan Juta hcktare N/A
kawasan hutan dcngan
indeks jaea linBkunsan
tinggi

Terbangunnya rcncrna indikasi prograrn berbasis DAS

Jumlah Sistern Data dan Sisterrr N/A
lnformasi DAS terintegrasi

Unil N/^

Unit KK

()5

N/A

20

I

2.

I

N/A N/A N/A ss2

Juta hektare N/A N/A N/A

Juta Hektarc N/A N/A

Jumlah Kesatuan
Penselolaan Hutan (Kl'jll)
kategorimaju

dilrlantapkan (prakondi3i)
status dan fungsi scrta
penilaian cfektivitasnya

Luas inventarisasi d€n
verifikasi kaqasan dengan
nilai keanekaragaman
hayati tinggi

an/permntapan kawasan
hutan terutarna psds
kawasan konscrvasi

:l L'.rl).ngurirr_,r \{i!lr k r"rllrtrll!

114

Tcrtatanya hutan dengan indeks jasa ckmistem tingSi

Luas kawas8n hutan rlensan Juta N/A
in.lcks jasa ekosistem tinssi hektarc

Jurnlalr KesatLran Pengelolaar Uait 99
Ilul-an (KPH) vanB dibangun

TerbsnSunnya rencana indikasi pmgEnr berbasis DAS

.lullrlah DAS yang dibangun DAS N/A
.crxiarla irdikasi prosrarr lxrbasis
DAS

T€rbangunnya waduk multigu na

.Junrlah waduk multiguna yang Unit 34
dibansun waduk

65

352

41

1

2.

34

3

:t6

N/A N/A N/A

170 200

Sumbci Kcrncntcrian PPN/Bppcnas (diolqh), 20l9
Ketcranganr 1 Rcalisasi; *1 Target

4.'ltxkclolanya sistem i.igasi scca,a rnc,{l()rr

Jumlah Daerah Irigasi yang
dik€lola secara modern

Daerah
lriflasi

PEI,IUTAI(HIRAN REltcAltA XTRJA PIMERIf,TAII
TArIl[t 2020NO PERIIIAL

Sr3ama / Iod tt.tot 20l7't 2ola1 2O19-r zqlo-lSatar.r/rndL.tor &tor|r ml71 2olar 2Ol9 ' 2O2O1

RTI{CAI{A I(ERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
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sumber: Kementedan PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keteransanr i) Realisasi; **) Target

tjnit Waduk 47 47ar8 45Jumlah waduk multiguna
yang dibargun

4, Terkelolanya sistem irigasi secam modcrn

Jur ah Daerah Iriaasi yana Daerah
dikelola secara modern Irisasi

Tercapainya penataan kawasan hutair sesuai daya dukung.laya
tampung

'tbrcapanrya penEliharaan dan pemulihan surnber. air dan

'lerwuju.lnya keberlsnlutaD lunssi wilayalr sul]gal dan kawasan

1{l-11I{

745 I{I,HI(

1

2.

34

3.1

indeks jasa
lingkungan tinggi

Luas kawasan dan
sumb€r air yang
terinventadsasi dar)

hayati ttrgei

'ltrc.pai ya rr€nataar) kawa$an huta,r scsuaidava dukunsdaya

'lercapainya lxmeliharuan dan pcmulihan sumber air dan ekosistemnva

l'erwuiudnya kebcrlaDjrrtan Ir)nssi wilayah sunsai dan ka$,asaD

745

1

65

2

34 Provinsi KLHK

Resort 34 Pmvinsi KI,HK

Hutan

Luas kawasan hulan
densan indeks jasa
ekosistem tinggi

Luas kawasan dan

terlindunsi melalui
perlindungan dan

bersama rnasyarakat

119

RENCANA KER.'A PEMERTIiITAII TAHUN 2O2OPERIHAL

I{o. Tlrgot Setuur Lohr3l

PEMUTAI{ITTRAN RENCAI{A I{ERJA PEMERINT.AII
TAHUN 2O2O

Itdltrtor
,(JLl(e{lat6ii

t{o

N/A N/A N/A 2

Perubahan Sasaran dan
lndikato KP dari PP
Peningkatan Ku antjtas,
Kualitas darr Aksesibilitas Air
pada tabel 4.38 (perubahan
pada halaman IV.1O0) fi5
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Pcningkatan kehandalan serta Pengembangan modernisasi sistem irigasi

rngasr prerrnum yans
dibansun

3,

Sistem Pema tauafl Kualitas Air Citaru,n

42 'l'itrk

20.7A)

IIa

I I)AS

t(l(

lii'

Penselolaan kualitas air klasifikasi minirnal kclas IV

c.Luas jarinsan '|,792

f itik

PUPR
Luas jarinsan irisasi
komoditas non padi
yans dibangun

Jumlah Titik Pantau
kualitas air Barat

(Tcrscbar
di DAS

Citarurn)

Jumlah pusat
pemantauan kualitas

di DAS
Citarum

Jumlah KK yarrg
terlayani IPAL
Komunal Domestik

U€rat dan

TenBah

. KLHK

. DLH PTov

Barat

Jumlah IPAL lndustri 2
yang terbanaun di DAS

Citarum

fimur
dan

Sulal,c8i
TEnagara

PUPR

KLHK

DLH Pro,,/

Barat

PUPR

Disperkim

BarE I

Kota
Bandung

ttningkatan kehandalan scrta Pcngcmbangan modernisasi sistem
iriaasi

6. Cit"*- g"-* Sistcm Fernantauan KualitasAirCit rurn

Fcn8elolaan kualitas air klasifikEsi minimal kclas lV

lla

t8 Unit

()4 lrlI

500

l)AS

-1

t(K

lla

Llnrt

. KLHK

. KLHK

yang dirchabilitasi
atsu ditingkatkan

Luasjarinsan
irigasi pr€mium
yanS dibangun

Luas iaringan
irigasi komoditas
non padi yanS
dibangun

r.alimantan
Selatan dan

NTB

Timur,

Tensah,

Sulawesi

. KLIIK

PUPR

Jumlah IPAL USK
yanS terbangun

Jumlah KK yanS
dilayani jarinsan
SPALDT skala
permukiman, kota,
dan rcgional

Xab.
Bandung,

xab.

Kab.

Jumlah pusat

kualitas air

Barat

dJ DAS
Citarum)

Kola
Bandung

di DAS
Ciiaru m

Jumlah Stasiun

kualitas air secara

PUPR

PERIHALNO RE CANA I(ERJA PEMERIIYTAII TAIIUN 2@O PEMUTAI(HIR'N REI|CAITA XERJA PEMERIXTAH
TAHI'X 2O2O

o. Citarum
Harum

. KLHK

. DLH Kab.
Bsndung

. DLHK Kab,
SurrEdang

t.ooo

PU}'R

I



M-89

Kerncntan

DLH Nab

Dinas

Kab
Bandung
Dinas
Ictahanan
Pangan
dan

Ehrat
Dinas

dan

Kab
thndung
Ehrat
Dinas
Pertanian
Kab Bchsi
DLH Rab
Elandung
Ehrat

I 4 55

loo lJrit

KK
di DAS
Citarum

Jumlah XK yang
terlayani tangki
septik

Jumlah biogaB
limbah tcrnak ysng

Kemen
PUPR

Disperkim

Ehrat

Kab. Bekasi,
Kab,

Kab.
Cianj u r,

Kab.
Bandung

Barat, Kota
Cimahi,

Kota
Fhndung

Kab.
llandu n&

Kab.
Surncdana,

Kab.

l(ab, Bekasi,
Kab.

Karawang,
Ksb.

cianju r,
Kab.

tkndung
Barat, Kota

Cimahi,
Kot

Bandung

Kapasiiar pengelolaan sampah: 3( kenaikan cakupan pelayanan

ICX)

'l'itik

Unit

KK

I

Jumlah KK yang
terlayani tangki
scptik

di DAS
Cit6rum

PUPR

133.51
9

Unit KerlasariJumlah biosas
Iimbah ternak
yana tcrbangun

Jumlah rumah
kompos limbah
ternak yang
terba ngun

Jumlah unit TPST
yang tcrbanSun

Kota
Uandu ng

PUPR

PEIIUTAXHIRAIT REITCANA XERJA PEMERIITTATT
TAEUT 2OIO

PERIHALNO REIYCAI{A KERJA PEMERINTATI TIIIIUN 2O2O

12
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Kapasitas pengelolaan sampahr 3096 kcnaikan cakupan pclayansn

l2 f ilik

JLrrlali urit'll'S1' 274 Ilrit

10 ll,ri1

'295 llnil

l

Jumlah rurnah
kompG limbah
ternak yang
tcrbangun

dJ DAS
Citarum

di DAS
Citarum

(2o-3o ton/han)
yarrS terbangun

Jumlah unit TPST
(1o-3o ton/hari)
yanS tcrbangun

di DAS
Citarum

d] DAS
Jumlah TPS3R yang
terbangun

a. Jumlah TPST

sampah Sungai
yang tcrbgngun

di DAS
Citarum

Dinai

Xab
Bandung

. Dinas
Kctaharun
Pangan
dan

Elamt

PUPR

. Dispcrkim

Bara t

Kcmen
PUPR

DLH Kab
Bandu ns

Kcmen
PUPR

DLH Kota
Bandung

DLH IKb
cianjur

Kcrnen
PUPR

DLH Kab
Bandung

Sumber Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Unit

I lir i1

L rrril

10 I I iil

.t5

I

25

l\l

li,r)

(rn

Pcngurangan skor genanganr l5%

24,66

Jumlah TIIS3R
yanS tcrbanSun

Kab
cianjur,

Kab.
Kamwan&

l(ab, Bekasi,
Kab.

Bandung
Barat

diDAS
Citarum

Kcrncn
PUPR

Sepanjans
Sungai
Citarum

PUPR

PUPR
(BBWS
Citarum)

Jumlah TPST

Samp6h SunAai
yans tcrbanSun

Jumlah unit TPST
POO, TPST PDU
yang lcfbangun

Jumlah unit
rumah kompos
sampah yanR
terbangun

Panjans kanal
banjiryanS
dibangun

Panjans s'rnsai
yanS dircstorasi
dan dipclihara

di DAS
Citarum

di DAS

Sepanjang
Sungai

Citarunr

Sepanjans
Sungai

Citarum

. Kemcn
PUPR

Panjang sungai
yang dinorrn€lisasi
dan tanggul yang
dibangun/
ditingkatkan

Kemcn
PUPR

PUPR

Kemen
PUPR

PERIHAL REIiICAI{A I(ERJA PEMERINTAH TN{UN 2O2ONO
PEMUTAITTIIRAII REI{CA]|A XERT'A PEMERINTAH

TAIIUI{ 2O2O
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25 Un it

lo U,r i1

21 ,6

5,31

t,all25

Km

Km

Km

Surntxir: Kemelterian l,I,N/Beppenas (diolah), 20le

Jumlah unit TPS?
POO, TPST PDU yang di DAS

Citarum

Jumlah unit rurnah
kompos sampah
yang tefbanSun

di DAS
Citarum

SepanjanB
Sungai
Citarum

sepanjans
Sungai
Citarum

Sepanjane
Sungai

Citarurn

PUPR

. DLH Prov

Ilarat

PUPR
(BBWS
Citaruml

Panjans !unsai yans
dinormalisasi dan
tanggul yang

ditingkatkan

Panjana kanal banjit
yang dibangun

Panjane suneai yans

dipclihara

PUPR

DLH Kota
Bandung

4.4 PHortt r l{a3lolal K€tahr.aan P.rga!, Alr, Etregl dr! Lbglu!.ga.n Htdup
4.4.3 Prograa ktorlt&t PeEe r.h.! Kebitutri! Elre.gt deagrn M€ogu+---L.r P€dbglatsn EBT

120 Sa.saran dan Indikator PP
Pemenuhan Kebutuhan
Energi
dengan Mengutamakan
Peningkatan EBT pada tabel

Meningkatnya akses dan pasokan tenaAa Iistrik yang merata, handal dan cfisien

Konsumsi Listrik l)er Kapita kwh 1 Ol2 1.054 | -2U) I .310

2 Menin8katnya akses dan pasoksn tenaga listrik yang rnerata, handal dan efisicn

Konsumsi Listrik per Kapita kwh i.Oi2 LO64 r.2s) t.L6l

2

PEMUTAI(HIRAIT RII{CANA XERJA PEI'IERIIYTAH
TAHUN 2O'IO

NO PERIIIAL

hdlhetor
Satria|r 2A17\ 2o1a*l 2019*'1 2020*rl

hdilitor
aottlar 2017"1 ?o1a*, 2o19*'l 2O2O.*l

REIVCANA I(ERJA PEMERIIYTAH TAI{UI{ 2O2O

ttngurangan skor genangan: r5%

PUPR
(BBws
citarum)

PUPR
(BBWS
Citarum)
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4.39 (perubahan pada
halaman IV.106)

Meningkatkan Elisiensi Eneryi

Inle,rsilrs lJnergi
Prnncr/lntcnsitas Enersi Iirra,
(SBM / M iliar Rupiah)

Sumber: Kemcntcrian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

Keteranganr *) Realisasi; *) Target

431

3

424,6 424 42t
12: ,7

SBM/
Miliar

Ru piah

Meningkatkan Efisiensi Energi

I'cnrrrui)ar) lntensitas Drcrsi
F nral

sumbefl Kcmcntcrian PPN/Bapp€nas (diolah), 2019

Ketemnganr *) Rcalisasi; *) Targct

o,9

3

N/A N/A N/AsBM/
Miliar

Rupiah

Meningkatnya pcny€diaan behan baku dan produksi BBN

MemFrluas rEnyediaan infra*truktur dan pe-ms nfaa tan tenaga listrik
yang elisien

MeninBkatkan pembangunan ltrrtbangkit BI

I\4 W

I

30

FembangunaD
Ene.gi
Terbsrukan

Kemen
ESDM

Badan
Usaha

'Iemeba r di
Seluruh

Pembangunan PLl 10.944
EBT (l(umulati0

BBN Jenis
Biodiesel
t€rhadap BBM
Jcnis Minyak
Solar

Tersebsr di
Scluruh

Akses Listrik

ESDM

Badan

Jumlah 10
prDduksi bahan
bakar nabali

Juta KL Terscbar di
Selurllh
Indonesia

DSDM

Badan
Usaha Meningkatnya Fnyediaan bahan baku dan produksi BBN

Mcningkatkan pernbangunan pembangkit BI

2 27i\ MW

MW

M \'V

I
Rmbangunan
Eocrgi
Terbarukan

Scluruh
PembanSunan PLT
Paoas Bumi

Terseba r di
Seluruh

knbangunan PLT 1.922,5
Bioenergi

Tcrscbar di
Scluruh

Pernbengunan PLT 6.949,7
DT Laionya

DSDM
. Badan

OSDM
. Badan

Usaha

ESDM
. Badan

Usaha

Juta KL Tersebar di . Kemen
Scluruh ESDM
lndoncais . Badan

Usaha

t21 Perubatran sasara, dan
indikator KP dqri PP
Pemenuhan Kebutuhan Energi
dengan M engutamakan
Peningkatan EBT pada tabel
4.4O (perubalEn peda halaman
lv.107)

!{o. T.rtot Brtlrrn LoL$l

PERIHAL REI{CAXA XERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

XetletaE Irry( Srturn LotrdIrdllrto!
t< lLlfutlrtrn

PEMUTAIIHIRAIT NEIICA A XER.IA PEIIERII{TAI{
TAHTIII 2OiIO

I!dt.tot
xlL

NO

2.

Jumlah produksj
biofuel
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144

L l4l

293 Salil

3.

707

4

15.306,95 Km

MeninBkatnya Eoduksi misa3

Meningkatnya aks€. infrastruktur migas

Miningkatnya implementasi cfisiensi enerSi

I'SDM
obligation
(DMo)

Ton Seluruh

Peningkatan
Produksidan

dan Gas

Jumlah
praduksi Scluruh

Seluruh

ESDM
. Bada n

Usa ha

Sam- 'fer€€bar di
bunsan Seluruh
Rumah lndonesia

Tanssa (sR)

Seluruh

Efisiensi Ene.gi

ESDM
. Eladan

Usaha

I'S DM

Usaha

Ribu
BM/
Hari

Ribu
SBM/

Hari

Jumlah

jaringan 8as
untuk rurnah
tan8ga
(tambahan)

Panjang
.iannsan pipa

distribusi gas
bumi
(kumulatj0

ESDM

Badan
Usaha

Mcmpcrluas pcnycdiaen infrastruktur dan perrEnfaatan tenaga
listrik yangcfisicn

r55

707,3

L129,4

Meningkatnya akses infrastruktur migas

2tt6 O7O

l5 itoo

30

2

3

li,,r

Mcninakatnya produksi migas

BBN pada BBM

Tersebar di
Seluruh

Indonesia

Peningkatan

Akses Listrik

Juta Ton Tercebar di
Seluruh

Indonesia
ESDM

Peninakatan
Produksi dan

dan cas

Tersebar di
Scluruh

Jumlsh produksi
minyak bumi

Tersebar di
Seluruh

Jumlah produksi
gas buni

Selurul)

Seluruh
Kemen
ESDM

Badan

ASDM
. tladan

Usaha

()l)lioatkrl lDMt))

Kemen
ESDM
Badan

ESDM

Badan

Ribu
BM/
llari

Ribu
StsM/

Hari

Jumlah
sambungan
jaringan gas
untuk rumah
tangga
(tambahan)

Paqjansjarinsan
pjpa transmisi
dan distribusi
8as bumi
(kumulatif)

Sambung

Rurnah
Tangga

(sR)

ESDM

Badan

PEMUTAICIIRAIT RTI{CAITA XTR.'A PEIIIERII{TAH
TAHT'N 2(DONO RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2OPERIHAL
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Meninakatnya kardungan komponen &lam ncgeri yans digunakan
untuk infrastruktur EBI

Sumbci Kementerian PPN/Bappenas (diolahl, 2019

3

3i)

kralatan Tbrsebardi
Scluruh

Indo.e.ia
I'SDM

Industri
Pendukuns
ERI

TKDN PI,1'

SKEM
(tambahan)

ESDM

Badan
L,eaha Mcningkatnya kandungan komponen dalam n.geri yang digunaLan

untuk inlra8truktur BEff

Sumber Kemente an PPN/Bappenas (diolah),2ol9

MininBkatn}? impl.mcnksi efi siensi cnergi

3

5

iJo

Ftningkatan

EfisiensiErlersi

Jumlah Standar
Kincrja Energi
Minimum (sKEM)
dan labcl hernat
en€rgi p6da
pcrBlatan

enerSi

Pcralalan Tersebar di
Scluruh

Indoncsia
ESDM

Pcnsemba-
ngan lndustri
Pendukune
EEYT

TKDN PLT Panas
Bumi Selu ru h ESDM

Usaha

4.4 Pt{orttas Nastorrl X€ta.hs.tra! PenErn, Atr, E[ergt daa Ltagluaga.n Htdup
4.4.4 PrograE ktortta.r Peolaglatra Kurlttsr LhgLu.aga.rr Htdup

Perubahan Sasaran dan
Indikator PP Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup
pada tabel 4.41 (perubahan
pada halaman IV.109)

122.

Meningkatnya kuelitas a'r, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan

a. lndcks kualitas air Nilai 58,684 51,014 55

b. lndeks kualitas' 
,a-*. 

_ - Nilai a7,(^ld 84,70d A4

" 119:l:l'-'lY" Nrrsi sh,aa.r br,ur., o2tutupan lahan 62.5

I

73

81

Mcninakatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lattan

a. lndeks kualitas air Nilai 5€,68.1 51,014 55

b lndeks kua lila s- ,;,i;;; -- *- Nir8i R7,o3a) 
^4,7bd 

84

c. lndeks kualitas
tutupan lahan dan Nilai 56,aa4 6I,0.3.1 62
ekosistem gambut

I

55,1

a4,t

6 r,6

RENCANA I{ERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2ONO PERI}IAL

Sa.rrxr / llrdlkator o.Srhrao ,Or7*) 2ol8t 20lr*') 2O2Oi,) Sarrriallndltator srtu.rr 2O17q] 2ora"l 2olr*] 2o20-l

PEMUTAXHIRAIT RBI{CANA XERJA PEMERIITTAH
TAHI'IT 2O'IO

4.

I
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d. Ind.ks ku6litBs eir- i;;i- 
* *" -" Nirsi

sumbcr: Kementerian PPN/Bappenas (d'olsh), 20l9
Keteranganr *) RealisaBi; *) Targct

59.5 d. lndck! kualilas air Nrh, N/Alaut

Sumben Kemcntcrian PPN/Bappcnas (diolahl, 2019

Kcoeranganr r) Rc€liBasi;'1 Tergct

58,5

123 Perubahaa Sasaran dan
Indikator KP dari PP
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup pada
tabel 4.42 (perubahan pada
halaman IV.1 l0)

Menurunnya potcnsi kcjadien pcnccmaran dan kcruiakan sumber daya
alam dan lingkunaan hidup

lo

a\4 IlN,! KG

34

l

KI,IIK

Pencegahan

dan Keruaakan
Sumber Daya

Lingkungan
Hidup

hutan/ lahan yang

Jumlah pelayanan
prediksi dan
peringatan dini

S@lins Up Weather
CapaaitA I

Jumlah

kualitas udara
untuk pcrhitungan
indeks kualitas

34 . KLHK

34

hutan dan

Ucnurunnya pot€nli kcjadian penccrnaran dan kcrusak?n sumber
daya alam dan lingkungan hidup

KI,IIK

lr Il li( l

75 tlM x(i

l

2

dan Kerusskan
Sumb€r Daya

Lingkungan
gidup

yang terbakar
hutan dan

Akurasi inforrnasi
metcorologi

34Akur€si informasi
klimakrogi

Jumlah usaha
dan/atau kcsiatan
yanS tcrpantau

utarrla lingkungan
hidup

Unit
usaha/K
egia"tan

34

34

KLHI(

t{o PERIHAL

L1.rtot Srbmlr
"qst 

Srttan Lolrrlt<lLx€datsr
ladll.tor hdlhator

XegLc{tr
Prlorlt{g

t<lL
Pelrl.rtr.

REI{CAI'IA XERJA PEMERINTAH TAHU 2O2O
PEMUTAXHIRAII REI{CAITA XERJA PEMERINTAH

TAIIUI{ 2O'IO

LO6a
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Pclanggulangan Meningkatnya respons cepat dalam mcngurar)8i intensitas pencernarsn
Penc€maran dan kcru8akan sumber daya alain dan lingkunAan hidup

Sumb€r Deya

Lingkungan
Hidup

71

)7,5

ti,l]K

2) 0(x)

2

Pusat KI-llK

34 . KLHK

34Kabupaten

. KLHK

. KKP

Jumlah tcrsedianla
infoImasi data
kualitas air sungai,

untuk earlg

lingkungan

peningkatan
kualitas lungsi

dan laut

Jumlah kab/kota
yang merncnuhi
tafget pengura-
ngan sampah

sebanyak 4OO
kab/kotu dalam 5
tahun

Jurnlah sampah
yana krtanAani di
TN/Kf/ dcstinasi

pesisir dan laut
Bebesar 63.0OO ton
dalam 5 lahun

McningkatDla rcBpons ccpat dalam mengurangi intensites
pcnc€maran dan kcrusakan sumber daya alamdan linakungan hidup

Mcningkatnya up6ya pcmulihan penctnraran dan kcru!akan sumbcr
daya alam den lingkungan hidup

126 Unit

2.

34

3

64,40 Juta Ton

99,19 Juta Ton

34 . KLHK

Penanggu-
langan

dan
Keru6skan
Sumbcr Daya

LinSkungan
Hidup

Jumlah sampah
yang tcrkelola

Jumlsh limbah 83
yang ierkelola

34

Pemu Iihan

Sumber Daya

Lin8kungen
Hidup

kualitas air dan

kontinyu untuk

linskunsan

PEMUTAXHIRAIT RENCAIIA I(ERJA PEMERI TAH
TAHUN 2O2O

I{O PERIHAL RENCANA I(ERJA PEMERIIYTAH TAIIUN 2O2O

. XLHK

. KPUPR

. KLHK

perin
. KESDM
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Meningkatnya upsya pcmulihan Fnc€rnaran dan ke.usalian sumbcr
daya alam dan linBkunsan hidup

lJr it lit,ltK

LJnit ti,ltK

lJoo.(x)o

700.000

1a) li Iit,

5

5

3.

lla

lla

lla 3 Lokasi KKP

xt,llx

5Jumlah lasilitas
pensolahan limbah
83 dan medi8

Jumlah tssilitas
pensolahan ernas
non mcrkuri di
PESK yang memiliki
izi,n

5

Pcmulihan

dan
Kcrusakan
Sumber Daya

Lingkungan
Hidup

Sambut yanS
terkoordinasidan
ditasilitaBi rcstorasi
gambut

Luas lahan bekas
tambang rakyat
yang difasilitasi
pemu liha n nya

7 KLHK
lBadan

Gambut)

4

konservasi perairan

pesisiryang
ter€habilitasi

Jumlah kawasan 8 Kawasan T l']rovinsi KKP
pesisir dan pulau-

pena nggu lanSan

MeninSkatnya efektivitas sistem kelenrbagaan dsn t)enegakan hukum
pengelolaan sumbcr daya alam dan lingkungan hiclup

30I AOO lla

tl '

4

26O.mO 'l'on

lo KI,HK
(Uadan
Restorasi
Gambut)

. KLHK

. LII'I

34 . KLHK

PcnSuatan
Kelembaga-

Pcncgak6n
Hukum
Bjdang
Sumber Daya

LingkunBan
Hidup

Luas ckosistcm
Sambut
terdcgradasi yang
dipulihksn dan
difasilitasi

pesisir dan pulau-
pulau kecilyang
ter€habilitasi

TSL tcrancam
punah yang
ditinskatkan
populasinya

Jumah lahan

limbah 83 yang
dipulihkan

PEMUTAX(HINAIT RET{CAITA I(TRJA PEMERItrTAII
TAIIUI!' 2(DO

I{o PERIHAL REITCAITA I(EzuA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

77,50
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Jumlah 17
pcndaftaran
gugatan perdar.
linskunsan hidup
mclalui pensadilan

sLrmbcr Kcmcnterian PPN/llappenas (d jolah), 2019

Gugatall r( .|]<34

124. Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas sejumlah XP
sebagaimana telah dijetaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek
kewilayahan dari PP ini

PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas sejumlah I(P
sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanalan dengan memperhatikan
aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun a,spek
kewilayahan dari PP ini

4.4 Pt{odtas ltla3loltal K€taha.lra.lr Pangrr, AIr, Eacdgt da! Il-Dglurig.n Htdup
4.4.5 FtograrE Pdorlta! P€oguata! X€trhasart Bcocana

Perubahan Sasaran darr
lndikator PP Penguatan
Ketahanan Bencana pada
Tabel 4.43 (Perubahan pada
halarnan lV.l 13)

125.

1. Terwujudnya pembangunan bcrketahanan bencana

Sumb€r: a) BNPB, 2ol6-20la
Keteransan: r) Realisasi; .1 Tarset

L Terutujudnyapembangunanberkctahananbencana

Moril N/A 5,o

Sumben al BNPB, 2o16-2018

Keteransan: ') Realisasi; *) Tarset

Kccepatan

peringatan dini

RENCANA XERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

Itrdlk.tor 2O1?r, 20l8rl aot9rr} 2O2O**l lodlkrtor 2O17'l 2014"| 2019.1 2O2O*1

NO PERIHAL PEMUTAI(HIRAII RENCAItA I{ER.'A PEI,IERIITTAII
TAHUIV 2O2O
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126. Perubahan Sasaran dan
Indikator KP dari PP
Penguatan Ketahanan
Bencana pada tabel 4.44
(perubahan pada halaman
rv. l l4)

Terwujudnya sistem pcringatan dini bcncana terpadu

sumbcn Kementcdan PPN/Bappcnas (diolah), 20l9

2. Penguatan
Fe.ingatan Dini

Teruujudnya sistem pcringatan dini bcncana terpadu

Sumben Kement€rian PPN/BappenaB (diolah), 2019

tlN {(l

2 Penguatan
FEringatan
Dini Bencana

34
kel€ngkapan sistem
peringatan dini

r27 4.46

Kerangka Regulasi

(perubahan pada halaman
rv.1 16)

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk medukung pencapaian PP Peningkatan
Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah Rarrcangan Peraturan
Presiden Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani.

Kerangka regulasi yang dibutuhka-n untuk medukung pencapaian PP
Peningkatar Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah
Ralcangan Peraturan Presiden Peningkatan Kesejahteraa.n Petani Berbasis
Korporasi Petari.
Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendoronS percepatan penetapan
Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan lainnya dari undang-undang
nomor l7 talun 20l9 tefltang sumber daya air, yaitu peraturan terkair
pendayagunaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air,
serta sistem informasi sumber daya air;
Il6l..lgla Lel€6brgr..!
Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung PN ketahan palgal
air dan lingkungan hidup:

l. Penataan tugas, fungsi, dan peningkatar kapasitas mengelola
bendungarl untuk mendukung tercapainya pengelolaarr bendungan
yang bersifat multiguna, terutama menjamin terlaksananya operasi dan
pemeliharaan bendungan yang berkelanjutan;

2. Penataan tugas, fungsi, dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola
irigasi dan sinergi sistem pengelolaan kelembagaan petani dalam
rangka meningkatkan kerja sama multi pihak antar kementerian, level
pemerintahaar. dan petani

PEMUTAICIIRAN REI{CAIYA XER.'A PEMERITTNI
TAIIT'I{ 2O2O

NO PERIHAL

No. o.Te.I€t 8rtrrrl!

REIYCAITA RERJA PEMERINAAH TAIIUN 2O2O

tltL
PsLhrrrr

R/LNeghtsn
Irdlk.tot Tirgst Satrra! LohrdXegtrt{a

Ir.t&rto.
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BAB 4. PRIORITAS PEMBANG}UITAN NASIOI{AL

4.5 P:lorltrr l\Ia3tollsl StabtUt8 Pertrhala! daE HeamrDr,t

124 Indikator PN Stabilitas
Pertahanar dan Keamanan

(Perubahan pada tabel 4.45
Sasaran dan Indikator PN
Stabilitas Pertaharai dan
Keamanan, Indikator
Sasaran pada halarnan
IV.1 r6)

1, 'fcrjaganya keutuhan wilayah dan rasa e,nan di masyarakat

Ctim Rate Orane/ 1296t 129bt 129 128 b)

I OO CIOO

Pcnduduk

2 Meningkatnya pelayanan dan perlindunSan WNI dar tllll di luar negeri

lndeks pelayanan dan Nilai go.Yl"r 92,464 a4 23 u4,23d'J
pcrlindungan wNI/ BHI

Sumber a) Global Firepower 2018 kldah); b) Stalistik Krimntal 2O1a; c) Kementerian l,uar
NegeriKctcmnganr *) Realisasi; **) TarBel; t**) Ta.get tentatil rncnunggu penyesuaian fomrulasi

1. 'l('.jrB.rrvir keutrhrn willlrlrih,r nrsr,rr)hn di r)as!,|lkrl

2 Meningkatoya pelayanan dan Frlindungan WNI dan BI ll di luar neAeri

ln&iks Flayanan dan Nilai N/A.,.) N/A.*) N/A**) 86")"1
Irrlindungan wNI/BHI

Sumber a) Global I, irEpower 2O18 kliolah); b) Statistik Kdminal 2Ol tj; c) Kementeriar l,uar
NeScrjl(ctc,angan: .) Realisasi; '.)'lhrget; Kcteransan: ") Realisasi; **)'lhrget; +*) Metode
Perhilungan Ihru

l29 b) 129 ht12r)orsns/ t29b)
I OO.OOO

penduduk

4.5 Prtorttrr Na3iontl Stabt tt8 Pe.tsLana! dan KearEaraa
4.5.1 PrograB Fsorlta3 Pedguataa KeEaDpuaD Pertahs.aa.E

Sasaran dan Indikator KP
da-ri PP Penguatan
Kemampuan Pertahanan
(perubahan data pada tabel
4.47 terget l.c halaman
rv. I l8)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas alut3istal

10 Jenis

yang dibangun

Sumtrfl Kcmenterian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

129

Sumbcr K€mcnterian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

Meningkatnya kuantites dan kualitas alutsistal

yang dibangun

RENCANA I(ERJA PEMERINTA}I TNIUN 2O2O
PEMUTAXBINAN RENCAITA IIERJA PEMERINTAII

TAHUN 2O2O
PERIIIAL

Sr.rr.tr/lrdllrtot a.tir.n rrtridllitorS.tuan 2Ol7\ ?ol8'r 2O19'r 2O2(}'l

KGght.n
ladtt.tor Trrfct llrtrrtl K.ght.D

IDdltrtor
KIL

Pclrt..trt{o, o.Lotril lt/l Pel*.rnr Trrf€t s.qtr!

NO

g.tuar 2ol7't 2ol8r 2O19'"r 2O2O '
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130 Sasaran dan lndikator KP
dari PP Penguatan
Kemampuan Pertahanan
(perubahan data pada Tabel
4.47 di target dan indikator
dan penyesuaian
nomenklatur indikator
halamaa IV.l l8)

Mcningkqtnya prlahanan den keamanan di wila)€h perbatesan dan pulau

15r)

3

N',f"

BN H.

Sumber Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 201e

Jumlah pos

(Pamtas)yang
dibangun

TNI AL (Posal)
yan8 dibangun

bagian sistern
i hankamyans
rditasilitasi

Jumlsh

negara sebagai

I)crbatasan
daD Irrrlau

P€nSuatan
l(apasitas
Kelemba-
gaan Pcrta-

Meningkatnya pertahanan dan kcarmnan di wilayah perbatasan dan

Sumbcn Kcmenterian PI,N/Bappenas (diolah), 201e

12

15

tao ()'ang llNl)}J

3

I

TNI AL (Posal)
yans dibangun

Jumlah

negara sebagai

hankam yanB
ditasililasi

Bali,
l(alirnantan
Elarat,
Kalirnantan
Timur,

(Pamtas)yans
dibansun

Fenguetan
Xapasitas
Kclembe-
gaan Perta-
hanan dan
Kcamanan di

ltrragt g.6r.t Lot il N/L p€Llrr.Dr Lolrrl 'XlL Pshrslr

RENCANA XERJA PEMERI]YTAH TAIIUN 2OiIO

Iudlllto.
XotrIatqI Taraet Saurr!hdllrtor

NO PERIHAL PEIIUTAXIIIRAIT REI{CAITA IITRJA PEMIRII{TATI
TA'IUN 2O2O

ft€glrtrD Xo.

l

t

l
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4.5 Prtorlta3 Nasioral Stabtlttar Pertlhansa d&! Koamrtra.n
4.5.2 Prcgr.tE Frtortta! PenhgLetr|r Dlplorta3t PolttlL dra Kerja3a.Ea Pemba.lgurua llternaslotral

Indikator PP Peningkatan
Diplomasi Politik dan
Kerjasama Pembangunan
Internasional

(Perubahan pada tabel 4.48
Sasarar dan Indikator PN
Stabilitas Pertahanan dan
Keamanan, Indikator
Sasaran pada halaman
lv. r2o)

l Meningkatnya pe.an serta tcrjagsnya kedaulatan wilayah Indoncaia

Pcrscntase l'crserr 94.55 120.37 95 95.67*1
KeperninrpinaD Indonesia
pada forum multilateEl
dan ftrsi(nral

Persentase Kemajuan Pcrsen lCrO 98,11 lul IOO-1
perundingall perbatasan

2. MeningkatnlE pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar reaed

Persentase Pcnyclesaian Nilai 80.624 77.344 74.39 74.39-')
Kasus WNI dan Blll di
luar ne8eri

Per:eotase Sistem Nilai 118.66"! 123.344 lm 1OO-r
Kelemba*aan
Perlindungan WNldan
BHI di luar negeri

Perscnt€se Diplomasi Nilai q5.76.1 116-624 aa,s 88.5-'J
Perlindunsan wNIdan
BHI di luar ncBeri

Sumbcr: a) Kcmcnterian Luar Negcri;b) [cmenterian PPN/ttapIEnas;
Keterangan: *) Realisasi; .*) Target; **') targct tentatil mcnunBgu penyesuaian formulasi terbaru

Persen N/A*r N/4", N/A-1 17.20

Mcningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan vlilayah Indonesia

Jumlah forurn yang dipimpin Forum N/A-, N/A-.1 N/A*r
oleh lndoncsia pada tinskat
rcRional dan multilateral

Indeks Ke'naluan Perur' Nilai N/A-, N/A-.r N/A-1
dingan I'erbatasan Marilnn

Meningkatnva pelayanan clan Frlindungan wNI dan BHI di luar negcri

Persentase Penyelesaian persen N/A*1 N/A-1 N/A-,
KasLrs WNldan Btll di luar
neSeri

Pcrsenlase Pemanfaatan dan persen N/A-..t N/A--, N/A--i
ttngcm-bansan Sistem
Informasi Pelayanan dan
Perlindungan Terpadu bagi
WNldi l,uar Negeri

Itrs€ntasc PenSuatan Sistcm Persen N/A-1 N/A",, N/A-t
Kelem-bagaan Pela yanan dan
Perlindunean WNI dan Blll di
Luar Ncseri

Sumbefl a) Matriks PembanSunan RPJMN 2mo-2m4; b) Kcmenterian Luar Ncgeri
Ket€ranganr .) Realisasi; ".) Tarsct; t**) Metode Perhitunsan Barut****) lndikalor Baru

lo")

at4 4nt

t2or)

2I .501,)

2

Pcrscntasc Diplomsi
Perlindungan WNI dan BHIdi
Luar Negeri

t3t

RENCAI{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEIf,UTATITRAI| REITCANA I(TRJA PEMERIIITAII

TAIIUN 2O2O
PERIHAL

IadErto. Srtorn 2ol't*t 2olart 2ol9*r| 2@O.'lIid&rtor 2()17.t 2o1ai 2O19a{ 2t2O+.\

NO

I
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132 Tabel 4.49 Sasaran dan
Indikator KP dari PP
Peningkatan Diplomasi
Politik dan KerJasama
PembangunaJl Internasional
(perubahan data dan
penambahan indikator pada
halamar IV.l22)

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar ncgeri

759

t@

tfil

]Crc Kernenlu

t00

2

fl3

I

I 
r.-.

aplikasi portal

perlindunsan oleh
Perwakilan RIdi
Luar Negeri

Penguatan
Perlindungan
WNldi luar
negeri

Persenlase KasuB
Khusus yang
diselesaikan

PcBent se lnteArasi
Sistem Pen.iat an
WNI di luar ncgcri

Perwakilan

Persentase Produk
Hukum dan
Panduan Tcknis
Bidang luar ncgcri
yang diterapkan

Pcjabat/Staf yans
Memiliki Sertifikat
Pelatihan terkait
Penanganan
Perlindungan wNI
dan BHI di luar
negeri

Menin8katnya pelayanan dan perlirdunAan WNI dan BHI di luar ncgeri

55.9

30.1

30 1

344

17.2

4.3

2

Khusus yang

Pcnguatan
furliDdungan
wNI di luar
n€aeri

Pusat Kcmenlu

Pementase r'asus
Umum yang

lndeks

Sistem Informasi

Pelindunsan
Terpsdu baSi WNI
di Luar Ncgeri

Persentase tingkat
pengemba ngan

Persentase tingkat

pcnssuna (wNI dan
Perwakilan RII

Itduli WNIdan
Safe Trav€1.

ttrscntase SDM
K/L/l/Perwakilan
RI yang menda-
patkan scrtilikat
pelatihan pening-

terkait penge-

RENCANA XERJA PEMERII'ITAA TAIIUN 2O2O

Xadrtcs
hdtrtor

Xegrit.n lrrt t &l[rn

NO PERIHAL PEMUTAI(XIRAII RTI{CA]TA XER^'A PE}IERIXTAH
TAHUI{ 2O2O

I

Irdlkstor rr46t a.tusr l,Lrd p.r[:...

+

I

trtL
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a7

Kcrnenlu

Sumbcri Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

respondcn yanS
membcrikan umpan
balik positif atas
Public Auareness
Carnpaign
Frlindunaan WNI

Persentasc rcspon
positif pcmber-
dayaan kelompok
rnasyarakat dalam
kerangka perlin-
dunsan WNI di luar
negeri

Kemenlu yang
ditcrirna dalam isu
perlindungan WNI-
BHI pada forum
perundingan

Kemenlu yang

kebijakan atau
rcsulasi nasional
terkait
perlindungan WNI-
BHI

kiindungan WNI
dan BHI di Luar
Neseri

Sama di Bidang
Pelayanan dan
Pelindungan WNI
dan BHI di Luar
Negeri yang
Ditanda-tangani

Standar/ Pandu6n
Teknis di Bidans

Pelindungan WNI
dan BHI di Luar
Negeri yang
diterapkan

Pe.sentase Produk
Hukum Bidang
Pelayanan dan
PclindunAan WNI
dan BHI di Luar
Neaeri yand
Disahkan

215

17.2 Kcr)erlu

'21 5

17.2

4.6

Perscntase SDM
KlLltl
FeI]}Jakiian Rl yang
Mendapatkan
Sertifikat Pelatihsn
Feninskatan
f\apasitas Bidang

Felindunan WNIdan
BHI di Luar NcAcri

Per3entasc Kcrtas
Kerja Analisa

Pelindunsan WNI

RENCANA XERJA PEMERIITTAH TAIIUN 2@O PEMUTAI{IIIRAN RENCAITA XERJA PEMERIITTAII
TArtult 2(}2(}NO PERIHAL
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Kemenlu yang

Kebijakan /
Regulasi Nasional

dan Pelindungan
WNI dan BHI di
Luar Negeri

Responden yang
Membcrikan
Umpan Baljk Positif

canlpabneAq

Pelindungan WNI
dan BHI di Luar
Negeri

Surrln, r x(:rrrnteriar l'l'N/llappenas tlr(nah), 20l I

ilo l

30.1

25.n

Pusat Kemenlu

PuBat Kemenlu

Perwakilan

dan Illll di LLrar
Negeriyang
DihasilkaD

Rekomcndasi
Kernenlu p6da Isu

Pelindungan WNI
dan BHI di Luar
Negeri yang
Ditcrima pada

Perundingan

PERIHALNO RENCA]TA XERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2O
PEMUTAI(HIRAIT REI{CAJTA XERJA PEMERINTAII

TAHUI{ 2O2O
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4.5 Horltrr ltsltoral Strbtutlr Perta.lla.rta! dalr Nc.D.&-aarr
4.5.3 Progtrr8 Ptlorltat Penguata.a Sllrten Petr.lll.n da! UIraF ArU Korup3t

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan Sistem
Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi

(Perubahan data pada Tabel
4.51 halaman IV.l25)

133

Penyusunan I
Rancangan Undang-
Undang Pidusia di
ringkat PAK

Sumb€r Kementerian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

Terwujudnya Regu lasi yans berkualitas

Pusat KernenkuinhainDokrrrr,cn

Resulasi

Penyusunan 1

Rancsnsan Undang-
UndanSJaminan
Bcnda Bcrserak di
tingkat PAX

Sumbcn Kcrncnterian PPN/Bappenas (diolah), 20r9

I

Dokumen hsat Kemenkumham

Terwujudnya Rcgulasi yang berkualitas
Rcgulasi

134 SaaaiaJl dan Indikator KP
dari PP Penguatan Sistem
Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi

(Penambahan data indikator
pada Tabel 4.51 No. 4
halamarr IV.128)

Jurnlah Wilayah
Z)na lntcgritas
(zI) dan wBK
dan WBBM

Jumlah Laporan
Survcy Indcks
Kepuasan
Masyarakat

Jumlah
Pengemba ngan
ZI Wilayah I-lV

Jumlah
pcmbangunan
Zrna lntegritas

tkrkuransDya praktik koruptir

Satkcr

346 t.llt,

4

30

l

2

Laporan Pusat

Laporan Pusat

Pcnguatan
Upaya Anti
Korupsi

kumham

Kem€n-

Mahkarnah
Aeuns

Konstitusi

Jumlah Kegiatsn

Pemerintahan dan

Daerah

Jumlah Kcgiatan

Pemcrin-tahan dan

Daerah

BerkuranBnya pmktik koruptif

40

4.l.f8 Kegiatan Puset Kcjahaen

Xegialqn Pusat Kejaksaan

PeDguatan

Koru psi

RENCANA KERJA PEMERINTAII TAIIUN 2O2O
PIMUTAXHINAN NEIYCAITA XER.'A PEMERITTTAII

?AIIUIT 2U2O
PERIHAL

o Loh!rlTr'l6t S{tru Target Satulr

Tlrgct 8rtu.o Tr.Ect lhtu.r Lotrrl

lrdllatoi
ulL Kctr.tro

P.lotltat lsdl}.tot
KlL

Pohllr!r

Irdfirto, lrdftator
,UL

Pelrt i!.
Hodrtc!

NO

K€gt!t$ tttL
P.l.l[i.

1
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31 Satker

31

I ()C llril,lrl

2\)

l

2

LKPP

Pusat Kejaksaan

Kcsiatan Pusat Kcjaksaan

Anskatan Pusat Kejaksaan

Pusat Kejaksaan

Laporan Pusat XPK

Pusat Kl'K

Daerah

Jumlah Satker
yang Didam-pingi
Pemba- ngu na n
Zona lntcaritas

(wBIq dan
wilayah Birokrasi
Bersih dan
Melayani(WBBM)

Jumlah

Tuntutan Pcrkara
Tindak Pidana
Korupsi

Jumlah Angkatan

Jumlah L€poran
Penanganan

yang terkait

sureei Pcnilahn
Integritas

Jumlah kporan
Monitoing
lmplcmcntasi
Strategi Narional

Korupai

Jrmleh llKPBl
ysng MencsPai
Maturi!as
(levcl3)

Jumlah
pemerintah
Provinsiyang

Pengclolaan Arsip
Terjass dan Arsip
Aset Daerah I

Jumlah

Provinsi/ kab/kota

kndampingan
Penaelolaan Arsip
Terjasa dan Arsip
Aset Daerah ll

Jumlah Instansi
Pemerintah yanB

Pendampingan
Pengelolaan Arsip
Terjasa dan Amip

lo

7 Daerah ANRI

Daerah ANRI

Pusat ANRI

165 Unit Kcrja

165 Uriit l<oj,r

PAN R8

l,AN Rll

Jumlah unit kcrja
yang dicvaluasi
untuk
rn€ndarE tkan
predikat WBK/
WBBM di wilay.ah I

Jumlah unit kerja
yangdi€valuasi
untuk
mcndapatkan
predikat wBx/
WBBM di wilayah
II

FEMUTAKHINAIV RENCANA I(ERJA PEMERII{TAH
TAtrur{ 2020REIYCANA &ERJA PEMERINTAH TA}IUN 2O2ONO PERIHAL

a
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Jumlah Instansi
Pemerintah ya ng
Dib€rikan

Dievaiuasi
Implementasi
Sistem
AkuntabilitaB
Kinerja Inslansi

(SAKIB

Jumlah Instansi
Pemerintah yang
Mengim-

lntegritas ASN

Jumlah Instan8i
Pemerintah )€ng
Diawasi
Penerap6n Nilai
Dasar, Kodc Etik,
Kode Perilaku

15 ANltl

Kemen-PANRll

616 Kemen-PANI<lJ

loo l{cmcr lnNllll

15() KASN

150{) ISN

495 Unit Keda

lnstansi
Pemerintah

Daerah

dan
Daerah

dan
Dacrah

dan
Daerah

h
dan

Decrah

Rekomend
asi dan

Dacrah

Jumlah InstanBi
Pemerintah yang

Penaclolaan
Arsip Terjasa dan

Jumlah Unit
Kerja yans
Dievaluasi untuk

WBBM

Jumlah

an Seleksi JPI'di

Jumlah unit kerja
yans dicvaluasi
untuk

prcdikat wBt(/
WBBM di ra,ilayah
ltl
Jumlah IP yang
diberikan asistensi

Sistcm

Kinerja lnstansi
Pernerinrah (sAKlD
di Wilayah I

Jumlah IP yang
dievsluasi imple-

Akuntabili ta!
Kincrja lnstansi
Rrrrerintah (sAKl4 di
wilayah I

Jumlah lPyans
dib€rikan asistcnsi
implementasi
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja lnstansi
Pemerinrah (sAKq
di wihyah II

Jumlah IP yang
dievaluasi
implementasi
Slstem
Akuntabilitas
Kincrja Instansi

(SAKIq diwilayah
II

217

217

la9

l8(l

165 Unit Kerja

Da€rah

Kemen-
PANRI]

dan
Daerah

PANIIB

Instansi
PANRB

lnstansi

Dacrah
PANRT]

lnstansi

Daerah
PANRB

REI{CANA KERJA PEMERINTATI TAHUN 2qIO PEMUTAI(HIR.AN RENCANA XERJA PEMERII{TAH
TAHUIY 2O2ONO PERIHAL
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ANIII

Sumbcr: Kcmenterian PPN/Bappenas {diolah), 20r9

l

72

Instansi

S istem
Terintegras

i Daerah
PPN /

lnstansi

h
dan

Daerah

lntcgraBi

Penga nggaran,
Pengadaan
BarangJasa,
Akuntabili-tas
Kinerja, serta
Pemntau-6n.len
Evaluasi

Jumlah Instansi
Pemerintah yang

Arsip Terintcgrasi

Jumlah IP yang

Sistcm
Akuntabilitas
Kinerja lnstansi

(SAKID di wilayah
Ilt

Jumlah lP yang
tclah mcngrm-
plcmentasikan
pcmbs-ngunan
integritas ASN

Jumlah
Rekomendasi HaBil

Sclcksi JPI di
Instansi

2lo

2',to

I50o

la

oo

al()

Pusal KASN

Pusat ANRI

Kab/Kota Daerah ANRI

dan
Daerah

PANRB
Instansi

Instansi

Daerah
PANRB

PANRB

Jumlah IPyang
dibcrikan asistensi

Sistem
AkuntabilitaB
Kinerja Instansi
Pemerintah
(sAKl4 diwi,ayah

t

Jumlah Instansi

Arsip Terintegrasi

Jumlah

Provinsi fiab/
Kota yang Mene-

i

REI{CAIYA XERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO PERIHAL PEMUT.AIOIIRAIT REI{CANA XERT'A PEMERIITTAH
TAIN'N 2O"O
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Rckorncndasihasil
pcmbinaan SPIP

rcsiko bidans

pembiayaan
pcmbangunan

Rckomendasi hasil
pcmbinaan SPIP

politik dan
Fcncgak€n hukum

Rckomendasi hasil
pcmbinaan SPIP

r€siko bidans

pcnangarlan

t,t ,

17 ,lfl,

t.l]t

I,IIP

l3 I,HP

7

8

Pusat BPKP

Pusat BPKP

Pusat BPKP

Pusat BPKPRekornendasi hasil
pcmbinaan SPIP

rcsiko bidang

SDM dan
kebudayaan

Rckomendasi hasil
pcmbinaan SPIP

rcsiko bidang
pcngembangan
ilmu peflgeta-
huan, t€knologi

PEMUTAXHIRAN REI{CANA I{TRJA PEMERIITAII
TAIIUI 2O2O

PENIH/ILNO RENCAITA I(ERJA PEMERINTAH TAHUI{ 2O2O
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Rekomcndasi hasil
pcmbinaan SPIP

r€ciko bidang

Ka*asan industri

Rekomendasi hasi:
pcmbinaan SPIP

rcsiko pclaksanaan

kclola pemerintah
dacrah

Rckom€ndasi hasil
pcmbinaan SPIP

rcsiko bidang
hankam

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

I,I ]]'

LI IP

I 143 LHP

ll I,HP

4

Pusat APKP

Pusat BPKP

Pusat BPKP

Daerah

Rekomendasi hasil
pcmbinaan SPIP

rcsiko didaerah

135 Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan Sistem
Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi

(Perubahan data pada Tabel
4.5 1 sasaran, indikator,
target, dan satuan pada
halarnan IV. 125)

TeN,,ujudnya prakondisi pnataan biaya politik

75

5
Biaya
Politik

Program Siaran
berindeks
di atas 3

I(omisi

lndonesia

'lt,wujudnya prakondisi penataan biaya politik5

TV

Biaya Politik

Komisi
densan lndeks
Kualitas ProSram
Siaran di atas 3

NO PERIHAL REIVCANA ITERJA PEMERINTAH TAIIUN 2CIO PEIIUTAITHINAN REITCAITA XER.'A PEMEHI{TAH
TAIIUX 2O'IO

BPXI'

No" X€Statl,r ,?trY, ruset $rt$rn ,<tL ro. Koalatarl
Iod&rtor frrgot S.trrr Loll.t x/t
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24

too

75

Sumbefl Kcmcnterian PPN/Bappenas (diolah), 2019

ao

Dacrah

Pusat dan
Dacrah

tcntang

intormasi

Daerah
l(omisi

dcnBan lndek3

Pcrs di atas 70
(katesori baik)

scngketa infornasi
terdaftaryang

terbcntuknya
PPID di Provinsi
dan lhbupatcn/
Kota

lbmisi
Informasi

Ditjen ,KP
Kcmkominfo

Sumben K€menlerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

7A

Sengketa72

L

Daerah

Ditjcn IKP
Kemkominfo

Komisi

Publik
Komisi

Intormasi

dengan lndeks

Pers diatas 73

Jumlah Eladan
Publik yang
lnformatif

Jumlah regulasi/
kebijskan tata
kelola infonnasi
dan komunikasi

I publik di K/L/D
Judah

SenBkcta
Infonnasi Publik
Tahun Berjalan
yang Belum
Diselcsaikan

4.5 Horltar Nasloral Stabtltta. Pertahaa.n dan KeaEaaa,r
4.5.4 PrograE Prtorlta! Peaalggul.ngr- Terotlrroo, Pet lngLitan KeaE&[.r Slbet, d.[ PetgEatar Keana!.a laut

Tabel 4.52 Sasaran dan
lndikator PP Program
Prioritas Penaiggu langan
Terorisme, Peningkatafl
Keamaran Siber, dan
Penguatan Keamanan Laut
(perubahan data indikator
pada halamar IV.l3l )

Mcningkatnya pcnanggulanean aksi terorisme dan kea,nanan serta ketcrtiban

Skor Global Nilai 4,54 4,544 4,544

MeDingkatnya kctahanall dan kearmnan siber

4,3

I

2

Mcringkatnya penang$rlangan aksi terorisnE da,r kcsmanaD scrts ketertib:in

2 Melli,)f.ku1r)yaketalrarmn.lankcarn,rarsibcr

4,54.r4,54

I

Nill rSkor Global Teiorism

R.EI{CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2@O PE}IUTABHINAN REITCAITA KERI'A PEMERII{TAII
rAEUlt 2020

PERIHAL

Indlkato' rrdftstor2014120t7, 2019-l 2t20r 20t71 20la l 2019r' 2020

NO

l

_---.i-

I

2

I

35

136.
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3 Meninakatnya kcamanan laut

Relay tine Menir N/A
informasid)

Resporce tine Jam N/A
instansi karnla d)

Srml-Er: Kemcnleri€n PPN/Bappenas kliolah), 20l9
RcteEnsan, r) Rcalisasi; r*) Tarset

Nillrl o,42 o,7a o,80 o,tj3

i{)

24

Skor Giobol
Cvberce,:uitA Index

S kor Cbbat Nilai O,42

Cabersedity Index
lndonesia t)

3 Menin8katnya kesmanan laut

Reldg tine inlormasid) Menit N/A

Sumber: Kementcrisn PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keteransan: .) llc€lisasi; *) 'larsct

a,7a o,7a o,7<)

3m

137 Tabel 4.53 Sasaran dan
Indikator KP Pencegahan dan
Pemberantasan Terorisme
(penghapusan data indikatot
pada halaman IV.133)

MeniDgkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorismel

l

l

Dokumen Pusat BPIP

Dokumen lrusat

dan

PANRIJ
. BPIP
. BXN

dasri

Dihapus

Tabel 4.53 Sasaran dan
Indikator KP Penguatan
Ketahanan dan Keamanan
Siber (pembahan data
indikator pada halarnan
rv.l33)

Menguatnya kctahanan rnasyarakat terhadap serangan siber dan
rnenguatnya tata kelola pcmangku kepentjngan terkait sibet

2

a Ncgara Pulat BSSN

Penguatan

Siber

Jumlah bantuan

Menguatnya ketahanan r asyamkat terhadap s€rangan siber dan
menguatnya tata kelols pcrrurngku kepentinSan terkait sibet

Nilai

2I

L

4 Pusat BSSN

Penguat*rn
Ketahenan dan
Kearnanan Siber

Jumlah kcgiatan literaei
dan budaya kcarnanan
sibcr

t38

PERIHAL

Trrfot Baua'l Lolrrl

PEMUTAITHIRAII RTITCANA I{ERJA PEMERINTAII
TAHUIT 2O2O

hdllator
,{lLKo3lrti!

NO RENCANA KER.'A PEMERINTAH TAI{UN 2O2O

Draft Indcks

Jumlah modul
p€ndidikan
pemahaman nilai-
nilai Pancs8ila basi
ASN
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BSS N

TISSN

BSSN

&SSN

4

4

I

1

2

l

l

3

1

Kegiatan Pusat

Pusat BSSN

Dokumen Pusat

Dokumen Pusat

Dokurncn Pusat

Dokumen Pusat BSSN

Dokumen Pusat mSN

Dokurnen Pusat BSSN

Dokumen t'jusat BSSN

ASEAN dan t'a sifik

Cjedung
perkuliahan

Jumlah kegi8tan
literasi dan budaya

lnfrastruktur
Politeknik Sibcr
dan Sandi

Jumlah resulasi
terkait manajenre

Jumlah regulasi

CERI

Jumlah r€sulasi
terkait lata kclola

pada sektor IIKN
0sAC & wDr)
Jumlah Standar
Komp€tensi Kcrjs
Nasion6l In.loncsi6
bidang l{carmnan
Siber

Jumlah dokumcn
Rencana Stratcgis
Keamanan Sibcr
sektor IIKN

Jumtah Standar

Siber Pemcrintah

Jumlah KerangkE
Regulasi Literasi

I

r Regulasi Pusat BSSN

I Regulasi Pusat USSN

2 Rcgulasi Pusat BSSN

I Re8ulasj Pusat BSSN

1 Regulasi Pusat BSSN

Dokume Pusat BSSN

I Regulasi Pusat ISSSN

Jumlah rcgulasi terkait
mana-jcmcn knsis

Jumlah rcBulasi terkait
pco)txntukan CDRT

Jumlah regulasi terkait
tata kclola kearnanan
siber pada seklor llKN
(rsAC & wDR

Jumlah Standar
KompetenBi Kerja
Nasional lndonesia
bidang Kearnanan Sibcr

Jumlah dokumen
Rcncana Strategis
Keamanan siber sektor
IIKN

Jumlah Standar Audit
Kearnanan Sib€r

Jumlah Kersngka
RcgulasiLiterasi
Keamanan Siber dan
Pengcndalian Inforrnasi

PERIHALNO REIiICAITA NERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEIIUTAXHINAIT REIYCAITA I(ER^'A PEMBRIXTAII

TAIIUI{ 2O2O
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Kcarnanan sibcr
dan Pcngcndalian
Inforrnasi

139 Tabel 4.53 Sasaran dan
Indikator KP Penguatan
Keamanan Laut
(penambahan data indikator
pada halaman IV.I35)

Meningkatnya jumlah penlrlesaian kcjahatan di {,ilayah laut

l5,o

t50

3
I

2

50 titit,

Pusat KKP

llrsal l{1{P

Sumbcn Kementcrian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Urit

PcnSuatan
Kcamanan Lsut

IlarlJumiah Hari operasional
Kapal Pengawas dalam
Rangka Pengawasan
Keqi,alan lllegal,
Unreryrled, Uruegulatad
(lUU) tlishr'na dan
Merusak Sumb€r Daya
Kclautan dan Ferikanan
di wilayah Pengelolaan
Ferikanan Repubik

(WPP - NRD

Hari
ol)erasi dan 33

Jumlah llari oIxrasi

Jumlah Kapal kngawas
yana tcrbanAun

Jumlah Hari opcrasional
Speed Boat/ RigA
InJlatabte Boot/ Rubber
Boat

Jumlah perkara tindak
pidana kelautan dan
perikanan ysng disidik

Hari
operasi

Meningkatnya jumlah penyelesaian kejahatan di wilayah laut

Sumbcr: Kcmcnterian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

3

l

Fenguatan
Kcernenen Lsut

llirkl

Llaka

Pengadaan Senjata
Penyelengga raa n
Paroli Rcarnanan dan
Keselarnatan Laut

Pcnaadaan Amunisi
Penyelenggaraa n
Patroli Kcamanan dan
K$elarnatn Lqut

REIICANA I(EzuA PDMERINTAII TAIIUN 2@O PEMUTAK}IINAIY NENCAITA XEzuA PEMERII{TATI
TAIIUI{ 2O2O

PERIHALNO

1m r'asus Pusat KKP
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140. Tabel 4.54 Sasaran dan
Indikator PP Program
Prioritas Penanggulangarr
Narkotika dan Penguatan
Kamtibmas (perubahan data
indikator pada halaman
IV.l3l )

Menurunnya penyalahgunaan narkotika

AngkaPrcvalensiltnyalahgunaan Persen
Narkotika

Menurunnya tingkat kejahatsn

Cleamru.e rate Persen

1

2

2,94 2,65h) 2,65 hr 2,55

62,99.) 65,66 d) 65,66 d) 68

sumber: a) BNN 2018, b) Ststistik Kriminal20l8
Kete.ansan: r) Realisasi; -) TarBct

I McnurunnyapcnvalahBunaannarkotika

Anqka Prevalensi Persen
Itnyalahgunaan Narkotika

2 Menurunnya tingkat kejahatan

Clearan/.e rate Persen

Sumbcr: a) flNN 2018, b) Slatistik Kriminal2Ola
KeteranBan: ') Realisasi; .') Tarset

1,77.1 1,77 4 1,77,t 1,a6

62,99bt 62,99bt 62,99t't 63

Tabel 4.55 Sasaraa dan
Indikator KP Pefl cegahan,
Pemberantasan, dan
Rehabilitasi Penyalahgunaan
Narkotika (perubahan lokasi
target dan data indikator
pada halaman IV.l36, 137)

l4l.

Mcningkatnya upa,.a pemberantasan narkotike dan prEkunlor
narkotika

l Penc.Egahan,

dan Rchabilitasi
Penyalahgunaan
Nerkotika

Pcncrgahan,

R€habilitasi
Pcnyalahgun

Narkotika

Mcningkatnya upalie pembcrantasen nartotika dan prckuEorl

REI{CANA SERJA PEMERIITTAH TAIIUN 2O2OPERIHAL

Loke:l tEr$t luturliTfl86t getrlrr

S.trrca zOtTt 20181 301grr 2O2On gltuan 2OlTt 2OlA1 2O19-r 2O2O'r

'{IL ,rdlLrtor
Keglrtcr ,<tLXe$itsn

P.lorlt .

Irdt.tor l0d&rtot

NO PEMUTARHIRAIT REITCAITA XERJA PEMERI!5TAH
TAI{UN 2O'IO

4.5 Pl{orltrr ltarlolrl Stlblutar Pertrha8al datr NoaEaDar
4.5.5 PrograE Prtodtar Poaaaggulangm Nartottli d..D Peagu.ta! KaEtlbla!
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produksi,

peredamn gelap, dan

narkolika dan
prEkursor narkotika
yang diintcrvcnsi
wogr?m A em.ttiue

2O.OOO Orang

I]N N

Jumlah Korban
Penyalahgunaan
Napza yang men-
dapatkan Rcha-
bilitasidan Perlin-
dungan Sosia I

Bircuen,
Cayo Lues,

Sumut,
Sulsel, Kalsel

produksi,

pcredaran gclap, dan
penyslah-gunaan
narkotika dan
pr€kumor narkotika
yangdiint€rvensi
program Alternaliue

6

21.714 Orang l\rsat Kemensos

r\awasan Acch Bdar, BNN
Bircucn, Gayo
Lues, Mcdan,
Bsnjarma s in,

Maka!sar

Jumlah Korban
ftnyalahgunaan Napz€
yang men-dapatkan
Reha-bilitasi dan
Perlin-dungan Sosial

142. Tabel 4.55 Sasaran dan
Indikator KP Peningkatai
Pemeliharaan Keamanarr dar
Ketertiban (perubalan target
indikator pada halaman
IV.l36, t37)

MeninSkstnya kcarnanan dan ketcrtiban masyarakst

t{)l,Rl

2

41.930 Orang I'usat Kcmensog

Pcningkatan
Pemeliharaan

Ketertiban

susun yanS
dibansun

Densus aa

Jateng,
Kalbar, dan

Sulsel

,Jumlah dokumcn

konflik sosial

Jumiah warga
masyarakat di

penc€sahan konnik

34 Dokumen Pulat Kemcndagri

MeninSkatnya keamanan dan kete iban rnasyarakat

POLRI

(,1

2

43.Ola OranA Pusat Kem€nsos

l'cn in gka tan

Ketcrliban

Jumlah rurnah
3u3un yang
dibangun

Dcnsus
AA AT,
Sumut,

Jateng,
Kalbar,

dan
s'rlscl

P.rs.ntase Daerah Kemendagri

Junrlah warga
rnasyarakat di lokasi
rawan bencana yang

RENCANA XERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2O
PEMUT AKHINAN RENCAIYA TERJA PEMERINTAH

TAIIUN 2O2O
FERIHALNO

Pcrsentase Timdu
f'KS Provinsi yang
mclaksanakan RAD
sccsra efeldf
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Sumben Kementerian PPN/Bapp€nas ldiolah), 2019

Sumber Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

penc€gahan konflik

PBMUTAI(HIRAII REI| CANA XERJA PEMERIITTAII
TAHI'IT 2(y'OPERIIIALNO RENCAITA NERJA PEMERINTAH TAI{UN 2(xIO
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BAB 5 PEMBANGUIVAN BIDA.ITG

5.1 Peogirurutaa.an da! Peabalgun.r Lhtas Btdtr!
5.1.1 Polrgarulutaoaa! Peitrba.tlgu!.a.tr BorLelan Etaa l Su stal'rdble Devaloprnentl

Deskripsi Umum

Paragraf 2 kalimat terakhir,
Halaman V. I

Selanjutnya, TPB/SDG$ juga diarusutamalan ke da.lam Ranca-ngan RPJMN 2020-
2024 agar terintegrasi ta.rget dan indikatomya dengan pembaigunan nasiona.l
mendatang.

Selanjutnya, TPB/SDGs diarusutamakan ke da-lam Rancangan RPJMN 2020-
2O24 agar terintegrasi target dan indikatornya dengan pembangunan nasional
mendatang.

143

Tabel 5.I Sasaran dar
lndikator PeDgarusutamaan
Pembarrgunan Berkelarjutarr

Perubahan target
pertumbuhan ekonomi,
IKLH. Halaman V.2

l. Tercapainya pcrtumbuhan ekonomi yang inklusifdan berkcadilan

Pertumbuhan Persen 5,1'l 5,24 5,1-5,6,1
PDB

3. Meningk tnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada mcningkatnya
lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Nilai 66,gtr 65,5 66,5- 6),25- Kl,llK
Lingkungan 66,52r oa,52r 7t,25.)
Hidup (lxl,ll)

sumber| Kementerien PPN/Bappenas (diolah), 2019
Xerersnesn: ') Rrs lisasi; "")Taract

Pertumbuhan PDB tahun 2O2O 5,4 - 6,0

5,4-6,Or Koodinatorl

l, Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ioklusitdan berkeedilan

3. Meningkatnya kualitas pembangunan liflgkungan hidup, yang lerccrmin pada
meninskatnya Indcks Kualitas Linskunsan llidup (IKLH)

lndeks Kualilas Nilai 66,9!) 65,5 66,5- 68,71o KLIIK
l,ingkungan 66,51 6a,54
lli.lup (lKLtl)

Su,nbcr Kcmcnterian PPN/llappcnas (diolah), 20le
Keteranqan: *) Realisasii *1 ]'arret

Peftumbuhan PDB tahun 2020 5,3 - 5,5

5,3- Koordinato:
5,541 Kemenko

Perekonomia n
PDB

P€rsen 5,lr) 5,22t 5,1-5,62)

144

RENCANA I{ERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RET{CAI{A KER.'A PEMERINTATI

TAITUN 2O2O
PERIIIALNO

g.tuqa 2()17. 2olg"r 2O19-r 2a}zo-t K/L Pehk.rlr 8rtu.r 2OL7't 20181 2019'1 zo.C't K/L P.trtr.uIrdrtrto, Iad&rtotNo.
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Mcningkstnya kuelite3 rmnajcrncn ASN instansi pern€rintah

Mcningkatnya cfektivitas tata kcbla instansi penlerintah

Perscntase inslsnsi Perscr N/A N/A

telah menyusunan
arsitcktur SPBE

Itrscnl.ase instansi Persen N/A N/A
pemerintah yanS

N/A

l

375

.t

3.

43s

l

2

30()

Seluru h
K/L dan

Seluruh
K/L dan

Seluruh
K/L dan

lvl{ irirgk.tDya kuililis Irlavarrrrr lrrhlik

a. Jumlah lP
dcngan UPP
Tertentu yang

(menyuauo,

dan
mcmpublikasik
asikan Standar
Pelayanan)

Uoit

Publik

Tabel 5.2 Sasaran da,
Indikator Pengarusutamaan
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik

Perubahan pada
nomenklatur sasaran,
indikator pada tabel 5.2,
halaman V.4

2. llllitkalrn.:lbklivltlrslatak.k,h ilslarisi In.JrnjiIlnlr

375

I

3

435N/A 3m

Pcningkatan kualitas pelayanan publik

Instansi

tah
K/ L dan

Scluruh
K/L dan

pemerintah yang

arcitektur SPBE

N/^ N/A N/A

a. Jumlah
instansi
pemerintah
dcngan UPP
Tertentu yang

dan
mempublikasi*
asikan Standar
Pclayanan)

Unit

Pubiik

Peningkatan kualitas rrlanaj€mcn ASN

Iadtlrtor
t4lL

Pchlsti

NO PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN REI{CANA KER.'A PEMERIITTAH

TAHUI{ 2O2O

I45. No, S.ttr.! 20171 2ola', 2019-, 2OZC1 t<lL Ilo. Srtll! 20l7t 2ol8'r 2ol9*r 2U1,O*l
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4, Mcningkatnya akuntabililas kincrja instansi pcm€rintah

21

sumbcr: Kementcrian PPN/Bappena! (diolah), 201e

Ketemnsanr *) Realisasi; 1 Target

Keda Pensadaan
uarang/Jasa
(UKPBJ)

dengan rnaturitas
level Ill,**

N/A N/A N/A

4, Peningkatan akuntabilitss kinerja dan integritas instansi pcmerintah

pcrilaku -'

Sumbcfl Kementcrian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

Kcteranganr ,) Rcalisasi; *) Target

2t)N/A N/A N/APersentasc instansi
pemerintah yang

etik. Dan kode

Selumh K/1,

5.1 Perrgsrurutataaan da! Perobsngula.! Liata! Bldalg
5.1.2 Pergeru3utaaaan Tata Nelol. Petoeriltahaa yalg B.tk

5. 1.2 Pengarusutamaan Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik

Perubahan Arah Kebijakan
v.6

Ar.It Xebu.haa

1. Meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah melalui
pemenuhan: (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana
pengembalgan kompetensi ASN; serta (c) Penyusunan pola karir instansional.

2. Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan
proses bisnis instansional; dan (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; serta
(c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.

3. Meningkatkan kua-litas pelayanan publik melalui: (a) Pemenuhan dan
penerap.rn standar pelayanan publik; (b) Peningkatan penyelesaian pengaduan
masyaral<at baik intemal maupun eksterna-ll (c) Pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat; (d) Pelalsanaan FKP dalam penetapar standar pelayanan publik;

146 Atr.h Kobll.r..!
l. Meningkatkan kua.litas manajemen ASN instansi pemerintah melalui

pemenuhan: (a) Rencana kebutuhan ASN jangka menengah; (b) Rencana
pengembangan kompetensi ASN; serta (c) Penyusunan pola karir instansional.

2. Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan
proses bisnis instansional; dan ft) Implementasi arsitektur SPBE instansi;.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Pemenuharr dan
penerapan standar pelayanan publik; ft) Peningkatan penyelesaian pengaduan
masyarakat; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; (e) Pemutakhiran
informasi layanan pada SIPP; (4 lntegasi pelayanan publik (mal pelayanan
publik); serta fu) Penerapan inovasi pelayanan publik.

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2OPERIIIALNO
PEMUTAKHIRAI{ REI{CANA XERJA PEMERII{TAH

TAHUN 2O2O

Scluruh
K/L dan
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(e) Pemutakhiran informasi layartan pada SIPP; (0 Intearasi pelayanan publik
{mal pelayanan publik); serta (g) Penerapan inovasi pelayanan publik.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan
manajemen risiko dalam pengelolaan kinetja instansi; (b) Penerapan Zona
Integritas untuk birokrasi yang bersih dan aluntabel; (c) Pemenuha-n Unit
Kerja Pengadaan Ba-rang/Jasa instansional dengan tingkat matu ritas level Ill;

4

4. Meningkatkan a}<untabilitas kineqa instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan
manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan na
Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; sefta (c) Penyusunan dan
penegakan kode etik darr kode perilaku.

5.1 P€og.ru3utitnaan dar PoEbalgunan Ltatas Btding
5. 1.3 Pengarruutaroaan Geldot

Tabel 5.3 Sasaran dan
Indikator Pengarusu tamaan
Gender

Penambahan nomenklatur
aktr'vitas indikator dan
target, halarnan V.7

Nilai 90,96 90,99' 91,64 97,a7 Kemen PPPA

Nilai 71,74 72,1V 72,Ai 73,36 r'ernen PPPA

1 Meningkatnya kcadilan dan kesetaraan sender (KKG) dalam pcobangunan

Sumben Kernenterian PPN/Bappenas (diolah), 20l9
Keteranssnr .) Realisasi; ") Ta.set

lndcks Pcmbcrdala-
an Gcnder (lDG)

Indeks

c€nder (lPG)

1. Mcnjngkatnya kesetaraan gend.r dalam pembangunan

lndcks Nilai 90,96 90,99 91,64"t
rtmbangunan
G€nder (lPGl

lndekB Nilai 71,74 72,10 72,A11
Pemberdayaa n
Gender (lDG)

Tingkat Fbrsen So,aq 51,a8 51,8q'l

Angkatan Kerja
(TI'AK)

Sumber: Kcmenterian I'PN/ Aappenas ldiolah), 20l9
Keteransanr .) Realisasi; '*) Tarset

91,a7

52,51

Seluruh KL
terkait

Seluruh KL
terkait

Seluruh KL
terkait

RE CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUI{ 2O2O

liIL
P€l.L.r[r ladltrto.ladttato. 202C'I No 2020'ls.tur! 2OA7t 2O18r 2019 ErtErn 2Ol?.) 2o1a'r 2(119

NO PERIHAL

t47 .
lllL

Pcl.ll.[r

73,36
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t4a Perubahan Arah Kebijakan
Pengarusutamaan Gender
Hal V.7 - V.8

Arah l{oblJataa

Sasaran Pengarusutamaan Gender akan dicapai melalui 2 (dua) kebijatan, yaitu:

l Mempercepat pelaksanaan pengEuusutamazrn gender dr' semua bidang
pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui (a) Penguatai
pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi
dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunar; (c) Penguatan
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di
semua jenjang pemerintahan; (d) Penguatan kebijakan darr regulasi yang
responsif gender; serta (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah.

2. Meningkatkan pemberdayaaro perempuan di berbagai bidang pembangunan
melalui (a) Peningkatal kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangal
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpa-rtisipasi, serta menerima
manfaat pembangunan dan {b) Peningkatan koordinasi dengan slakehalder
terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Arsh NebtjaLa.!
Pengatusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di
berbagai bidang pembangunan, mencakup:

1. Penjngkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
pembaagunan, melalui: a) Penguatan kebijakan dan regulasi pemberdayaan
perempuan, b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik
perempuan maupun laki-lati, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat,
media massa, dan dunia usaha tentang isu gender dan akar
pelTnasalahannya; c) Peningkatan pemberdayaa1] perempuan, terutama di
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga keda, serta politik dan
jabatan publik; da! d) Peningkatan jejaring dan koordinasi antara
pemerintal pusat, pemerintal daerah, masyarakat, pelaku media massa,
dunia usaha, dan lembaga masyarakat;

2. Penguatan pelembagaa-n PUG di kementerian/lembaga, pemerintal
provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa, melalui: a) Penguatan
komitmen; b) Penguatan dasar hukum termasuk aturan pelaksananya; c)
Peningkatan kapasitas SDM, inovasi pendekata.n, dan pengembangan
sistem; d) Penguata.n koordinasi artarinstitusi penggerak dan pelaksana
PUG; e) Pengelolaan pengetahuan; dan 0 Pelibatar pemangku kepentingan
terkait; dan

3. Penguatan proses perencanaan dan penganggaran yang responsil gender
(PPRG) di kementeriar/lembaga, pemerintah provinsi/ka.bupaten/kota, dan
pemerintah desa, mela-lui: a) Penyediaam dan pemanfaatan data gender; b)
Penguatan analisis terhadap data gender untuk menemukenali isu gender,
dal c) Pengintegrasian isu gender di dalarn perencalaan, penganggaran,
pelalsanaan, penqendalian, evaluasi, dan pelaporan.

5.1 Pesgaruruta&aaa da! Peabangula! Ltntas Btdarg
5-1.6 ll.Dtas Btdang Nereatatre.a Berlcaia daa Perubaharr ILllm

RENCAT{A KERJA PEMERINTAH TAHUI{ 2O2O
PEMUTAITHIRAN RET{CANA KERJA PEMERIIITAH

TAIIUN 2O2O
NO PERIHAL
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Tabel 5.7 Sasaian dan
Indikator Pembangunan
Lintas Bidang Perubahan
lklim mela-lui Ketahanan
Iklim. Menurunnya potensi
kehilangan PDB akibat
bahaya iklim

(Perubahan header kolom
sasaran/indikator,
nomenklatur indikator, dan
target indikator sasaran,
Tabel 5.7 hd. v.l4)

149

Mcnurunnya polcnsi kchilansan I'DB akibat balraya iklim

l']enunrDan Persen N/A N/A N/A

sumbcfl Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

Ketcransan; Keteransanr .) Realisasii '1 Taract; "') PDB akibat bahaya perubahan iklim oleh 4
(empat) sector prioritas adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 0,876%

I

kchilangan
PDB akibat
dampak
bahaya iklim

Kementan

Kemen
PUPR

KKP

KLHK

BNPB

BMKG

1. Menurunny8 rblensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim

Percen N/A N/A N/A 0,s6r*'

Sumbcr; Kemcnterian PPN/Bappenas (diolah), 2o19

Ketcranganr Kct€ranganr ') Realisasi; *) Target; *) Potensi kehilangan PDU akibat bahaya
perubahan iklim oleh 4 (empat) sector prioritas adaptasi perubahan iklim pada lahun 2O2O
adalah O,a76o,6 lerhadap total PDB atau setara dengan Rp11.6a1

Kernen
PUPR

K'{P

KLHK

BNPB

BMXG

kchilansan
PDB sektor

150 Tabel 5.8 Target Aktivitas
Peningkatan Xetahanan
lklim, sektor Kelautan dan
Perikanan

(Perubahan nomenklatur
indikator da, satuan
aktivitas pengelolaan
meteorologi maiitim, hal.
v. 15)

UDit

tJnit 4m

Q33

il. Pertqnian Ileklare 134.075 Kementan
lrigasi Untuk

Ur rit l.(xx)

Unit 2q)

135.600 KementanPengelolaan
Air lrigasi
Unluk

Jumlah
embung

Jumlah
irisasi

Jumlah
ja ngan
irisasi
tersier yang
dibansun

NO PERIHAL RENCAI{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAI{UT 2O2O

I{o,
Irdllrto! 6rtue! 2O17.t 2o1a-r 2ol9-r 2U2O'l RIL

PGtrLEor
No

lad&.tor
,(lt

Petrlrrna6.tuia 2OL7', 2018-) 2O19-l 2O2O*l

No. S6trtor AttivttsB Srt ell TEget
2020

tllL
Pe[9lrrna I{o. Scktot Tr{ot

2020Atuvltr. Irdfator Ertur! t!L
PoLl3aar

Jumlah jaringan
irigasi tcrsicr
yang dibsngun

Jumlah irigasi

Jumlah embuns
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Rasio data dan
inforrnasioPl
yanS
dimanfaatkan
dalam
pcnsendalian
OPf t rhadap
dala dan
inforrnA3iOPI
yanS dihasilkan

500

Surrbcr: Kerneolcrian PPN/Bappenas kldah), 2()l 9

Penguatan
Perlindunsan

Pangan dari
Gangguan oPr
dan DPI

sumbcr: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

liektarc l44,OOOPenguatan
Perlindungan
Tanaman
Panaan dari
cangSuan OPI
dan DPI

difasilitasi
dalam

pengendali-
AN OI'T

t5t. Tabel 5.lO Target Aktivitas
Mitigasi Perubahan Iklim
pada Pembangunan Rendah
Karbon Tahun 2O2O

Perubahan pada target,
halaman V.l8 - V.23

Kehutanan

I 200 I{I,I] KDesa

56,000 KI,HK

25,OOO KLHK

Rehabilitasi hutan
dan Iahan kritis dan lahan

kritis yang
dirchabilitasi

vcgetatif

Pemulihan kawasan
konservasi yang
tcrdegradasi untuk
perlindungan

rangka pemulihan
ckosistem)

dan lahan

Jumlah
pelaksanaan
patrolj
pcnc€gahan

hutan

yanS

llcktare

1.2Cn tit.lIi

lil, Ii2

54.5OO KI,HX

Hcktarc l,aoO,OOO KI,HK

Rehabilita s i
hutan dan lahan

vcgatatif

peImasalahan di

Konservasi (open
ared

Penccgahan

dan lahan

J urrlah desa
yang dic€gah

hutan dan
lahan

hutan/lahan
yang terbakar

lahan kritis
vanc

Eldrna Attivttai Irdlh.to.

RENCAT{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

ttlL
Petalaa!a

TBrget
2020

PEMUTAKHIRAN RET{CANA XTRJA PEMERIIITAH
TAHUI{ 2O2O

NO PERIHAL

Iadt.tot 8.lrt! Tutrt 2O2O Sldrtlr WL
Pahlarar
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to lii, ti

lnrlar 12 KLlil(

Ilektare 77,5 tit-ltIi

7.350

I l<l,ltK

Penanggulangan
kebakaran hutan
dan lshan

Pilot
IPI'EK

Dampak Perubahan
Iklim dan

Kebakaran Lehan
dan Kebun

r'elompok
Tani

kebakaran

yang terbakar

Jumlah bulan

Op€rasi

Hutsn dan

darat

Luas lshan

pcrtambangan
rakyatyanB
dipulihkan

Jumlah pilot
IPTEB untuk
bidang
sosekjak dan

iklim

Itmulihan lahan

Ixrtambangan
rakyat

Pengemba ngan
Mitigasi perubahan
Iklim melalui
systcm agroforestry

Jumlah
kelompok tani
vans
ditinSkatkan
kapesitaBnya
dalam
penanganan
perubahan

penccgahan

Operasi KI,IIK

ll KI-llti

1.245

dikcmbanskan

250

77,5 KLIIK

Pcnangaulana-an

dan lahan

Pcnanganan
Dampak
Pcrubahan Iklim

Kebakaran Lahan
dan Kebun

16.0()0
(Kopi)
7.tg)

(Kakao),
13.IOO

Jumlah
dilaksanakanrry
a Opcrasi

Hutan

Luas lahan
bekas tambsnB
.akyat yang
difasilitasi

Jumlah prDduk
hasil trnclitjan

iklim

Pcmulihan lahan

pcrtamba n8a n

Mitigasi
pcrubahan Iklim

Dampak

Iklim dan
Penccsahan
Kebakaran
Lshan dan
Kebun

yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO PERIHAL PEMUTAKHIRAT{ RENCANA I{TRJA PEMERII{TAH
TAHUI{ 2O2O
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421.225Ronscrvasi energi

Jula Xt, 10

3

I(r n

infrastruktur energi

ESDM
SBM
Miliar

SKEM

ASDM
Subtitusi€nergi
(PN4 PPl)

Peningkatan
Konektivitas
Multimoda dan

Mendukung

Ekonomi

Fembangun-
an.jalan tol
sepanjanS
3OO km;

jalur ganda
&n
r€aktivaBi)
jalur ker€ta

l. Intensitas
Encrai
Prirncr;

2. Standar
Kinerja
Energi
Minimum
(SKEM)
L€bcl
Peralatan
Rumah
Tangga ;

Jumlah
produksi
Bahan Bakar
Nabati

Panjang

multimoda dan

vanE
terbangun
(PLT Panas
Bumi, Air,
Mikro Hidro,
Surya, dan
Bioencrai)

KonseNasi energi o,9

Jula KL

Tra ns portasi

3

I(rr

SI]M
I\4 ilia r I.]S )IV

SKEM

ust)M
SublitUsicnergi
(r,N4 r,Pr)

Peningkatan
Konektivitas
Multimoda dan

Mendukung

Ekonomi

an jalan tol
sepanjans
3OO km;

jalur ganda

reaktivasi)

api pada

s€panjans
217,aO Kmi

Mikm Hidro,
Surya, dan
Bioenersi)

Ener8i Irina l;

2. Jumlah
Standar
Kinerja
Enerei
Minimum
(SKEM) dan
labcl Hernat
Energi pada
peralatan

energi;

pro(lu ksi
Bioruel

Panjans
konektivitas
multimoda dan

PEMUTAKHIRAN REI{CANA NJER.'A PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

PERIIIALNO RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUI{ 2O2O
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Kebijakan

748.Ct)5

I

I

t((

lmplcmcntasi
Konservasi Eneryi
dan Divcmifikasi
Encrgi Sekor
Industri

t,llt,R
Pengelolaan
Limbah

Pembangunan
infrastruktur
tcmpat pemrosesan
akhir sampah skala
rcAional, kota,

Pelaksanaan subsidi

melalui ker€ta api

Penyelenggaraan
angkutan Iebaran,
nataldan tahun

Pengadaan Sarana
Bantu Navigasi

Jumlah subsidi

api

Jumlah
angkutan
lebaran, natal

Jumlah lokasi
pembangun'

Sarana Bantu
NaviSeri

Jumlah
kcbijakan
lmplcrnen ta- si

Energidan
Divemifikasi
Snergi Sektor
Industri

Caku pan
layanan

2t{.ot2l

t44

lfldustri

545.523

1.447.154

404

3

KK

liK

Unit

Kcmcn-
pcrin

PUT'R
Csku pan

PUPR
&kupan
layanan air
Iimb€h

BRT di IO
Kota

BRT di ]O
Kota

(Jnit Motor 19.656
!ubsidiangkutan
rnotor rnclalui

PenyelenSaaraan
angkutan lebamn,
nataldan tahun

Pengadaan Samna
Bantu Navigasi

Jumlah eubsidi

rnclalui kcrcla
api

Jumlqh
angkutan

pengadaan
Sarana Bantu
Navigasi

Efisiensi

lndustri

Kebijakan
Penurunan Emisi
GRK Scktor
Industri

Pcmbangun'an
infrastruk-tur
tempet
Pcmmsesan akhir
sampah skala
r€gjonal, kota,

berbaBis
masyarakat

Pembangunan
infrastruk-tur air
limbah sistcrn

REI{CANA KERJA PEMERIITITAH TAHUN 2O2ONO PERIHAL PEMUTAKHIRAI{ RENCAI{A KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O
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522.9v1

KLHX

KLI IK

lo K1,}]K

liti

7

llr 7m.ooo KKP

PUPR
Cakupan

limbah

Jumlah PDU
yang
terbsngun

2 (dua)
Lokasi

27.747.9)A
Ton

Pemulihan

ekosistem padang

karang dan vegerasi
pantai

Feningkatan

yana ditetapkan/
dicadangkan di
tingkat Nasional
dan Daerah

infrastruktur air
limbah sistem

regional, kota,
Frmukinan, dan

Pengurangan
timbulan sampah
melalui

Pusat Daur Ulang
(PDq

Rehabilitasi hutan

konseruasi padang

Jumlah lokasi

pedang lamun
yang
dirEhabilitasi

Jumlah lokasi

padang lamun,

karang dan

vans
dipulihkafl

baru yang
vans
ditEtapkan/
dicadanskan
di tingkat

Ir)kasi

KLIIK

l{t, K

l (salu) KLIjK

I (rX)

700.ff)o KKP

Rchabilitasi

padang lsmun

Pemulihan

ekosistem padang

karang dan
vcgetasi pantai

Peningkatan

yang ditctapkan
di tinSkat
Nasionaldan
Dacrah

tcrpusat skala
rcsional, kota,
pcrmukim-an,

Pcngurangsn
timbulan sampah
rnclalui
pcmbangun-an
Pusat Daur UlanS
(PDq

kngumngao
Timbulan
sarnpah
Melalui

Pusat Daur
Ulans (PDt, di
Destinasi

Jumlah lokasi

padang lamun,

karangdan

yang ditetapkan
di tingkat

Dacrah

PEMUTAKHIRAN REITCANA KERJA PEMERIT{TAH
TAHUN 2O2O

NO PERI}IAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
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Sunrbcr: 1{crnerlcriar I'l'jN/tlapper)as kiiolalr, 2019

Nasionaldan
Daerah Sumbcn Kementerjan PPN/Bappenas (diolah), 20l9

5.2 Bldaag Peobaagu.arr Sort l Budaya daa Nehldupan B€aagrea
5.2.1 Xeperdudulrl da! Keluarga Borcana

152 Kependudukan dan Keluarga
Berencana
-v.24-

Hal ini dapat dicapai salah satunya dengar menjaga angka kelahiran total (Tota.l
Fertility Rate/TFR) nasional sebesar' 2, 1.

HaJ ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunka.rr angka kelahiran total
(Total Fertility Rate/TFR) nasional sampai pad^ tingkat repla.ement rate ysil,u
2,1 di tahun 2024.

5.2 Btdang Pqoba,lguaa! Soslrl BEdaya d.i Nehldup&n B€sqgaEa
5.2.2 Ne3€hatan

r53 Tabel 5.12

Sasaran dan lndikator
Pembaagunan Kesehatan

Indikator dan target
2020

lHalanan Y .27 -2al

Meningkatnya status keselEtan ibu dan analq KB, kcachatan reproduksi, serta Sizi

90,8

l

929 Kcrnenkes

N/A

kota yanS
menyelenggarakan

kesehstan ibu dan

O-11 bulan yang
mendapat

30 KcmenkesP$scn N/A N/A

Meningkatnya statu! k$ehatan ibu dan anak, KB, keselralan reproduksi, serta gizi

Jumlah tenaga Or6ng N/A N/A N/A
keschatan yang
dilatih
kcgawatderu rata

l

960 Kemenkes

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN REITCANA HERJA PEMERII{TAH

TAHUT{ 2O2O
PERIHALNO

lrdtrto!
giturn 2OL71 20lal 2o1g't 2o20'l ttlL

PeLt.olr IEdil.tor
grE.! ?iJLTI SOlt'! 2ol9'r ?tDZO'l *lL

PohLllNo. t{o.
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dan inlcrvensisizi

Meningkatnya pengendalian pcnyakit mcnLllar dan faldor resiko pcnyakit lidak mcnular

Jurnlah Kab/ 372 3A2 398 432 Kemenkcs
k8t urMl.n/koia Xota

Mcningkatnya kincrja sistem kcachatan dan pcrncrataan akscr pclayenan keschatan
bcrkualitas

Jumlah r€ncana Dokumen N/A N/A N/A I Kemenkes
induk nasional
fasilitas pclayanan

lrerscntasc RSUD ttrsen 54,93 61,63 60 75 Kemenkes
Kclas o dcngan 7
jenis dokter

Jumlah IiXTI) Unil 3.210 6.669 7 o3il 7.197 Xemenkes

(sI' )sesuai

Kola

2.

3.

260 KerrEnkcsKab/ N/A N/A N/A

lengkap'i

Jumlah

Sumbcr Kementerian PPN/Bappenas kliolah), 20lq
Keteranganr ,) Rcalisasi; *l Target

2. Meningkatnya pcngcndalian pcnyakit rnenular dan faldor rcsiko penyakit tidak mcnu lar

Meningkatnya kine,ja si3tcm keselralan dan pc,nerataan akses pela-\anan kesehatar)
berkuaiitas

3()8 416

it

l

4a

Kabl N/A N/A N/A

Persen N/A N/A N/A

intervensigizi
b€rkualitas ",

Jumlah

(sP ) sesuai

Kab/Kota 372 3A2

Jumlah rcncrna Dokumen N/A N/A

fasilitas
Pelayanan
kesehatan'5

REIICANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PIMERIIiITAH

TAHUN 2O2O
PERIIIALIrlO

Sumt'efl ,Gmenterian PPN/Bappenas (diolah), 20rq
Keteransan: .) Realisasi; **) Tarset
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Arah Kebijakan

(Ha.lamar V.28-30)

Pembangunal kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu
pelaya'larl kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan
pada penguatan pelayanan kesehatan dasar lPrimary Health Corc)dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan
pemanfaatan teknologi melalui strategi pembargunan bidang kesehatan, meliputil

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan
reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan matema.l dan neonatal
berkesinambungan di fasilitas publik dai swasta dengan mendorong seluruh
persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan
antenatal dan neonatal, peningkatan kompeGnsi tenaga kesehatai terutama
bidan, perbaikan sistem rujukan matemal, penyediaal sarana prasarana dan
farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pengembangan pencatatan
kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar
lengkap terutama pada daerah dengan cakuparr rendah dan pengembangan
imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku higiene;
d) peningkatan gizi remqja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu
dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang arak dan gizi; f)
peningkatan pelayanan kesehatan bayi dar ba-lita termasuk inisiasi menyusui
dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan
kesehatar reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran
sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi,
edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatart
reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencama (PKB) dar!
Petugas Lapargan Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini
lapangan serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas
kesehata.n dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha
kesehatan bersumber daya masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan
akses layanan kesehatan reproduksi remqia secara lintas sektor ysng responsif
gender.

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan darr penarrggulangan
permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan sfi]ntir€tdengan
peninqkatarr efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penaiaman intervensi

154 Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
menuju cakupan kesehatan semesta terutarna penguatan pelayanan kesehatan
dasar lPrimory Heolth Card dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan
preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, meliputi:

I . Pooflgl.t n Lototrtr.a lbu, .n.L, LslEr.gr borcoc..lr lItD) itrs LG.Gtrrrt n
iePrcduttf, mencakup: a) peningkatan pelayanan material dan neonatal
berkesinambunga-n di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh
persalinan di fasilitas kesehatan yang didukung jaminan pembiayaan dan
kemampuan oelavanan esensial dasar dan emergensi komprehensif,
penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilaa,
peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal,
peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan
maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan
penguatan regulasi, penyedia.an sErrE[ra przrsarana dan farmasi, jaminan
ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas
pelayanan kesehatan; b) perluasan dan pengembangan imunisasi dasar
lengkap; c) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; d) perluasan akses
dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik
wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah
daerah dengan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling;
peningkatan kapaaitas da-n kompetensi Penyuluh Kelua-rga Berencarta (PKB),
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLXB), tenaga lini lapangar, darr
tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguata, fasilitas pelayanart
kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sefta upaya
kesehatan bersumber daya masyaJa-Lat; dan peningkatan KB pasca
persalinan; dajl e) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan al<ses layanan
kesehatan reproduksi bagi remaja secara lintas sektoryang lesponsif gender,

2. PercePstrr po{baltrn glzt E t riraLat untuk pencegahan dan
penanggulangan permasalahan gizi garrda, mencakup: a) penguatan
komitn:ren, karnpanye, pemantaucrn dan evaluasi upaya perbaikan gizi
masyara-kat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang
anak dengan pemberian iarninan asupaa cizi seiak dalam kandungan,

REI{CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCATA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

NO PERIHAL



M-138

sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi.yang bersifat lik sa1/ing
dengan didukung data yang kuat (eL,rden e based policg) termasuk fortihkasi dan
pemberian multiple tuictotLut'ient yang efektif bagi balita, anak usia
sekolah/remaja, ca.lon pengantin, calon ibu harnil, dan ibu hamil; c) penguatan
advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama
mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan lfood based
approa.h); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk pemaJrtauan
pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitrnen dal
pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi
sesuai kondisi setempat; 4 respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat; g)
Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga masyaralat madani,
perguruan tinggi dan organisasi profesi darl mitra pembangunan lainnya; serta
h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.

3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS,
TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, etuerging di,seases,
penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa penyakit tropis
terabaikar (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan
penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan
pengendalian faktor risiko pen-yakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat
dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini,
pengembangar real tifte sutueilans dan pengendalian vektor; b) penguatan
health securitA teutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan
respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alerl sAstetu
kejadian luar biasa dan karantina kesehatar; c) penguatan tata laksana
penEurganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis
masyarakat.

4. Penguatan Gerakan Masyaralat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a)
pengembangan kawaaan sehat antaia lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat,
upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lirrgkungan kerja sehat; b) penyediaan
ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong
aktivitas fisik masyarakat dan lingkungarr sehat serta penurunan polusi udara;
c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk

perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih darr sarritasi
lingkungan; c) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan
efektivitas intervensi spesilik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif
secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yarl8 bersifat life saurng dengan
didukung bukti levidenrp based policy) termasuk fortifikasi pangarr; e)
penguatar advokasi, komunikasi sosiaI dan perubahan perilaku hidup sehat
terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan
lJood based dpproachl, 0 penguatan sistem surveilans Sizi;; g) peningkatan
komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intenensi perbaikan gizi
dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi
dalam kondisi darurat.

3. Peotngtat n p€dgond.lla! peny.tlt, dengan perhatiar khusus pada
HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker,
emerging diseases, penJakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar
biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan
jiwa, cedera, gangguan penglihatan, daJl penyakit gigi dar mulut, mencakup:
a) pencegalan dall pengendalian faktor risiko penya-kit termasuk perluasan
cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor
dan perluasan layanan berhenti merokok; b) penguatan health security
terutarna peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat
terhadap ancaman penyakit termasuk penguatar alert system kejadian luar
biasa dan karantina kesehatan; c) peningkatan cakupan penemuan kErsius dEm
pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyalit dan cedera;
d) pengendalian resistensi antimikroba; dan e) penguatan sanitasi total
berbasis masyarakat.

4. Poobudryera G6*a! Muyu.Lt Htdtrp s€hrt (G6Er.l, mencakup: a)
pengembanga, kawasan sehat artara lain kabupaten/kota sehat, pa6ar"
sehag upaya kesehata, sekolah {UKS) dan lingkungan kerja sehat; b)
penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan
ruang terbuka publik, trarrsportasi masal dan koneldivitas antarmoda,
lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong
pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembanqunan
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menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan da! mendorong hidup sehat
termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan,
peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapal cukai pada
produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehata-n, dan pengaturan produk
makanan dengan kandungan gula, garam dan lemal<; d) promosi perubahan
perilalu hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk
revitalisasi posyaldu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya,
serta penggelakan ma,syarakat madani untuk hidup sehat; e) peningkatan
penyediaan pilihan pangan sehat termasuk peneraptrn label pangan dan
perluasan akses terhadap buah dan sayur;0 penguatan akses, kualitas,
advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di
semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk mendukung
upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijalan berrpawasan
kesehabn lHealth in All Poticbsl.

5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

a. Pagurtel polayaara Lorobrtaa dr..r rha tr ELn yang difokuskan pada
peningkatan upaya kesehatai masyalakat sebagai elemen pokok dari
pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah dan swastayang digunakan sebagai acuan
pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan
peld<sanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan
meliputi perluasan sistem rujukan dllrE termasuk integrasi fasilitas
kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk
daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulaua, dan pegunungan),
perluasan calupan dan pengembangar jenis layanan teleiedicirlp,
digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanar
kesehatan betgerak lflging heath carcl dan gugus pulau; optimalisasi
penguatan pelayaran kesehatan dasar mela-lui pendekatan keluarga;
pengembangal dan peningkatan kualitas RS khusus; serta perbaikan
pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian
bahan berbahaya dan beracun {B3);

berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembargan
standar dan pedomsn untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil
tembakau secara bertahap dengai mitigasi dampak bagi petani tembakau da,
pekerja industri hasil temba.kau, pelarangan total iklan dan promosi rokok,
perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan
perluasan pengenaan cukai pada produk pargan yang berisiko tinggi terhadap
kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam
dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yarrg inovatif,
pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madali untuk
hidup sehat; dan e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk
penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dall sayur.

Pe[Allata! al'tc@ Laaohatan da! Irongirra.aE obat da!' toalBr8ra,
menca.kupi

.. Pco5trltl! pelayaaaa Lc.€llatr! dr.rt ilr! rqJul.ta yang difokuskan
pada penguata! fungsi puskesmas dan jaringalnya dalam upaya
kesehatan maayarakat yang berkua-litas daI didukung peningkatarr
kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan
keluarga; revita-lisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat lainnya; pengembangan kebijaka.n khusus untuk pelayanal
kesehatan di daeralr terpencil, sangat terpencil dan daerah dengai
karal..teristik geografis tertentu fkepulauan) temasuk sistem rujuka!, pola
pembiayaan, regulasi dan kelembagaan; pengembangan pelayanan
kesehatan lanjut usia; penyempumaan sistern akreditasi pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta; perrrenuhan dan pemerataan
penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yErng mengacu rencana
induk penyediaan fasilitas pelayallan kesehatan; pemanfaatan inovasi
teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan
online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem
rujukan, perluasan cakuparr dan pengembangan jenis layarran
telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan
pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus
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b. P@c.ru.trr,r drn pGofnfl.t n LoatEt@ri tGo.gr LG.€hftrn yang
difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga
kesehatan, fasilitas kesehatan, famasi dan alat kesehatar), afirmasi
pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa
dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
pengembangan kebijakan re distribusi tenaga kesehatan yarrg ditempatkan
di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama
pemenuhan tenaga kesehatar melalui kontrak pelayanan; perluasan
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan
dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi
standar kualitas; serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan
tenaga rron-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi
keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

c. PeE nuhan .L! pertrEtrt.n dryr rllag rodlaa.l faraad dra alat
Losehatrl yarrg difokuskan pada efisiensi pengadaar obat dan vaksin
dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik
fa:.masi real time berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan
penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan
va}sin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitiaa dan pengembangan
life scietDesi seita pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan
untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;

d. pohd.lt r cfcl.avltit lrcogrrra[n obat du urtrura ya'lg difokuskan
pada perluasan cakupan dan kualitas pengawas an pre dan post market obat
dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM
pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium;
peningkatan kemarnpuan riset; percepata.n dan perluasan proses layanarl
publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuharr dan kemandirian pelalu
usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk;
peniflgkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; serta pemanfaatan
teknologi informasi dalarn pengawasan obat dan makanan;

pulau; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; dan
penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dam
pengendalian bahan berbahaya dan beracun (Et3);

b. Pedeouh.n dra pGolrSl.t r LoElrstoo.t t€a.!. k6.h.tir yarg
difokuskan pada afirmasi pemenuhai tenaga kesehatan strategis
termasuk dengan pengembangan pal<et pelayanan kesehatan (tenaga
kesehatal, farmasi dan alat kesehatan); afirmasi pendidikan (beasiswa dan
tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal,
perbatasan, darl kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; afirmasi
pendayagunaan dan mekanisme re-distribusi tenaga kesehatan yang
ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan ; pengembangan mekanisme
kerJasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara
dan kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pengembangal tenaga
kesehatan untuk penguatan pelayana.D kesehatan dasar (seperti tenaga
promosi kesehatan, dokter keluarga layanan primer, dan perawat
komunitas); penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang
kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan pemenuhan tenaga
kesehatan sesuai standai dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga
sistem inlormasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tatakelola
di fasilitas pelayanan kesehatan;

c. Poa.6uh.n .ti! pootaft t.a rhye lrlng rodtrra finnrrt d..!r .lat
L€.elrtal yarrg difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin
dengan mengutamakan ku alitas produk; penguatar sistem logistik fa-r'masi
real time berbasis elektronik; peningkatal promosi dan pengawasa,
penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen,
dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitiaa dart
pengembangan life sciences; dan pengembalgan produksi dan sertifikasi
alat kesehatan untuk mendorong kemaldirial produksi da.lam negeri;

d. Pooflglitin efckl'lt. Ir6g.r.rin ob.t d..! a.t ii.8 yang
difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan
post market obat dan pangan berisiko yanA didukung oleh peningkatan
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Pa8u.trr tltr Lolol+ poobtryur, kesehatan, tE!.Utl.n din
pogombaagaa yang difokuskan pada pengembangarr kebijakan untuk
peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah
kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuh.rn
SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifftasi sistem inforrnasi
kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem singb errtry; inovasi
dan pemanfaatan teknologi digital termasuk big data unt:tk pengumpulan
data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan
pemanfaatan anggaran untuk penguatai promotif dan preventif berbasis
bukti; pengembangan sumber pembiayaar baru seperti penerapan earmark
cukai dan pajak, ker;asama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas
dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta
penguatan penelitiaJr dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi
intervensi kesehatan, dan eva.luasi sistem kesehatan untuk mendukung
pencapaian prioritas nasional.

kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium; peningkatan
riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi;
perluasan pemarfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan
makanan; peningkatan kepatuhan dan kemaldirian pelaku usaha dalam
penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan
peran serta masyaral<at dalam pengawasan; daI perluasan penyidikar dajl
penindakan terhadap pelarrggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang obat dan makanan;

P@lurte.D t tr toloh, Ir€obtaFa!, pc4outt ! dr.r peqgoebrrtar
LG3cLrt a yang difokuskan pada pengembangan kebijal<an untuk
penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah
kesehatar untuk pencapaiarr ta.rget nasional dan mendorong pemenuhan
SPM kesehatan; integrasj, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi
kesehatan pusat dafi daeral termasuk penerapan sistem single entry;
penguatan data rutin; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk
pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan
termasuk big data; peningkatan pemanfaata, .frggarErn untuk penguatan
promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan
baru seperti penerapan ear"mark cukai dan pajak, kerjasama pemerintalr
dan swasta; peningkatai kapasitas dan kemandiriar pembiayaan fasilitas
kesehatar milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengemba.ngan
untuk efektivitas dan inovagi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem
kesehatan untuk mendukung pencapaian prr'oritas nasional.

5.2 Btdrng Peobaagula! Sorlal Budaya daa Kehldupa! B€r'{a.ar
5.2.3 P€odtdtl.n

Perubahan target mahasiswa
penerima bantuan Bidik Misi
Tabel 5.13 Sasaran dan

155.

Jumlah rDahasiswa penerima bantuan
Bidik Misi

410Ribu Jumlah rna hasiswa pencrirna bantuan
Bidik Misi

365Ribu
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Indikator Pembangunan
Pendidikan

(Halaman V.32)

Sumbefl Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 SumLlen Kementerian PPN / Bappcnas (diolah), 2019

156 Perubahan K/L pela.ksana
akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
5. 13,
(Halaman V.3l - V.32)

Meningkatnya taraf pcndidikrn pcnduduk usia di atas l5 tahu n

REla'rata lama sekolalr t!!r(lu(lrk usia diatas . Ktx (.rxlikbud
lslahri,i . Krx,tr:rirrg

. l(()rl(:rristekdikti

llata'rata angka mclek aksflra txrduduk usia di . licnn]lKlikbud
alAs 15 tshrin . j(efircnag

. Kctrurristckdikti

Mcningkatnya kualitas dan r€lcvBnsi perdidik

Itrs.nL,rsedosenbe,'kualilikasipcndidikan . I<cnx:r)ag
nrinimels2 . Kerr)err'siekdrkri

.lDnllah publikasi ilrniah di.jrrrnal i!rtermsional . l((xnc,ng
berePutasi . Kc'r.nrsrek liktl

Mcnyediakan bantuan KIIr bdgi siswa miskin dan Bidik Misi bagi rnahasiswa
miskin berprestaBi

Junrlah mahasiswa pcncrinE banluan Bidik . Xqnenaa
Misi . Kcnurnsrckdrkti

I

2.

I

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

. Kcrnenag

. Y\cmcn ristekdi kti
Rasio APK PI antara 2OC6 pcnduduk temiskin
dan 2096 penduduk tcrkaya

Mcninakatnys taraf pendidil.,an penduduk usia di atas 15 tahun

Meningkstnya kualilas dan relevansi pendidik

Irerscntasedoscnberkualifikasi .tGrnendikbud
pendiLl,kAr' rriri[ral 52 . h.mcnag

Jumlah t)uL)likasi ilrniah dijurnal . Xr:mendikbud
rnteflr{s!,rul l( ruula", . rr,.-"n.g

Menyediakan bantuan KP bagi siswa niskjn dan Bidik Misi bagi
rnahasiswa nriskin berprestasi

Jurnlah nra|asiswa penerima baniuar . Kernendikbud
B rk Misi . Kemenag

l.lasio AI']X I'T antara 2oolo penduduk . l<enrendikbud
teffniskin dan 2tJo,6 pcr)duduk terkaya , KemcnaR

l

2.

3

Rata-rata angka melek aksara
penduduk usia di atas l5 tahun

Rata-rata larna lckolah penduduk usia
di atas 15 tahun

sr.ars!/tLdllrtor x/L PGlrt!.rr

PERIHAL RENCAT{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO PEMUTAKHIRAN RETCANA KERJA PEMERII{TAH
TAHUN 2O2O

l

Sumbefl Kementerian PPN/Bappcnas (diolah), 2019



M-143

I Mcningketnys taraf pcndidikan pcoduduk usia di atas 15 tahun

Rata-rata lama sekolah thhun 8,45rr 8,524 a,8 8,8
pcnduduk usja di atas l5
ta hun

Rata-rata angka melek l'ersen 95,54 95,74 96,1 96,2
aksal? pcnduduk usia di
atas I5 tahun

Sumbcr: a Ill']S ldiolah), 20la u Kcmendikbud dan Kemenas (diolah), 20la; o Kcmenristckdikli
{diolah),2018
Keterangan: , R@lisasi; '', Target.

Perubahan indikator dan
target pada Sasaran
Pembangunan Pendidikan "1.
Meningkatnya taraf
pendidikan penduduk usia di
atas l5 tahun"

Sasaran dan Indikator
Pembangunan Pendidikan

Tabel 5.I3

(Halarnan V.31)

Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas I 5 tahu n

Rala rala latrE sckolah lahL r a,454 8,52n)

Sumbcr r BPS (diolah), 2O18r hl Kcmendikbud dan Kerncnag (diolah), 20Ia; d Kerncnristckdikti
(diolah),2018
Kctcranganr r R.ali8asi; ', Target.

4,63 8,7 4
pcnduduk usia di atas 15
tahun

2 Mcningkatn)'a kualitas dan rclcvami txndidik

ltTsortasc AUru ltrscn 8O,Obr A5,O 9O,O 95,O
lx:, kralilikasi mrnurtal
s1/
I),IV

SLrnrbor: n lil'S kliolahl, 20la q Kerrrndikl)r(l dar Kenlcnag tli(,lalr, 201u; d KcrrEr)rislck(likti
(diolah), 20l8
Ketelarrsar: ) Rcalisasi;'r'lbrael. Sumben a BPS (diolah), 20la;q Kemendikbud dan Kcmenag (diolah), 2018; .) Kemenristckdikti

(diolah),2018

Keterangenr I Reslisasi; "l Targct.

2 Mcningkatnya kualitas dan rclcva,rsi pendidik

Mcnyediakan bsntusn KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi rmhasiswa miskin
bcrprEstasi

3. Mcnyediakan bantuan KIP baSi siswa miskin dan Bidik Misi bagi nlahasisws miskin3

Perubahan indikator dan
target pada Sasaran
Pembangunan Bidartg"2.
Meningkatoya kualitas dan
relevaisi pendidik"

Tabel 5.13

Sasaran dan lndikator
Pembangunan Pendidikan

Perubahan indikator dan
target pada Sasaran
Pembangunan Bidang "3.
Menyediakan bantuan KIP
bagi siswa miskin dan Bidik

(Halaman V.31)

RENCAT{A KERJA PEMERINTAH TAHUI{ 2O2O PEMUTAKHIR.AN RENCANA KERJA PEMERII{TAH
TAHUN 2O2O

tlo.
lndllator

8rt .lu 20171 20181 20t9nt 2@@'l No.
IDdtrtor

8.hrn 2ol7t 2ol&l i 2o19"r 2i*t*1

hdllI.tor
20t7-t 20L8\ 2019',r 2q20*+l

Iidll.tor
ntrt 20181 ?Ol9-r 2920*1 2ot7.t 2O18.r 20t9"t 2O2O."lllo. flo.

NO PERIHAL

157.
I

158.

159.

g.tuur 2017 r 2ola'l 2019'1 2O2O*"1No,
Iadftstor
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Misi bagi mahasiswa miskin
berprestaai'

Tabel 5. l3

sasaran dan Indikator
Pembangunan Pefl didikan

(Halaman V.3l ) Rasio API( Rasio O,69il 0,68.1 O,7O O,7O
SMA/SMl(/MA antara
'zryk pcnduduk
tcrmiskin dall 2OP,6

penduduk tcrkaya

Sumber .i BPS (diolah), 2018;r,r Kemerxlikbud dan l{crnc,ras (diolah), 20l8; 4 Kemenristekdikti
(diolah),2018
Xeteranganr r Rcalisasi; 1 'l'arget,

o,96

367 ,9 302,3 473 ,4

o,95,r o,94,,t q96

Jumlah mahasiswa
penerirna bantuan
Bi.lik Mi.i

Rasio APK SMP/MTS
antara 2@5 pcnduduk
temiskin dan 2@,6
penduduk tcrkaya

Ribu

Rasio APK Rasio O,7O 0,67 O,7I O,72
SMA/SMK/MA antara
2o./o trll(luduk
tenniskin dan 20Pld
penduduk tcrkaya

Surnber: a tsPS (diolsh),2018,br Xemendikbud dan Kemenas (diolah), 201a; "r Kenl(xrristekdikti
kliolah),2018
Kcterangan: ', R@lisasi; , Taract.

365367,9 3W,s 47s,4Jumlah rnahasiswa
penerirna bantuan
Bidik Misi

Ribu

5.2 Bldang Petrba.Egurar So3tal Budaya de.a Xehldulran B@aga.aa
5.2.5 Pemuda da,r Olahraga

SasaJ'an dan indikator
pembangunal pemuda dan
olalrraga tahun 2O2O llabel
5.t5)

Mcringkatoya partisipasi penluda di bcrbagai bidang pembenguDan

Orang 1.5m4 1,4OOc l,5OO 1,8OO Kemenpora

35dn) 354n)

l

17 KemenporaKcgia-

Jumlah pemuda
kaderyang
difasilitasi dalam
pengembangan
kepedulian,
kcsul(ar€lawanan

Jumlah kegiatan
orSanisasi

160

Meningkatnya partisipasi pcmuda dj berbagai bidang pcmbangunan

Jumlah
pemuda kader
yang
difasilitasi
dalam
pengcmbanSan

, kepedulian,

kepcloporan

t.4004

I

Orang 1,5OO 4 L5(X) l,aOO Kemenpora

REI{CANA XERJA PTMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN REI{CANA KERJA PEMERINTAH
TAHUII 2O2O

PERIHALNO

Iadltrto. Srturn 2ol7't 20141 2.O19't ztzafl KIL
P.laL..r. 8.tor! 2.Ol7.t 2ol8'r 2ot9'l 2(J,ll}'lNo

41.o

Io. Indltrtor
,ilL

PeLL.r!r
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Doku- 5a) 54 6 Nemenpora

sako) yang
difasililasidalanl

Sumben Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 20l9
Ketcranganr *) Realisasi; *'l Target

Jumiah koordinasi

dengan lembaga

Sumber: Kemcntcian PPN/Bappcnas (djolah), 20l9
Kcteransanr r) Realisasi; ..) Tarsct

35 it

5dDoku'

Lf,rnbaga 35 d") 35 4n) l7 Kem€npora

Jumlah
koordinasidan

densan
lembaga,intas

tingkat
pemerintah

Iuar ncgcri

Jumlah
kegiatan
organisasi

saka/
Sako)yang
ditasilitasi
dalam
pengembangan
organjsaBi'l

t61 Sasaran dan indikator
pembangunan pemuda dan
olalrraga tahun 2O2O (ta,bel
s.ls)

penduduk
berusia 10

yans melakukan
olahrasa

Persen 2751r,i 31,34q 32,43 34,26 Kemenpora
penduduk
berusia lO

yang

olahraga "l

Persen 27,61bt 31,38 ") Meningk Meningk Kcmenpora

NO

Irdltatot 2017\ 20181 2019-r I 2(,2(} )
xtL

P.l.lt!ar Iodltrtor Sitrrrr 2olrl 2014 1 2019" r 2020"r t<tL
Pclrli.n

PERIHAL REI{CANA XTRJA PEMERINTAH TAHUI{ 2O2O PEMUTAXHIRAN RENCANA KERJA PIMERINTAH
TAHUI{ 2O2O

2
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Jumlah peserta
olahraga olimpik
yang dirasilitasi

rne-nengah,
perBuruan
tinggi,
pendidikan

informal,)

Omng I7,OOO ii) l7.OOO Kerrlenporal7,ooo 122.4cr{)

Sumber Kementcrian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: rJ Rcslisasi; 1 Tarset

Jumlah pcacrta
olehraga
olimpik yang
difasilitasidi

perguruan
tinggi,
pendidika n

informal i)

Sumber: Kenrcntcrian PPN/Bappcnas (diolah), 2o19
ltuteraogan: r) Realisasi; *1 Targct

OranS I7.OOO Kemcnpora17.OOO 122.4(n 17.OOO

Sasaran dan indikator
pembangunan pemuda dal
olahraga tahun 2020 (tabel
s.1s)

162

Orang

Omna

Orang

2.3O'i 3.0OO Kemenpora

16.00() Kernenpora

s.(xxl Kemenpora

2.3aOC 2.3404

l2.4OO.l l6.4OO.l r6.ooo

4.269 4 s.Om4 s.Om C

Jumlah tcnaga,
keolahrasaa n
olimpik yang
difasilitasi dalanr
pengemba nga n
tenaga keolah-
ragaan di dacrah I

Jumlah bibit

olimpik yang
difasilitasi dalam
Pernanduan bakat
cabang olahraga
unggulan I

Jumlah

olimpik yans
dirasilirasi dalam

Orang

Ora ng lo.ffn

5(lo

2.ll8OC 2 3AO,i 3 Oar)

Omng 4.2694 s.moc

2.380n

t2.4o() t6.4m l6.ooo c

5.Om4

Jumlah tenaga,
keolahragaan
olimpik yang
difasilitasi dalam
pcngcmbanSsn
tenaga keolah'
ragaan di daerah a

Jumlah bibit

olimpik vana
difasilitasi dalam
Pemanduan bakat
cabang olahraga
unssulan i)

Jumlah

olimpik yans
difasilitasi dalam

2O2A l

PERIHAL RENCANA I{ERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO

2017')No, 2014'1 2019')I0dltrtor

t

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERII{TAH
TAHUN 2O2O

IxnI
I e"ur*.. 

I

flo. M 20t8", 2019-1 2o.20-l t<lL
PchlM

3



M-t47

17

5 inr

59

Unit N/A.l n, N/A c i, N/Ax, 7 Kcmcnpora

Kegiat- lol 17 Kcmenpora

Doku- 6 4 ii! lo Kcmenpom

l0 4n IO.l9 lO KcmenporaKegia-

pengembangan

Jumlah
PPLP/ PPLM yang
rn€menuhi standar

Jumlah lasilitasi
pcnyelenggara-an

kompetisi olahraga
junior bertaral
nasional, regional
dan internasional
baik sinsle

Jumlah koordinasi

kcola hraBaan
dcngan lembaga
lintas sektoml,
Perncrintah
dacrah, luar negeri
dan pihak swasta
bcrbasis cabang
olahrasa Olimpik i)

Jumlah fasilitasi
bidang pcnskajian
lptek dan database
olahraga i)

sumbcn Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Kcteranganr *) Realisasi; *) TarSet

Jumlah
olahragawan yang

keiuaraan olahrasa
junior bertaraf
nasional regional
dan internasionsl
(sinsle dan atau
atau multi event)

Jumlah koordinasi

keolahrasaan

daerah, luar negeri
dan pihak swasta
berbasis cabanS
olahrasa Olimpik i)

orang 5,OOO.i 6.moc 6.00Ct 6.000

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas {diolah), 2Ol9
Kctcransanr ") Realisasi; *) Tarset

lo

5r)

7Unit N/A.l'l N/Ac, N/An

lOd.l 10.! ",)

Kemen-

Kesia-

pcngembangan

berbakat i)

Jumlah PPLP/ PPLM
yang merrEnuhi

Jumlah fasilitasi
bidang pengkajian
Iptek dan database
olahrasa i)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUIT 2O2O

NO PERIHAL
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Perbaikan keterangar tabel
5.15 Sasaran dan Indikator
Pembangunan Pemuda dan
Olahraga

Sunlber a Kemenpora,20l9;t)BPS,20l5;.r BPS,2o1a (.iala tcrsedia tiga tahunan)

Realisasi; 'l Targetl il Usulan indikator baru/penyesuaian; 'i Fasilitasi pada Kwarnas
d6n 34 Kwarda Crerakan l'ramuka; in) Tidak hanya pada cabang olahEga Olimpik; i'l
Behm dilakukan; ,l f idak termasuk fasilitasi pengkajian dalabase

Xclerangan

Sumbci a) Kemcnpora,2Ol9; b) BPS, 2Ol5; c) BPS, 2O1A

Keteranaan: ')Reelisasi; *) Tarset; i) Usulan indikator baru/pcnyesuaian; ii) Fasilitasi pada
Kurarnas dan 34 Kwarda G€rakan Pramuka; iii) Datq tersedis tiga tahunan; iv) Tidak
hanya pada cabangolahmga Oljmpik; v) B€lum dilakukan; vi) Tidak terrnasuk
fasilitasi penSkajisn databasc

163

5.2 Bldalg PeE.ba.lgu.aa! Soshl Budaya dan Nohldupa! BG(.g.Ea
5.2.6 Ala,o.a

Sasaran dan Indikator 5.2
Bidang Pembangunart Sosial
Budaya dan Kehidupan
Beragama; 5.2.6 Sub Bidang
Sub bidang Agama

(Perubahan data pada Tabel
5.16 Sasaran dan Indikator
Pemba.ngu n an Agarna
Halaman V.38)

Meningkatnya Komunikasi dar Dialoa Lintas Agama

lirteks Kerukunan Urflat Nilai 72,'27

2. Mcningkatnya KualitasPelayananKcagarnaan

lndcks Kepuasan Jcmaah
Haji

Jumlah Kantor Urusan
Agama (KUA) yang
rncmenuhi standar
pclayanan &lam layanan
administrasi kcssarnaan
(KUA)

3.I iJil 3la8

l

7O,9O 723a 73,A7

84,85 85,23Nila i 86,OO

3.400

a7,a)

3,700

Mcningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agarn

lndcks Kerukunar tirnat Nilai 72,27

2. McningkatnyaKualitasPrlayananKca8arnaan

85,23

tiLrA 3.1 an

70,90 73,a3.' 73,a7

Nilai 85,91','

3,078

47,00

3.184Jumlah Kantor Urusan
Asarna (KUA) yans
mcmenuhi standar
pclayan6n dalam layanan
administrasi keasamaan

lndcks Kepuasan Jcnleah
Haji

164.

PERIHALNO

20171 20la l 20t?'larrr'rn / Irdlh.tor ar..ren / lndtlrtoro. 2olr't z()r}a}'t tlo. 2014, 2019*1 2(,t10-l

RENCANA KERJA PEMERIT{TAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCANA KEruA PEMERINTAH
TAHUI{ 2O2O

I

84,85

3.188
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Jumlah pcnyuluh agarna orane
yang ditingkatkan kualitas
dan kapa3itasnya (orans)

Sumber Kern€nterian PPN/Bappenas (diolatr, 20l9
Kcteranganr 'J Rcelisasi; ', Targct

45.mO 45.OOO 62.262 62.262 Jumlah Fnyuluh agama orang
yang ditingkatkan kualitas
dan kapasitasnya

Sumb€n Kementerian PPN/aapp€nas (diolah), 20l9
Keteranaanr I Realisasi; 'l Target

45.(XX) 45.Om 33.,160 33.460

5.2 Btdarg Pembeagu,ra.a Soslal Bud&ya da.a Kehldupar Betrg'Ea
5.2.7 l(ebudayaa.n

Meningkatnya kualitas Ilemajuan dan p{lestaflur kebudayaan unluk rncmrxrrkuat
kel,rhanan budaya bangsa, meningkatkan kcsqialrteraan r?kyat, dan mernEngaruhiarah
Frkembangan Fradabarl dunio

Jumlah even seni budaya Evcn

Sumben Kemcnterian PPN/Bappenas (diolah), 2()le
Keteranganr *) Realisasi; *) Tarset

t33 144 144

I

N/^ 37A :\47 :t47Nilai
rludaya/
tradisi

165 Pemuta-l<hiran target
indikator pembangunan
bidang kebudayaar pada
Tabel 5.17

Meningkatnya kualitas pernajuan dan pelestarien kcbudayaan urrluk nunperkuat
ketahanan budaya bangsa, nleningkatkan kesejahteraan rakyat, dar mcnrpcnganrhi arah
perkembansan peradaban dunia

Jumlah rrilai brrdaya dar Nilai N/A :t7A I 516 1971
tradisiyangdirevitallsasi Inrdava/

'lradisi

Jumlah even scni budava lrvor I33 \44 7O2 29A

Sumber Kementerian PPN/Bapp€nas (diolah), 20l9
Keteransanr t) Realisasi; t*) Tarrct

I

5.2 Btdaag Penbilgula.a Soslal Budaya da! Nohldupan BGragaDa
5.2.8 Koaotuarl Gendor da.!t Penberdayaan Perelrlma!

Perbaikan Arah Kebijakan Kebijakan dalam mewujudkan kesetara.an gender dan pemberdayaan perempuan
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG darl kelembaga.an
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, melalui:

l. PeninSkatan pemahaman dan komitrnen K/L/Pemda tentang pelaksanaan
PUG mela.lui PPRC;

t66 Kebljakan dalam mewujudkan kesetaraan gender darr pemberdayaal perempuan
diarahkan untuk meningkatla.n kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO, melalui:

Peningkatan pemaharnan dan komitmen K/L/Pemda tentarlg pelaksanaan
PUG dan PPRG;

1

REI{CANA KERJA PEMERII{TAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAT{ RENCAI{A XTR.IA PEMERII{TAH
TAHUN 2O2O

PERIIIALNO

Altrraa / lndtrto, 20171 20141 ae8.Irlr / Iadft.tor 20L7!Srtu.a201 ") 2o2g't No 2018.1 20ttr\ 2020-\

J urrlal) rj1,rl l,u(liryi!LIr
t|a(lisi !irr8 rlitr vilrlisrs



2. Peningkatan pengetahuan, pemaharnan dan kesadaran aparat penegak
hukum, pemerintah, masyaral<at, dan dunia usaha dalam upaya
pencegahan dan penErng.rnErn berbagai tindak pidana KtP termasuk TPPO;

3. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan
pelaksanaan terkait PUG dan pencegahan KtP termasuk TPPO;

4. Penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRC, antara K/L/OPD
pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD
Peflgerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya;

5. Peningkatan kerJa sama multipihak antara pemerintah, masyara-kat, dan
swasta dalam pelaksanaa.n PUG mela-lui PPRG dan perlindungan
perempuan dari KtP termasuk TPPO;

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Pengera.k dan
Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaal dan ku alitas tujuh
prasyarat PUG melalui PPRG di K/L/OPD tersebut

7. Penguatan data, sistem, dan pemanfaatan data terpilah menurutjenis
kelamin dan data KtP termasuk TPPO;

8. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dal penanganan TPPO di
semua tingkatan dan penguatan sinergi antarunit layanan KtP;

9. Pemanfaatar! dana dekorsentrasi untuk peningkatan kapasitas
kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari
betbagai tindak kekerasan termasuk TPPO di provinsi/kab/kota; dan

lO, Pemantauan dan evaluasi terhadap polaksanaan PUG melalui PPRG darl
KtP temasuk TPPO.

Penguatan regulasi dan aturan pelaksanaan terkait PUG, PPRG, serta
perlindungan perempu.rn dari KtP dan TPPO;

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Penggerak dan
Pelalsana PPRG dengar memastikan ketersediaan dan ku a-litas tujuh
prasyarat PUC;

Penguatan koordinasi anta!-K/L/OPD Penggerak PPRC, antara K/L/OPD
pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/LIOPD
Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya;

Peningkatan kerja sama multipiha.k antara pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, media massa dan pemangku kepentingan terkait dalam
pelaksaaaan PUG, PPRC, serta perlindungal perempuan dari KtP dan
TPPO;

6. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran aparat penegak
hukum, pemerintah, individu baik laki-laki maupun perempuan,
keluarga, masydakat, dan dunia usaha dalam upaya pencegahal dan
penanganan KtP dan TPPO;

7. Penguatar data gender, pengembangan sistem data terpadu, serta
pemaltfaatan data gender, termasuk data KtP dan TPPO;

8. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penangansn TPPO di
semua tingkatan dan penguatan sinergi antarunit layarran KtP dan TPPO;

9. Pemanfaatan da'ra dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas
kelembagaan PUG dan kelembagaar, perlindungan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan dan TPPO di provinsi/kab/kota; dan

Pemantauan dan eva-luasi terhadap pelaksanaan PUG, PPRC, serta upaya
pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO.

2

3

4

5

RENCANA NERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAI{ REI{CAITA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2O2O
PERIHALNO

M-150
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5.3 Bldarg Pembe,rgu.na.a ELonoml
5.3.1 Nedargar [egara

167 Perubahan data pada Tabel
5.20 Sasaran dan Indikator
Keuangan Nogara- [halaman
v.44-V4s)

Penerimaan Perpqjalan (%
PDB): halaman V.44,
terdapat pemutakhiran
data untuk 2020
mengikuti APBN 2O2O
menggunakan poin

Belanja Modal (o/o PDB):
halamal V.44, terdapat
pemutakhiran data untuk
2020 mengikuti APBN
2020 menggunakar poin

Subsidi Energi (o/o PDB):
halaman V.44, terdapat
pemuta.khiraD data untuk
2020 mengikuti APBN
202O menggunakalr poin

Keseimbangal Primer (oZ

PDB): halamar V.44,
terdapat pemutakhiran

I Mcningkatnya trcn rasio penerirnaan perpajakan

Tcrkcndalinya detisit anggaran dan rasio utarr8 pernc.irrtah

Srlrplus/(l(:tisi1 l'erse. (2,s1) d (1,u2) (1,84)
angsarar PDB

Srok ularla Persen 2q,38 29,711 3O,OO
pcrrr.rirlalr PDB 4

I 1,1O

1,l u'I ,24

2

4

r,o3 0,99

(o,o8) (o,13)

10,57
I I,trJ

Meninskatnya kualitas belanja nesara

Iniln rja rxxlal Persen l,soc
PDB

Sul)srli{xn:rsi Persen o,7o4
PDIJ

o,oo-
o,23

1,43
l,5a

o,a2-
o,a3

(1,7s1-
(1,s2)

30,t o-
z),40

Persen 9,9Oc 10,24
PDB

3 Membaiknya k€scimbangan p.imer

Kescimbsnsan Persen [o,9o)4
primcr PDB

1 Meningkatnya trcn lasio penerirraan pcrpajakan

'le.kendelinya dclisit anggaran dan rasio utarrg pcmerintAh

Surtru$/(k iisir l'ct.se,r (2,s1) 4 (l,ll2) (1,84)
arrAaarur I)Du

1 ,24 t,la

o,72I ,O3

'2

3

1 1,1o 10,69 Kemenkeu

l,2O Kemcnkeu

(o,o8l {o,13) (o,o7) Kcmcnkeu

11,76) l{crx,,,kcn

29,34 { 29,74 3O,OO 29,45

Meningkatoya kualitas belanja negara

Bela is nxxlal PerseD 1,5O4
PDB

Subsrdi c,rcrgi PerseD O,7o4
PDB

Stok utanA
pcmcrintah

Persen 9,9Or 1rJ,24
PDII

Mcmbaiknya kcseimbangan primer

Xes.:irrrt)ansan t,ersen (o,9ol 4
primer PDB

PEMUTAKHIRAN RET{CANA NERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

IodLrtot 8.tEr! zol.t.t 2ola-r 2otg.1 z@(r-l KIL
P.Lt eE tEdll.tor S|Er! l?t 2oltrr ,}OLlrt 2o,{l*l \lL

PcLLa!r

NO PERIHAL RET{CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

I

PDB
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data untuk 2O2O
mengikuti APBN 2020
menggunakan poin

Surplus/Delisit APBN (%
PDB): halaman V.45,
terdapat pemutakhiran
data untuk 2O2O
mengikuti APBN 2020
menggunal<an poin

Stok Utang Pemerintah (o/o

PDB): halaman V.45,
terdapat pemutakhiran
data untuk 2O2O
mengikuti APBN 2020
menggunakan poin

Sumbcn.l Kemcnkcu, 2O18,

Keterangan 1 Rcalisasi; ') Reslisasi scrrpntara; '1 Target; ***) Targct Scmcntara (Perhitungan
Bappcnas)

Sumbci 4 Kcmenkeu, 2018.
Kcteranganr ') Realisasi; 1 Rcslisasi scmentara; -1 Targct; "'1 Berdasarkan APBN 2mO

5.3 Blrtelg Peobaaguaaa ELoroEl
5.3.3 Utahe M iro, Kecll, Menengah, Noper&sl dra KowLattahaa!

Perubahan narasi pada Sub
Bab 5.3.3 Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, Koperasi
dan Kewirausahaan

{hdaman V.48)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, darr Kewirausahaan memiliki
peran yang besal pada perekenomian Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM
bergantung terhadap kondisi ekonomi nasional karena keterlibatarnya dalam rantai
nilai global masih rendah. Ha.l ini tercermin dari kontribusi UMKM hanya sebesar
l4olo terhadap nilai ekspor Indonesia (Kementeriar Koperasi dan UKM, 2017).
Adanya keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global berperan dalam peningkatan
pangsa pasar dan menjadi altematif disaat perekonomian domestik lesu. Selain itu,
UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 57,9 ju ta orang sehingga
berperan dalam upaJa menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam perannya sebagai
wadah pengembargan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah koperasi

168 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengal (UMKM), Koperasi, dan Kewirausahaan
memiliki peran yang besar pada perckenomian Indonesia. Sebagai pelaku
ekonomi, UMKM bergantung terhadap kondisi ekonomi nasional karena
keterlibatannya dalarn rartai nilai global masih rendah. Hal ini tercermin dari
kontribusi UMKM hanya sebesar l47o terhadap nilai ekspor lndonesia
(Kementerian Koperasi dan UKM,2017). Adanya keterliba.tan UMKM dalam rantai
nilai global berperan dalam peningkatan pa.ngsa pasar. Selain itu, U MKM berperan
dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyerapan
tenaga kerJa sebanyak 57,9 juta orang.

Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam perannya sebagai
wadah pengembanga, ekonomi masyarakat. Pada talun 2018, jumlah koperasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN REI{CAI{A NIRJA PEMERINTAH
TAHUI{ 2O2O

NO PERIHAL
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mencapai 2O9 ribu unit dengan proporsi jumla.h koperasi aktifsebesar 60 persen.
Namun demikian, jumlah serapan tenaga kela oleh koperasi dan daya ungkitnya
terhadap kesejalteraan anggota masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah
jenis koperasi ya.rrg berkembang masih terbatas pada koperasi simpan pinjam,
konsumsi dan produksi, serta belum berkembangnya koperasi mode! baru seperti
koperasi pekerja dan koperasi starr-up.

Seii'ing dengan itu, potensi kewirausalaan Indonesia ditunjukkan dengal minat
dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk berusaha. Di tahun 2017,
berdasarkan survey GLobal Enbepret@urship Monilor, terdapat 47,74 peraeo
penduduk Indonesia mempunyai minat dan motivasi untuk berusaha atau lebih
besar daii rata rata global sebesar 43,43 persen.

Potensi UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan yaig besar dalam perekonomial
harus d,iringi dengan kapasitas dan daya saing yang mumpuDi untuk bersalng di
era revolusi industri 4.O. Bagi UMKM, tantangan mengenai skema pembiaya.an
yang belum tepat sasaran, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, dan
belum optimal berperan pada global vdfue chaur perlu menjadi fokus perhatian.
Selain itu, kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha masih perlu untuk
diberikan perhatian agar memberikan rasa arn?u baai UMKM dan wirausa.ha
dalarn berusaha.

Kineqa kelembagaan dan usaha koperasi pun membutuhkan pendekatan baru.
Ha1 ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga koperasi, antara
lain meliputi tata kelola dan partisipasi anggota serta pengembangan inovasi
model bisnis koperasi yang mengakomodasi disrupsi teknologi. Dari sisi
kewirausahaan, minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi belum
direalisasikan dalam bentuk usaha yang berorienta.si tumbuh. Selain itu,
mayoritas wirausaha merupakan wirausaha pemula yang masih minim
pengetahuan mengenai teknologi informasi dan masih belum mampu menyerap
banyak tenaSa kerja karena masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan
h;drrp lnecessity entreprel@nrs).

mencapai 209 ribu unit dengan proporsi jumlah koperasi aktif sebesar 60 persen.
Namun demikian, jumlah serapan tenaga kerja oleh koperasi dan daya ungkitnya
terhadap kesejahteraan anggota masih tendah. Salah satu penyebabnya adalah
jenis koperasi yang berkembang masih terbatas pada koperasi simpan pinjam,
konsumsi dan produksi

Seiring dengan itu, potensi kewirausahaan Indonesia ditunjukkan dengan minat dan
motivasi masyarakat lndonesia yang tingar untuk berusa-ha Di tahun 2017,
berdasarkan survey Global Entrepreneurship Monitor, terdapat 47,74 persen
penduduk Indonesia mempunyai minat dan motivasi untuk berusaha atau lebih
besar dari rata-rata global sebesar 43,43 persen. Narnun, rasio wirausaha yang
berorientasi pertumbuhan terhadap wirausaha berorientasi kebutuhal masih
rendah.

Potensi UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan yang besar dalam perekonomial
harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang mumpuni untuk bersaing di
era revolusi industri 4.0. Baai U MKM, tantaigan mengenai skema pembiayaan yang
belum tepat sasaran, belum optimalnya pemaJlfaatan teknologi digital, dan
pemEBaran yang masih belum optimal berperan pada global value chain perlu
menjadi fokus perhatian. Selain itu, kemudahan,

kepastiar, dan perlindungan usaha masih perlu untuk diberikan perhatian aSar
memberikan rasa arnan bagi UMKM dalam berusaha.

Peningkatan kinerja kelembagaa.n dan usaha koperasi pun membutuhkan
pendekatar baru. Hal ini dapat dilal<ukarl melalui penguatan kapasitas lembaga
koperasi, antara lain meliputi tata kelola dan partisipasi anggota serta
pengembangan inovasi model bisnis koperasi yang mengakomodasi disrupsi
teknologi. Dari sisi kewirausahaan, minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang
tinggi belum direalisasikan dalam bentuk usaha yang bercrientasi tumbuh. Selain
itu, mayoritas wirausaha merupakan wirausaha pemula yarg masih minim
pengetahuan mengenai teknologi informasi dan masih belum mampu menyetap
banyak tenaga keda karena masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup
(t@cessity enlr epreneurs ).
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5.3 Btdaag PenbanEuEa.r EkonoEl
5.3.4 Perdagarla,r Delsrd egert

169 Perubahan data target Sektor
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor. (paragraf l,
halaman V.5O)

Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri merupakan upaya untuk
mewujudkan ekonomi yarIg kompetitif dan berkembangnya sektor sektor dalam
perekonomian. Ekonomi yang kompetitif ditandai dengan meningkatnya daya saing
produk dalam negeri, terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting, dan iklim usaha yang sehat sementara itu berkembangnya sektor
ekonomi ditandai dengan peningkatar daya beli masyarakat yang tercipta dari
aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangaa besar dan eceran;
reparasi mobil darl sepeda motor yang ditargetlan tumbuh sebesar 5,46-5,58
Percen.

Peningkatan aktivitas perdagangan dalarn negeri merupakan upaya untuk
mewujudkan ekonomi yang kompetitif da, berkembangnya sektor-sektor dalam
perekonomian. Ekonomi yarg kompetitif ditandai dengan meningkatnya daJa
saing produk daJam negeri, terja;ninnya ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan barang penting, dan iklim usaha yang sehat sementara itu berkembangnya
sektor ekonomi ditandai dengan peningkatan daya beli masyara-kat yang tercipta
dari aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil darr sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,46 persen.

170 Perubahan data pada Tabel
5.23 Sasaran dan Indikator
Perdagangan Dalam Negeri.
(halaman V.50)

M€ndukung tEncapaian PN PeniLgkatan NilaiTanrlxh Sektor Riil, lrxlustrislisasi, dan
Kesempatan l(cta

l

I

25,2 a,O lO,Oo,4a

sumbcr: Kcrn€ntc.ian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Kctcranaan: ') Realisasi; ") Tarsct

rakyat digilal

Perdagangan
b€iangka komoditi

Mcr)dukurlg l)()x alHian PN Perii[,lk.lar Nilai 'l'aDrl)alr Scktor Rii], lrxlllstrialisasi, dan
Ii.sqnrElar li(ir i,r

Sumbcr: Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keteransanr ') Realisasi; ") Tarset

1

3

8,0 8,Oo,4a 25,2

rakyat digital

perdagang-an
berjangka komoditi
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5.3 BtdarE Per[bangulaa ELonoEd
5.3.5 Xerja Sar[r E]oaotal lttterEasloaa.l

Perubahan Arah Kebija.karl
Kerja Sama Ekonomi
Intemasional.
(halarnan V.52 - V.53)

Kebijalan kerjasama ekonomi internasional diarahkan pada: {i) menganalisis peta
komoditas unggulan Indonesia; (ii) menganalisis negara mitra potensial kerjasama
bilateral lndonesia; serta (iii) mengkoordinasikan lintas stakeholders dalam
kerJasama ekonomi bilateral Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran dan arah
kebijalarl tersebut, dilakukan melalui strategi:

1. Menjajakan kemungkinan melakukan perjanjian kelasama ekonomi
intemasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial,
terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

2. Menganalisa komoditas unggulan dan berdaya saing yang dimiliki lndonesia
setta negara mitra potensial guna mencapai perundingan dan implementasi
kerjasarna ekonomi internasiona.l yarrg efektif dan efisien.

Mengoordinasikar sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan dan
implementasi hasil perundingan, kerjasarna ekonomi interrrasional

Mengintensilka.n perundingar kerjasama bilateral yang sudah berjalan, seperti:
Indonesia-Turkey FTA, Indonesia-Tunisia PTA, dan lndonesia-Mozambique FTA.

Menghidupkar, kembali perundingan kerjasama bilateral yang selama ini
mengalami kendala, seperti: lndonesja-lndia CECA darl lndonesia-Republic of

Mempercepat dimulainya proses perundingan keqasama bilateral: Indonesia-
Kenya FTA, Indonesia-Morocco FTA, tndonesia-Peru FIA, Indonesia-South
Africa FTA, Indonesia-Chinese Taipei FTA, Indonesia-Ukraine FTA, dan
Indonesia-USA FTA.

Melanjutkan langkah konkrit penerapEln ke{asama bilateral: Indonesia-
Australia CEPA dan lndonesia-Chile FfA.

3

4

5

6

7

Keblialan kerjasama ekonomi internasional diarahkan pada (i) menganalisis peta
komoditas unggulan Indonesia; (ii) menganalisis negara mitra potensial kerjasama
bilateral Indonesia; serta (iii) menSkoordinasikan lintas stakeholders da.lam
kerjasama ekonomi bilateral lndonesia. Untuk mewujudkan sasaran dan arah
kebijakan tersebut, dilakukan melalui strategi:

l. Menjajaki kemungkinan melakukan perjanjian kedasama ekonomi
internasional secara bilateral dengan neSara-negara prospektif dan
potensial, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

2. Menganalisa komoditas uuggulan dan berdaya saing yang dimiliki Indonesia
serta negara mitra potensial guna mencapai perundingan dan implementasi
kerjasama ekonomi internasional yang efektifdal efisien.

3. Mengoordinasikan sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan dan
implementasi hasil perundingan, kerjasama ekonomi internasiona]

4. Mengintensifkan perundingan kerjasama bilateral yang sedang berjalarr,
seperti: Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Tunisia PIA, dan Indonesia-EU
CEPA.

5. Melanjutlan langkah konkrit ratifikasi dan penerapan ke4asama bilateral,
antara lain: lndonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-
Mozambique PTA, dan Indonesia-Korea CEPA

6. Mempercepat dimulainya proses perundingan kerjasama bilateral, drtara

FIA, lndonesia-Sri Lanka PlA, dan Indonesia-Djibouti PfA

Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan
internasional, antara lain dengan: (i) membangun database terkait hasil

7
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8. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil keijasama perdagangan intemasional,
antara lain dengan: (i) membangun database terkait hasil perundingan maupun
informasi terkait negaia mitra perundingan kerjasama ekonomi internasional
yang dilakukan oleh lndonesier; (ii) pembangunan data statistik perdagangan
jasa; serta (iii) pengembangaa sistem informasi serta pemberian layanan
masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis yang dapat memfasilitasi
serta mendorong p6r"a pelaku usaia untuk memanfaatkan hasil-hasil
perundingan kerjasama ekonomi intemasional.

perundingan maupun informasi terkait negara mitra perundingan kerjasama
ekonomi intemasional yang dilakukan oleh Indo esia; (ii) pembangunan
data statistik perdagalgan jasa; serta (iii) pengemba-ngan sistem informasi
serta pemberian layanan masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis
yang dapat memfasilitasi serta mendorong para pelaku usaha untuk
memanfa"atkal hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional.

5,3 Btdrs8 Potoba.rigu.tla! Ekonotd
5.3.5 Jela Kouaiga.lt

Perubahan narasi pada
subbab 5.3.6 Jasa
Keuangan. (paragraf
pertama, halaman V.53)

Stabilitas sistem keuangan merupakan salai satu faktor penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi inklusif. Sampai dengaa April 2019, stabilitas sistem
keuangar tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan kinerja perbarkan dart industri
keualgarr non ba.nk, serta kinerja pasar modal yang tetap terkendali di tengah
tekanan perekonomian global. Namun demikian, pada tahun 202O, stabilitas sistem
keuangan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: (l)
berlanjutnya pengetatan likuiditas global; (2) relatif rendahnya tingkat inklusi
keuangal; (3) relatif dangkalnya seldor keuargan domestik; serta (4) belum
berkembangnya industri jasa keu algan syariah.

172. Sektor keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi inklusif. Sampai dengan Oktober 2019, kinerja sektor
keuangan tetap tedaga, ditopang oleh peningkatan kinerja perbankan darr
industri keuangan non bank, serta kinerja pasar modal yang tetap terkendali di
tengah tekanan perekonomian global. Namun demikian, padatahun 2020, sektor
keuargan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu: (l)
relatif dangkalnya sektor keuangan domestik, (2) perkernbangan teknologi sektor
keuangan, dan (3) belum berkembangnya jasa keuargal syariah.

Perubahan data pada Tabel
5.25 Sasaran dan Indikator
Jasa Keualgal. (halaman
v.s3 - v.s4)

McninSkatnya Pcrtumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan AsurEnsi

an Scktor

Kcuangan
dan

1

Pcrscn 5,5 4,2 6P 6,1-6,6

173

Mcningkatnya Fertumbuhan Scktor Jasa Keuangan dan Asuransi

Pertumbuhan Persen 5,5 4,2 6,0 6,3

Keuan8an dan

. Kemendagri

l
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2 Mencegah dsn Memberantas Tindak Pidana Pencucisn Uang

Kcmen-
dsgri

Puiat

Analiuis
Transaksi
Keuangan

Sumber: BPS,2Ol .

Kctcranganr tRcaligasi *)APBN 20l9 *r) TarSet,

Pengclolaan
Laporan

Hasil N/A N/A N/A

2 Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Analisis Hasil 795 I0O4 732
TEnsaksidan Analisis
Pengelola6n

Masyarakat

Su,nben BPS, 2O1u; PPATK,2OlA
Kcteranganr lRealisasi i*)APIIN 20l9 **1) Tarset

905

Transaksi
Keuangan

5.3 BtdaEg Petrbaagutra.r EkotroEt
5.3.7 Badirr U3.ha Mtltk Itegara

174 Perubahan data pada Tabel
5.26 Sasaran dal lndikator
Badan Usaha Milik Negar:a.
(halamarr V.55)

I Meninskatkan turan BUMN rnclalui p€ningkatan kapasitaB dan kapabilitas BUMN

Penyaluran Triliun 3O3,m 40O,aO 48a,0O 5tX,4O- Kcmcn
bclanja model .l 559,aO BUMN
(cape, BUM N

Hoidins N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Holding BUMN

ttningkatan

negeri

Kcmcn
BUMN

BI,M N

Negara
tujuan

Sumbcn.l KemenBUMN, 20la,
Keterangan: I Realisasi; '1 Target.

1 Meningkatkan Peran BUMN m€lalui pcningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN

Triliun 3O3,m 4OO,aO 48a,OO 525,OO Kemen
4 BUMN

l 2

30

lloldins )

N/A N/A N/A

i]UMN

I]UMN

Holding BUMN

Sumben ,l KcmenBUMN,20la, b)AnSka s€mentara
Keteranganr 1 Realisasi; '1 Ta rgct.

Negara
tujuan

b€lanja rnodal
{cdpe4 BUM N

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO PERIHAL

Iadftrtor
lrIL

Pcl.l-!r IEdfi.tot 6.turE zoll,t 2o1a'r 2ol9r't 2Oi2(}., ,iIL
Pebb.rr8rtr.E 2l)17.| 2O18'r 2ol9'r 3oi}lrl
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TAHUT{ 2020

PcninBkatan
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Perubahar narasi di bagian
sasaian. (halaman V.55)

Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung sasa.ran
pertumbuhan ekononi2020. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun 2O2O adalah
sekitar Rp523,4O - Rp559,80 triliun.

Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung
sasaran pertumbuhan ekonomi 2020. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun
2O2O adalah sekitar Rp525,OO triliun.

5.3 Btdaag Pemba.nguaan ElotroD.l
5.3.8 Date dtn Infoilla3l Stattsttk

Perubahan narasi pada
subbab 5.3.8 Data dan
Informasi Statistik. (Paragraf
1, halaman V.56)

Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik. Sasaran bidang
statistik mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome,/dari
satu atau beberapa prograrn, Prograrn BPS yarrg terdiri dari prograrn teknis dan
program generik. Program teknis yang merupakan prograrn-prograrn yang
menghasilkaa pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan
program generik merupakar program-program yang bersifat pelayanan intemal
untuk mendukung kine{a BPS lembaga. Rumusan indikator pada sasaran strategis
pembangunan statistik nasional Indonesia da.lam ralgka mencapai Visi dan
mewujudkan Misi untuk kurun waktu 2U)O-2O24.

Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang alan dicapai secara nyata oleh
penyelenggara statistik- Sasaran bidang statistik mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adarya hasil (autcon@) d,ari satu atau beberapa program, yang
terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan
program yang menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan
ekstemal) dan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan
intemal untuk mendukung kinerja lembaga.

177. Parubahan data pada Tabel
5.27 Sasaran da.n Indikator
Bidang Data dan Informasi
Statistik. (Halaman V.56)

Pcrscntase Persen 94,51,i 96,274 96,27 96,27 BPS
konsumen vanR
merass puas
terhadap akses
data [,PS

Sumber: .i IIPS, 2O19.

Reteransan *) Realisasi; *.) Tar8el pada Rcnstra dibawah capaian rcalisasi, sehinssa menycsuaikan
capaian tarsct rcalisasi

I MeninSkarnya kualiras dBrE sralistrk 1 Meningkatnya kualitas data statbtik

Persentasc Pemen 94,514 96,724 96,72 96,72
konsurrrcn yang
merasa puas
terhadap akscs
data llt'is

Sumb€fl "lBPS, 2019,

Keteranganr r) R€slisasit *1 Target pada Renstra dibawah capsian r€alisasi, sehingga
menyesuaikan capaian tarset realisasi,

Bt's
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Perubahan narasi pada
subbab 5.3.8 Data dan
Informasi Statistikr Arah
Kebijakan. (halaman V.56 -
v.s7)

Kebijakan data statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan
ketersediaan data dan informasi statistik yarg berkualitas dan memenuhi kriteria
a.l<urat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah dialses, serta konsisten.
Kebijakan data statistik dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan
yang tepat sesuai perkembangan fakta terkini levider@e-based polic!).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistft tahun 2O2O diprioritaskan
pada beberapa hal.

Pengembangan data statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi
Prioritas Nasiona]. Dukungan data statistik teruta-rna Prioritas Nasional
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Xemiskinan (Prograrn Prioritas:
Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan), Priorita,s Nasional
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah (Program Prioritas: Transformasi Digital),
Prioritas Naaional Nilai Tambah Sektor Riil, lndustrialisasi dan Kesempatan
KerJa (Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing
Ekonomi) darI Prioritas Nasional Ketahanar Pangan, Air, Energi dan Lingkungan
Hidup (Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan).

2. Pela-ksanaan Prioritas Bidang yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu

Penyediaan data uDtuk I 36 indikator dan metadata Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB/SDCs), merupakan bagian dari komitmen Indonesia
terhadap global serta alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB di
Indonesia.

Melanjutkan Pengembangan Satu Data lndonesia dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum
data nasional, dengan mengutamal<an pada; (i) perbaikal alur koordinasi
data antar instansi pemerintah; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan
layarran publik untuk penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv)
mencegah terjadinya pengulalgan dataset dan biaya al<uisisi data.

it,

b.

Kebijakan data dan informasi statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk
mewujudkan ketersediaan statistik yang berkualitas dan memenuhi kriteria
akurat, cepat, relevan, aktual, tepat wa-ktu, mudah diakses, serta konsisten,
Kebijakan data dan informasi statistik dapat mendukung perencanaan dan
perumusan kebijal<an yang tepat sesuai perkembangan fakta terkini leuidence-
based Wlic!).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2020 diprioritaskal
pada beberapa hal.

1. Pengembaagan data dan informasi statistik untuk mendukung perumusan
dan implementasi Prioritas Nasional. Dukungan data statistik terutama
Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
(Program Prioritas: Perlindungar Sosial dan Tata Kelola Kependudukan),
Prioritas Nasional lnfrastruktur dal] Pemerataan Wilayah (Program Prioritas:
Transformasi Digital), Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil,
lndustrialisasi dan Kesempatan Kerja (Program Prioritas: Penguatan Pilar
Pertumbuhan dal Daya Saing Ekonomi) dari Prioritas Nasional Ketahanan
Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup (Program Prioritas: Peningkatan
Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan).

2, Pelaksanaan Prioritas Bida.ng yang dilalsanakan pada tahun 2O2O, yartu.

a. Penyedia.an data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDCs), meiupakan bagian dari
komitmen Indonesia terhadap global serta alat ,naniroring dan evaluasi
pelaksanaan TPB di lndonesia.

b. Melanjutkan Pengembangan Satu Data Indonesia dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta
peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada;
(i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintal, instansi
daerah dan swasta; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan layanan

NO PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERIIVTAH

TAI{UN 2O2O
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c. Penyediaan data nrtin yang lebih berkualitas dan tepat waktu, antara lain
melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas
metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional,
peningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkata.n koordinasi
dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi
untuk mendukung kegiatan pengolahan data.

3. Peningkatan kualitas data statistik meliputi: (1) peningkatan efektivitas dan
efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; (2) penerapan penjaminan
kualitas data (quality rrssurarTc€- Jr@i@urork); (3) peninakatan manajemen sensus
dan survei untuk perbaikan response rale dan keengganan responden
lrespondenl burdenq: gJ peningkatan kemudahan darr kecepatan akses serta
perbaikan layanan terhadap data dan informasi statistik; (5) pengembangan
metodologi Sma,ll Area Estitualion (SAE) untuk mengestimasi area yang lebih
kecil; (6) pengembangan data terpadu sebagai implementasi dari Satu Data
Indonesia dan terciptanya Sistem Statistik Nasioral (SSN).

publik untuk pengigunaan data sesuai kebutuhannyzg (iv) mencegah
terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.

c. Penyediaan data rutin yang lebih berkualitas dan tepat waktu, antara
lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas
metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional,
peningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi
dengan instans: penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi
untuk mendukung kegiatan pengolahan data.

3. Peningkatan kualitas data statistik meliputi: (1) peningkatar efektivitas dan
efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; (2) penerapErn penjaminan
kualitas data lqtality o.ssurance {raneworkl; (3) peningkatan manajemen
sensus dajl survei untuk perbaikan response rate dan keengganErn responden
(rcspondent bltdent); (4) peningkatan kemudahan dan kecepatan akses serta
perbaikan layanan terhadap data dan info.masi statistik; (5) pengembangan
metodologi Stuall Area Estimafron (SAE) untuk rnengestimasi area yang lebih
kecil; (6) pengembangan data terpadu sebagai implementasi daJi Satu Data
Indonesia dan terciptarya Sistem Statistik Nasional (SSN).

5.3 BtdlDg Pcsb.rgulaa EtolorEl
5.3.9 KotonagatorJadl

Perubahan narasi pada arah
kebijakan. (halamanV.59)

Arah kebijakan meningkatkan perlindungan pekeda migran pada tahun 2020
adalah sebagai berikuti

1. Melaksanakan penataan regulasi dan operasiona-lisasi badan perlindungan
peke{a migran Indonesia.

2. Memperluas pasar dan meningkatkan perlindungan peke{a migran Indonesia
melalui peningkatan peqanjian bilateral, regional, dan multilateral
dengan/antar negara mitra dan lembaga interna.sional lainnya.

Arah kebijakan meningkatkan perlindungan pekerja migran pada ta.hun 2O2O
adalah sebagai berikut:

1. Melaksana-kan penataan regulasi dan operasionalisasi badan perlindungan
peke{a migran lndonesia.

2. Memperluas pasar dan meningkatkan perlindungan pekerja migran
Indonesia melalui peningkatan pe{anjian bilateral, regional, dan multilateral
dengar/antar negara mitra dan lembaga intemasional lainnya.

RENCAI{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN REI{CANA KERJA PEMERINTAH

TAI{UN 2O2O
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Meningkatkan keahlian calon pekerja migran sesuai dengan kebutuhan
pengguna agar seluruh pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang
berkeahlian lzero unskilled.).

Meningkatkan pelayanan untuk calon pekerja migran melalui pembentukan
LTSA di wilayah kantong pekeda migran dan meningkatkan penyelenggaraan
penempatan melalu i pengembangan sistem informasi terpadu.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan
dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan / atau pekerja migran
lndonesia.

3

4

5

3. Meningkatkan keahlian calon pekeqa migran sesuai dengan kebutuhan
pengguna agar pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang berkeahlian
lzero wlskilled) dan bekerja pada pemberi ke{a berbadan hukum.

4. Meningkatlan pelayanan untuk calon pekerja migran melalui pembentukan
LTSA di wilayah kantong pekeda migra-n dan meningkatkan penyelenggaraan
penempatan melalu i pengembangan sistem informasi terpadu.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pela.ksanaan penempatan
dan perlindungal calon peker;a migran Indonesia darr/atau pekerja migran
lndonesia.

5.4 Btdeag lptel

Perubahan target Sasaran
dan Indikator Utama
Pembangunarr Iptek dan
perubahan K/L pela-ksana
akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
5.29,
(Halaman V.60 - V.61)

I Meningkatnya kontribusi Iptek scbagai penghels pembangunan ekonomi yang bcrkelaniutan

Hasil inova8i Priorilas Produk N/A N/A N/A
Risct Nasional inovasi

2 TcrbanguDDya kapabilitas Iptck lndoncsia untuk nEnjadi R€seardr PouEr-Hotse

N/A N/A N/A 4 d)

. I<.rnerrristek.likri

Inovasi teknologi
untuk keb€rlanjutan
pernanfaatan SDA

BPPT

BATAN

Jumlah SDM Iptek
penerirna b€asiswa

Kemen ristekd ikti
LIPI

BPPI

[}ATAN

BAPETEN

1 Mcningkatnya kontribusi Iptek sebagai pcnghcla penbangunan ekono,nilang berkela,r.jutan

Produk N/A N/A N/A la . Kemenri3tek/BRl

2 Tcrbangunnya kaFbilitas lptek lndoneBia untuk mcnjadi R€rearc,r PouEt-House

N/A N/A N/A 4,1)

Hasil inovasi

Nasional
N

LIPI

BPPI

BATAN

BAPETEN

lnovasi teknologi
untuk keberlanjutan
Frnanlaatan SDA

Jumlah SDM lptek
pcncrima beasiswa
pcningkatan

. Kcrnendik-bud

. LIPI

BPPT

BATAN

180
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4 MeninSkatknya jumlah anggaran &n kualitas bclanja litbang nasional

Per€entase anggaran Persen O,2d N/A N/A O,2l d)

litbang terhadap PDB

a) Kemenristekdikti, 20la; b) Kemenri8lckdikti dan LIPl,2O1A; c) LlPl,2016; d)
Bappenas, 20la; e) Ditjen Kl Rernenkumham, 2O18

| ") Realisasi; *) Target

& KemenristekdiktiCPPBT 2(]44 114 r 5

Aplikasi 1.777q 1.362.1 2.OOO 3.OOO d)

Sumbcr

Ketcrangsn

Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologj

Aplikasi pendaftaran Kemenristekdikti
LIPI
BPPT

BATAN

Kemen ristekd ikti
BAPPENAS

Aplikasi pcndaftaran Aplik,3\ 1.7774 1.3624 2.$J) 2,2fi)dt
pat€n (residen4

4 Mcningkatknya jumlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional

Pcracntasc anggaran FeBen O,2ct N/A N/A O,2l q
Iitbang tcrhadap
PDB

CPPBT 204c 118 115 7s Kemendikbud

Sumber

Keterangan

Jumlah Calon
Pcrusahaan Pemula
Berbasis Tcknologi

Kcmenristck/BRI
N

LIPI
BPPI
LAPAN

BATAN
Kcrncnkum-ham

Kemenristck/BRI
N

BAPPENAS

Kcmenkeu

5.5 Btda.lrg Petlbalgura! Polltlk
5.5. 1 Polttlt Dalao l[ogert

Penambahan dan
Penyesuaian nomenklatu r
sasaran, indikator, target
dan satuan (Halaman V.62)

Tabel 5.3O

1 Terwujudnya kebebasan sip,l, hak-hak politik, dan lcmbaga demokrasi yang makin kokoh

87 a8
Polhu kam

lndck Nilai 76,45,1 74,75.1
Nebcbasan Sipil

I Tcn/ujudnya kcbebasan sipjl, hak-hak politik, dan lcmbage demokrasi yana rnakin kokoh

lr,l, kc
Kcbcbasan Sipil 74,75 74,46 a7

Nilai
Polhukam

t8l

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

lrdltator
artus! 2OL7't 2O1a', 2Ol9F) 2g2g'l

'(IL ladltrto.
Erturn 2ot7'| 2ola1 2()19', }o?0r1 K/L PGlrt srt

NO PERIIIAL

Ia) Kemenristekdikti, 2018; b) Kemen stekdikti dan LlPl,2O18; c) LiPl,2016;d)
Bappenas, 2018t e) Ditjen Xl Kem€nkumham, 20l8

r *) Realisasi; **) Targct
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umber; a) Badan Pusat Statistik (BPS), 20l6-2017; b) Kcrrrcntcrian Komunikasidan Inforrnatika

Nilai

Nilai

6a

7.)

3

69

80

Kemcnkominfo) 20l6-2O17

teransan, ') Rca)isasi;t^) Target

70,11 I

62,O8 t

3

66,634

72,4q4

3

lndeks llak-Hak
Politik

Indeks Lembaga
Demokrasi

Jumlah
kcbtiakan tata
kclola
komunuikaii
publik yang
tcrintcgrasi

Polhukam

Sumber: a) Badan Pusst Stati3tik (BPS), 2017-2Ol a; q Kerncnterian Komunikasi dan lnforrnatika
(Kemenkominfo) 2016-2017, c) indikator bcrbeda dcngan tahun seb€lumnya

Ketcmngani r) Rcalisasi; ") Target

Nila i

Nilai

3 2

69

ao

66,63

72,49

3

6s,79

75,2s

3

lndeks Hak-Hak
Politik4

lrrdeks Lerirbaga

Jurnlah
rcsulasi/kcbijak
an tata kclola

pubrik di r{/L/D

Ditjen IKP

AraI Kebijakan

(Perubahan narasi pada
Paragraf 1, Halaman V.63)

Dalarn rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidaig Politik Ddam Negeri yaitu
terwujudnya kebebasan sipil, hak-hal politik dan lembaga demokrasi yang makin
kokoh, maka arah kebljalar yarrg a1<an ditempuh selama tahun 2O2O adeJah
sebagai berikut.
1. Menata lembaga demokrasi, melalui strategi: {4 penyusunan skema bantuan

keuangan partai politiki (b) peningkatan demokrasi internal partai politik; (c)

penguatan ba-nspaiansi dan akuntabilitas partai politik; (d) penguatan
penyelenggara pemilu; serta (e) penyempumaan Undang Undang bidang
politik.

2. Menguatlan hak-hak politik dan kebebasan sipil, melalui strategi: (a)
pelaksanaa.n pendidikan politik dan pemfih secara konsisten; {b)
meningkatkarr kua]itas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta (c)

peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.

3. Menguatl<an wawasan kebangsaan mela.lui strategi: (a) pengarusutama.an
Pancasila dalam kebijalan program pembangunan; (b)pelalsanaan revitalisasi
pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara; (c)peningkatan kapasitas ASN
berbasis Pancasila; (d) peningkatan kinerja Tim Terpadu Penalganan Konfuk
Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunal dan pelaksanaan Rencana
Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah; (d) pengintegrasian data

Dalam rangka mencapai sasaran Pembalgr.rnan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu
terwujudnya kebebasan sipil, hal< hak politik dan lembaga demokrasi yang makin
kokoh, mala arah kebijalan yang akan ditempuh selanna tahun 2020 adalah
sebagai berikut.

1. Menata lembaga demokrasi, melalui strategi: (a) penyusunar skema
baltuan keuangan partai politik; (b) peningkatan demokrasi internal partai
politik; (c) penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; (d)
penguatan penyelengga.rapemilu; serta (e) penyempurnaan Undang-Undang
bidang politik.

2. Menguatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, melaluj strategi: (a)
pelaksanaan pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; (b)
meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta (c)
peningkatan kua.litas penyelenggaraan kepemiluarl.

3. Menguatkan wawasan kebangsaan melalui strategit (a) pengarusutamaar
Pancasila dalam kebta-kan program pembangunan; (b) pelal<sanaan
revitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara; (c) peningkatan
kapasitas ASN berbasis Pancasila; (d) peningkatan kinerla Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dal
pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah; (d)

t82
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konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (e) pemantapan dan
mengembangkan sistem deteksi dini; (I) penguatan koordinasi dan sinergi
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; serta (g) pemaitapar! program
Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).

Meningkatkan kualitas komunikasi publik, melalui strategi: (a) penguatan integrasi
tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D ; [b) penguatan media-media
tokal dan altematif sebagai sumber informasi masyaraka! (c) penyediaan konten
informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilar_r, terutarna bagi
masyarakat di wilayah 3T; (d) peninAkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan
informatika; (e) peningkatarr akses komunikasi publik; (0 peningkatan literasi media;
(g) penyusunan staadardisasi lembaga pers dan jurnalis; serta (h) peningkatan
kualitas isi atau progmm siaran.

I83. Tabel 5.31 Menghapus darr
menambah indikator, serta
menyesuaikan target dan
K/L (halaman V.64)

Menguatnya kcrja sama pembangunan intcrnasional

Persentase l'ersen 53,33 71,43

vang

peluang

70

2

2a

70
Kernsetneg

. ANRI

. Kerncn PUPR

. Kemendikbud,

. Kemcnlu

. KKP

. Kemendag

. Kemensetncg

institusi non
pemcrint-ah
dalam
kerjasama
F€mbangunan
mclalui lorum
dan organisasi

M€nguatnya kerja sama pernbangunan intcrnasional

Persentase Persen 53,33 71,43 70

vanc

pcluanS

Tinakat
psrtisipasi

p€mcrintah
dalam keda

pcmbanguna
n intcr-

'2

70 Kemenlu

Fersen N/A. N/4. 2,23 . ANRI
. Kemcn PUPR

. Kemcndikbud

. l(rP

. Kemendag

. Kemcnsetfleg

2,96-
3,16

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
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TAHUT{ 2O2O
PERIHAL

lndltrtot
Srtnrn 2ol7t 2Ol81 2ol9"r 2OlO-r r X/L P€l.l.l!. ro

IidLrtor
,1L

P.IrL.rr
Srtura 2OL7't 2ol8'r 2Ol9-, I 2orlo-l

NO

pengintegrasian data konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (e)
pemantapan dan mengembaigkan sistem deteksi dini; (1] penguatan
koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karal<ter bangsa; serta (g)
pemaotapan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).

Meningkatkan kualitas komunikasi publik, melalui strategi: (al penguatan
integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D I lbl penyediaan
konten dan akses informasi publik yang merata dan berkeadilan, terutama bagi
masyarakat di wilayah 3T; (c) peningkatan kua.litas SDM bidang komunikasi dan
infolmatikeq (d) peningkatan literasi TIK masyarakat; (e) standardisasi lembaga
pers dan jurnalis; serta (f) peningkatan kualitas lemba8a penyiaran.

5.5 Btdang Peobea8ur.a Pollt .
5.5.2 PoltuL Lu.r l{cg€rl

t{o

l
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BKKBN
BPOM
BPS
Kcrncn PPN /
Bappenas
Kcmcnristekdikti

KcmcndB PDTT

Sumbcr Kcmcnterian Luar Negeri dan Kerncnterhn PPN/Bappenas (diolah)
Keteranganr*) Rcalisasi; {) Targe! N/A) Data tidak terscdia karena kegiatan tersebul sebelumnya
tidak dilaksanakan/merup6kan inisiatif baru,

BKKBN
BPOM
BPS
Kcmen PPN/
Bappcna8
Nemcnristekdikti
Xcrnenperin
Remendes PD'IT
XPPPA

Sumb€r Kcmenterian Luar Negerj dan Kemcnterian PPN/Bappenas (diolah)

Keterangan:*) Realisasi; **) Taryet; N/A) Dsta tidak terscdia kar€na kegiatan tersebut scbelumnya
tidak dilaksanakan/mcrupakan inisiatif barul q indikator ttaru

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAI'I REI{CANA XTRJA PEMERINTAH

TAHUI{ 2O2O
NO PERIHAL
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5.6 Btda.|rg PerEbaaSu,la,r Ap.iitut

184 Bidang Pembangunan
Aparatur hal.V.67

(Perubahal narasi pada
paragraf 2)

Rencana pembangunan bidang aparatur bertujuar untuk mendukung tercapainya
sasaran dan target Prioritas Narional (PN) dalam Rancaigan Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024, yaitu meningkatnya kapasitas birokrasi yang
didukung melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas birokrasi,
perluasan inovasi dan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalitas
Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penguatan implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik {SPB E) terintegrasi.

Rencana pembanguna.n bidang aparatur bertujuar untuk mendukung
tercapainya sasa.ran dan target Prjoritas Nasional (PN) dalam Rancargan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu terwujudnya ASN
profesional, berintegritas, dan netral; pelayanan publik yang berkualitas dan
inovatif; akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Tabel5.32 Sasaran dan
Indikator Pembangunan
Aparatur

(Perubahan data hal.V.67-6a)

Meninskatnya akuntabilitas kinerja bimk.asi dan kualitas
pelaksanaan Rerormasi Birokrasi

opini wTP atas laporan keuansan

- Kementeria n/ l.mbaga rr1,Oo"l

- Provinsi N/A

- Kabuptcn N/A

- Kola N/A

lnstansi pemerintah vang akuntabel
(Skor B SAKIB

' Kementcria n/ lamba aa 9'2,77t\

. Provinsr I t4,121,

- Kabupaten/Kota 46,85q

l

96,OO

rm,m

90,oo

75,OO

94,OO

97,ln

50,oo

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan
Reforrnssi Birokrasi

Opini WTP atas laporar keuangan

' Kementerian/ I.mbaga

- Provinsi

' Kabupatcn

- Kota

Instansi pemerinteh ysng akuntabel (Skor B
sAKlr)

- Kementerian/ Lcmbasa

- Prcvinsi

KabutEten/Kota

I

94,OO",

94,mc

79,OO"l

90,OO")

95,m

95,m

ao,oo

91,OO

94,OO

a5,oo

50,m

92,77bl

s4,t2bt

46,85r)

irdftrto, 20lar 2020No 20lar 2o20

NO PERIHAL RENCAI{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERI TAH

TAHUN 2O2O

185.
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Sumber: 4 BPK, 2O17 - 2019; b) Kemen PANRB, 2017 - 2O19i ., BPKP, 2017 - 2OI9; dr Ombudsman
Republik lndoncaia, 20l7 - 2O19

Keteranganr 1 RcsliBasi;'1 TarAet RPJMN 2015-2019; .ff) McngAunakan Metode Pengukuran
Baru yang t bih Mcncerminkan Kualitas RB

Mcningkatnya implementasi manaiemcn ASN berbasis merit3

4o

a. Femcntase K/L/D yans memiliki
indcks sistem mcrit dcngan kat€aori
tlaik ke atas

Kementerian/t mbaga 3a

Iu

Sumbcfl 4 BPK,2017 - 2Ol9i h) Kemen PANRB, 2O17 - 2O19; .l BPrP, 2017 - 2O19; a Ombudsrran
Rcpublik lndonesia, 20I7 - 20l9

Kcterangan: 'l Re3lisasi; ") Target RPJMN 20l5-2O19; *l Menggunakan Metode Pengukulan
Baru yang Lebih Menc,e.minkan Kualitas RB

3. MeninBkalnya implementasi manajemen ASN berbasis merit

90

37

3a

ta

Rementerian/r.mbass

Perscnl,ase K/L/D yang mcmiliki indeks
si8tcm mcrit dcngan kategori Baik ke

186 Arah (ebijakan

(Perubahan narasi hal.V,69,
poin 2 dan 3)

l. Meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui
strategi: (a) perluasan penerapan inovasi pelayanan publik dan penguata-n pola
replikasi inovasi; {b) penguatan pengawasan ekstemal atas kinerja pelayanan
publik; serta (c) penerapan e-serLabes/digitalisasi pelayanan public; (d)
penguatan penerapan staidar pelayanan publik.

2. Menguatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit, antara lain melalui
strategi (a) pelaksanaan manajemen talenta dan lo'ler';t p@l nasional ASN; [b)
pengembalgan pola karir nasional ASN; (c) penguatan kapasitas pengawasa:r
dan evaluasi implementasi sistem merit; (d) peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN; dan (e) peningkatan profesionalitas ASN

2. Meningkatlan inovasi dan kualitas pelayaaan publik, antara lain melalui
strategi: (a) perluasan penerapan inovasi pelayanan publik dan penguatan
pola replikasi inovasi; (b) penguatan pengawErsiErn eksternal atas kinerja
pelayanar publik; (c) penerap€rn e-seruices/ digilalisasi pelayaran publik; dan
(d) penguatan penerapErn pelayanan terpadu.

3. Menguatnya implementasi manajemen ASN yang profesional berbasis merit,
antara lain melalui strategi (a)pelalsanaan manajemen tal er,la dar, lalent pool
nasional ASN; (b) pengembangan pola karir nasional ASN; (c) penguatan
kapasitas pengawasan dan evaluasi implementasi sistem merit; (d)
peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN; (e) penyederhanaan eselonisasi;
dan (f) penataan jabatan fungsiona.l.

RENCANA XTRJA PEMERIT{TAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAI{ RENCAI{A KERJA PEMERII{TAH
TAHUI{ 2O2ONO PERIIIAL
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5.7. Btdarg P€Ebaiguaan Nortlayahar da! Tata Rrfaa:
5.7. 1. Infortr$t Gleoslrailal

147 Sasaran dan indikator
pembangunan bidang
informasi geospasial
(perubahan data pada Tabel
5.33. Sasaran dan Indikator
Pembangunal /
Pengarusutamaan Bidang
Informasi Geospasial, poin
1.a, l.c, dan l.d, Halaman
v.70)

1. Tcrpenuhinya kebutuhan data dan jnformari gcospasial untuk pcrencanaan pcmbangunan
wilayah yang bcrkualitas

Jumlah stasiun Stasiun N/A 33 Z) 20 BIC
Indonesia CORS
yana lerbangun

Jumlsh rF Nomor r.375 780 414 s.a17 BrG
lrmharI:5OOO untuk Fb&penyrrsunan

RDTR Pads (NLtl
dacrah yane
diprioritas-kan
Lusssn dab Km, s.464 2.s16 14,644 5.63s llrc
Reoslxsrar
termutakhir

Sumben Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangarr *) Rcalisasi; **) Targct

Terpenuhinya kcbutrhan datr dan
pcmbangunan wilayah yang bcrkualitas
Jurnlah stasiun Sbsiun N/A
lndoncsia CORS
vang terbangun
Jun,lsh 

1- l, Nomor r.37:)
lrmhar

I:5OOO untuk lbra

RI) l'R pada (NLq
dacrah yang

l,uasan data km2 s.4a\4

tcrmutakhir

Sumber Kemcnterian PPN/Bappenas (diolahl, 2019

Keterangan: r) Reaijsasi; **) Taryet

33

414 4 olrQ

l

302()

2.516 14.644 6.a65 BtC

utG

BIG

infonnasi gepsF,ssial untuk

RE CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCANA KER.IA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

PERIHALNO

t{o Brt[a! 2OlTt 2O1a] 2O1f r 2@A'lhdltator
tvL

Pslrtrua t{o. llrdl}.tor 8.h.r zolTt 2olt1 2O1'}'t 2@,O"1 $tL
PsLk tr
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Sasaral dal indikator
pembangunan bidang tata
ruang (perubahan data pada
Tabel 5,34. Sasaran dan
indikator Pemba:ngunan /
Pengarusutamaan Bid ang
Tata Ruang, poin I .a, l.c,
4.b, 4.e, 5.a,5.c, 7.b, 8.a,
8.b, dan 8.c, Halaman V.72)

148

Fh,rinBkatan kualitas,encana tata ruangdi(laemh melalui pembi,raan perr:ncanaan tata
ruang yang ko,Dp,Ehcnsif

T€mcdianya rcncana tata ruang di tingkat nasional yang lenSkap dan bcrkualitas
J'-luh .. uut.ri I 18 18 17 xcmenrcr'c8n8 deta'r Tekrjrs ATR/BPNtsta ruang denternatik Raperda

Al'R/tsPN

l()5 lol

l

3

4

Materi
Teknis

Rapcrda

Teknis

Jumlah materi
tcknis yans
dihasilkan dari
bimbinsan
tcknis

RDTR

Jumlah materi
tcknis yang
dihasilkan dari
bimbi-nsan
teknis

FTR provinsi/

kota

N/A N/A N/A

Pcningkatan kualitas re[cana teta ruang di dacrsh melalui pcrnbinaan pcrcncanaan tate
ruang yang komprehcnsif
Jlrmlah Makn 33 :13 33 34 KenEnmatc, teknrs .leknis 

ATR/BpN
ya ng
dihasilkan
daribimbi-
ngan teknjs

R1'R provinsi/

Juml6h . Materi N/A 16r; 36 1os Kentenmatefl teknrs Teknrs ATR/BPN
va ng
dihasilkan
dari
hirnbingan

RDTR

Teruedianya rencana tata mangdi tingkat nasional )€ng lcngkapdan berkualitas
Jrrrnlah . MEtefl I la la t4 KenErr

ATR/ BPNtat8 ruanB .la n
tcmetik raIfroa

l

4

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCAT{A KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2O2O
PERIH,]IL

NO

No S.|[.tr 2olrr 2018", 2Ol9-' 2ozo'ltrd&cto,
r'IL

P.Lt..!r

5.7. Bldilg PeobinguEa.D Kortlayahirr din Tat! Ruaag
5.7,2. Tat8 Rualg

Indlt.to, &ti|a 2/)l7.l 10181 eolgFl zUZfrIl{o. tllL
Pdataarr

ATR/BPN
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5 T.ou"rnny. p"ngaturan pcngcndalian pcrnanfeatsn ruanalang lcnekap dan harmonis

7 lr'rrrrrrlaatarrnrirrR trsiollril.r'iIl,lLrrbrsrslt.rnrana'l.l,, lt angdi Lrlrskat rtasio,rlrl

I

2

ATR/t]I'N

Jumlah

prosram K/L
yang sesuai
dengan RTR
tinakat
Nasional

4 KSN,

Kepulau

2 KSN,

Kcpulau

5 KSN,

Kepu la u

5 KSN,

Kcpula u
ATR/BPN

Jumlah
rcgulasi

No. 26 tahun
2OO7 bidang
penSendalian

ruanS

Jumlah

tentang
perlindungan
hukum bagi
PPNS

ruang

Kemen
ATR/BPN

S r.ou"rrrrnyr p.r,gaturan pcngendalian pernanfastan ruangyang lengkapdan harmonis

T Pemanlaatan ruang nasional yang bcrbasis Rcncana Tata Ruang di tingkat nasional

N/A 3Jumlah

Ruang Nasional
vanc
medukung

Ibukota Negara

Mstcri

dan
Ran

ATR/BPN

Jumlah

pmgram k/L
yang scsuai
dengn RTR
tingkat
Nasional

4 KSN,

Kcpula

2 KSN,

Kepu la

5 KSN,

Kepuls rl

6 KSN,

Kepulau
ATR/BPN

Jumlah
reSulasi

arnanat UU No,
26 tahun 2m7
bidang
penSendalian

ruang

Naskah
ATR/BPN

REICAI{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2OPERIHALNO
PEMUTAKHIRAN REI{CANA T{JORJA PEMERTNTAH

TAHUI{ 2O2O



M-t72

Pcningkatan kualitas pcranakat Fngendalian dan proscs p€nertiban

Pernanfaa tan ruang
Jumlah .. orans 40 s4 2oo

Dibcntuk
Menjadi PPNS
Jumlah Kasus N/A N/A 34pcnertiban
rrlangAaran

ruane
sisterratik
dan lengkap
(PssRL)

34
A]'R/BPN

8

30
ATR/BPN

Sumb€r: Kcmcnterian PPN/Bappcnas (diolahl, 2019

Ketcmnganr') Rcslisasi;'*) Targct

Peningkatan kualitas perangkat pcngcndalian dan proses pcncrtiban pcrnanlaatan ruang

Junrlah .. orens N/A N/A N/A 14o Kemen

ijif;",i,,ir ' " A'rR/rrPN

Mcnjadi PPNS

Jumlah

pcla ng-ga ra n

ruang
sistcrnatik dan
lengkap
(P3sRL)
Jumlah

pcnycli-dikan
pelanggar-an

ruans (P21)

Sumbcr: K.rncnterian PPN/Bappcna3 (diolah), 2019

Keteranganr r) Rcalisasi; r') Target

:\4

a

33

lN/^ N/A N/n

A1'R/BPN

ATR/BI)N

t89 Arah Kebijakan
narasi pada
Halaman V.74)

(perubahan
poin 2.a,

2. mewujudkan pemanfaatan ruang dal pengendalian pemarfaatan ruang yang
tertib melalui:
a. pengaturan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yartg lengkap

dan harmonis melalui penyusunan regulasi turunarr arnanat UU No.26
tahun 2OO7 yaitu: ltl !..L.Il st .teGL PP Pooge[dalta! Pcauhrtra
ItE.rg .t n (tf a.'feh rlrd€rrt Ar..lt..rr P€dgitrEin Zoni.t fr.to!.I-
Selain itu, juga melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria (NSPK) terkait: ltl eoltinLDe p€rgosr!! :aafrf, daa (ff)
podotr..! p€olrurulin t€Lntl peogatur..r rorrli;

2. mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
tertib melalui:
a. pengaturan pelal<sanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap

dan harmonis mela.lui penyusunan regulasi turunan amanat UU No. 26
tahun 2007 yaitu tlrrlrh lt.deDlr Atrhrn P€ng.hnr Zo[..i
frabnrl. Selain itu, juga melalui penyusunal norma, stardar, prosedur,
dan kriteria (NSPK) terkait: lll toctld.oo I,oa8€o.ar ..!bf, (lll
p€doa..rr pcoyuru.arn t€htl peogatnr8 ,or.rl, dilr (frfl pedoE !
p€!€ctlban pd.nggri.n peaanft..tan flr'ng drtoDIL rtin lotrglip
lP3RsLl;

PEMUTAK}IIRAN RENCANA KERJA PEMERIITAH
TAHUN 2O2ONO

PERI}IAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
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5.7. Btrtrag Peaba.!gu.!.r lterll.yaLir da,t Tat Rtr.a!
5.7.3. Portrnah.n

r90 Sasaran dan indikator
pembangunan bidang
pertanahan (perubahan data
pada Tabel 5.35. Sasaran
dan lndikator
Pembangu n an / Pengaru su ta
maan Bidang Pertanaha,r,
poin l.a" 3.c, 3.d,3.e, dan
3.f, Halaman V.75)

Scoa&in baiknya prcpor.i k FEitkan, FnauBe, pqrgau@, de FrE&are tarDh da.
m.ring*atnya kcejtrht rbrn ma.latEtat

OP4I

I 13

I

I

l

7')

TR/ Bt,N

Hektar 5a3.56a 3 60l.50O

Bidang 2.391 4.54a

3,20t,oo
o

t06,

Sumbcr: Kernentcrian PPN/Bsppcnas (diolah), 2019
Ketcmngsn: J Realisasi; j Targct

4.O45.O00 (emeri
A'fR/BPN

S.traki! bailoya pNpoBi kcFmilike, persu.aa, pdrggutras, dM Fr@ltatan ta&b do
lluinskaElya kccjahteE n rulyaEkat

Sumbcfl Kerncnterian PPN/Bappcnas (diolah), 2019

Ketcransan: *) Realisasii *1 'l'arset

hukum hak ata8 tanalrI

3

L

Hektar 543.564 3 6() LsOO

5o

32

I O.120

l06.
957 419 A1'R/lrPN

Biddg

2.391 4.gA

ATR/BPN

3 ml OOO 4.(,O.5OO Kcm.n
ATR/BPN

ATR/BPN

PERI}TAL

alL r.lL20171 20141 2019 2020

NO RENCAI{A KERJA PEMERINTAH TAHUI{ 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERIITITAH

TAHUN 2O2O

t f{.r aolfl 201!'1 2Ol9'1 2('trl
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5.7. Btd.rg PeEba.Egu.laD K€rthya.haa de.n Tata RUr!!
5.7.5. Potlotar.r

r91 Tingkat urbanisasi di
Indonesia (perubahan narasi
pada Paragraf l, Halaman
v.7ej

Badan Pusat Statistik (BPS) tnencatat tingkat urbanisaai di Indonesia sudah
mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 72,L perca di tahun
20451 .

Badan Pusat Statistik {BPS) meoc.rtat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah
mencapar 54 persen di 2Ol5 dan akan bertambah hingga 57,1 p€.t6 di tahun
20452.

192 Permasalahan pembangunan
perkotaan {perubahan narasi
pada Paragraf 2, Halaman
v.79)

Permasalalrar-r yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan di lndonesia antara
lain adalah: (1) bofir.E te.fategradrF peLrsnc&Eaa.! Eultltchot d..!
porclcurartt rettor dcagar perence.DsrD 3pa.fd; (2) belum optimaln-ya
pen-yediaari prasarana dan sarana dasar perkotaan bagi masyarakat miskin
seperti perumahan, air bersih dan sanitasi, serta pembuangan air limbah dan
persampahan; (3) belum tertatanya lingkungan perkotaan dan tingginya
kerentanan terhadap bencana; (4) behE toqr.du.rrya liJrar,ar tnr.portlrt
publlk perkotasa; (5) belum optimalnya penyediaan pr€uiarana dzrn sarana sosial
budaya darl olah raga bagi masyarakat perkotaan; dan (6) LoroaJalgi!'
poEba.lgutraa porkot s! altatrll.yah XBI dan KTI. Oleh karena itu, masih
diperlukan langkah sistematis untuk memastikan perkotaan Indonesia dapat

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan antara lain adalah: (l )

belum optimalnya penyediaan prasaraia dan sarala dasar perkotaan bagi
masyarakat miskin seperti perumahan, air bersih dan sanitasi, serta pembuangan
air limbah dan persampahan; (2) belum tertatanya lingkungan perkotaan dan
tingginya kerentanan terhadap bencana; (3) belum terpadunya layanan transportasi
massal perkotaan; dai (4) belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana
sosial budaya dan olah raga bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, masih
diperlukan langkah sistematis untuk memastikan pembangunan perkotaar agar
dapat bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal serta keberlanjutan
lingkungan perkotaan .

PERI}IAL

I lndoneskz Populatibn Projedion Revi.sion 20 1 5-2045 llelest estirndles)

2 Indr,nesia Population Projeetiaft Revision 2O1 5-2045 lldtest estimates)

NO RENCAI{A KERJA PEMENINTAI{ TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCANA KER.IA PEMERINTAH

TAHUN 2O2O
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bersaing secara global tanpa melupal<an identitas loka.l da[ dipat EelAlrgarll
l.eae6Ja.aga!- gels.h ratrr cita ultul Eeagatr3l tcre!'Jr.rgi.E rdahh deregea
DeEb.!'gu! pGrlotaarr pu.at pcrtu.Dbu.h&D bstu dt XTL

193 Sasaran dan indikator
pembangunan bidang
perkotaan (perubaharr data
pada Tabel 5.37. Sasaran
dan Indikator
Pembarlgunan/ Pengarusuta
maan Bidang Perkotaan, poin
5, Halaman V.79)

ll

7

Dukum N/A

ngan

pembangunan

Kawasan Inti

fasilitas
pen u nja ngnya

PPN/
tlappcnas

ATR/BPN

PUPR

5. Perryiapan calor) Ibu liotE Ne8ara thru

Bappcnas

ATR/BPN

Da lam
Negeri

. Setneg

. Setkab

PAN/ RB

rcgulasi dan
ke.angka
kebijakan
tentan8lKN Bappenas

ATR/BPN

Dalam
Ncgeri

. SetncS

. Setkab

. PAN/RB
: KemcnEex

PPN/
Bappenas

. Kcm€n
A'TR/ BPN

. Kcmen
PUPR

No Srturn 2Ol71 2oltr 2ol9'l m2lllsdt.to!
,(IL

(lJpdde sesuai DIPA TA 2O2O)

l3

5.

I

N/A N/A N/A

Penrindahan lbu Kota Nesara (lKN)

Pcnyiapan
rcgulasi dan
kcrangka

tentang IKN

ngan

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUIT 2O2OPERIHAL
NO

PEMUTAKHIRAN RENCANA NIR.'A PEMERINTAH
TAHUT{ 2020

l{o. I.dilrto' Brturtt zol't\ 2ol8'r 2OL9't 2UrC'l

dan
pcmbanguna
n termasuk
tkwasan Inti
Pu!at

tahan dan
fasilitas
pcnunjang-

I I
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1Provinsi N/APeningka-tan
kirali-tas lahan

bangan rakyat

Eklafiraai
kauasan belBs
tambang

Sumtcn Kcrncnterian PPN/Bappena8 (diolah), 2Ol9
KctcranAanr 1 Rcalisasi; *1 Targct

KLHX

ian ESDM

dan
vcrifikasi
Nilsi

rnan Hayati
Tinggi (ha)
KawaBan IXN

Forcst CitA
dalam

IKN
rctcpasan

Hutan untuk
IKN

lleklar

llektar

. KLilK

KemenPPN

XI,HX

. K1,llI175.000

PUPRlnlrastruktur

Ik*asan IKN

a. Pcnyidpan lahan IKN dari Kawasan Hutan

RENCAT.IA KERJA PEMERINTAH TAHUIT 2O2O PEMUTAKTIIRA RENCANA KERJA PEMBRINTAH
TAHUN 2O2ONO PERIH-AL

1
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b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan scrta Pcmulihan Ekosistcm pada kawasan IKN

. KI,HK

.lil.lll<

. ATR/BPN

KemenPPN
/Bappenas
KLHK

N/A r.500

r.200

ileklar N/A 2.OOO

N/^ N/^ N/^

N/^

llektar

I

II

Stra

IKN yang

Rupa Bumi

Skala I |SOO

IKN
Kaj ian
Lingku nBan
Hidup

Rehabilitasi
Lahan Kritis

Ekosistem

Tahura
Bukit
Soeharto
(vanB
menjadi
lokasi IKN)

(H.)

Badan
Informasi

PERIHALNO RENCANA KERJA PEMERINTAH TAIIUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN REITCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2O2O

N/A
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Sumber Kerncnterian PPN/Bappcnas (diolah), 20l9
Kcteranganr *) Rcalisasi; *J Target

. ATR/I]PNI ao.{r3l 73.)6<)Lenjutan
KcAiaten

Pemilikan,
Pcnggu-naan

atan Tanah
0P41) di

Hutan di

IKN

5.7. Bida[g Peabanguaaa K€Etlayaltrtr din Ta'ta Ruang
5.7.5. Do8, Kararaa Pordesaaa .len Traa3nlgra3f

194. Sasaran dan indikator
pembangunan bidang desa,
Kawasan perdesaan, dan
transmigrasi (perubahan
data pada Tabel 5.38.
Sasaran dan Indikator
Pembangunan/

1700Desa 5(X)651a

Terbangu n nya

PDTTlertinAgal
menjadi

5{n

Kema0dirian Desa

Jumlah Dcse
tertinggal
vana
meningkat

PDTT
{tranBi-

si

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2OPERIIIAL

hdl}rtor
l(IL

Pel.trrtlrNo 2017. 20141 2019 2020

NO
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERIITTAH

TAHUITI 2O2O

I

-e.:'rl/ srtErE ,otz) 201a1 2019'\ 2o2o,1
t!L

PcLl..r.

r)51a
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Pengarusutamaan Bidang
Desa, Kawasan Perdesaan,
dan Transmigrasi, poin l.a,
l.b, dan 2.b, Halaman V.83)

2, Berkcmbengnya Kaviasan Pcrdclaan dan TmnsmigraBi

82ll 2f)65 2(X)Jumlah Desa
bcrkcmbang
vang
meningkat
mcqjadi
Dcsa rnandiri

Kemen
Daari
dan lain-
lain

B€rkernbaqnys Kawasan Perdesaan dan TrEnsmismsi

Jumlah l(abrrtE- 24 3a
kawasan lcr)

vanc
dikembang-

26('5a25

Peningkatan 4,4

).

N/A 3,6s o,61

DaBri

lain

menjadi Dcsa

indikE-

di 1 c.)

Jumlah Desa

yang meninS-
kat menjadi
Desa mandiri

Nilai
lndeks

P.mbangu
nan Desa

(IPD)

lndeks

PD1-T
. dan lain-

lain

{transi-
si

indika-

di (2.b)

(transisi

indika-

menjadi
1.cJ

REI{CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2OPERIHALNO
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUI{ 2O2O
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5.7. Btdarg Peab.lgunar N€rilayih.ar dr.a Tata Ruarg
5.7.7. Dietat Torttaggrl da'r Xa!,asrD Perbrtr!-n

195.
Sasaran dan indikator
pembangunan bidang daerah
tertinggal da, Kawasan
perbatasan (peru bahan data
pada Tabel 5.39. Sasaran
darl Indikator
Pembarlgunan/ Pengarusuta
maan Bidang Daerah
Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan, poin l.a, 1.b,
darr 1.e, Halaman V.85)

Terbangunnya pusat -pusat Frtumbuhan yanA berkontribusi tcrhadap pcmbangunan
x,ilayah di luar Pulau Jawa
Peninakatan

dan tata kelola
di kecarnatan
lokasiprioritas

negara

Penecmba ngan
Pusat Kcgistan
Stratcgis
Nasional
(PKSN}

sekitamya
Rata-rata

pembangunan
rnanusia (lPM)
di daerah
tertinggal

I t47 ra7 r87

to lo 10

Nilai

I

7

57,34 5a,26.. 5a,a1* 59,3ar*

Seluruh
KIL

Selurutr
KIL

Sumben Kementerian PPN/Bap,p€nas {diolah), 20l9
Kctcranganr 1 Rcalisesi; *) Targct

Seluruh
KIL

K€camatan 15O

Tcrbanaunnya pusat'pusat pertumbuhan yang berkontribusi tcrhadap pemban8unan
wilayah di luar Pulau Jawa

Nilai 57,34 sa,l I 58,a2" 59,54*

Sumber; Kementerian PPN/Bappcnas (diolah), 2019
Keteranganr *) R€alisasi; **l Tarset

150 I r'i7 ra7 157

10 to 10 l4

I

Seluru h
KIL

Sclunrh
Klt'

Rata-rata
indeks
pcmbar,gu nan
rnanusia (lPM)

tertinggal

PeninBkatan

dan tata kclola

lokaBi prioritas

Pusat Kegiatan
StIalcgiB
Nasional
(PKSN)

Scluruh
KIL

PEMUTAKHIRAN REITCAI{A KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

PERIHALNO RENCANA KERJA PEMERI TAH TAHUN 2O2O

No. lodllrtor gatuu 2ol7t 20!8'1 20l9"t aclo.r tlo. srru.!/
tndllrtd !'atull' 20111 20181 20t9nt 202.)1 '{ILPehll.11r
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5.8 Btdrng P€abaaEua&a Sarua dal Pr.rar.!.

196
Perubahan pada paragraf 1,
Halaman V.89

pembartgunan infrastruktur dalam rancangan RPJMN 2O2O-2O24 y6:itu: Kesetaraan
Gender; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Pembangunan Berkelanjutan; Modal
dan Sosia-l Budaya; Trarsformasi Digital; dan Ketaharran Bencana. Hal ini juga
didukung oleh mendorong strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan kreatif
seperti (PBU dan PINA.

Perubahan pada paragraf 2,
Halaman V.89

(1) keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman, yang hanya
terdapat 19,53 persen rumah tangga (tahun 2019) menggunakan akses air minum
perpipaan dal hanya 7,42 persen rumah tangga (tahun 2Ol8) dengan akses sanitasi
arnan;

Pengamsutamaan pembangun al infrastruktu r dalam rancangan RPJ MN 2020-
2024 yailw: Kesetaraa.n Gender; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
Pembangunal Berkelanjutan; Modal dan Sosial Budaya; Transformasi Digital; dan
Ketahanai Bencana. Hal ini juga didukung dengan mendorong strategi investasi
dan sumber-sumber pendEuraan kreatif seperti KPBU dan pembayaran kreatif.

(l) keterbatasan cakupal layanal infrastruktur dasar permukiman, yarrg ha-nya
terdapat 20,45 persen rumah tangga (tahun 2019) menggunakan akses air minu m
perpipaan dan 7,42 persen rumah tarrSga (tahun 2O18) dengan akses salitasi
arnan;

(3) belum optimalnya kapasitas dan dukungan pemerintal daerah dalam
perencanaar, penganggaral (penyediaan SPAM dan penyertaan modal daerah ke
PDAM) dan penyusunan peraturan perundangan yg mendukung penyediaan akses
air minum (penetapan tari4;

(3) belum optimalnya kapasitas dan dukungan pemerintah daerah dalam
perencanaan, penganggaran (penyediaan SPAM dan penyertaan modal daerah ke
PDAM) serta dukunSar penetapar tarif air minum;

r98 Perubahan pada paragraf 3,
Halamal V.89

(6) kerentanan terhadap bencanamasih cukup tinggi di wilayah Indonesia, terutama
terhadap bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapj, dimana Indeks
Risiko Bencana lndonesia (IRBI) Nasional masih sebesar 137,5 dari target awal
sebesar 132,8 pada tahun 2018, dan kerugian finansial Indonesia akibat bencana
alam pada 5 tahun teralhir ini cukup tinggi, yaitu sebesar mencapai 12,58 miliar
USD per tahun;

(6) kerentanan terhadap bencana masih cukup tinggi di wilayah Indonesia,
terutama terhadap ber-rcana banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi,
dimana lndeks Risiko Bencana lndonesia (lRBl) Nasional masih sebesar 137,5 dari
target awal sebesar 132,8 pada tahun 20I8, dan kerugian 6nansial Indonesia
akibat bencana alam pada kurun wal<tu 2OO2-2015 adalah 1,26 miliar USD per
tahun llntenadtional Disaster Database, 20 | 8l'

Sasaran dan Ildikator
Pembangunal Sarala darr
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran dan
lndikator Pembangunan
Sarala dan Prasarana,
Halaman V.9l )

Terfasilitasirya penyediaan hunjan baru layak bagi masyarakat

Junrlah llnit ')O.'2Aa 2).21ct l7.OO3

I

PUPR

Te asilitasinya penyediaan hunian balu layak bugimasyarakat
Il 

'lurl h'riri,r'r 2 )_2ap -.2_t1,4 | / ttt).|
l), u la\ak \alr[
l(! lnrgLrrt

1

39.390
PUPR

REI{CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO PERIHAL

IEdftrtor '{ILPel.Lrtr rrdfirto. 8.t .! zoli,.t 2OlA'r 2o1rr 2.O2Ol ,<lL
PeLL..!ro'l{o- 8rtu.n 2ol7t 20181 2otlr"t 2(}2,}r

PEMUTAKHIRAIiI REI{CAIYA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

197.

199.

4{' 314

T T
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2 Tcrfasilitasinva Fmbiayaan pcrurnahan bagi masyarakat

Terfasilitasinya peningk€tan kual,las runEh bagi masyarakat
r.rnl"h k r.dh t,,4 Jo8 lr,(r.8()o 21,4 (!)or'r"rh rarigga

220.Cfl)

3

2Kawassn N/A

Jumlah

lanSga
berpcnda-

vans

subsidi

PUPR

PUPR

Jumiah

dan
pcrmukiman
baru yang
mendapatkan
pcningkatan

PUPR

layak yang

melalui
tasilitasi
pcmerintah

Rurnah
Tangga

212.4a9 26|J.731 169.170 110.Om

4'femediaDva iDfrastrukturdasarF,ermukirnan

tjnit 17.226 30.406 13.fi)O 22.arn

2 Tedasilitasinya pcmbiayaan perurnaha,r bagi masyarakat

3 Terfasilitasinya peningkatan kualitas turrrah bagi masyarakat

llcktar N/A N/A N/A 2.733,02

174.O7a I10.300Rumah
Tang,ga PI,PR

225.aOO l. Kemen

I PUPR
. Xemen.o

PUPR

melalui fasilitasi

PSU yang

255.04
7

260.72
9

4 Tersedianya iDfrastruktrrr daser permukimsn

tangga yang

peningkatan
kualitas

Rumah 164.50 25O.8O 254.mO
T8nass a 6

eksislinS yang

pcningkatan

infrastruktur

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAI(HIRAI{ REI{CANA KERJA PEMERTITTAH

TAHUN 2O2O
PERIIIALNO

Perumahan

T

PI'PR
I

Jumlah rurnah
tangga

r€ndah yang

sub3idi

I

I
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'Icrciptanva kcmudahan perznntn dan keurnanan b())nukim

N/A

t(rlo

2Kawasan N/A

Itrrsil

infrastruktur
degqr
Luas

dan
Permukiman
cksisting
vans

pcningkatan

infrastruktur

Kcmen
PUPR

Sumben Kcrncntcrian PPN/Bappenas (diolah), 20l9

Jumlah
Penerbitan
sHM/
SHGB/
SHRS
mclalui
fasilitas pra

sertifikasi

Srrir nr li(irrirl('riirr I'l'N/lri,t,txrrrstl(,lrlr, 2r)l()

200 Sasaran dan Indikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana {Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran
dan lndikator Pembangunan
Sarana dan Prasarana,
Halaman V.92)

Tcrfasilitasinya pcngcn$angan SPAM dan in fres tru ktu r sanitasi (sistem penSolahan air limbah
domBtik setenrpat, lcrpusat, dan intrastruktur sampsh)
Ku msita s

Jinil i"".".r lltl N/A lo'e4o 11 334 22 ()67 Kranffl
t\.,1,R

0

1

Alr MlnuE d.n arDltl.t

Tcrfasilita3inya pengcn$angan SPAM dan inlra8truktur lanitasi lsislcm Fneolahan air
limbah dorncstik sctempat, tcrpusat, dan infuastruldur sanrp6h)

75() 185

I

llxl

Alr MIiUE drE Srnltc.l

215
PUHI

r.apasitas
SPAM
Rcgional

NO PPRI}IAL RENCANA KSRJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN REI{CANA KER.'A PEMERINTAH

TAHUN 2O2O

ladll.tot satE.! 2OL7'l 20141 2019"1 2o,2(J1 KIL No. lDdik.tor 8rtu.a 2OL7'l mlll.f ,o19-r xy4tl xlL
P.lll.'lrr

l

PUPR

I I

!)oo
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Air Minum dan Sanitasi

Terbinanya pcmda provinsi, pemda ksb/kota dao Er)yelenSaara SPAM dalam
penyelenggaraan SPAM serta terlaksananya p€ngembanaan layanan sanitasi pemrukiman
yang berkeladutan

slt

410 415

Kabu-

,2

507

N/A 1.754.694 3.50q.3aa

PUPR

PUPR

dagri

PUPR

yang

klapasitag
SPAM
terbangun
vans
dikembangkan
Jumlah
Sambungan
Rumah yang
terlayani SPAM

63 Kab/
Rota

tcrfasala-
tasi

pcngelo-
laan

lumpur
tinja

lasi
RPJMN
2015-
20r9)

514 Kcmcn
PUPR

Jumlah
lkbupeten/
Kol! yang
memiliki
RISPAM lOO%

Jumlah
Kabupaten/
Kota yang
tcrfasilitasi
penguatan
kapasitas
dacrah dalam
pcngelolaan
lumpur air
limbah

Kabu-

Kota

Tcrbinanya Fmda provmsi, pemda kab/kota dan penyelcnggara S['AM dalarn
pcnyelcnggaraafl SPAM sc[a tcrlaksananya pensembangan layanan sanitasi permuknna,r
yang b€rkelanjuta

Jumlah
lkbupaten/
Kota yang
mcmiliki
RISPAM
tau
J umlah

Kota yang
tcrhsilitasi
penguatan
kapesitas
daerah

pengclolaan
air limbah
domestik
(tcnnasuk
pengelolaan
lumpur
tinja)

ll,(l 5 123 4i l 3.()54 2.r05

SR

,1 l5 5l4

2

507

r."a2r.ooo r. t4aooo 1.000.om

4to

I'I]I'R

PUPR

PUPR

dagri

PUPR

vana
tcrbsngu n

Kapssitas
SPAM yang
dikembans-

Jumlah

Rumah
yanB
terlayani
SPAM baru

63 Kab/
Kola

terfesili

pengclo-
laan

lumpur
tinja

(Akumu-
lasi

RPJMN
2015-
2019)

rkb/
Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCANA KER.'A PEMERINTAH

TAHUN 2O2O
PERIHALNO

lpd N/A 177.A92 192.692 2oA.!131

Kabupat
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Jumlah desa/ Desa/ N/A N/A
kelurahan Kelura-
yans han
mendapstkan
progmm
peruba han

sumben Kerrcnteriar) l,PN/Bappelras (.liolah), 20l9
Keterangalr *) Rcalisasi; *))'lurset

3l.l5a Kemen kes20,000
(Akumu-

lasi
RPJMN
20t5-
2019')

Jumlah

vanS

program

pe laku

Sumber Kementerian PPN/Bappenas (diolsh), 20l9
Ketcransan: ') Realisasi; r*) Tarset

N/A N/A 33.154 Kemenkes20 000
(Akumul

RPJMN
2015-
20tS)

201 Sasaran dan lndikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran
dan Indikator Pembalgunan
Sarana darl Prasarana,
Halaman V.95)

Sumber Daya Air

MeninSkat,rya kctangguhan masyarBkat dslam mengurangi daya rusak air

Aumber Day. A&

,lura IIa o,29

19() t3l

'24 30

I

,2

I
220

20 22

tu

o,55 0,2a o,37

o,oa

l(,1

sumber daya air un

r'emen
T'UPR

PUPR

PUPR

,L t,i
Panjans
pengama n

Luasjarin8en Juta Ha O.22
iriga€iyang
dibsnsun

Luas jarinsan
irigasi yanS
di'Ehabilitasi

Panjans
pengcndali
banjir yans
dibansun

o,22 0, r 4

Tcrse(liar)v, s, rrna dan plaSlrxon Tcruedianya sarana dan prasarana sumber dava air untuk pe rnian d6n perikanaD

Juta Ha O,55 O,2A O37 O,Oa

Meningkatnya kel3ngguhan masyaraka! dalam menguranBi dayu rusak air

JLrta Ha o:l

linr 190 till 136

lir l '24

)

20 22

SuEber Daya Alr

o,22
PU PR

PUPR

PUPR

21,s I Kemcn

IPUPR

Panjans
pensendali
t a nj ir yan8
dibangun

Panjane

Luasjarinsan
irigasi yang
dibansun

Luas jarinsan
irigasiyang
direhabilitasi

I

o,14 0,u)

No. s.tu.a 20171 20181 2O19'r 2O2C1

RENCAT{A KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO

Indfiltot
ttlL

PcLhr..

PEMUTAKHIRAN RET{CAI{A XTRJA PEMERII{TAH
TAHUN 2O2O

PERIIIAL

Itdllrrtor 8ltri! ?Ol7t 2O18'r 2OL9t 2.C2'Jdt
r(IL

PeI.lrr!.

Km
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[,4.rringkalr]va k(:lorscdiaal lir u ntLr k sosill dan ckonoinl prc.lukt il

Unil 43 70

Unit 34t9

Uoil

Ur ril t17 t03 t39 l0o

5,OO

al

65

29

34

4

57 Kemen
PUPR

PUPR

Jumlah
bendunsan
y8ng selesai
dibangun
(kumulatif,
unir)

Jumlah
bendungan
dalam tahap

(kumulatir,
unit)

Meningkatnva penyediaan air baku/ai ninum
Nrlai , ,j,i/Jrrjk 4,ra 4,5(t. rrrlrqkatarl

Jumlah
bcndungan
yang dibanSun
(kumulatif,
unit)

3 M{rnn)gkatrrya kclcrcediaar air untrk sosiai dan ekoiorri lrro.luklil

47 45

5L-rr rir l1

Unit 34 42 45

L-,n il tt7 12rJ

2 2

:)1

4

5,OO 4,27

llDit
PUPR

t\_I,R
Jumlah
cmbung/
bangunan
pcnampung air
yang dibangun

Jumlah
b€ndungan
vang

dibangun

pantaiyanS
dibansun

Jumlah
bcndungan
yang dibangun

MoiinakaLnlA U)ivediaa'r air baku /ail.lr rn"'m
l'r,,r {k L , r. ., t.. a 4,: 1

Jumlah
bendungan
dalam
tahap

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RPNCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUI{ 2O2O
PERI}IALo

l

3638 36

Jumlah

bangunan
penampungair
yang dibangun

I'tJPR

5,50

3rl

70

Kemen
PIIPR
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N/A N/A

a)2 ()2

l

1

-I

Kemen
PUPR

PUPR

MeninSkatnya kineria tata kelola PSDA rerpadu

Jumlah
PUPR

Sumbci Kcrncntcrian PPN/Bappenas (diolaD, 20l9
Ketcransan: r) Rcalisasi; .*) Tarset

Jumlah

Jumlah

perundanSan
Sumber Daya
Air yang

lnrkLrrncn 44

PUPR

pengelolaan
SDA wilayah
SunAai

pusat yang

Jumlah
lembaSa
Pengelolaan
SDA yang
ditingkatkan
kapasitas-nya

sunlbcr: t(erDcntcrian PPN/Bappenas (diolah), 20I9
Ketcrangani j Rcaliiasii t) Target

tlnit 34

4<_) 35 li.,rn I

Meningkatnya kinerja lata kelola PSDA t€rpadu

Jumlah
I'I,I'R

PUPR
Jumlah
lembaga
pengelolaan
SDA yanS
d itingka tka n

pcngelolaan
SDA Wilayah
sunsai

pusat yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO PERIHAL PEMUTAKHIRAI{ RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

6a

tl
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Sasaran dal Indikator
Pembangunan Sarana dal
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel5.4l Sasaran dan
Indikator Pembangunan
Sarana dan Prasarana,
Halaman V.97)

J unrlah Dokurnel N/A
k.bijakan

tckiko0rrni-kasi

n)crxhrkuntl
eko,0Di disilal

Sunrbcr: Kon.ntcria,) J,l,N/Bappcnas (diolah), 20tq
Ketcransarr l) llealisasit *r) 'larget

peningkatan kualit s hidup

N/A 't2 t3

I

4

234A 2.475 2.350 2.350

Xollludl..t drr ldorErtlt.

peran layanan TIK dan penyiaran dalam

Iicbrjakar I I l
kominfo

Kemen

Mcn inaka lnva

Jumlah

spcktrum
trckucnsi
radio dalam
mcndukunB
tcrlsksananya
tra nsforrna s i
digital

Jumleh kantor
F\os catang

(xrcLPq
yana bcropcrasi
(kumulatif, unit)

McninAkstnya peran layanan TIK dar penyiaran dalqm peningk€tan kualitas hidup

Sumbcr Kemcnlerisn PPN/Bapp€nas {diolah), 2019

Keteranganr r) Reelisasi; *1 Target

KoEurfir.l drtr llfot.lrulr

Llnil

t2 14

I

I l 3

2,340 2,475 1235fi 2.475

Doku-men N/A N/A

Kcbijakan

KemcnJumlah kantor
Pos c8bang

(KrcLPq
yanB bcroperssi
(kumulatit,

:1'q
Jumlah
kcbijakan
bidang
telckomuni-kasi
dalam
mendukuns
ckonomi digital

Jumlah

fr€kuensi
radio dalam
mendukung

digital

PEMUTAKHIRAT{ RE CANA KTRJA PEMERII{TAH
TAHUN 2O2O

PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2ONO

No. l{oSiturq ZOlT'l 2ol8'r 2O19-l 2O2A"l g.tnu 2OL71 2OLl't 2ol9't 202i'lIad[eto,
ulL

hdltrtor
t<lL

Komunikasi dan Informatika

l

-+
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203

Energi dan Ketenagalistrikan

r Meningkatnya kehendalan dan ekscsibilitas kEtcnaaalistrikan

Jumlah JutaTttn 3,4O
pcnurunan CO,
emisi GRK
pcmbangkit
Lnaga liitrik

Sumbcr: Kcrncnterian PPN/BeFpcnas (diolah), 2O19

Keteranganr ') Rcalisasii .1 Taryct

15,U)

3,40 3,45 3,45

Ea6gt dro t(etemg.[rtrft .!

sAI)r Jam/ 19,33 2s,Oo 2O,OO
PclanSgan
/Tahun

ESDM,
. tsada,l

Usaha

ESDM,

i Mcningkat,lya kehandalan dan akscailJilitas kctcnagalistrikan

SAIDI rata- Jam/ 19,33 25,OO 2O,A)
rata sistem Pelanggan

/Tahun

Sumbci Kemcnterian PPN/Bappenas (diolah), 20t9
Keteransanr I Realisasi; "') Tarset

Eaergt dllr Ket€arga[.t'lksa

15,(x)

3,7tO 3,40 3,45 3,45

ESDM,
Badan

ESDM,
BBdarl
Usaha

oo,
Jumlah

emisiCO,
pcmbangkit

Pelrb.rgrau Ttar.po.tl.l PeoblEguu.a TrrErportr.t

M.niDgkatnva Kuantitas dan Kompctcnsi Sumber Daya Manusia Perhubungan

4J,7t!2 22,544

N4(rrir,lk!trv! liLri)rlilas .lar) l{(rrtxLrsi Surrlxr l)ava i\l!D,rs r l'j(irlirl)urr,arD

23,5d)6 Kernenhub

Jumlah
lulusan
pcndidikan
dan pelatihan
SI)M

Orang 3,451

204 Sasar"an dai Indikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel5.41 Sasaran dan
Indikator Pembangunan
Sarana dal Prasarana,
Ha.laman V.98)

Pembangunan Transportasi

Jumlah
lulusan
pcndidikan

pclatihan
SDM trans-
portasi darat

3,.151 23,506 ,13,88r1 33,465

NO PERIIIAL PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2O

tadftrtot Artu.r 2OL7r 2014') 2019-) 2C2Cr ll/L
Pelstxlrr hdlkatot

t<!L
Pchl..rr

lsdtlrto. 8.tr6! 2ol7t 2O18r 2O19'r 2g2er xlL No. Ind&{or
grtur! 2()17.| 2018.1 2oa9*t 2OlO*l ,iIL

P.lrltl!r

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

l

Sasaran dan lndikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran
dart I ndikator Pembangunan
Sara.na darr Prasarana,
HaJaman V.9a)

r{o. 8.tu{r 2O1?'t 2Or&, 2019'1 2o2(fl
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Menin8katnya ltngelolaan dan Peny€l€nggeraan Tmnsportasi Leut

Keme nh ul)

5 Mcningkatnya Pcngclolaan dan Penyelcngaraan Transportasi Udara

Meningkatnya Pengclolaan dan Penyelenggaraan Tftrnsportssi l,aut

Meningkatnya Pengelolaan dan PenyclerrgSaraan Transportasi Udara

225 351 24ti 214

t9l 102

42

1to 140 Kemenhub

linr

l.i

4

'1o 7t)

22 5r)

5

Panjans
jarinsan KA
vans
terbangun
(kn)

Jumlah rute

vans

Sub3idi

Jumlah

Jumlah
pelabuhan
laut yang
dibansun
atau dikcm-
banskan

Jumlah rute
angkutan laut
vans

subsidi

NO PERIIIAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAT{ REI{CAI{A KER.'A PEMERI TAH
TAHUN 2O2O

I']anjang

vans
tcrbangun
(kumulatif,
kml

Km

445 275

Ru tc t37 t40

(3r,9) (7sr,) (l2oo) lt 47sl

Jumlah rute
kercta api
yang

Subsidi

n 7

Jumlah

kenavigasian

41 l{i l

Jumlah
pelabuhan
Iautyangdi-
tjanaun atau
dikcm-
bangkan

r75 75 52 60

angkutan
lautyang

subsidi

Ru te 117 t34 I 13 157
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Jumlah

yang
dirchabilitasi

d itingkatka n

Jumlah
bandar udara
baru yang
dibansun

Jumlah rute
angkutan
udara perintis
yang

subsidi

180

22

7

Menjngk€tnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan

tao ]l]o t51 150

K()rlenhub

201 2/J1

93 94 95

42,\54 46,413 47,O\7

73<)

12

3 4 4 7

23t)

Knr 46,54

K,n 935

'20 '2lJ 20

di

Jumlah

udam yang
direhabililasi
dan
d itin gka tka n
kapasitasnya
Jumlah

yang
dibansun

PUPR

PUPR

PUPR

ma n lap.ia la n
nasional

Panjang
.jalan

yanS

Panjans
jalen

Jumlah

Jumlah rutc
angkutan

pcrintis yang

subsidi

vang

Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan

IUU

ti8

7

7
7

Km

94

46.564

20

mantapjalan

f'anjangjalan
nasional yang

Jumlah

vanE
terbangun

(ll

42 154

776

12

46.813

20

47.O17

500,65

92.O5

126

r,UPR

PUPR

I'lJI)R

PI'IIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2O2ONO PERITIAL

30

4

Rute 26) lt)2

93

PUPR

Panjansjalan
nasionalyang

lir"
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Mcningkatnya penBelolaan Pcnca an dan Pertolongan

t2

a

9

a.2 a. 10

h2

c. l3

b.2

c. 13

a.5 a,3

b.2

MenangkatL?n pengembangan wilayah Suramadu

tll{a 4

PUPR

yanS
tcrbangun

,lumlah

pcrtolongan

(:. lo<:.23

Luag

vang
dik€mbang-
kan

l\,1( llIiAkair\r]i lrr,tckr!rn it r.!riari,liI ltrtok) r,],uL

Sumben Kcmenterian PPN/Bapp€nas (diolah), 2019
Kcterangan: ') Realilasii ..) Targct

11 Ilt)wsHa 4 7 50

l)

c. l3 38

2

Mcningkatkan pengembangan wilayah Snramadu

a.5

b2
3,2

b.2

PUPR

Jumlah

vang
tcrtangun

dikembans-
kan

pcrtolongan

c. 10.23

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2ONO PERIHAL

Jumlah

yan8
terbangun

Sumbefl Kementerian PPN/Bappcnas (diolah), 2Ol9
Keterangsnr *l Realisasit *1 Target
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2. Meningkatkan a.kses air minum dan sanitasi yang layak dal aman melalui
strategi: (a) peningkatan tatakelola kelembagaan untuk penyediaar air minum
layal dan aman; [b) peningkatan kapasitas teknis penyelenggara air minum; (c)
penyediaan dan pemanfaatan kapasitaa idle infrastnrktur SPAM; (d) perubahan
perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan
penyediaan air minum layak dan aman; (e)peningkatan kapasitas institusi dalam
layanan pengelolaan sanitasi; (4 peningkatan komitmen daerah untuk layanan
sanitasi yang berkelanjutan; (g) pengembarga-n infrastruktur dan layanan
sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; (h)
peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman
sanitasi; dan (i) pengembangan ker;a sama dan pola pendanaan;

2. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman melalui
strategi: (a) peningkatan tatakelola kelembagaan untuk penyedia-an air minum
Iayak dan aman; (b) peningkatan kapasitas teknis penyelenggara air minum;
(c) peningkatan pengelolaan aset sistem penyediaan air minum; (d)

pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah melalui peanfaatan
kapasitas SPAM terbangun; (e) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan
pengelolaan sanitasi; (f) peningkatarr komitrnen daeaah untuk layanan sanitasi
yang berkelanjutan; (g) pengembangan infrastruktur darr layarran sanitasi
permukiman sesuai dengar karakteristik dan kebutuhan daerah; ft)
peningkatan perubahal perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman
sanitasi; dan (i) pengembangan kerja sama dan pola pendartaart;

205 Arah Kebijakan (Perubahan
pada narasi pada poin 2,3, 4,
dan 15, Halaman V.102 dan
v.l 04)

3. Meningkatkan ketahalan air dengan strategi artara lain: (a) implementasi
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi (PPSI) dan penerapan bertahap
Modernisasi lrigasi; (b) pengembangan sinergi antara badar usaha air baku
dengan SPAM; (c) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur tampungan air
sebagai tampungan air multiguna (air, pangai, penahan banjir, dan PLTA); (d)
pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase, serta penyediaan room Jor the
iver, dan (e) pengendalian bencana melalui inlrastruldur tahal bencana,
infrastruktur hijau, dan pembangunan tanggul laut di utara Jawa secara
terintegras i;

3. Meningkatkan ketaha.nar air dengan strategi arrtara lain: (a) implementasi
Pengembangarr darr Pengelolaan Sistem lrigasi (PPSI) dan penerapan bertahap
Modernisasi Irigasi; (b) penyediaan air baku di kawasan prioritas, rawan air,
dan pulau kecil terluar, serta pengembangan sinergi antara badan usaha air
baku dengal SPAM; (c) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur
tampungan air sebagai tampungan air multiguna (air, pangan, penfian banjir,
dan PLTA); (d) pengelola^an banjir perkotaan dan sistem drainase, penyediaan
sistem peringatan dini bencana banjir serta penyediaan roomfor the rfuea dan
{e)pengendalian bencanamelalui pengembangarr infrastruktur tahan bencana,
konserva.si daerah aliran sungai, dan pengelolaan terpadu kawasan pesisir
utara Jawa;

4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan serta pendanaannya
dengan strategi antara lain: (a) transformasi industri ketenagalistrikan yang
efisien dan transparan; (b) kebijakan tarif dan harga energi dan
ketenaga.listrikan yang optimal; (c) penyediaan pembayaran kreatif dan
insentif untuk mendorong perluasan akses layanan dan pemanfaatan DBT
serta efisiensi energi; dan (d) penyediaan dukungan pembiayaan untuk akses
energi bagi masyarakat yang tidak mampu [bantuan pasang baru listrik);

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAT{ RET{CAI{A KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2O2ONO PERIIIAL

4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan serta pendanaannya
dengan strategi antara lain: (a) transformasi industri ketenaga.listrikan yang
efisien dan tranaparan; (b) kebijakan tarif da-n harga energi dan ketenagalistrikan
yang optimal; (c) penyediaan pembiayaan alternatif dan insentif untuk
mendorong perluasan akses layanan dan pelnarrfaatan EBT serta efisiensi energi;
dan (d) penyediaan dukungan pembiayaan untuk akses energi bagi masyarakat
yang tidak mampu (bantuan pasang baru listnl<);



15. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan skema KPBU denSan cara: (a)
menguatkan strategi koordinasi antat K/L/Pemda dalam rangka
mempercepat penyelesaiaa hambatan (debottlenecking) dengan
mengoptimalisasi Kantor Bersama XPBU; (b) mengoptimalisasi penggunaan
daftar proyek (Project Development and Pipelines) melalui pen-yiapan daftar
proyek KPBU dan pembiayaan kreatii

5.9 Btdarg Su-Eber D&ya Alern da.! Llagl.uogalr Hldup

206 Sasararr dan Indikator
Pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Jumlah
Hasil Hortikultura

{Perubahan Tabel 5.42 Target
indikator sasaran, halaman
v.los)

Merirl8kslnya r-nacmbanaan asribisois, rr.oduksr hasil hutan, pr.xluk rErikanan dan
jasa IinskLrnsan

Jurniah llasil Ik, tikultut?]
Ii|r)larrg Nil)[ l,,l ] t(,; I 2ut, I ,131 I 5()8

Jurrlalr llasil lttefl rakan

.. 
l1 ,l,rk\ |jl,Lr tL,l -t l(n,,,i4 :t.r,55,4 377O,O i|.fJOO,O'lr l, L,

- 
lrrrlrl'-r lLr,lr r(,rL ,r.t),1,,1 (r8O,() l,(r)3,0 l,too,o

Junrlah l'rI)duk I'crikandn olalBrr

v, [L, r .].k ,,,.,,..,, /,.t
,,t.,tr.,,,

Mcriogkatnya rilai tarnb.rlr indrrstli rninemidar lr.t8nrbaoaan t)crkclanilltal
l'enjDgkalan produksi,ninc'ial (lor,

l'anrJ' 'lirr ,115,:n)8b) i o o(r) 2()t.(r)o 2t)iJ ooo'li:rrl,,qa

l

2

MerinSkatnya pcns.rrnbansan sgribisnis, r,!duksi hasil l)Lrl,rn, produk perika.nan
dan jasa lingk,rnsan

Junrlah llasil Ilortikultura

I)f,inr llrbu ron 7<ta,2 | l4'2 I l7r) 1.152

.JrIlllah llasil lhlernakan

] ,,.,',k", t.,t.,r.,, r(.,*,,,., ,,..11 :. / ,A .{x(,o,,,
,lL,i

l'(xtrksr tiibu lon 92g,t ()l)t (r(r(),4 t.loo,o
S'r!',

Junrlah lluduk Perikanar Olah6n

V,.l-r,r. ,,1 r< I rt_ , I t_,)

Mcningkatnya nilai lAinbalr indUstri rnincml dan peflsD$angan bcrkelanjutan

3t o.oo0

l

I

1 291.000 291.OOO

Peningkatan p,oduksi mincral (ton)

-,1:^:' Toll 24;'.:h8h,

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O PEMUTAKHIRAN RENCAT{A KER.IA PEMERINTAH
TAHUN 2O2ONO PERIITAL

Ilrditlto, trdfirtor SrtEtrr 2ol7t 2ola'l 2lrl9-l 2 zq'lNo.20l9.r20181 2020.|8.tn.n 2OL7.|
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15. Meningkatkan kapasitas pendanaan dalam investasi sektor infrastruktur
dengan cara: (a) menguatkan strategi koordinasi antar K/L/Pemda dalam
rangka mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking) dengan
mengoptimalisasi Kantor Bersama KPBU; (b) mengefekti{kan daftar proyek
(Project Developmeflt and Pipelines) melalui penyiapan daftar proyek KPBU dan
PINA; (c) mereformasi kebijal<an taril (d) meningkatkan kapasitas fiskal melalui
reformasi p4iak oleh pemerintah pusat dan meningkatkan pendapatan asli
daerai (PAD); dan (e) merealokasi Anggaran Belanja Pemerintah.
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sLrnrber daya kclautarr bcrhasis rnasvarakat duir

Mcnirgkatrva kralilis lillBkunr{dn lrklup ser'la Ix]ni,rgkaldn kuelit/s inlbnlvlsi
iklnlr, nretcorclosi, klnrlatdoai .laD aeolisika

lbnirskatan kualitas lin8kursar hidrp
,rfn'lirli l"rxt'rk tlrxtlk N/A N/A N/A t;2
l,rll)a | !L

3o

t5 25

l

3

a

I ())

124

290

70.ooo

a60.u)o

6<)

267

70.ooo

1.a3a.ooo

75

231

50 000

a60.ooo

Meningkstnya pengelolaan
kedasarna a,rtarwilayah

J umhlr K. r ra,
kcmitraan

ttninBkalan nilsi tambah/hilirisasi
.lulnlrrlr Llnit S!

tasililas

Ir)gam llrnas

'l'on

'l'on

82h)

259b)

6A.7u26)

s98.l2sb)

l.*.'., r..r, /.. tz.) t,..

."c'l 1.,r, !:!.h -..t 29\) 2.(,
l'._r, r k

l-o*rrt r ']ur (rr1.7o2rt io.(xx) 7o.o(xl a{,oo()'l'i,i r' I

. Ij.r, i ',k, I r.i)O (xX) 8r)O (I)o I ol4O(x)

IrcninekataD r)rlai lallrbah/hilirisasi
1 ..-rl'r_'..r :,.1 J, .1 

Ift'r*olnlr.,l,l ,'

Mcnxlgkatrya pen8elolaH,r su,nber daya kclautan bcrbasis masvamkat dao kcrja$ma

. 
rrr'rl1l lar.ri.r,.,. t./, t. 2,. )t,

korscrvasi

M.ningkatova kualitas lill8krlnsan h;dup scrta r)rirEkrltan ktalitns illlommsi iklr r,

ntlcorologi, kltrratobsi dan scofisika

Perinskdtan kualit:is Iil,ikllngan hjdup

.l'r,, lalr Nnski,li N/A N/A N/A i.i
pcrr{:litiaDvar,{ .lufi[r]
dx,,,,ni,,,lka,r Ak|,..
oklipcrrraguri, (lil,rsi

3

4

NO PERIHAL RENCAI{A KERJA PEMERINTAH TAHUTT 2O2O
PEMUTAKHIRAI NET{CANA IIIR.JA PEMERII{TAH

TAHUN 2O2O

l

2{)
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1,,r' k,i:rljlls i,rt(,lrxrsr iklr!,, nr{,tcor,bAi, klirr,i,lok)s,.h,, U(a)tisjkli

600 00() 1.2(x).Om

75,7

a7

I

I,ersen N/A**

t-

daya dukung
lingkungan,
ketahanan air

Tingkat Akurasi
Kualitas

lnformasidi
Bidang MKG

r\:rso) N/A*'

UtAna MKGU

tcknologi

vans
terintegra s i

Sumbefl Kcrncntcrian PPN/Bappcnas (diotah), 2Ol9

KetcranBanr *) Re€lisasi; **) Targct

Jumlah ton El3

Yans terkclola
untuk
mendukung
Pcningkatan
kualitas
linskunsan

Peni!rgkalrr kualitas inlornrasi iklim, mcteorclogi, klimatologidan i{eofisika

sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolahl, 20l9
Ketemnaan: ') R@lisasi; ") Tarset

anx) ooo 6.O00.ooo587 I 5,

t

t IJumlah ton 83
yang terkekra

Pcngelola-an

u tarna MKCU

tcknologi
infornasi dan
komuni-kasi
yang terinteS-

NO PERIIIAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O
PEMUTAKHIRAN REI{CANA KER.'A PEMERINTAH

TAHUN 2O2O

I
6m.ooo 5a7.615,49

8A
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BAB 6 KNDAH PEI.,/IIISANAAN

6.1 Rerangla Pela5rala[ Urtru.m dalr hwertarl

207 Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 202O sebesar 6,O
persen, dikembangkan arah kebijakan pelayanarr umum dan investa,si serta
dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1 .

Kerangka Pelayanan Umum
dan lnvestasi (perubahan
narasi pada Tabel 6.1
halaman VI.2)

lr'r)rrigk,r{.ii li r.lilirs t'r[irrr],irf I il l

,1,,r ll,, ltl:Lt,rr,rir

Pcningkatan pclayanan umum
dalam bidang kcpcndudukan,
p€rlindungan sosial, pelayanan
kesehatan, dan pelavanan
pcndidikan

Sistem Jaminan Sosial Nasional ttl

Surrrber: Kcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sumbcn Kementerisn PPN/Bappcnss (diolah), 2019

Peningkatan peleyanan umum dalam
bidang kependudukan, pcrlindungan
sosial, pelayanan kcsehatan, dan
pelayanan pendidikan

I

1.3 l

Sistem Jaminan Sosial Nasional
dengan Peningkatan Kepcsertaan
Mandiri
Pcningkatan Kualitas Pensajaran
dan C€ra Pcmbelajsran

6.3 KeraDgka Reguleri
6.3.1 Kebutlhe! KoraDEli. Regulart RXP 2O2O

209 Bagan Peratu ran Pemerintah
(poin A)

(Halaman VI.l0)

a- Undang-Undarrg
1) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang,Undang Hukum Pidala

(KUHP).

a. Undang-Undang
1) Revisi Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

2) Rancangan Undang-Undang tefltang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

3) R.!c.ng.-t! Und.!g.U!d.ng Ibu Not! Ifogrr.
210 1) Revisi Peraturan Pemerintah 60 Tahun 20l5 tentang Perubahan Atas

Peratu ran
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentarg Pehyelenggaraan Program Jaminan
Hari Tua.

Dihapus

211 Bagan Peraturan Pemerintah
(poin B no.5)
(Halamart Vl.lO)

5) Pen-yederhanaan regulasi (revisi dan gabung) untuk tiga Peraturan Pemerintah
sebagai berikut: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 20l5 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Keda (JKK) dajr Jaminan Kematian
(JKM); b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20l5 tentang

5) Penyederhanaan regulasi {revisi dan gabung) untuk tiga Peraturan
Pemerintah sebagai berikut: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2Ol5
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaal Kerja dan Jaminan Kematian;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Jarninan Pensiun; dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol5

Arnt RebtttaD Pelayrrla! UEuE
d.! lnvcatr.l

Ars! Kcblrsk.n Pehyulrr U,ous drs
Iuve.b.l

DukudEr! KeElotrIr Prlorlt!. PN.PP.KPDukuarso Ke8lstrr Prlorltar PN.PP.KP

TO PERIHAL RENCANA I(ERJA PEMERINTAH TAIIUN 2g}O PEMUTAIfiIIRA.IT RENCA A XEzuA PEMERINTAII
TAHUN 2(,IO

Kerangka Pelayaran Umum
dan lnvestasi (perubahan
data pada paragraf 4
halamarr Vl.2)

Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2O20 sebesar 6,9 -
7,3 persen, dikembangkan arah keb{jakan pelayanan umum dan investasi serta
dukungan keSiatan prioritas sebagaimana padaTabel 6.1.

204.

+

Bagan Peraturan Pemerintah

hoin B no. l)
(Halaman VI.IO)
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Penyelenggaraan Jamiflan Pensiun; c) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2Ol5 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jarninan Hari Tua.

6.4 XeraEfla tvaluast daa Peogoodaltaa
6.4.2 P€ngerdaltu

Mekanisme Pengendalian

(Perubahaa narasi pada
Paragraf2dar3Halaman
vl.l4)

Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP strategis
dilakukan dalam bentuk tindakan konstruktif. Tindakan konstruktif adalah
tindakal membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP, yalg dilaksanakal
melalui kebijalan refoatsitrg lpemlokusan kembali).

PEDIUTAXHIRAN RTIYCAITA KERJA PEMERTNTAII
TAHU}I 2O2O

PERIHALNO RE!{CANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O

Xeputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP strategis mencakup
dua hal, yaitu tindakan konstruktif dan tindakan preventif. Tindal<an konstruktif
adalah tinda-l<an membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP, yang dapat
dilaksanakan mela.lui kebijakan :

(a) kebijakan reJocusing lperr\fokusan kembali),
(b) kebijakan reorientasi (peninjauafl ulang), dan
(c) kebijakar restrukturisasi (penataan kembali).

Tindakan preventif adalah tindaka, pengendalian uDtuk menguranSi atau
menghilangkan kemungkinan pelaksanaan PP/KP strategis yang tidak sesuai target,
yang dimungkinkan pula sampai pada keputusan untuk menghentikan
pelaksaaaan PP/XP strategis yang sifatnya penghentian sementara ataupun
penghentian tetap apabila diperlukan (sv,sryut/ pinaltV) dengan terlebih dahulu
memintakan persetujuan Presiden.
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Mekalisme Pengendalian

(Perubalan gambar pada
Garnbar 6. 12. Mekanisme
Pengendalian Pembalgunan,
Halaman VL l5)
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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RR. Rila }lrawati
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PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR ll TAHUN 2019
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KER.IA PEMERINTAH TAHUN
2020

PEMUTAKHIRAI'I PETA ASPEX KEWILAYAIIAN RT(P 2O2O
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caobar 4.54
Peta Rerrca,la Peoguattr B€ta.tana.lr. Bcdcala

sumber: Kemente.ian PPN/Bappenas (diolahl, 2019

Keteranganl

^ Gla.lidan Sim,rlesi
li' : penaneeutanean Bcncana

Layanan Budaya Sadar Bencana

Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan

Desa Tangguh B€ncana

Infolmasi Gempabumi Dan Tsunami Dengan
Pemasangan Seismograf

I

3

I

Sistem Peringatan Dini Bencana

Layanan Pengadaan dan
Dist busi Lgistik Kebencanaan
Layanan Pemulihan Dan
Peningkatan Ekonomi Di Daeah

Layanan Peningkatan Sarana
Pusat Pengendaii Operasi
Kebencana.anr Pusdalops

s

,D

e

Gambar 4.54
Aspeh Kewilay-h-- PP Peoa.lggula.lrga.! Narkotlka daa Peoguatar KatutibEas

Sumben lcmenterian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan:

7 | Comnnnd Center
t I Ruang Pelayanan Klusus (RPIq
i : Rumah Susun Polri

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
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SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR Il TAHUN 2OI9
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KER"]A PEMERINTAH TAHUN
2020

INTEGRASI PENDANAAIT ALOXASI PADA PRIORITAS NASIONAL
BELANJA KEMENTERTAN/LEIIBAGA TAHUN 2O2O

Keterangan:
Alokasi Pada Prioritas Nasional dirinci sampai dengan proyek di Kementerian/ t embaga

o1 t43,126.9Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

39,551.4o2 I nfrastruktur dan Pemerataan Wilayah

03 24,210.tNilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Keq'a

40,300.0o4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

o5 Stabilitas Pertahana.n dan Keamanan 39,895.6

PN PRIORITAS I{ASIONAL
ALOKASI

(RP. MrLrARl

JUMLAH 2a7,Oa4.O
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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

2=:-
RR. Rita Erawati

Penanggulangan Narkotlka dan Penguatan Kamtlbmas I,O49.9
Kementerian Dala.m Negeri 6.4
KemenGrian Agama 4.O
Kementerian Sosia] 236.6

58.6Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Kepolisian Negara Republik Indonesia 7 52.7
Badan Narkotika Nasional (BNN) 19.8
Kementerian Desa, Pembangunan Daera.L Tertinggal dan Transmigrasi 1.1
Kementerian Pemuda dan Olahraga 5.0
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 5.8

PROGRAM PRIORITAS/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA
ALOI(ASI

{RP. MILIARI

JUMLAH 39,495.6


